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Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 
ayat (5 ) ,  Pasal 1 0  ayat (7), Pasal 1 2  ayat (6) , dan Pasal 1 4  
ayat (4 ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 0  Tahun 2 0 1 0  ten tang 
Penyusunan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kemen te rian 
Negara/ Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 36/ PMK. 02 / 2 0 1 4  
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerj a  
Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Peraturan 
Men teri Keuangan Nomor 1 7 1 /PMK. 0 2 / 2 0 1 3  tentang Petunjuk 
Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 208/ PMK. 02 / 20 1 4 ;  

b .  bahwa dalam rangka pemantapan penerapan kerangka 
pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, 
penganggaran berbasis kinerja,  serta memberikan pemahaman 
pro ses bisnis penyusunan anggaran secara utuh, perlu 
mengatur kembali ketentuan mengenai pe tunjuk penyusunan 
dan penelaahan rencana kerja  dan anggaran Kementerian 
Negara/ le mbaga dengan · pe tunjuk penyusunan dan 
pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran; 

c .  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak;sud 
dalam huruf a dan huruf b ,  perlu menetapkan Peratu ran 
Men teri Keuangan tentang Pe tunjuk Penyusunan Dan 
Penelaahan Rencana Kerja  Dan Anggaran Kemen terian 
Negara/ Lembaga Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran; 

Peraturan Pemerintah Nomor 90  Tahun 2 0 1 0  ten tang 
Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indone sia Tahun 
2 0 1 0  Nomor 1 52 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 1 78 ) ;  
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 
PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN REN CANA KERJA 
DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN 
PENGESAHAN DAFTAR I SIAN PELAKSANAAN ANGGARAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 

1 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 
pemerintahan negara yang disetujui oleh . Dewan Perwakilan 
Rakyat. 

2 .  Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian 
adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan 
tertentu dalam pemerintahan . 

3 .  Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain 
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan 
tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1 945 atau peraturan perundang­
undangan lainnya. 

4 .  Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah 
bertanggungjawab atas pengelolaan 

pejabat 
keuangan 

yang 
pad a 

Kementerian / Lembaga yang bersangkutan . 

5. Pengguna · Anggaran yang selanjutnya disingkat 
pejabat pemegang . kewenangan penggunaan 
Kementerian/ Lembaga. 

PA adalah 
anggaran 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab 
penggunaan anggaran pada Kementerian/ Lembaga yang 
bersangkutan . 

7 .  Aparat Pengawasan Intern Pemetintah Kementerian Negara/ 
Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/ L adalah 
Inspektorat · Jenderal/ Inspektorat Utama/ Inspektorat atau 
nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan 
intern yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/  
Pimpinan Lembaga. 

8 .  Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya 
disebut Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) adalah dokumen 
perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun .  
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9 .  Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian Negara/ 
· Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Kerja 
Kementerian Negara/Lembaga (Renja K/ L) adalah doku men 
perencanaan kinerja  Kementerian/ Lembaga untuk periode 
1 (satu) tahun. 

10. _ Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Le mbaga 
yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah doku men 
rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang 
disusun menurut bagian anggaran Kementerian/ Lembaga. 

1 1 . Pagu Indikatif  adalah ancar-ancar pagu anggaran yang 
diberikan kepada Kementerian/ Lembaga sebagai pedoman 
dalam penyusunan Renja  K/L. 

1 2 .  Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya 
disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran 
yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga dalam 
rangka penyusunan RKA-K/L. 

1 3. Alokasi Anggaran Kementerian/ Lembaga yang selanjutnya 
disebut Alokasi Anggaran K/ L adalah batas tertinggi 
anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ Lembaga 
berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN yang 
dituangkan dalam kesimpulan rapat kerja  pembahasan 
rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilah 
Rakyat. 

14 . Kinerja  adalah prestasi kerja  berupa keluaran dari suatu 
kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan 
kuali tas terukur; 

1 5 .  Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran dan tujuan program dan kebij akan. 

16. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
Keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program. 

1 7 .  Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran 
kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah Keluaran 
dengan mempertimbangkan · satuan biaya yang paling 
ekonomis dan spesifikasi yang memadai pada tahap 
perencanaan. 

1 8 .  Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara obj ek 
dengan instrumen yang digunakan. 

1 9 .  Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga yang selanjutnya disingkat 
DHP RKA-K/L adalah dokumen yang . berisi rangkuman 
RKA-K/L per unit  eselon I dan program dalam suatu 
Ketnenterian/Lembaga yang ditetapkan berdasarkan hasil 
penelaahan. 
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20 . Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang 
disusun oleh PA/ KPA. 

21 . DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan kerja  
yang disusun oleh PA menurut unit eselon I Kementerian/ 

. Lembaga yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) . 

22 . DIPA Petikan adalah DIPA per Satker yang dicetak secara 
otomatis melalui sistem, yang · berisi mengenai informasi 
Kinerja, . rincian pengeluaran, rencana penarikan dana dan 
perkiraan penerimaan, dan catatan , yang berfungsi sebagai 
dasar dalam pelaksanaan kegiatan satuan kerja. 

23 . Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kebutuhan dana 
untuk mencapai tingkat Kinerja  yang ditargetkan dalam 
jangka menengah . 

Pasal 2 

(1 ) Dalam rangka penyusunari APBN, Menteri/ Pimpinan 
Lembaga menyusun RKA-K/ L untuk Kementerian/ Lembaga 
yang dipimpinnya. 

· 

(2) RKA-K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) berupa: 

a.  RKA-K/ L Pagu Anggaran; · 
b .  RKA-K/ L Alokasi Anggaran; dan/ atau 

c .  RKA-K/ L APBN Perubahan . 

(3) Menteri/ Pimpinan Lembaga bertanggung jawah secara formal 
dan material atas RKA-K/ L yang disusunnya sesuai dengan 
kewenang?-nnya. 

(4 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/ L kepada 
Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan . 

Pasal 3 

( 1 )  RKA-K/ L disusun dengan mengacu pada pedoman um um 
RKA-K/ L, yang meliputi : 

a.  pendekatan sistem penganggaran, terdiri atas : 

1 .  penganggaran terpadu; 

2 .  penganggaran berbasis Kinerja; dan 

3 .  kerangka pengeluaran jangka menengah . 

b .  klasifikasi anggaran, terdiri atas : 

1 .  klasifikasi organisasi; 

2 .  klasifikasi fungsi; dan 

3 .  klasifikasi jenis belanja .  
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c .  instrumen RKA-K/ L, terdiri atas : 

1 .  indikator Kinerja; 

2 .  standar biaya; dan 

3 .  evaluasi Kinerja. 

(2 ) Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan penganggarart 
berbasis Kinerja  sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a 
angka 2 ,  Kementerian/ Lembaga melakukan penataan 
Ars itektur dan I p.formasi Kinerja  (ADIK) dalam RKA-K/ L. 

(3) Hasil penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam 
penyusunan RKA�K/ L. 

(4) Dalam rangka penerapan kerangka pengeluaran jangka 
menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf a 
angka 3 ,  Kementerian/ Lembaga menyampaikan RKA-K/ L 
disertai dengan Prakiraan Maju. 

(5 ) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus 
dimutakhirkan oleh Kementerian/ Lembaga s esuai dengan 
substansi RKA-K/ L yang disampaikan . 

(6) Prakiraan Maju yang telah dimutakhirkan oleh 
Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (5 ) 
menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan 
reviu angka dasar.  

Pasal · 4 

(1 ) Pedo man umum penyusunan RKA-K/ L sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1 ) tetcantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian · tidak terpisah kan dari Peraturan 
Menteri ini . 

(2 ) Pedoman penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja  (ADIK) 
dalam RKA-K/ L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (2 ) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Pedoman perhitungan Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisah kan dari Peraturan Menteri  
lnl. 

(4) Pedoman reviu angka dasar sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 ayat (6) tercantum dalam Lampiran I V  yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri  
lnl. 
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Pasal 5 

RKA-K/L disusun berdasarkan: 

a.  Pagu Anggaran K/ L atau Alokasi Anggaran K/ L untuk 
RKA-K/ L APBN,  atau Pagu Perubahan APBN untuk RKA-K/L 
APBN Perubahan; 

b .  - Renja  K/ L; 

c .  RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat dalam p�mbicaraan pendahuluan Rancangan APBN;  

d .  hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang · tentang 
APBN/ Rancangan Undang-Undang tentang APBN-Perubahan; 

e .  standar biaya; dan 

f. kebijakan pemerintah lainnya. 

Pasal 6 

Penyusunan RKA-K/ L serta dokumen pendukungnya harus 
memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai 
berikut: 

a .  mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/ L sesuai 
dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/ L dan RKP; 

b. mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengah sasaran 
Kinerja dalam Renja  K/ L dan RKP, yang meliputi: 

1 .  sasarari strategis dan Keluaran strategis (Keluaran 
Kementerian/ Lembaga) beserta indikatornya; 

2 .  sasaran program dan Keluaran program (Keluaran 
eselon I) beserta indikatornya; dan 

3 .  sasaran Kinerja Keluaran (Keluaran level satuan kerja  atau 
eselon II) beserta indikatornya; 

· 

c .  menjamin total pagu dalam RKA-K/ L sesuai dengan Pagu 
Anggaran K/ L dan/ atau Alo kasi Anggaran K/ L; 

d .  menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/ L sesuai dengan 
sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L 
dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L; 

e. menjamin Kelayakan Anggaran dan mematuhi ketentuan 
antara lain penerapan standar biaya masukan , s tandar biaya 
keluaran, dan standar struktur biaya, kesesuaian jenis belanja  
dan akun, hal-hal yang dibatasi ,  pengalokas ian anggaran 
untuk kegiatan yang didanai .dari penerimaan negara bukan · 

pajak, pinjaman/ hibah luar negeri , pinjaman/ hibah dalam 
negeri , surat berharga syariah negara, badan layanan umum, 
kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan 
diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan 
usaha milik negara; dan 

f. memastikan pencantuman tematik APBN pada level Keluaran. 
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BAB II 

PENYUSUNAN RKA-K/ L 

Pasal 7 

(1 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga c . q. pejabat eselon I atau pejabat 
lain yang memiliki alokasi anggaran (porto folio) · dan se bagai 
penanggung jawab program . menyusun RKA-K/ L dengan 
menggunakan format RKA-K/ L yang memuat rinc ian alokasi 
berdasarkan : 

a. angka dasar; dan/ atau 

b .  inisiatif baru. 

(2 ) RKA-K/ L yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain 
berupa Term of Reference (TOR) / Rincian Anggaran Biaya 
(RAB) dan dokumen terkait lainnya untuk: 

a. rincian angka dasar yang mengalami perubahan pada level 
tahapan/ komponen kegiatan; dan/ atau 

b .  rincian anggaran yang digunakan untu k  mendanai inisiatif 
baru. 

(3) RKA-K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) disusun secara 
berjenjang yang terdiri atas : 

a .  Rencana Kerja  dan Anggaran Satuan Kerja  (RKA Satker) ; 

b .  RKA-K/ L unit eselon I ;  dan 

c .  RKA-K/ L lingkup Kementerian/ Lembaga. 

(4) RKA-K/ L unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf b ditahdatangani oleh pejabat eselon I atau pej abat lain 
yang memiliki alo kasi anggaran (portofolio) dan se bagai 
penanggung jawab program. ·  

(5 ) Tata cara penyusunan RKA-K/ L dan format RKA-K/ L 
sebagaimana dimaksud pada ayat · (1 ) tercantum dalam 
Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 

BAB III 
PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/ L 

Pasal 8 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran 
Kementerian/ Lembaga, RKA-K/ L unit. eselon I yang telah 
ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) ,  
disampaikan kepada: 

· 

a.  Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga 
un tuk diteliti; dan 

b .  APIP K/L untuk direviu . 
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Pasal 9 

(1 ) Penelitian RKA-K/ L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/ 
Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/ 
Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan melalui verifikasi 
atas kelengkapan dan ke benaran dokumen yang 
dipersyaratkan serta kepatuhan dalam pen era pan 
kaidah-kaidah p�rencanaan penganggaran . 

(2) Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang 
dipersyaratkan serta kepatuhan dalam pen era pan 
kaidah-kaidah perencanaan penganggaran se bagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) difokuskan untuk meneliti : 

a .  konsistensi pencantuman sasaran Kinerja dalam RKA-K/ L 
sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/ L dan RKP; 

b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan 
Pagu Anggaran K/ L; 

c .  Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber 
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; 

d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada 
level Keluaran; dan 

e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain 
RKA Satker, TO R/ RAB, dan dokumen pendukung terkait 
lainnya. 

(3) Hasil penelitian RKA-K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
disampaikan kepada: 

a.  APIP K/ L untuk direviu; dan 

b .  unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 
dan sebagai penanggung jawab program untuk dilakukan 
perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan . 

(4) Pedoman penelitian RKA-K/ L unit eselon .I oleh Sekretariat 
Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. 

. 
Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

Pasal 1 0  

(1 ) Reviu RKA-K/ L unit eselon I o leh APIP K/ L sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk 
memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) dan 
memastikan . kepatuhan penerapan kaidah-kaidah 
perencanaan penganggaran. 
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(2 ) Reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  difokuskan pada: 

a.  Kelayakan Anggaran untuk menghas ilkan 
Keluaran; 

sebuah 

b. kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan 
penganggaran antara lain penerapan standar biaya 
masukan, standar biaya keluaran, dan standar struktur 
biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, 
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari 
penerimaan negara bukan pajak, p injaman / h ibah luar 
negeri, pinjaman/ hibah dalam negeri, dan surat berharga 
syariah negara, penganggaran badan layanan umum, 
kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang 
akan diserahkan menjadi · penyertaan modal negara pada 
badan usaha .milik negara; 

c. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L antara lain 
RKA Satker, TOR/ RAB, dan dokumen pendukung terkait 
lainnya; dan 

d. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif 
baru dan/ a tau rincian anggaran angka dasar yang 
mengalami perubahan pada level komponen . 

(3) Hasil reviu RKA-K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
disampaikan kepada: 

a .  unit eselon I yang memiliki alokas i anggaran (portofol io) 
dan sebagai penanggung jawab program untuk d ilakukan 
perbaikan atau penyesuaian apabila diperlukan;  dan 

b .  Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ 
Lembaga. 

(4) Pedoman reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L 
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

(5 ) APIP K/ L dapat menyesuaikan dan mengembangkan langkah­
langkah dalam pedoman reviu RKA-K/ L 

. 
sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan kebutuhan dan 
karakteristik masing-masing Kementerian/ Lembaga. 

Pasal 1 1  

(1 ) Penelitian RKA-K/ L unit eselon I oleh Sekretariat Jenderal/ 
Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/ tJnit 
Perencanaan Kementerian/ Lembaga se bagaimana dimaksud 
dalam Pasal . 9 dapat d ilakukan bersamaan dengan reviu 
RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L sebagaimana dimaksud 
dalam Pas al 1 0 .  
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(2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan · reviu RKA-K/ L, 

Sekretariat Jerideral/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga 
dapat memberikan tanda "@" pada RKA-K/ L yang selanjutnya 
akan menjadi catatan di halaman I V  DIPA.  

Pasal 12 

(1 ) Unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan 
sebagai penanggung jawab program melakukan perbaikan 
atau penyesuaian RKA-K/ L unit eselon I berdasarkan : 

a. hasil penelitian Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ 
Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 
Kementerian/ Lembaga; dan/ atau 

b .  hasil reviu APIP K/ L. 

(2) RKA-K/ L unit eselon I yang telah diperbaiki atau disesuaikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) disampaikan kepada 
Sekretafiat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q. Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk 
dihimpun menjadi RKA-K/ L lingkup Kementerian/ Lembaga. 

Pasal 1 3  

Dalam hal Kementerian/ Lembaga melakukan pembahasan 
RKA-K/ L dalam ra:rigka Rancangan Undang-Undang tentang 
APBN dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, 
pembahasan difokuskan pada rincian alokasi anggaran menurut 
unit organisasi, fungsi, dan program sesuai Formulir I RKA-K/ L. 

BAB IV 
PENELAAHAN RKA-K/ L 

Pasal 14 

(1 ) Menteri/ Pimpinan Lembaga, atau pejabat yang ditunju k  
menyampaikan RKA-K/ L lingkup Kementerian / Lembaga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2  ayat (2) dalam bentuk 
Arsip Data Komputer (ADK) kepada Kementerian Keuangan 
c .q. Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional untuk dilakukan 
penelaahan dalam forum penelaahan antara 
Kernen terian/ Lembaga, Kernen terian Keuangan, dan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional . 
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(2 ) Penyampaian ADK RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 ) dilengkapi dengan ADK dokumen sebagai berikut: 

a. Surat pengantar RKA-K/ L yang ditandatangani oleh 
Menteri/ Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk; 

b .  surat pernyataan pejabat eselon I atau pej abat lain yang 
memiliki alokasi anggaran (porto folio) dan se bagai 
penanggung j awab program; 

c. daftar rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  dan 

d. RKA Satker. 

(3) Kementerian Keuangan c. q. D irektorat Jenderal Anggaran 
mengunggah ADK RKA-K/L sebagairhana d imaksud pada 
ayat. (2) ke dalam aplikasi S iste m  Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) untuk dilakukan validasi. 

(4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah 
S PAN, RKA-K/ L dikembalikan kepada Kementeriari/ Lembaga 
untuk dilakukan perbaikan. 

Pasal 1 5  

(1 ) Penelaahan RKA- K/ L  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4  
ayat (1 ) d ilakukan untuk meneliti: 

a. Kesesuaian pagu dan sumber dana dalani RKA-K/ L dengan 
Pagu Anggaran atau Alokasi . Anggaran atau pagu 
APBN-Perubahan K/ L; 

b .  Kesesuaian antara kegiatan, Keluaran, dan anggarannya; 

c. relevansi  komponen/tahapan dengan Keluaran; dan 

d. konsistensi  pencantuman sasaran Kinerja  
Kementerian/ Lembaga dengan Renja K/ L dan RKP 
termasuk Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan . 

(2) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
d ifokuskan pada rincian anggaran yang digunakan untuk 
mendanai inisiatif baru. 

(3) Hasil penelaahan RKA-K/L sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1 ) dan ayat (2) dituangkan dalam catatan basil 
penelaahan dan ditandatangani oleh pejabat eselon II dari 
Kemeriterian/ Lembaga, Kementerian Peren canaan 
Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangari. 

(4) Tata cara penelaahan RKA-K/ L  tercantum dalam Lampiran VII 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Men teri ini. 
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Pasal 1 6  

(1 ) Menteri Keuangan c .q. Direktur Jenderal Anggaran 
menghimpun RKA-K/ L Pagu Anggaran hasil penelaahan 
menjadi Himpunan RKA-K/ L untuk selanjutnya digunakan 
sebagai salah satu dasar penyusunan Rancangan 
Undang-Undang tentang APBN beserta Nota Keuangannya.  

(2) Dalam hal RKA-K/ L hasil pembahasan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 3  · belum diterima Kementerian Keuangan c . q. 
Direktorat Jenderal Anggaran sampai dengan akhir bulan Juli , 
Rancangan Undang-Undang tentang APBN,  Nota Keuangan, 
dan H impunan RKA-K/ L disusun berdasarkan RKA-K/ L hasil 
penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 5 .  

(3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN,  Nota Keuangan, 
dan Himpunan RKA-K/ L sebagaimana dimak:sud pada ayat (1 ) 
disampaikan oleh 

. 
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk 
d ilakukan pembahasan . 

BAB V  
PENYES UAIAN RKA-K/ L DAN PENETAPAN DHP RKA-K/ L 

Pasal · 1 7  

(1 ) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang APBN antara Pemerintah dengan · Dewan Perwakilan 
Rakyat, Menteri Keuangan menetapkan Alokasi Anggaran K/ L .  

(2) Alokasi Anggaran K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) 
menjadi dasar untuk penyesuaian RKA- K/ L oleh Menteri/ 
Pimpinan Lembaga. 

Pasal 1 8  

(1 ) D alam hal Alokasi Anggaran K/ L sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7  tidak mengakibatkan perubahan RKA-K/ L Pagu 
Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan 
komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/ Pimpinan 

. Lembaga c . q. pejabat eselon I atau pejabat lain yang memil iki 
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab 
program menyampaikan RKA-K/ L Alokasi Anggaran yang telah 
mendapat persetujuan DPR kepada Kementerian Keuangan c . q. 
Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan lembar 
persetujuan pimpinan komisi terkait di Dewan Perwakilan 
Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 4  
ayat (2) .  
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(2) .RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi  bahan penyusunan DHP RKA-K/ L. 

(3) DHP RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Anggaran I / Direktur 
Anggaran II / Direktur Anggaran III atas nama · Menteri 
Keuangan paling lambat minggu ketiga bulan Nopember. 

Pasal 1 9  

(1 ) Dalam hal Alokasi Anggaran K/ L sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 7  mengakibatkan perubahan RKA-K/ L Pagu 
Anggaran yang telah dibahas dan disetujui oleh pimpinan 
komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/ Pi mpinan 
Lembaga c.q. pejabat eselon I atau pej abat lain yang memiliki 
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab 
program melakukan penyesuaian RKA-K/ L P�gu Anggaran unit 
eselon I menjadi RKA-K/ L Alokasi Anggaran. 

(2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/ L Pagu Anggaran unit eselon I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) digunakan untuk 
mendanai inisiatif baru termasuk tambahan yang berasal dari 
hasil pembahasan dengan komisi terkait di Dewan Perwakilari 
Rakyat, penyesuaian RKA- K/ L  Pagu Anggaran . menjadi 
RKA-K/L Alokasi Anggaran tersebut harus dilengkapi dengan 
lembar persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat 
dan dokumen pendukung lainnya. 

(3) RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana 
di:rnaksud pada ayat (1 ) beserta dokumen pendukung 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada: 

a.  Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c.q. 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Le mbaga 
untuk diteliti ; dan 

b .  APIP K/ L untuk direviu . 

(4) Penelitian dan reviu RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit eselon I 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan untuk 
memastikan kebenaran RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit 
eselon I yang mengalami perubahan beserta kelengkapan 
dokumen pendukungnya.  

(5) Ketentuan mengenai penelitian RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit 
eselon. I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku mutatis 
mutandis dalam penelitian RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit 
eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) . 

(6) Ketentuan mengenai reviu RKA- K/ L Alokasi Anggaran : u nit 
eselon I se bagaimana dirriaksud dalam Pasal 1 0  berlaku 
mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/ L Alokasi Anggaran 
unit eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) . 
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(7) RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah diteliti dan 

direviu disampaikan kepada unit eselon I yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 
untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian apabila 
diperlukan. 

(8) RKA-K/ L Alokasi Anggaran unit eselori I yang telah diperbaiki 
a.tau disesuaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
d isampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat 
Utama/ Sekretariat c .q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 
Kementerian/ Lerilbaga untuk dihimpun menjadi  RKA-K/ L 
lingkup Kementedan/ Lembaga. 

(9) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan lembar 
persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat terkait 
dengan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang 
APBN belum diperoleh, Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 
Kementerian/ Lembaga memberikan tanda "'@" dan catatan 
dalam DHP RKA.:K/ L. 

Pasal 20 

(1 ) Menteri/ Pirilpinan Lembaga c .q. pejabat eselon I atau pejabat 
lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan se bagai 
penanggung jawab program menyampaikan RKA-K/ L Alokasi 
Anggaran sebagaimaha dimaksud dalam Pasal 1 9  ayat (7) 
dilehgkapi lembar persetujuan komisi terkait di  Dewan 
Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 4  ayat (2) kepada Kementerian Keuangan c . q. 
Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan · 
Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan . 

(2) Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana.dimaksud 
pada ayat (1 ) d ifokuskan pada RKA-K/ L yang mengalami 
perubahan dan digunakan untuk inisiatif baru. 

(3) RKA-K/ L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah menjadi  bahan 
penyusunan DHP RKA-K/ L. 

(4) DHP RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Anggaran I / D irektur Anggaran 
II / D irektur Anggaran III atas nama Menteri Keuangan paling 
lambat minggu ketiga bulan Nopember. 

Pasal 21 

DHP RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 1 8  ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) menjadi salah satu dasar 
penyusunan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 
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BAB VI 
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA K/ L 

Pasal 22 

(1 ) Dalam rangka pelaksanaan APBN,  PA menyusun: DIPA 
menurut bagian anggaran yang dikuasainya. 

(2) DIPA sebagairn.ana dimaksud pada ayat (1 ) disusun 
berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

(3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas : 

a .  DI PA Induk; dan 

b .  DIPA Petikan. 

Pasal 23 

(1 ) DIPA Induk terdiri atas : 

a .  lembar Surat Pengesahan DIPA Induk (SP DIPA Induk) ; 

b .  halaman I memuat Informasi Kinerj a  dan Anggaran 
Program; 

c .  halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per Satker;  
.clan 

d. halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 
Perkiraaan Penerimaan. 

(2) Lembar SP DIPA Induk memuat: 

a .  dasar hukum penerbitan DIPA Induk; 

b. identitas unit dan pagu DIPA Induk; 

c. pernyataan s yarat dan ketentuan (disclaimer); 

d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA Induk; dan 

e .  kode pengaman berupa digital stamp. 

(3) Halaman I ,  halaman I I ,  dan halaman II I  DIPA Induk dilengkapi 
dengan: 

. a .  tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan penanggung 
jawab pelaksanaan program dan memiliki alokasi anggaran 
(portofolio) ; dan 

· 

b .  kode pengaman berupa digital stamp. 
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(4) Pernyataan s yarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

a.  DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan ke 
dalam DIPA Petikan untuk masing- masing satuan kerja; 

b .  pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan 
DIPA Petikan; 

c . . DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan a tau dasar pencairan dana/ pengesahan bagi 
Bendahara Umum Negara/ Kuasa Bendahara · Umum 
Negara; 

d .  informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, dan 
Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing satua:n 
kerja  terdapat pada DIPA Petikan; 

e .  rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang 
tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan 
akumulasi rencana penarikan dana dan perkiraan 
penerimaan dari seluruh satuan kerja; 

f. tanggung jawab terhadap kebenaran alo kasi yang tertuang 
dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/ KPA; dan 

g. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai 
dengan 3 1  Desember 2XXX. 

Pasal 24 

(1 ) DIPA Petikan terdiri atas : 

a: lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan (SP DIPA Petikan) ; 

b .  halaman I memuat Informasi Kinerja  dan Sumber Dana 
yang terdiri atas : 

1 )  halaman IA mengenai Informasi Kinerja; dan 

2) halaman IB mengenai Sumber Dana; 

c. halaman II memuat Rincian Pengeluaran; 

d .  halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 
Perkiraaan Penerimaan; dan 

e. halaman IV memuat Catatan . 

(2) Lembar SP DIPA Petikan memuat antara lain :  

a .  dasar hukum penerbitan DIPA Petikan; 

b .  identitas dan pagu Satker; 

c. pernyataan s yarat dan ketentuan (disclaimer); dan 

d. kode pengaman berupa digital stamp. 
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(3) Halaman I ,  halaman II ,  halaman III , dan halaman IV DIPA 

Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital · 
stamp. 

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer) sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

a.  DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi, dan 
Kernen terian / Lembaga) ; 

b .  DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui · s iste m  yang 
dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp 
sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) ; 

c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
Satker dan pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara 
Umum Negara/ Kuasa Bendahara Urnum Negara; 

d. rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang 
tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi  sesuai 
dengan rencana pelaksanaan kegiatan; 

e .  tanggung jawab terhadap penggunaan dana yang tertuang 
dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/ KPA; 

f. dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan 
dengan database RKA-K/ L-DI PA Kementerian . Keuangan 
maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam 
database RKA-K/ L-DIPA Kementerian Keuangan 
(berdasarkan·bukti- bukti yang ada) ; dan 

g .  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari - 2.XXX sampai 
dengan 3 1  Desember 2.XXX. 

(5) C atatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf e memuat informasi mengenai: ' 
a.  alokasi anggaran yang . masih harus dilengkapi dengan 

dokumen sebagai dasar pengalokas ian anggaran, yaitu 
persetujuan Dewan Perwakila:n Rakyat, persetujuan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (khusus 
untuk dana optimalisasi) , hasil reviu/ audit dari Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk 
dana optimalisasi) ,  naskah perjanj ian (PHLN/ PHDN) dan 
nomor register (khusus yang bersumber dana 
PHLN/ PHDN) ; 

b .  alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum 
didisttibusikan ke satker-satker daerah; 

c. Keluaran cadangan; 

d .  alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka 
pengesahan; dan/ atau · 

e .  tunggakan tahun anggaran yang lalu . 
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Pasal 25 

DIPA Petikan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 
satuan kerja  dan pencairan dana/ pengesahan bagi Bendahara 
Umum Negara/ Kuasa Bendahara Umum Negara yang merupakan 
ke�atuan yang tidak terpisahkan dari DIPA lnduk. 

Pasal 26 

Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan 
menetapkan pejabat eselon I yang memiliki alokasi anggatan 
(portofolio) dan sebagai penanggung j awab program sebagai 
pejabat penandatangan DIPA Induk. 

Pasal 27 

(1 ) Pejabat penandatangan DIPA Induk sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 meneliti kebenaran substansi DIPA Induk yang 
disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) DIPA Lnduk yang telah ditandatangani oleh pejabat 
penandatangan DIPA Induk disampaikan kepada Direktur 
Jenderal Anggaran .  

(3) Direktur Jenderal Anggaran menetapkan batas akhir waktu 
penerimaan DIPA Induk. 

Pasal 28 

(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan validasi atas D IPA 
Induk yang.  telah ditandatangani oleh pejabat penanda tangan 
DIPA Induk berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

(2) Berdasarkan hasil validasi atas DIPA Induk sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) ,  Menteri Keuangan mengesahkan DIPA 
untuk Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga. 

(3) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) 
dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama 
Menteri Keuangan . 

(4) Pengesahan DIPA oleh Direktur· Jenderal Anggaran dilakukan 
dengan menandatangani lembar Surat Pengesahan DIPA Induk. 

(5) Pengesahan DIPA lnduk sekaligus merupakan pengesahan atas 
DIPA Petikan . 
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(6) Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Petikan untuk 
masing-masing satker dicetak secara otomatis melalui sistem 
yang dilengkapi dengah kode pengaman berupa digital stamp 
sebagai pengganti tanda pengesahan {otentifikasi). 

Pasal 29 

Petunj uk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum dalam 
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini . 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan 
RKA-K/ L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Menteri ini berlaku mutatis mutandis terhadap tata cara 
penyusunan dan penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan DIPA 
berdasarkan APBN Perubahan . 

Pasal 31 

Petunjuk teknis yang diperlukan dalam rangka penyusunan dan 
penelaahan 'RKA-K/ L dan pengesahan DIPA diatur lebih lanj ut 
dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran . 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku : 

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 36/ PM K.02/ 20 1 4  
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja 
Dan Anggaran Kementerian Negara/ Le mbaga; dan 

2. Peraturan Menteri Keuangart Nomor 171/ PM K. 0 2/ 2013 
tentang Petunj uk Penyusunan dan Pengesahan Daftar I sian 
Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah diubah dengart 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK. 0 2/ 2014 
sepanjang yang terkait dengan petunjuk penyusunan dan 
pengesahan DIPA Kementerian/ Lembaga; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 33 
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MENTERIKEUANGA 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN MENTER! KEUANQAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 143/PMK.02/201 5 
TENTANG 
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 
DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN 

PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN RENCANA ERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN NEGARA/ L MBA GA 

Penyusunan anggaran dalam dokumen encana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) merup kan bagian dari penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanj a  Negara ( BN) , selaili. Rencana Dana 
Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP-BUN) Karena ada perbedaan dalam 
tata cara penyusunan antara anggaran Kementeri n Negara/ Lembaga (K/ L) dan 
anggaran BUN, dalam Lampiran Peraturan Ment ri Keuangan (PMK) ini hanya 
beris i  mengenai pedoman umum penyusunan RKA- / L, yang d idefinis ikan sebagai 
dokumen rencana keuangan tahunan K/ L yang dis sun menurut Bagian Anggaran 
K/ L.  Sementara itu , pedoman umum penyusuna RDP-BUN diatur dalam PMK 
tersendiri . 

Secara garis besar, proses penyusunan RK -K/ L mengatur 3 (tiga) materi 
pokok, yaitu : pendekatan penyusunan anggaran , lasifikasi anggaran , dan proses 
pengangga:ran . Pendekatan yang digunakan dala penyusunan anggaran terdiri  
atas pendekatan : ( 1 )  penganggaran terpadu, (2) enganggaran berbasis kinerj a  
(PB K) , dan (3) kerangka pengeluaran j angka m e  engah (KPJM) . Sementara itu , 
klasifikasi anggaran yang digunakan dalam penga ggaran meliputi ( 1 ) klasifikasi 
menurut organisasi, (2) klasifikasi menurut fungsi, an (3) klas ifikasi menurut jenis 
belanja (ekonomi) .  Selanjutnya, proses penganggar n merupakan uraian mengenai 
proses dan mekanisme penganggarannya, dimul i dari Pagu Indikatif sampai 
dengan penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/ yang bers ifat final . S istem 
penganggaran tersebut harus dipahami secara b ik dan ben�r oleh pemangku 
kepentingan (stakeholder) agar dapat dihasilkan PBN yang kredibel dan dapat 
dipertanggungjawabkan . 

A .  PENDEKATAN PENYUSUNAN ANGGARAN 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang omor 1 7  Tahun 200 3  tentang 
Keuangan Negara (UU 1 7  / 2003) ,  penyusunan anggaran oleh K/ L mengacu 
kepada 3 (tiga) p ilar sistem penganggaran, y itu (1 ) penganggaran terpadu, 
(2) PB K, dan (3) KPJM . Pendekatan penyus nan anggaran tersebut terus 
mengalami perbaikan dan penyempurnaan, dan diwajibkan menj adi  acuan bagi 
pemangku kepentingan bidang penganggaran d lam merancang dan menyusun 
anggaran . 

1 .  Pendekatan Penganggaran Terpadu 

Penganggaran terpadu merupakan un ur yang pal ing mendasar bagi 
penerapan pendekatan penyusunan anggara lainnya yaitu, PBK dan KPJM.  
Dengan kata lain bahwa pendekatan angga an terpadu merupakan kondis i  
yang harus terwujud terlebih dahulu . 

Penyusunan anggaran terpadu dilak kan dengan mengintegrasikan 
seluruh proses perencanaan dan pengangg ran di l ingkungan K/ L untuk 
menghasilkan dokumen RKA- K/L dengan klasifikasi anggaran menurut 
organisasi, fungsi, dan jenis belanja .  Inte rasi atau keterpaduan proses 
perencanaan dan penganggaran dimaksudk n agar tidak terj adi  duplikas i  
dalam penyediaan dana untuk K/ L baik ang bersifat investasi maupun 
untuk keperluan biaya operasional . 
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Pada sis i  yang lain penerapan penganggaran terpadu juga d iharapkan 
dapat mewujudkan Satuan Kerja (Satker) sebagai satu-satunya entitas 
akuntansi  yang bertanggung jawab terhadap aset dan kewaj ibari yang 
dimilikinya, serta adanya akun (pendapatan dan/ atau belanja) untuk satu 
transaksi sehingga dipastikan tidak ada duplikasi  dalam penggunaannya. 

Penganggaran terpadu tersebut diterapkan pada ketiga klasifikasi  
anggaran , yaitu klasifikasi organisasi, klas ifikasi furigsi, dan klasifikasi 
ekonomi. Dalam kaitan ini, pengalokasian anggaran untuk suatu kegiatan , 
misalnya, secara total harus merupakan gabungan antara anggaran 
operasional dan anggaran non-operasional. Berkaitan dengan itu , mulai 
RKA-K/ L 2016 dilakukan penataan pengalokasian anggaran menurut fungsi­
program-kegiatan agar sejalan dengan penggangaran terpadu . 

2. Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja  

PBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang 
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerj a  yang diharapkan, 
serta memperhatikan efisiensi  dalam pencapaian kinerja  tersebut . 
Yang dimaksud kinerj a  adalah prestasi kerj a  yang berupa keluaran dari 
suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas 
yang terukur. 

Landasan konseptual yang mendasari penerapan PBK meliputi: 

a:. Pengalokas ian anggaran berorientas i pada kinerja (output and outcome 
oriented); 

b .  Pengalokasian anggaran Program/ Kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi 
Unit Kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (money follow 
Junction); 

c .  Terdapatnya fleksib ilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga 
prinsip akuntab il itas (let the manager manages). 

Landasan konseptual tersebut di  atas dalam rangka penerapan PBK 
bertujuan untuk: 

a.  Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerj a  yang akan 
dicapai (directly linkages between performance and budget); 

b .  Meningkatkan efisiensi  dan transparans i  dalam penganggaran (operational 
efficiency); 

c .  Meningkatkan fleksibil itas dan akuntab il itas unit dalam melaksanakan 
tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). 

Agar penerapan PBK tersebut dapat dioperas ionalkan, PB K 
menggunakan instrumen sebagai berikut : 

a .  Indikator kinerja,  merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur 
Kinerja ;  

b .  Standar b iaya, adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar 
biaya masukan dan standar biaya keluaran maupun standar struktur 
b iaya sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran ; dan 
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c .  Evaluasi Kinerja, merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, 
konsistensi perencanan dan implementasi, serta realisasi penyerapan 
anggaran . 

Berdasarkan landasan konseptual , tujuan penerapan PBK, dan 
instrumen yang digunakan PBK dapat disimpulkan bahwa secara operasional 
prinsip utama penerapan PBK adalah adanya keterkaitan yang jelas antara 
kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan nasional dan alokasi 
anggaran yang dikelola K/ L sesuai tugas-fungsinya (yang tercermin dalam 
struktur organisasi K/ L) . Dokumen perencanaan tersebut meliputi rencana 
l ima tahunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga (Renstra K/ L) , 
dan rencana tahunan seperti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana 
Kerja Kementerian Negara/ Lembaga (Renja K/ L) . Sementara itu , alokasi 
anggaran yang dikelola K/ L tercermin dalam dokumen RKA-K/ L dan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang juga merupakan dokumen 
perencanaan dan penganggaran yang bers ifat tahunan serta mempunyai 
keterkaitan erat . Hubungan antara dokumen tersebut digambarkan pada 
Diagram 1 .  1 .  

Diagram 1 . 1  Hubungan antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 

Pemerintah menentukan prioritas pembangunan beserta kegiatan­
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang 
d iharapkan adalah hasil secara nasional (national outcomes) sesuai amanat 
Undang-Undang Dasar 1 945 .  Selanjutnya berdasarkan tugas -fungsi yang 
diemban, K/ L menyusun : 

a .  Output-Output Strategis di  level K/ L beserta indikator-indikatornya untuk 
mencapai Sasaran Strategis (Outcome K/ L) yang telah ditetapkan dalam 
dokumen RPJMN dan Renstra, serta RKP dan Renja; 

b. Output-Output Program di level Eselon I beserta indikator-indikatornya 
urituk mencapai sasaran Program (Outcome Eselon I )  yang telah 
ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta RKP dan Renja; 

c .  Output-Output Kegiatan (Sasaran Kegiatan) beserta ind ikator-ind ikatornya 
di level Un it pengeluaran (spending unit) pada tingkat Satker atau Eselon II 
di l ingkungan Un it Eselon I sesuai Program yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
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Perumusan sasaran strategis ,  sasaran program, dan sasaran kegiatan 
dalam penerapan PBK merupakan hal penting disamping perumusan output 
strategis ,  output program, beserta indikator-indikatornya. Rumusan indikator 
kinerja  ini menggambarkan tanda-tanda keberhasilan program/kegiatan yang 
telah dilaksanakan beserta Keluaran/ Hasil yang diharapkan . · Indikator 
kinerja  inilah yang akan digunakan sebagai alat ukur setelah berakhirnya 
program/ kegiatan , berhasil atau tidak. Indikator kinerja  yang digunakan baik 
pada tingkat program atau kegiatan dalam penerapan PB K dapat dil ihat dari 
s is i: 

a .  Masukan ( input) 

lndikator input dimaksudkan untuk melaporkan jumlah sumber daya 
yang digunakan dalam menjalankan suatu kegiatan atau program; 

b .  Keluaran ( output) 

Indikator output dimaksudkan untuk melaporkan unit barang/jasa yang 
dihas ilkan suatu kegiatan atali program. 

c .  Hasil (outcome) 

Indikator outcome dimaksudkan untuk melaporkan hasil (termasuk 
kualitas pelayanan) suatu program atau kegiatan . 

Dalam rangka meningkatkan keterkaitan antara input-output-outcome, 
dalam RKA-K/ L 20 1 6  dan tahun-tahun selanjutnya akan terus 
disempurnakan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) dengan 
menggunakan konsep Logic Model. Pada tahap awal, penataan ADIK 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas rumusan kinerj a  ( output-outcome 
level Kementerian/ Lembaga, level Eselon I ,  dan level Satker) beserta 
indikator..: indikatornya, untuk melihat benang merah antara output-outcome 
di level yang leb ih tinggi dengan output-outcome di level bawahnya. 

3 .  Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 

KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran berdasarkan 
kebijakan, dengan · pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi 
anggaran dalam jangka waktu leb ih dari 1 (satu) tahun anggaran . Sesuai 
dengan amanat UU 1 7  / 2003,  dalam penerapan KPJM,  K/ L menyusun 
prakiraan maju dalam periode 3 (tiga) tahun ke depan, dan hal tersebut 
merupakan keharusan yang harus dilakukan setiap ti:thun, bersamaan 
dengan penyampaian RKA-K/ L. 

Secara umum, penyusunan KPJM yang komprehensif memerlukan 
suatu tahapan proses penyusunan perencanaan jangka menengah meliputi: 

a .  penyusunan proyeksi/ rencana kerangka (asumsi) ekonomi makro untuk 
jangka menengah; 

b .  penyusunan proyeksi/ rencana / target-target fiskal (seperti tax ratio, 
defis it,  dan rasio utang pemerintah) jangka menengah; 

c .  rencana kerangka anggaran (penerimaan, pengeluaran , dan pemb iayaan) 
jangka menengah (medium term budget framework) , yang menghasilkan 
pagu total belanja pemerintah ( resources envelope) ; 
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d .  pendistribusian total pagu belanja  jangka menengah ke masing-masing 
K/ L ( line ministries ceilings) . Indikasi pagu K/ L dalam jangka menengah 
tersebut merupakan perkiraan batas tertinggi anggaran belanj a  dalam 
j angka menengah; 

e .  penj abaran pengeluaran j angka menengah ( line ministries ceilings) masing­
masing K/ L ke masing-masing program dan kegiatan berdasarkan indikasi 
pagu jangka menengah yang telah ditetapkan . 

Tahapan penyusunan proyeksi/ rencana huruf a sampai dengan huruf d 
merupakan proses top down, sedangkan . tahapan huruf e merupakan 
kombinasi dari proses top down dengan proses bottom up. 

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L dengan pendekatan KPJM,  K/ L 
perlu menyelaraskan kegiatan/ program dengan RPJMN dan Renstra K/ L ,  
yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan dalam menyusun RKP dan 
Renj a  K/ L. 

B.  KLASIFIKASI ANGGARAN 

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan 
organisasi , fungsi , dan j enis belanj a  (ekonomi) yang bertujuan untuk melihat 
besaran alokasi anggaran menurut organisasi K/ L, tugas-fungsi pemerintah , 
dan belanj a  K/ L.  

1 .  Klasifikasi Menurut Organisasi 

Klasifikasi organisasi mengelompokkan alokasi anggaran belanj a sesuai 
dengan struktur organisasi K/ L dan BUN . Organisasi diartikan sebagai K/ L 
atau BUN yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 dan 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku . Suatu K/ L dapat terdiri 
atas unit-unit organisasi (Unit Eselon I) yang merupakan bagian dari suatu 
K/ L. Suatu unit organisasi dapat didukung oleh satker yang 
bertanggungjawab melaksanakan kegiatan dari program unit Eselon I atau 
kebij akan pemerintah dan berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran 
dalam rangka pengelolaan anggaran . Sementara itu , BUN merupakan pej abat 
yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara 
sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. 

Pengelompokkan anggaran menurut nomenklatur K/ L dan menurut 
fungsi BUN disebut Bagian Anggaran (BA) . Dilihat dari apa yang dikelola, 
BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) j enis . Pertama,  BA K/ L adalah 
kelompok anggaran yang dikuasakan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga 
selaku Pengguna Anggaran . Kedua, BA BUN adalah kelompok anggaran yang 
dikelola oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal . 

Penetapan suatu organisasi sebagai BA dalam hubungannya dengan 
pengelolaan keuangan negara mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

a.  Pengelolaan Keuangan K/ L: 

1 )  Menteri/ Pimpinan Lembaga adalah Pengguna Anggaran/ Pengguna 
Barang bagi K/ L yang dipimpinnya (Pasal 4 ayat 1 ,  Undang-Undang 
No mor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1 / 2004) ) ;  
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2) Presiden selaku pemegang kekuasan pengelolaan keuangan negara 
menguasakan pengelolaan keuangan negara tersebut kepada 
Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Penggguna 
Barang K/ L yang dipimpinnya (Pasal 6 ayat 2 huruf b, UU 1 7  / 2003) ;  

3) Lembaga adalah Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian Negara (LPNK) ; 

4) Di l ingkungan Lembaga Negara, yang dimaksud dengan Pimpinan 
Lembaga adalah Pej abat yang bertanggung j awab atas pengelolaan 
keuangan lembaga yang bersangkutan (penjelasan Pasal 6 ayat 2 huruf 
b, uu 1 7  / 2003) ;  

5) Menteri/ Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran wajib 
menyusun RKA-K/ L atas BA yang dikuasainya (Pasal 4 Ayat 2, 
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 20 1 0  tentang Penyusunan 
Rencana Kerj a Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(PP 90/ 20 1 0) ;  

6 )  BA merupakan kelompok anggaran menurut nomenklatur K/ L dan 
BUN, oleh karenanya setiap K/ L mempunyai kode BA tersendiri. 

Berdasarkan hal tersebut dapat dis impulkan bahwa: 

1 )  Menteri, Pimpinan LPNK, dan Sekretaris Jenderal Lembaga Negara 
adalah Pengguna Anggaran yang mendapat kuasa dari Presiden untuk 
mengelola keuangan negara dari K/ L yang dipimpinnya; 

2) Selaku Pengguna Anggaran , para pejabat pada huruf a tersebut 
bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan waj ib menyusun 
RKA-K/ L atas BA yang dikuasakan kepadanya. 

b .  Pengelolaan Keuangan Lembaga Non Struktural (LNS) : 

1 ) Lembaga selain LPNK disebut LNS ;  

2) Pengelolaan keuangan LNS dapat diselenggarakan sebagai BA yang 
mandiri atau sebagai satuan kerja  dari K/ L; 

3) Untuk menentukan status pengelolaan keuangan suatu lembaga 
Pemerintah yang baru , perlu dilakukan : 

a) Penelitian landasan hukum pembentukannya, berupa Peraturan 
Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) . PP atau Perpres 
dimaksud menyatakan bahwa pimpinan lembaga bertanggung j awab 
kepada Presiden, dan status lembaga sebagai LPNK; 

b) Apabila butir 2. c . 1 )  terpenuhi, maka lembaga tersebut termasuk 
LPNK sehingga berhak diberikan bagian anggaran dengan kode 
tersendiri, atau apab ila tidak disebutkan sebagai LPNK, maka 
lembaga tersebut dapat diberikan : Kode Satker, atau Kode BA 
sepanjang pada dokumen pembentukannya telah dicantumkan 
se bagai Pengguna Anggaran . 
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Selanjutnya yang dimaksud dengan unit organisasi pada K/ L adalah 
Unit Eselon I yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 
program / hasil (outcome) dan pengkoordinasian atas pelaksanaan kegiatan 
oleh Satker. Satker pada unit organisasi K/ L adalah Satker baik yang berada 
di kantor pusat maupun kantor daerah , atau Satker yang memperoleh 
penugasan dari unit organisasi K/ L. 

Unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap suatu program 
sebagian besar adalah Unit Eselon IA. Berkenaan dengan hal tersebut, 
K/ L dan Unit Eselon IA-nya dikelompokkan dengan aturan umum sebagai 
berikut: 

a.  Kelompok Lembaga Tinggi Negara dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) 
program teknis sesuai dengan lingkup kewenangannya; 

b .  Kelompok Kementerian untuk setiap 1 (satu) unit Eselon IA yang bersifat 
pelayanan eksternal akan menggunakan 1 (satu) Program Teknis ;  

c .  Kelompok Kementerian Negara dan Kementerian Koordinator 
menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk seluruh unit Eselon IA-pya;  

d .  Kelompok LPNK dan LNS menggunakan 1 (satu) Program Teknis untuk 
Lem baganya. 

Dalam rangka efektivitas pengelolaan anggaran, K/ L dapat 
mengusulkan Satker baru sebagai Kuasa Pengguna Angaran untuk 
melaksanakan kewenangan dan tanggung j awab pengelolaan yang berasal 
dari kantor pusat K/ L apabila memenuhi kriteria-kriteria1 sebagai berikut:  

a .  Harus/waj ib memiliki unit-unit yang lengkap sebagai suatu entitas (unit 
yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan , 
pelaporan dan akuntansi) ; 

b .  Merupakan bagian dari struktur organisasi K/ L dan/ atau melaksanakan 
tugas futigsi K/ L; 

c. Karakteristik tugas/ kegiatan yang ditangani bersifat kompleks/  spesifik 
dan berbeda dengan kantor induknya; 

d. Adanya penugasan secara khusus dari Pengguna Anggaran/ Kuasa 
Pengguna Anggaran Eselon I satker yang bersangkutan; 

e .  Lokasi Satker yang bersangkutan berada pada propinsi/ kabupaten/ kota 
yang berbeda dengan kantor induknya.' 

Sementara itu , usulan / penetapan Bagian Anggaran dan Satuan Kerja 
K/ L dapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: 

a .  K/ L mengajukan usulan permintaan BA atau Satker K/ L kepada Menteri 
Keuangan c .q .  Direktorat Jenderal Anggaran dilengkapi dengan : 

1 )  Surat usulan permintaan BA atau Satker; 

2) Surat Keputusan Presiden tentang penetapan BA atau Surat 
Keputusan Menteri/ Pimpinan Lembaga tentang penetapan Satker; 

1 Kriteria huruf a, huruf b ,  dan huruf c adalah kriteria yang wajib dipenuhi; sedangkan kriteria 
huruf d, dan huruf e adalah kriteria tambahan (boleh salah satu saj a  dari kriteria tambahan yang 
terpenuhi) . 
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3) Surat Keputusan tentang kelengkapan struktur organisasi dari Kementerian 
Pendayagunaan Negara dan Reformasi B irokrasi. 

b .  D irektorat Jenderal Anggaran c .q . Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran II , dan D irektorat Anggaran III menganalis is/ menilai usulan 
permintaan BA atau Satker sebagai KPA dari K/ L berdasarkan kriteria 
tersebut di  atas . 

c .  Apabila berdasarkan hasil penilaian usulan tersebut di  anggap memenuhi 
persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk disetujui, maka D irektorat 
Anggaran I, Direktorat Anggaran II , dan D irektorat Anggaran III 
menyampaikan nota rekomendasi serta meminta kode BA atau Satker 
sebagai KPA kepada Direktorat S istem Penganggaran . 

d .  D irektorat Jenderal Anggaran c .q. Direktorat Anggaran I ,  D irektorat 
Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III memberitahukan 
persetujuan/penolakan atas usulan dimaksud kepada K/ L yang 
bersangkutan secara tertulis . 

Dalam rangka penyederhanaan jumlah Satker, bagi Satker yang telah 
terbentuk sebelum dikeluarkannya peraturan ini dan tidak memenuhi 
kriteria yang diwaj ibkan (kriteria 1 dan 2) , Satker tersebut harus 
digabungkan deng<;l.n Satker lain atau dihapus kecuali dengan pertimbangan 
lain .  Sebagai contoh : Satker MIN Kementerian Agama yang berada di  
Kecamatan/ Kelurahan, karena tidak memiliki unit-unit yang lengkap sebagai 
suatu entitas (unit yang melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, 
pengawasan, pelaporan dan akuntansi, maka Satker tersebut harus dihapus ,  
dan digabungkan dengan Satker yang lain di  tingkat kabupaten/ kota. 

2. Klasifikasi Menurut Fungsi 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di  bidang tertentu 
yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nas ional ,  
sedangkan Subfungsi merupakan penjabar_an lebih lanjut/ lebih detail dari 
deskripsi  fungsi. Subfungsi terdiri atas kumpulan program dan program 
terdiri atas kumpulan kegiatan . 

Yang dimaksud program adalah penjabaran kebijakan K/ L di  b idang 
tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang beris i satu atau 
beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan mismya yang 
dilaksanakan instansi  atau masyarakat dalam koordinasi K/ L yang 
bersangku tan . 

Ketentuan mengenai fungsi diatur sebagaimana berikut :  

a .  Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas dan fungs i 
masing-masing K/ L. 

b.  Sesuai dengan penataan Arsitektur Dan Informasi Kinerja  (ADIK) ,  vis i  dan 
misi organisasi atau tugas dan fungsi K/ L mencerminkan outcome dan 
output K/ L.  

· 

c .  Pada level Eselon I ,  output dirumuskan dalam program dan kegiatan . 
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d .  Jika Eselon I memiliki lebih dari 1 (satu) fungsi , maka Eselon I tersebut 
harus memiliki program sejumlah fungsi yang dimiliki . Artinya, satu 
Program hanya memiliki satu Fungsi . Misalnya, Kementerian Kesehatan 
memiliki Fungsi Kesehatan dan Fungsi Pendidikan , maka Eselon I yang 
bersangkutan harus memiliki program terkait Fungsi Pendidikan dan 
program terkait Fungsi Kesehatan . Selanjutnya, program-program terkait 
pendidikan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait pendidikan . Program­
program kesehatan harus berisi kegiatan-kegiatan terkait kesehatan . 

Fungs1 Pelayanan 
Um um 

Fungsl 
Pendidikan 

Keterangan : tidak diperkenankan satu Program memiliki lebih dari satu Fungsi. 

e .  Sesuai dengan sistem penganggaran belanj a negara yang menggunakan 
sistem . Unified Budget (Penganggaran Terpadu) , dimana tidak ada 
pemisahan lagi antara pengeluaran rutin (belanja operasional) dan 
pengeluaran pembangunan (belanja non-operasional) , maka pembebanan 
belanja operasional K/ L harus digabung dengan belanja non operasional 
K/ L dan dikelompokkan pada satu Fungsi yang sama sesuai dengan tugas 
dan fungsi K/ L sehingga tidak terdapat tumpang tindih antar belanja 
terse but . 

Sebagai contoh : 

Kementerian Pertanian , sesuai dengan Fungsi utamanya memiliki fungsi 
Ekonomi .  Tetapi penuangannya dalam RKA-K/ L selama ini , Kementerian 
Pertanian juga memiliki Fungsi Pelayanan Umum, dikarenakan seluruh 
belanja operasional Kementerian Pertanian ditempatkan dalam Fungsi 
tersebut . Sesuai dengan penerapan penganggaran terpadu, seluruh 
belanja Kementerian Pertanian (bruk belanja operasional maupun non­
operasiona) seharusnya berada dalam Fungsi Ekonomi .  
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3. Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi) 

Jenis belanja  atau klasifikasi menurut ekonomi dalam k asifikasi 
belanj a  digunakan dalam dokumen anggaran baik dalam proses pen usunan , · 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban/ pelaporan anggaran . Namun 
penggunaan jenis belanj a  dalam dokumen tersebut mempunya tujuan 
berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam okumen 
RKA-K/ L, tujuan penggunaan jenis belanja dimaksudkan untuk me getahui 
pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis belanj a  Dalam 
pengelolaan keuangan terdapat jenis belanja  sebagai berikut: 
a .  Belanj a  Pegawai 

Adalah kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun 
dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pe erintah 
dalam dan luar negeri , baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Ne eri Sipil 
(PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yan belum 
berstatus PNS maupun kepada non-PNS sebagai imbalan atas ekerj aan 
yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fu gsi unit 
organisasi pemerintah , kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 
pembentukan modal dan/ atau kegiatan yang mempunyai eluaran 
( output) dalam kategori belanja  barang. Belanj a  Pegawai ter iri atas 
belanja gaj i  dan tunjangan, belanja  honorarium /vakasi lembur / 
tunj angan khusus ,  belanja kontribusi sosial dan belanj a  pegawai ransito . 

b .  Belanj a  Barang dan Jasa 

Adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/ atau jasa ya g habis 
pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa yang di asarkan 
maupun yang tidak dipasarkan dan pengadaan barang yang dim sudkan 
untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah 
(Pemda) dan belanja  perjalanan . Dalam pengertian belanja  tersebut 
termasuk honorarium dan vakasi yang diberikan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan/ atau j asa Belanj a 
Barang terdiri atas Belanja Barang (Operasional dan Non-Ope asional) , 
Belanj a  Jasa, Belanj a  Pemeliharaan, Belanj a Perjalanan, Belanj Badan 
Layanan Umum (BLU) , serta Belanja Barang Untuk Diserahka Kepada 
Masyarakat / Pemda. 

c. Belanja Modal 

Adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset tetap an/ atau 
aset lainnya atau menambah nilai aset tetap dan/ atau aset lain ya yang 
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan meleb hi batas 
minimal kapitalisasi aset tetap / aset lainnya yang ditetapkan pe erintah . 
Dalam pembukuan nilai perolehan aset dihitung semua pendan an yang 
dibutuhkan hingga aset tersebut tersedia dan siap digunak n .  Aset 
tetap / aset lainnya terse but dipergunakan untuk operasional kegiatan 
sehari-hari suatu Satker atau dipergunakan oleh masyaraka / publik, 
tercatat sebagai aset K/ L terkait dan bukan dimaksudka untuk 
dijual/ diserahkan kepada masyarakat/ Pemda. Belanj a  Modal te diri atas 
Belanj a  Modal Tanah , Belanja Modal Peralatan dan Mesin , Bela · a  Modal 
Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan , Irigasi dan anngan, 
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Belanja Modal Lainnya, Belanja  Penambahan Nilai Aset Tetap / Aset 
Lainnya, serta Belanj a  Modal BLU .  

d .  Belanj a Pembayaran Kewajiban Utang 

Adalah pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok 
utang (principal outstanding}, baik utang dalam negeri maupun utang luar 
negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman j angka pendek atau 
j angka panjang, termasuk pembayaran denda/ biaya lain terkait pinjaman 
dan hibah dalam maupun luar negeri , serta imbalan bunga. Jenis belanj a  
terse but khusus digunakan dalam kegiatan dari B A  BUN . 

e .  Belanj a  Subsidi 

Adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah 
kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya 
yang memproduksi, menjual , mengekspor, atau mengimpor barang 
dan/ a tau j asa untuk memenuhi haj at hid up orang banyak sedemikian 
rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat . Belanj a 
subsidi antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada 
masyarakat melalui perusahaan negara dan/ atau perusahaan swasta. 
Jenis belanj a  tersebut khusus digunakan dalam kegiatan dari BA BUN.  

f. Belanja Hibah 

Adalah pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang/ 
barang/jasa yang dapat diberikan kepada pemerintah negara lain , 
organisasi internasional ,  Pemda, atau kepada perusahaan negara/ daerah 
yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat sukarela, 
tidak wajib ,  tidak mengikat, tidak perlu dibayar kembali dan ticlak terus 
menerus ,  yang dilakukan dengan naskah perj anjian antara pemberi hibah 
dan penerima hibah kepada pemerintah negara lain , organisasi 
internasional , dan Pemda dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, 
barang, atau j asa. Termasuk dalam belanj a  hibah adalah pinj aman 
clan/ atau hibah luar negeri yang diterushibahkan ke daerah . 

g .  Belanja Bantuan Sosial 

Adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau j asa yang 
diberikan oleh Pemerintah kepacla masyarakat guna melindungi 
masyarakat dari kemungkinan terj adinya risiko sosial , meningkatkan 
kemampuan ekonomi clan / atau kesejahteraan masyarakat . 

h .  Belanj a Lain-lain 
Aclalah pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah 
yang tidak masuk clalam kategori belanj a  pegawai , belanj a  barang, belanj a  
modal , belanja  pembayaran kewaj iban utang, belanj a  subsidi , belanj a  
hibah , clan belanj a  bantuan sosial , serta bersifat mendesak dan tidak 
dapat diprediksi sebelumnya. 
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Belanja  lain-lain dipergunakan antara lain untuk: 

1 .  Belanja Lain-Lain Dana Cadangan dan Risiko Fiskal . 

2 .  Yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah 
yang bersifat prioritas nasional bidang ekonomi dan j ika tidak 
dilakukan akan berdampak pada capaian target nasional . 

3 .  Belanj a Lain-Lain Lembaga Non Kementerian 

Yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah 
yang terkait dengan pendanaan kelembagaan non kementerian . 

4 .  Belanj a Lain-Lain Bendahara Umum Negara 

Yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah 
yang terkait dengan tugas Menteri Keuangan sebagai BUN.  

5 .  Belanja Lain-Lain Tanggap Darurat 

Yaitu pengeluaran anggaran untuk pembayaran kewajiban pemerintah 
yang terkait dengan peristiwa/ kondisi negara yang bersifat darurat dan 
perlu penanganan segera. 

6 .  Belanja lainnya 

Yaitu pengeluaran anggaran yang tidak termasuk dalam kriteria 1 
sampai dengan kriteria 4 tersebut . 

C .  PROSES PENETAPAN PAGU BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

Dalam rangka penyusunan APBN,  seperti telah diamanahkan dalam 
PP 90 / 2 0 1 0 , terdapat 3 (tiga) kali penetapan pagu dana untuk K/ L yaitu pagu 
indikatif, pagu anggaran , dan alokasi anggaran . Angka yang tercantum dalam 
ketiga pagu tersebut merupakan angka tertinggi yang tidak boleh dilampaui oleh 
K/ L sebagai acuan dalam menyusun RKA-K/ L-nya. Secara garis besar 
penjelasan tentang ketiga pagu dijelaskan sebagai berikut: 

1 .  Pagu Indikatif 

Mulai tahun 2 0 1 2 ,  angka yang tercantum dalam prakiraan maju untuk 
tahun anggaran 20 1 3  yang dicantumkan pada saat penyusunan RKA-K/ L 
tahun anggaran 2 0 1 2  dijadikan sebagai angka dasar, sebagai salah satu 
variabel yang menentukan besarnya pagu indikatif tahun anggaran 2 0 1 3 .  
Dalam rangka menyusun pagu indikatif untuk tahun yang direncanakan , 
ditempuh proses sebagai berikut: 

a .  Presiden menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
nasional . 

Setiap awal tahun, Presiden menetapkan arah kebijakan yang akan 
dilakukan pada tahun yang direncanakan, yaitu Presiden menetapkan 
prioritas pembangunan nasional yang akan dilakukan pada tahun yang 
akan direncanakan . Selain itu , Presiden juga menetapkan prioritas 
pengalokasian dari anggaran yang dimiliki pemerintah . Arah kebijakan 
dan prioritas anggaran tersebut akan dij adikan dasar pertimbangan dalam 
penyusunan RKP dan Renja  K/ L. 
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b .  K/ L memutakhirkan baseline (angka dasar) . 

Prakiraan maju yang telah dicantumkan pada dokumen perencanaan dan 
penganggaran tahun sebelumnya akan dij adikan angka dasar untuk 
perencanaan dan penganggaran tahun ariggaran yang direncanakan . 
Angka yang tercantum dalam prakiraan maju tersebut harus terus 
dilakukan pemutakhiran sesuai dengan kondisi terkini . Dalam proses 
pemutakhiran tersebut, K/ L menyesuaikan prakiraan maju dengan 
kebij akan tahun berj alan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) / APBN-Perubahan) , kinerj a  tahun sebelumnya untuk mengevaluasi 
apakah program-program yang dikelola K/ L akan berlanjut atau akan 
berhenti, dan proyeksi asumsi dasar ekonomi makro . 

c .  K/ L dapat menyusun rencana inisiatif baru . 

Apabila terdapat Program / Kegiatan/ Output yang akan dilakukan dan 
belum dilakukan pada tahun sebelumnya, K/ L dapat mengajukan rencana 
tersebut dengan mekanisme inisiatif baru . Idealnya, inisiatif baru diajukan 
satu kali saja, yaitu sebelum penetapan pagu indikatif. Sedangkan 
pemenuhan inisiatif baru tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan 
negara. Hal-hal terkait dengan mekanisme pengajuan usul inisiatif baru 
berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 
tahun 2 0 1 1  tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru . 

d .  Kementerian Keuangan melakukan reviu angka dasar dan menyusun 
perkiraan kapasitas fiskal . 

Dalam rangka menyusun Pagu Indikatif Belanja K/ L, Kementerian 
Keuangan melakukan reviu angka dasar, berdasarkan prakiraan maju 
yang telah dilakukan pemutakhiran oleh K/L .  Reviu tersebut dilakukan 
untuk memastikan bahwa proyeksi angka dasar yang akan menj adi bahan 
penyusunan Pagu Indikatif Belanja  K/ L menj adi lebih akurat . Dalam 
proses reviu angka dasar, Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi 
dengan K/ L dan juga Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional . Reviu angka dasar 
dilakukan pada bulan Januari hingga bulan Maret setiap tahunnya. 

Pada saat yang bersamaan, Kementerian Keuangan juga menyusun 
perkiraan kapasitas fiskal untuk penyusunan Pagu Indikatif tahun 
anggaran yang direncanakan, termasuk penyesuaian indikasi pagu 
anggaran jangka menengah, yang dimulai sejak pertengahan bulan 
Februari hingga akhir bulan Maret setiap tahunnya. 

e .  Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan 
Nasional/ Kepala Bad.an Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun 
Pagu Indikatif. 

Pagu Indikatif untuk tahun yang direncanakan disusun dengan 
memperhatikan kapasitas fiskal dan dalam rangka pemenuhan prioritas 
pembangunan nasional . Pagu Indikatif dimaksud dirinci menurut unit 
organisasi , program, kegiatan, dan indikasi pendanaan untuk mendukung 
Arah Kebij akan yang telah ditetapkan oleh Presiden . Pagu · Indikatif yang 
sudah ditetapkan beserta prioritas pembangunan nasional yang 
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dituangkan dalam Surat Edaran Bersama yang ditandatangani Menteri 
Keuangan bersama Menteri Perencanaan pada bulan Maret. Pagu indikatif 
dirinci menurut unit organisasi, Program dan Kegiatan . Pagu Indikatif 
tersebut sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal RKP dan Renj a  K/ L.  

Proses penyusunan sampai dengan penetapan pagu indikatif diilustrasikan 
dalam Gambar 1 . 1  sebagai berikut: 

Gambar 1 . 1 .  Penyusunan Pagu Indikatif 

• Ara h  ke bij a ka n  d a n  
Prlorita s Angga ra n 

M e m utakhl rkan angka dasar 

berdasarka n :  • Keb fj a ka n  ta h u n  berjalan • Eva luasl klnerja tahun sebe l u m nya • Proyeksl asumsl dasar ekonoml 
ma kro 

M e nysu n  l n lslatlf Baru 

2 .  Pagu Anggaran 

Pa g u  l nd i katif 

� - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 
I 

Ke m e n ke u  
I I 

·�<•l•i:l•llijh\.i.. ! 

1 .  Mengevaluasl pelaksanaan Program 
dan Keglatan yang sedang berj alan ; 

2 .  Mengkaj i usulan l n l slatlf Baru ; 

3. Penyesualan basellne; 

4.  Memperhatlkan kapasltas ffska l .  

L----------------------
�

------------------------

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Pagu Anggaran adalah sebagai 
berikut: 
a .  Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun Renja  K / L  

Dalam menyusun Renja  K/ L, K / L  berpedoman pada surat mengenai Pagu 
Indikatif dan hasil kesepakatan trilateral meeting. Renj a  K / L  dimaksud 
disusun dengan pendekatan berbasis Kinerja, KPJM, dan penganggaran 
terpadu yang memuat :  
1 )  kebijakan ; 
2 )  program; dan 
3) kegiatan . 

b .  Trilateral Meeting 

Proses penyusunan Renja  K/L  dilakukan dalam pertemuan 3 (tiga) pihak 
antara K/ L, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian Keuangan . 
Pertemuan tersebut dilakukan setelah ditetapkannya Pagu Indikatif 
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sampai dengan sebelum batas akhir penyampaian Renj a  K/ L ke 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan . Pertemuan tersebut 
dilakukan dengan tujuan : 
1 )  Meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antara K/ L,  Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional , dan Kementerian Keuangan, terkait dengan 
pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional yang akan 
dituangkan dalam RKP; · 

2)  Menj aga konsistensi kebijakan yang ada dalam dokumen perencanaan 
dengan dokumen penganggaran , yaitu antara RPJMN, Renstra, RKP, 
Renj a  K/ L dan RKA-K/ L; 

3 )  Mendapatkan komitmen bersama atas penyempurnaan yang perlu 
dilakukan terhadap Rancangan Awai RKP, yaitu kepastian mengenai 
kegiatan prioritas ; jumlah PHLN ; dukungan Kerj asama Pemerintah 
Swasta (KPS) ; Anggaran Responsif Gender (ARG) ; anggaran pendidikan ; 
PNBP / BLU; inisiatif baru ; belanj a  operasional ; kebutuhan tambahan 
rupiah murni;  dan pengalihan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan . 

c .  K/ L menyampaikan Renja K/ L kepada Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan 
Kementerian Keuangan . 
Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan Renj a  K/ L kepada 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangail untuk bahan 
penyempurnaan Rancangan Awai RKP dan penyusunan rincian pagu 
menurut unit organisasi , fungsi , program , dan kegiatan sebagai bagian 
dari bahan pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN (RAPBN) . 

d .  Pemerintah menetapkan Rencana Kerj a  Pemerintah . 
e .  Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan 

RAPBN.  
Pemerintah menyampaikan pokok-pokok pembicaraan Pendahuluan 
RAPBN yang meliputi : 
1 )  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal ; 
2 )  RKP; 
3)  Rincian unit organisasi , fungsi dan program . 

f. Menteri Keuangan menetapkan Pagu Anggaran K/ L 
Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L, Menteri Keuangan menetapkan 
Pagu Anggaran K/ L dengan berpedoman pada kapasitas fiskal , besaran 
Pagu Indikatif, Renja  K/ L, dan RKP, dan memperhatikan hasil evaluasi 
Kinerj a  K/ L. Pagu Anggaran K/ L dimaksud menggambarkan Arah 
Kebij akan yang telah ditetapkan oleh Presiden yang dirinci menurut unit 
organisasi dan program . Angka yang tercantum dalam pagu anggaran 
adalah angka pagu indikatif, yang disesuaikan dengan perubahan 
paramater atau adanya policy measure. Pagu Anggaran K / L  disampaikan 
kepada setiap K/ L paling lambat pada akhir bulan Juni . 
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g .  Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L 
Menteri / Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L berdasarkan : 
1 )  Pagu Anggaran K/ L; 
2 )  Renj a-K/ L; 
3)  RKP hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN;  dan 
4) Standar biaya. 
RKA-K/ L Pagu Anggaran disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk 
ditelaah . 

· 

h .  Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran 

Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran diselesaikan paling lambat akhir 
bulan Juli . Penelaahan RKA-K/ L Pagu Anggaran dilakukan secara 
terintegrasi , yang meliputi : 

1 )  Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja; 

2 )  Konsistensi sasaran kinerj a  K/ L dengan RKP. 

1.  Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K/ L Pagu Anggaran hasil 
penelaahan untuk digunakan sebagai : 

1 ) .  Bahan penyusunan Nota Keuangan, RAPBN,  dan Rancangan Undang 
Undang tentang APBN (RUU APBN) ; 

2 ) . Dokumen pendukung pembahasan RAPBN.  
Setelah dibahas dalam sidang kabinet, Nota Keuangan, RAPBN dan 
RUU APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR pada pertengahan bulan 
Agustus .  

Proses penyusunan hingga penetapan pagu anggaran diilustrasikan dalam 
Gambar 1 . 2 sebagai berikut: 
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Gambar 1 . 2 .  Penyusunan Pagu Anggaran 

3 .  Alokasi Anggaran 

Pag u  Angga ran 

Ke menterla n 
Ke ua nga n Bappenas Presiden/Pemeri ntah 

Langkah-langkah penyusunan dan penetapan Alokasi Anggaran adalah 
sebagai berikut: 

a .  K / L  melakukan pembahasan RKA-K/ L Pagu Anggaran dengan DPR 

Dalam rangka pembahasan RUU APBN,  K/ L melakukan pembahasan 
RKA-K/ L Pagu Anggaran dengan DPR. Pembahasan tersebut selain 
membahas output dan outcome pada level strategis (K/ L) dan level Eselon I 
yang sudah tercantum dalam dokumen Nota Keuangan yang menyertai 
RUU APBN,  juga membahas usulan Inisiatif Baru yang muncul dalam 
pembahasan dengan DPR (jika ada) , dan rencana Kontrak Tahun Jamak 
(jika ada) . 

b .  Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi Anggaran 

Menteri/ Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/ L Alokasi Anggaran 
berdasarkan : 

1 )  Alokasi Anggaran K/ L;  

2 )  RKP dan Renj a  K/ L; 
3)  Hasil kesepakatan K / L  dan D PR dalam pembahasan RUU APBN;  dan 

4) Standar biaya. 
RKA-K/ L Alokasi Anggaran juga menampung inisiatif baru yang terj adi 
dalam pembahasan RUU APBN dengan DPR. 
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c .  Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran 

Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran diselesaikan paling lambat akhir 
bulan November. Penelaahan RKA-K/ L Alokasi Anggaran dilakukan secara 
terintegrasi, yang meliputi : 

1 )  Kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerj a; 

2 )  Konsistensi sasaran kinerja  K/ L dengan RKP dan hasil kesepakatan 
dengan DPR. 

d .  Kementerian Keuangan menghimpun RKA-K / L  Alokasi Anggaran hasil 
penelaahan untuk digunakan sebagai : 

1 )  Bahan penyusunan Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian 
· APBN ;  

2 )  Bahan penyusunan DIPA. 

Proses penyusunan dan penetapan alokasi anggaran diilustrasikan 
dalam Gambar 1 . 3. 

Tahap selanjutnya adalah Menteri Keuangan mengesahkan dokumen 
pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga paling 
lambat tanggal bulan Desember. 

Gambar 1 . 3. Penyusunan Alokasi Anggaran 
Alc:>ka s i  a n g g a ra n  

D.  KETENTUAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN 

Dalam petunjuk penyusunan RKA-K/ L, disamping terkait dengan materi 
mengenai klasifikasi anggaran juga membahas materi pengalokasian anggaran 
kegiatan . Alokasi anggaran kegiatan merupakan akumulasi dari seluruh biaya 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan output kegiatan yang direncanakan . 
Penyusunan anggaran biaya suatu output kegiatan yang tertuang dalam 
RKA-K/ L juga mengacu pada peraturan-peraturan lain yang secara khusus 
mengatur tentang Bagan Akun Standar (BAS) , sumber dana kegiatan , jenis 
satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif pengalokasian anggarannya. 
Integrasi peraturan tersebut dalam pengalokasian anggaran biaya output 
kegiatan dalam penyusunan RKA-K/ L diatur sebagai berikut: 
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1 .  Penghitungan Alokasi Belanja Pegawai pada Satker 

Supaya lebih realistis dengan kebutuhan , pengalokasian gaji dan 
tunj angan pegawai dilakukan dengan berbasis data, menggunakan aplikasi 
untuk menghitung alokasi Belanj a  Pegawai pada Output Layanan 
Perkantoran . Program aplikasi berupa Aplikasi Gaji  Pokok Pegawai (GPP) 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dapat 
menghasilkan informasi terbaru mengenai pegawai pada suatu Satker dan 
telah divalidasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) . 
Biaya gaj i  dan tunjangan pegawai terse but dialokasikan pada Komponen 00 1 
( Output Layanan Perkantoran) . Pengalokasian anggarannya dilakukan dengan 
langkah : 
a .  Data hasil aplikasi GPP ditransfer ke modul Belanj a  Pegawai dalam 

aplikasi RKA-K/ L; 

b. Aplikasi RKA-K/ L akan menghitung secara otomatis kebutuhan biaya Gaji 
dan Tunj angan pegawai suatu Satker untuk tahun yang direncanakan . 

Dalam hal K/ L tidak menggunakan aplikasi GPP, K/ L dapat langsung 
memasukkan data pegawai yang telah update dalam modul Belanja Pegawai 
pada aplikasi RKA-K/ L. 

Khusus untuk pengalokasian Gaji  Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) 
dan Bidan PTT untuk Kementerian Kesehatan agar diperhitungkan dengan 
berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran mengenai 
Pelaksanaan Pembayaran Penghasilan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai 
Tidak Tetap (PTT) selama masa bakti dan Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Kesehatari dan Menteri Keuangan mengenai Pelaksanaan Penggaj ian 
Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap Selama Masa Bakti . 

Sementara itu , pengalokasian akun belanja  yang termasuk dalam 
Belanj a  Pegawai mengikuti aturan sebagai berikut: 

a .  Honorarium 

1 )  Honorarium mengajar Guru Tidak Tetap ; 

2 )  Honorarium kelebihan jam mengajar Guru Tetap dan Guru Tidak 
Tetap ; 

3)  Honorarium ujian dinas ; 

4) Honorarium mengajar, disediakan antara lain untuk tenaga pengaj ar 
luar biasa di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
atau di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tarifnya 
telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan . 

b .  Uang Lembur 
Penyediaan dana untuk uang lembur tahun yang direncanakart 
berdasarkan tarif yang ditetapkan Menteri Keuangan, dengan perhitungan 
maksimal 1 00% dari alokasi uang lembur tahun sebelumnya. Alokasi 
anggaran lembur merupakan batas tertinggi dalam satu tahun anggaran . 
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Yang termasuk dalam belanja pegawai lain-lain adalah : 

1 )  Belanj a  pegawai untuk Tunjangan lkatan Dinas (TID) ; 

2 )  Tunjangan sah lainnya yang besaran tarifnya telah mendapatkan 
persetujuan Menteri Keuangan . 

d .  Uang Lauk Pauk TNI / Polri 

Uang Lauk Pauk bagi anggota TNI / Polri dihitung per hari kalender per 
anggota. 

e. Uang Makan PNS 

1 )  Pengeluaran untuk uang makan PNS per hari kerja  per PNS dan 
dihitung maksimal 22  hari setiap bulan ; 

2)  Pembayaran uang makan termasuk untuk PNS yang diperbantukan / 
dipekerjakan, sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi asal . 

f. Uang Duka Wafat/Tewas 
Dibebankan pada akun uang duka wafat/ tewas, tanpa memperhatikan 
pagu dana akun yang berkenaaan . 

2 .  Pengalokasian Anggaran Pembangunan Bangunan/ Gedung Negara 

Secara umum pengalokasian anggaran untuk pembangunan/ renovasi 
bangunan/ gedung negara, berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerj aan 
Umum dan Perumahan Rakyat yang mengatur mengenai Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan / Gedung Negara. Dalam rangka penyusunan 
RKA-K/ L dasar perhitungan alokasi anggarannya adalah sebagai berikut: 
a.  Untuk pekerjaan pembangunan (baru) bangunan / gedung negara atau 

pekerjaan renovasi bangunan / gedung negara yang berlokasi di dalam 
negeri , dasar alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan / renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Dinas 
Pekerjaan Umum setempat;  

b .  Untuk pekerjaan renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi 
di luar negeri (kantor perwakilan) yang mengubah struktur bangunan 
dari sebelumnya, dasar alokasinya adalah perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat . Dokumen analisis 
perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/renovasi bangunan/ gedung 
negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan Umum dan 
Perumahan Rakyat dapat disusun berdasarkan perhitungan dari 
konsultan perencana negara setempat; 

c .  Untuk pekerjaan renovasi bangunan/ gedung negara yang berlokasi 
di luar negeri (kantor perwakilan) yang tidak mengubah struktur 
bangunan dari sebelumnya adalah perhitungan kebutuhan biaya 
pembangunan/ renovasi bangunan/ gedung negara atau yang sejenis dari 
konsultan perencana negara setempat . 
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. 

3 .  Penerapan Bagan Akun Standar 

Penyelarasan norma anggaran dan norma akuntansi dalam rangka 
sinkronisasi perencanaan anggaran melalui penyusunan RKA-K/ L dan 
pelaksanaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan dilakukan 
dengan memakai norma Bagan Akun Standar.  Penyempurnaan dilakukan 
secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi proses penganggaran . Secara umum penerapan Bagan Akun 
Standar diatur sebagai berikut: 

a .  Belanj a  Barang dan Jasa 

Akun-akun yang termasuk Belanja Barang dan Jasa meliputi : 

1 )  Belanj a  Barang untuk kegiatan operasional , antara lain : 

• belanja  keperluan perkantoran ; 
• belanja  pengadaan bahan makanan; 
• belanja  penambah daya tahan tubuh; 
• belanj a  pengiriman surat dinas ; 
• belanja  honor operasional satui;m kerja; 
• belanja  barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 

2 )  Belanja Barang untuk kegiatan non operasional , meliputi : 

• belanj a  bahan; 

• belanja  barang transito ; 
• belanj a  honor output kegiatan; 
• belanja rugi selisih kurs uang persediaan untuk satker perwakilan 

RI di luar negeri dan atase teknis ;  
• belanj a  pencairan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri 

badan hukum; 

• belanj a  denda keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara, 
belanja  dalam rangka refund dana PHLN; 

• belanj a  barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan 
target kinerj a  tahun yang direncanakan; 

3 )  Belanja Jasa 
Adalah pengeluaran-pengeluaran seperti belahj a  langganan daya dan 
j asa, belanj a  j asa pos dan giro , belanj a  j asa konsultan , belanj a sewa, 
belanj a  j asa profesi ,  dan belanj a  jasa lainnya. 

4) Belanj a  Pemeliharaan 
Belanj a pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk 
mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke 
dalam kondisi normalnya. Belanj a  pemeliharaan aset tetap tidak 
menambah umur ekonomis / masa manfaat atau kapitalisasi kinerj a  
aset tetap atau aset lainnya, dan/ atau kemungkinan besar tidak 
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memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk 
peningkatan kapasitas , mutu produksi atau peningkatan standar 
kinerja .  

Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, 
pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas /j abatan , 
kendaraan bermotor dinas , perbaikan peralatan dan sarana gedung, 
jalan , j aringan irigasi , peralatan mesin , dan lain-lain sarana yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan . Pengeluaran­
pengeluaran untuk pemeliharaan gedung kantor, rumah 
dinas /jabatan , kendaraan bermotor, dan lain-lain yang berhubungan 
dengan penyelenggaraan pemerintahan termasuk perbaikan peralatan 
dan sarana gedung (sesuai standar biaya) , yang nilainya di bawah 
kapitalisasi . 

Contoh , suatu instansi merencanakan untuk mengalokasikan 
anggaran sebesar Rp2 . 000 . 000 , - untuk biaya ganti oli sebanyak 1 0  
mobil dinas . Instansi tersebut akan mencantumkan belanja  
pemeliharaan pada APBN sebesar Rp2 . 00Q .OOO , - .  Terhadap realisasi 
pengeluaran belanj a  tersebut dicatat dan disajikan sebagai Belanja 
Pemeliharaan, karena pengeluaran untuk belanj a  pemeliharaan 
tersebut tidak memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap yaitu 
karena tidak mengakibatkan bertambahnya umur, manfaat, atau 
kapasitas,  serta biaya per unitnya di bawah batas nilai kapitalisasi . 

5) Belanja Perjalanan Dinas 

Adalah pengeluaran-pengeluaran yang digunakan untuk perjalanan 
dinas dalam negeri dan luar negeri . Belanja  perjalanan terdiri atas 
Belanja Perj alanan Biasa, Belanja Perjalanan Tetap dan Belanja 
Perjalanan Lainnya. Pengalokasian anggaran di dokumen 
penganggaran untuk keperluan Belanja Perjalanan , besarannya 
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
tentang Standar Biaya. 

6)  Belanja  barang pengganti pajak dalam rangka hibah MCC (Millennium 
Challenge Coorporation); 

7) Belanj a  kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund, serta 
belanja  kontribusi dukungan pemerintah berupa dana dukungan 
kelayakan dan fasilitas penyiapan proyek; 

8) Belanja barang yang menghasilkan persediaan untuk kegiatan 
operasional maupun operasional . 

9)  Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran 
anggaran belanja  operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan 
tunjangan pegawai BLU .  

1 0) Belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda 
merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan 
barang untuk diserahkan kepada masyarakat/ Pemda yang dikaitkan 
dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja  suatu 
satuan kerja  dan tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria 
kegiatan belanja  bantuan sosial , meliputi : 
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• Belanja Pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin , Gedung dan 
Bangunan, Jalan , Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ pemda; 

• Belanj a barang fisik lainnya untuk diserahkan kepada 
masyarakat/ pemda; 

• Belanj a  barang penunjang dana Dekonsentrasi dan Tugas 
Pembantuan untuk diserahkan kepada pemerintah daerah ; dan 

• Belanja barang berupa tanah, peralatan dan mesin , serta gedung 
dan bangunan untuk diserahkan kepada Mantan Presiden 
dan/  atau Mantan Wakil Presiden RI . 

b .  Penerapan konsep nilai perolehan (full costing) pada jenis belanja :  

1 )  Belanja Barang 

Pada penyusunan RKA-K/ L dengan menggunakan konsep full costing, 
berarti seluruh biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang/j asa 
dimasukkan sebagai nilai perolehan barang/jasa dimaksud (termasuk 
antara lain biaya rapat dan perjalanan dinas) . Akun belanj a yang 
digunakan harus sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur 
dalam peraturan mengenai Bagan Akun Standar. 

2 )  Bantuan Sosial 

Suatu output yang dihasilkan kegiatan dalam rangka bantuan kepada 
lembaga pendidikan dan/ atau peribadatan (yang berkontribusi pada 
kegiatan bantuan sosial) pengalokasian anggarannya dimasukkan 
dalam 2 (dua) jenis belanj a  yaitu Betanj a  Barang (termasuk biaya 
honorarium pelaksanaan kegiatan dengan kode Akun kode 52 1 2 1 3  
sebagaimana uraian pada Belanj a  Barang) dan Belanj a Bantuan Sosial 
untuk menampung besaran alokasi bantuan yang diberikan (Akun 
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan atau Akun Belanja 
Bantuan Sosial Lembaga Pendidikan) . 

c .  Penerapan Konsep Kapitalisasi 

Konsep kapitalisasi dalam penyusunan RKA-K/ L adalah terkait dengan 
jenis Belanj a  Modal .  Untuk mengetahui apakah suatu belanj a  dapat 
dimasukkan sebagai belanj a  modal atau tidak, perlu diketahui definisi 
aset tetap atau aset tetap lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap . 

Aset tetap mempunyai ciri-ciri/ karakteristik sebagai berikut:  berwujud,  
akan menambah aset pemerintah , mempunyai masa manfaat lebih dari 
satu tahun, nilainya material (di atas nilai kapitalisasi) . Sementara itu ciri­
ciri aset tetap lainnya adalah akan menambah aset pemerintah , 
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dan nilainya relatif material 
(di atas nilai kapitalisasi) . 
Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu belanj a  
dapat .dikatego!"ikan sebagai belanj a  modal j ika : 
1 )  Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau 

aset tetap lainnya yang menambah aset pemerintah ; 
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2 )  Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap 

atau aset tetap lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ; 

3) Perolehan aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipakai dalam 
operasional pemerintahan, bukan untuk dijual atau diserahkan ke 
masyarakat . 

Dalam kaitan konsep harga perolehan ditetapkari bahwa seluruh 
pengeluaran yang mengakibatkan tersedianya aset s1ap dipakai , 
dimasukkan ke dalam belanja modal .  Pengeluaran tersebut memenuhi 
batasan minimal kapitalisasi (relatif material) aset tetap / aset tetap 
lainnya. 

Di samping belanja  modal untuk perolehan aset tetap dan aset tetap 
lainnya, belanj a  untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset 
tetap atau aset tetap lainnya dapat juga dimasukkan sebagai Belanja 
Modal .  Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai belanja  modal 
j ika memenuhi persyaratan bahwa pengeluaran tersebut mengakibatkan 
bertambahnya masa manfaat, kapasitas , kualitas dan volume aset yang 
telah dimiliki . Termasuk dalam hal ini adalah pengeluaran untuk gedung 
yang nilai perbaikannya lebih 2% dari nilai aset, berdasarkan perhitungan 
dari Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat . 

Berikut disampaikan contoh pengeluaran yang masuk dalam kategori 
belanj a  barang dan belanja  modal terkait konsep kapitalisasi . 

Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanj a Barang: 
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Contoh pengeluaran yang masuk kategori Belanja Modal :  

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L-nya, aset yang diperoleh dalam 
pengadaan barang/j asa tersebut dibedakan : 

Jika menjadi aset K/ L : pengalokasian anggarannya menggunakan 
jenis belanj a  modal ,  dan nantinya akan tercatat dalam LKPP (neraca) , 
a tau 
Jika bukan aset K/ L: pengalokasian anggarannya menggunakan j enis 
belanj a  barang atau bantuan sosial . 

4 .  Penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan R . I .  di Luar Negeri 

Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/ L pada Satker Perwakilan RI di 
Luar Negeri secara khusus mengikuti aturan sebagai berikut: 

a .  Penetapan Kurs Valuta Asing 

1 )  Valuta yang dipergunakan dalam perhitungan RKA-K/ L adalah Dolar 
Amerika Serikat (USD) ; 

2 )  Nilai Kurs USD terhadap Rupiah yang dipergunakan dalam 
perhitungan alokasi adalah kurs yang dipakai dalam asumsi APBN 
pada tahun yang direncanakan . 

b .  Pengalokasian menurut Jenis Belanj a  

1 )  Belanja Pegawai 
a) Pengaturan mengenai penganggaran belanj a  pegawai bagi pej abat 

dinas LN pada perwakilan RI di LN baik untuk komponen maupun 
besarannya mengikuti peraturan perundangan yang berlaku . 

b) Alokasi Belanj a Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk 
alokasi anggaran untuk gaj i  lokal staf. Penuangan alokasi anggaran 
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dalam RKA-K/ L untuk gaji  lokal staf menggunakan Akun belanj a  
Belanja Lokal Staf (kode 5 1 1 1 49) . 

c) Gaji  Home Staff pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
dan Atase Pertahanan didasarkan pada payroll sekurang-kurangnya 
bulan Mei tahun berjalan . Tunjangan Penghidupan Luar Negeri 
(TPLN) terdiri atas tunjangan pokok dan tunjangan keluarga. 
Tunj angan Pokok merupakan perkalian antara Angka Dasar 
Tunjangan Luar Negeri (ADTLN) dengan persentase Angka Pokok 
Tunjangan Luar Negeri (APTLN) masing-masing Home Staff 
Tunjangan Keluarga terdiri atas tunjangan isteri/ suami ( 1 5% kali 
tunjangan pokok) dan tunjangan anak ( 1 0% kali tunjangan pokok) 
yang besarannya mengikuti ketentuan yang berlaku , dengan jumlah 
anak yang dapat diberikan tunjangan anaknya maksimal 2 anak 
sesuai dengan ketentuan pemberian tunjangan anak bagi PNS ;  

d )  Apabila akan dilakukan pengisian alokasi selisih F-B (lowongan 
formasi) maksimal sebanyak rencana penarikan/penempatan home 
staff (termasuk Kepala Perwakilan) dengan dilampiri Daftar Rencana 
Penarikan/ Penempatan Home Staff yang ditandatangani Sekretaris 
Jenderal Kementerian Luar Negeri dan sekurang-kurangnya 
memuat waktu penempatan/penarikan serta gelar diplomatik. 
Untuk tunjangan keluarga maksimal diasumsikan untuk 1 istri dan 
2 anak; 

e) Alokasi anggaran Tunjangan Lain-Lain Home Staff dihitung 
maksimum 40% dari alokasi Gaji  Luar Negeri/TPLN Home Staff 
dengan perhitungan Tunjangan Sewa Rumah 2 5% dari TPLN dan 
Tunjangan Restitusi Pengobatan 1 5% dari TPLN kecuali diatur lain 
oleh Menteri Keuangan . 

2)  Belanj a  Barang 

a) Alokasi anggaran untuk sewa gedung didasarkan atas kontrak sewa 
gedung yang berlaku . Dalam hal Atase Teknis/ Atase Pertahanan 
menempati gedung yang sama dan dalam dokumen kontrak sewa 
gedung yang sama dengan kontrak sewa gedung kantor Perwakilan 
RI , alokasi anggarannya hanya pada RKA-K/ L Satker Kantor 
Perwakilan RI berkenaan; 

b) Alokasi Operasional Pendukung Kerjasama Bilateral/ Regional terdiri 
atas Biaya Operasional Kepala Perwakilan clan Representasi . Alokasi 
biaya lainnya yang selama ini dialokasikan pada Operasional 
Pendukung Kerjasama Bilateral/ Regional agar dialokasikan sesuai 
dengan peruntukannya dengan target kinerja  dan rincian 
perhitungan yang jelas dan dapat dipertanggungj awabkan ; 

c) Alokasi anggaran biaya representasi untuk Kepala Perwakilan 
dihitung maksimum 20% dari Tunjangan Pokok x 1 2  bulan . 
Sedangkan untuk home staff lainnya dihitung maksimum 1 0% dari 
gaj i  pokok x 1 2  bulan; 

d) Perjalanan Dinas pada Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
dan Atase Pertahanan maksimum terdiri atas : 
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( 1 )  Perj alanan dinas wilayah ; 

(2) Perj alanan dinas multilateral ; 

(3)  Perjalanan dinas akreditasi ; 

( 4) Perj alanan din as kurir. 

Anggaran perjalanan dinas pada Perwakilan RI di LN disediakan 
hanya untuk jenis perjalanan dinas yang ada pada Perwakilan RI 
bersangkutan, dan dihitung menurut jumlah pej abat yang 
melakukan perjalanan dinas , serta frekuensi perj alanan yang akan 
dilakukan . Besarnya tarif uang harian perjalanan dinas luar negeri 
diatur oleh Menteri Keuangan . 

c .  Ketentuan lain-lain . 

1 )  Alokasi anggaran untuk Perwakilan RI di LN termasuk Atase Teknis 
maupun Atase Pertahanan dilakukan sesuai dengan Keputusan 
Presiden Nomor 1 08 Tahun 2 003 tanggal 3 1  Desember 2 003 tentang 
Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri . Untuk Atase 
teknis dan Atase Pertahanan yang menempati satu gedung dengan 
Perwakilan RI di Luar Negeri , Biaya langganan listrik,  gas , dan air, 
biaya pemeliharaan gedung serta pemeliharaan lain yang melekat 
dengan gedung dimaksud dialokasikan pada anggaran Kementerian 
Luar Negeri ; 

2 )  Alokasi Belanja Pegawai pada Perwakilan RI di luar negeri termasuk 
alokasi anggaran untuk penghasilan local staff Besaran alokasi untuk 
pembayaran penghasilan local staff dimaksud mengacu pada alokasi 
anggaran untuk local staff dihitung maksimal 43% dari ADTLN, dengan 
jumlah pegawai maksimal sesuai formasi yang ditetapkan oleh 
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi . Dalam pelaksanaannya, pembayaran penghasilan local staff 
tetap disesuaikan dengan jumlah riil pegawai dan tidak melebihi 
formasi yang ditetapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi . Alokasi anggaran sebesar 43% tersebut di atas 
sudah termasuk gaji dan tunjangan-tunj angan, social security, 
asuransi kecelakaan serta lem bur. 

3)  Behan Pusat Persekot Resmi (BPPR) terdiri atas : 

• Persekot rumah untuk deposit sewa rumah dengan jumlah 
maksimal 2 (dua) bulan sewa rumah (termasuk dalam j enis Belanj a 
Barang) ; 

• Persekot mobil maksimal US$ 5 . 000 (termasuk dalam j enis Belanj a 
Barang) ; 

• Persekot TPLN dengan jumlah maksimal 2 (dua) bulan TPLN 
(termasuk dalam j enis Belanja Pegawai) . 

Perhitungan BPPR didasarkan atas rencana mutasi penempatan pada 
perwakilan RI di luar negeri . 

4) Pengaturan anggaran Perwakilan RI di luar negeri termasuk Atase 
Teknis dan Atase Pertahanan yang tidak diatur atau menyimpang dari 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 

R EPUBLIK INDONESIA 
- 28 -

peraturan Menteri Keuangan ini mengikuti ketentuan yang ditetapkan 
Menteri Luar Negeri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari 
Menteri Keuangan . Apabila terdapat alokasi anggaran yang didasarkan 
atas penetapan Menteri Luar Negeri yang belum mendapat persetujuan 
dari Menteri Keuangan tetapi telah dialokasikan pada tahun-tahun 
sebelumnya, penetapan tersebut akan dipersamakan sebagai RAB dan 
sebelum Tahun Anggaran yang direncanakan dimulai , harus sudah 
dimintakan persetujuannya kepada Menteri Keuangan; 

5) Pengaturan pengalokasian perwakilan RI yang berlokasi di dalam 
negeri tidak mengikuti ketentuan tersebut tetapi mengikuti ketentuan 
yang berlaku secara umum dalam Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan RKA-K/ L. 

Hal-hal lain yang tidak diatur secara khusus ,  pengalokasian anggarannya 
mengikuti ketentuan yang berlaku secara umum dalam Petunjuk 
Penyusunan dan Pepelaahan RKA-K/ L dan DIPA. 

5. Penyusunan RKA-K/ L Pada Kementerian Pertahanan 

Berkenaan dengan penyusunan RKA-K/ L pada Kementerian 
Pertahanan RI secara umum mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 90 
Tahun 2 0 1 0  tentang Penyusunan RKA-K/ L dan ketentuan mengenai 
petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA-K/L .  Secara khusus penyusunan 
RKA-K/ L pada Kementerian Pertahanan RI mengikuti aturan sebagai berikut:  
a .  Pengalokasian anggaran untuk keperluan belanj a  pegawai dan sebagian 

belanj a  barang operasional , mulai dilakukan langsung sampai dengan 
tingkat satker, selain lima satker (UO) yang sudah ada; 

b.  Pengalokasian anggaran selain untuk keperluan belanja  pegawai dan 
sebagian belanja  barang operasional , dilakukan secara terpusat (pada 
tingkat unit organisasi) ; 

c .  Untuk keperluan pengalokasian anggaran sampai dengan tingkat satker, 
Kementerian Pertahanan membentuk satker-satker dimaksud ;  

d .  Bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) TNI dihitung secara akurat 
sesuai dengan kebutuhan riil . Perhitungan kebutuhan BMP TNI selain 
memperhitungkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, juga 
memasukkan tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya dalam 
perhitungan angka dasar, dan nantinya tidak dapat digunakan untuk 
keperluan lain ; 

e .  Untuk pembebanan belanja,  berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
mengenai Sistem Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Bagan Akuntansi Standar dan Peraturan Direktur Jenderal 
Perbehdahaaan mengenai mengenai Bagan Akun Standar. 

6 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman dan/ atau Hibah 
Luar Negeri (PHLN) 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dari dana PHLN 
mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan 
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah . 
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Dalam pengalokasian anggaran , penyediaan Rupiah Murni Pendamping 
(RMP) menj adi keharusan untuk dipenuhi guna pencapaian tujuan kegiatan 
yang dibiayai dari pinjaman luar negeri . 

Yang dimaksud dengan RMP adalah rupiah murni yang harus 
dianggarkan sesuai dengan porsi yang dicantumkan dalam Loan Agreement 
atau Minutes of Negotiation yang ditandatangani oleh pej abat yang diberi 
kuasa oleh Menteri Keuangan . Sedangkan Local cost atau sharing kegiatan 
adalah alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya nilai 
ekonomis/manfaat proyek/ kegiatan yang dibiayai dengan pinj aman luar 
negeri , yang besarannya dicantumkan dalam dokumen perencanaan (DRPLN­
JM/ Blue Book, DRPPLN / Green Book dan Daftar Kegiatan) tidak dikategorikan 
sebagai RMP. 

Secara khusus pengalokasian RMP mengacu kepada ketentuan yang 
tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPPHLN) 
masing-masing. Ketentuan umum dan khusus pengalokasian anggaran 
kegiatan dimaksud dalam rangka penyusunan RKA-K/ L diintegrasikan dan 
diatur dengan mekanisme sebagai berikut. 

Pengalokasian PHLN dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) dalam RKA­
K/ L mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a .  Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan transaksi-transaksi yang 

dibiayai dengan NPPHLN yaitu disesuaikan dengan kategori-kategori 
pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender. 

b .  Mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut: 

1)  Mencantumkan kode KPPN Khusus Jakarta VI ( 1 40) untuk transaksi­
transaksi PHLN dalam valuta asing dan tata cara penarikannya 
menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan 
letter of credit. 

2)  Mencantumkan kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana 
proyek-proyek yang dibiayai dengan PHLN dilaksanakan dan tata cara 
penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus .  

c .  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPHLN yaitu sumber dana 
berupa pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri . 

d .  Mencantumkan tata cara penarikan PHLN sesuai dengan tata cara 
penarikan PHLN yang diatur dalam NPPHLN atau dokumen lain yang 
telah disetujui oleh lender, misalnya dokumen Project Administration 
Memorandum (PAM). Tata cara penarikan PHLN yang masih diperbolehkan 
adalah : 

1 )  Mel,<:anisme Rekening Khusus (Special Account) yaitu tata cara 
penarikan PHLN dengan menggunakan dana initial deposit yang 
bersifat revolving fund yang ditempatkan pada Bank Indonesia atau 
Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan . Tata cara 
tersebut dapat dipergunakan bagi proyek-proyek yang dibiayai dengan 
PHLN yang berlokasi di daerah . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTER I KEUANGAN 

R EPUBL IK INDONES IA 
- 30 -

2)  Mekanisme Pembayaran 'Langsung (Direct Payment) yaitu tata cara 
penarikan PHLN dengan cara mengajukan aplikasi penarikan dana 
secara langsung melalui KPPN Khusus Jakarta VI . 

3 )  Mekanisme Letter of Credit yaitu tata cara penarikan PHLN dengan 
menggunakan LC Bank Indonesia. Khusus PHLN yang penarikannya 
melalui tata cara L/ C ,  perlu diperhatikan nilai kontrak pekerj aan 
secara keseluruhan . Hal tersebut berkaitan dengan pembukaan 
rekening L/ C oleh Bank Indonesia. 

e. Mencantumkan kode register PHLN sesuai dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko . 
Dalam hal alokasi anggaran belum ada registrasi , alokasi anggaran 
tersebut menggunakan kode register sementara sebagai berikut: 
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f. Mencantumkan persentase/ porsi pembiayaan yang dibiayai lender sesuai 
dengan NPPHLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender. 
Misalnya: ' 

1 )  Kategori civil work 60% artinya persentase yang dibiayai oleh PHLN 
adalah sebesar 60% dikalikan besaran nilai kegiatan/ proyek, 
sedangkan sisanya sebesar 40% merupakan beban rupiah murni 
pendamping ditambah dengan besaran pajak (PPN) . 

2 )  Khusus untuk PLN komersial/ fasilitas kredit ekspor pengalokasian 
dalam RKA-KL dicantumkan maksimal sebesar 85% dari nilai kontrak 
( contract agreement) . Sementara itu sisanya sebesar 1 5% dialokasikan 
sebagai rupiah murni pendamping (RMP) sebagai uang muka. 

Mencantumkan cara menghitung besarnya porsi PHLN yang dibiayai oleh 
lender dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang j asa 

fl' � 
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(procurement guidelines) masing-masing lender dan ketentuan perpaj akan 
dan bea masuk yang berlaku . 
Rumusan umum perhitungan nilai kontrak adalah sebagai berikut:  

r:::�:��=�7i*a7°k�ntrak (N�) = Nilai fisi� ·: PP�· 0] 
Sementara itu metode untuk memperhitungkan besaran nilai kontrak 
yang akan dituangkan dalam RKA-K/ L menggunakan metode-metode 
sebagai berikut: 
1 )  Metode Non PPN 

Metode tersebut hanya menghitung besaran nilai fisik proyek tanpa 
memperhitungkan pajak karena PPN tidak dikenakan dan ditanggung 
oleh pemerintah . Metode tersebut digunakan untuk pembiayaan 
proyek-proyek PHLN dengan persentase pembiayaan sebesar 1 00%.  
Contoh : 

Gr Nilai Kontrak untuk konsultan 

Gr Kategori 

: Rp 2 5 . 00 0 . 000 

: Consulting Services 

: 1 00% Gr Persen tase 

Gr Cara perhitungannya dan penuangannya dalam RKA-K/ L:  

+ PHLN = persentase PHLN X nilai kontrak 

= 1 00% X Rp 2 5 . 00 0 . 000 

= Rp 2 5 . 000 . 000 

+ RMP tidak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena 1 00% 
dibiayai oleh Lender 

+ PPN tidak dialokasikan dalam RKA-K/ L karena ditanggung 
oleh pemerintah . 

2 )  Metode Neto 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi 
pengadaan barang dan j asa yang sebagian dananya bersumber dari 
pinj aman luar negeri dan paj ak tidak dikenaka:n terhadap porsi 
pinjamannya. Sementara itu bagi RMP dikenakan sebesar nilai 
sharingnya dikalikan besaran nilai paj aknya. Metode tersebut dapat 
digunakan untuk pinjaman-pinjaman yang berasal dari Bank Dunia 
(IBRD) dengan porsi � 9 1  %, ADB ,  JBIC,  dan lain-lain , kecuali 
ditentukan lain oleh NPPHLN (loan agrement) bersangkutan . 

Contoh : 
Cir 

Cir 

Cir 

Cir 

Cir 

Loan ADB 

Nilai kontrak barang 

Kategori 

Persentase 
Nilai kontrak 

: 1 383 -INO 

: Rp 1 1 0 . 00 0 . 000 

: Civil Work 

: 60% 
: Rp 1 1 0 . 0 0 0 . 000 
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(jf'" Nilai Fisik 

r:it" Terdiri atas : 
: Rp 1 00 . 000 . 000 

• Porsi PHLN : Rp 60 . 000 . 000 

• Porsi Pen dam ping : Rp 40 . 000 . 000 

r:it" PPN terdiri atas : 

• PPN PHLN : Rp 6 . 000 . 000 (tidak dipungut) 

• PPN Porsi Pend : Rp 4 . 000 . 000 (dipungut) 
(ff" Pencantuman dalam RKA-K/ L:  Nilai fisik + PPN dipungut 

• PHLN 

• RMP 
: Rp 60 . 000 . 000 

: Rp 44 . 000 . 000 

r:it" Cara perhitungannya : 

Nilai Fisik : 1 00 /  1 1 0 X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp 1 00 . 000 . 000 

• Porsi PHLN = 60% X 1 00 . 000 . 000 = Rp6 0 . 00 0 . 000 

• Porsi Pendamping = 40% X 1 00 . 000 . 000 = Rp40 . 000 . 000 

PPN 1 0% X 1 00 . 000 . 000 = Rp l 0 . 00 0 . 000 

• Porsi PHLN = 1 0% X 6 0 . 000 . 000 = Rp6 . 000 . 000 

• Porsi Pendamping = 1 0% X 40 . 000 . 000 = 
Rp 4 . 000 . 000 

3) Metode Bruto 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi 
pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari pinjaman luar negeri 
yang berasal dari World Bank dengan persentase/ porsi pembiayaan 
sebesar 90% ke bawah maupun pinjaman lainnya sesuai dengan 
ketentuan yang diatur dalam NPPHLN (loan agreement) yang 
bersangkutan . 

Contoh : 
(ff" Loan IBRD : 4075-IND 
(ff" Nilai kontrak barang : Rp 1 1 0 . 000 . 000 
(jf'" Kategori : Civil Work 
(jf'" Persentase : 60% 
(jf'" Nilai Kontrak : Rp 1 1 0 . 000 . 000 
(jf'" Nilai Fisik : Rp 1 00 . 000 . 000 
(jf'" Terdiri atas : 

• Porsi PHLN : Rp 66 . 000 . 000 
• Porsi Pendamping : Rp 34 . 000 . 000 

!/' � 
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w PPN terdiri atas : 
• PPN PHLN : Rp 6 . 600 . 000 (tidak dipungut) 
• PPN Porsi Pendamping : Rp 3 . 400 . 000 

w Pencantuman dalam RKA-K/ L : Nilai fisik + PPN dipungut 
• PHLN : Rp 66 . 000 . 000 
• RMP : Rp 3 7 . 400 . 000 

w Cara perhitungannya : 

Nilai Fisik : ( 1 00 /  1 1 0) X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp 1 00 . 00 0 . 000 
• Porsi PHLN = 60% X 1 1 0 . 000 . 000 = Rp 66 . 00 0 . 000 
• Porsi Pendamping = (40% X 1 1 0 .000 . 000) - PPN 

Rp34 .  000 . 000 
PPN 1 0% X 1 00 . 00 0 . 000 = Rp 1 0 . 000 . 000 

• Porsi PHLN = 1 0% X 66 . 000 . 000 = Rp 6 . 600 . 000 
• Porsi Pendamping 

Rp3 .400 . 000 

4) Metode Nonsharing 

1 0% x 34 .000 . 000 

Metode tersebut digunakan untuk menghitung besaran alokasi dalam 
RKA-K/ L bagi pinj aman luar negeri yang tidak mempersyaratkan 
persentase namun langsung menentukan besaran sumber dana. 
Penggunaan metode tersebut langsung dilakukan dengan menuliskan 
besaran dana PHLN dan rupiah murni pendampingnya. 

Pengalokasian anggaran kegiatan yang bersumber dana dari PHLN juga 
harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a .  Menca.ntumkan dana pendamping yang bersumber dari luar APB N ,  
antara lain dari APB D ,  anggaran BUMN atau dari kontribusi masyarakat, 
dengan didukung dokumen yang sah dari pemberi dana pendamping. 
Setelah mencantumkan dana pendamping dimaksud dalam RKA-K/ L,  
selanjutnya pada KK RKA-K/ L diberi kode "E" sehingga besaran dana 
pendamping tidak menambah pagu . 

b .  Dalam hal terdapat kegiatan yang belum terselesaikan dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, 
penyediaan dana PHLN dan pendampingnya menj adi prioritas sesuai 
dengan Annual Work Plan yang ditandatangani oleh donor/ lender. 

c .  Dalam hal pemanfaatan suatu pinj aman luar negeri dialokasikan dalam 
beberapa tahun anggaran , penyediaan pagu pinj aman luar negeri pada 
setiap tahun anggaran dan dana pendampingnya menj adi prioritas . 

d .  Untuk menghindari terj adinya penolakan oleh lender pada saat pengajuan 
aplikasi penarikan dana, dalam mengalokasikan PHLN dalam RKA-K/L 
harus memperhatikan closing date, fully paid/fully disbursement sisa pagu 
pinj aman,  kategori dan persentase/porsi pembiayaan atas kegiatan­
kegiatan yang dibiayai dengan PHLN. Misalnya: 
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Loan : IP  535 Professional Human Resource Development Project Ill 

Closing date : 26 Juli 20 1 5  

Kategori dan Persentase :  

Kate_qori Paau Piniaman 

1 .  Overseas Pro_qram (96%) 5. 782 
2. Domestic Pro_qram (58%) 2. 2 76 
3. Planner Development Center Enhancement 44 7 

(84%) 
4. Incremental Trainina Cost (1 00%) 92 1 

5. Continqencies 291 

Contoh kasus berikut menggambarkan penerapan butir 4 mengenai 
alokasi anggaran beasiswa luar negeri dalam RKA-K/ L : 
1 )  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang benar : 

a) Harus menggunakan Kategori Overseas Program; 

b) Menggunakan Persentase/ porsi sebesar 96%; 
c )  Memperhatikan tanggal closing date original loan atau yang telah 

diperpanjang (extension loan) ; 

d) Memperhatikan kategori dan persentase/ porsi j ika telah dilakukan 
perubahan oleh lender (amandemen loan) . 

2)  Contoh Pengalokasian dalam RKA-K/ L yang salah : 
a) Menggunakan kategori Domestic Program; 

b) Menggunakan persentase/ porsi sebesar 96%; 
c )  Tanggal Closing date terlampaui. 

e. Standar Biaya 

Pembiayaan output kegiatan yang bersumber dari PHLN mengacu pada 
Standar Biaya dan billing rate. Dalam hal · belum tersedia dalam standar 
biaya tersebut, dapat digunakan Surat Pernyataan (SP) . 

f. Kartu Pengawasan Alokasi Pagu PHLN 

Untuk menghindari terjadinya overdrawn/ kelebihan penarikan pada satu 
kategori , pengalokasian dana PHLN untuk masing-masing kategori harus 
memperhatikan sisa pagu per kategori berdasarkan data pada kartu 
pengawasan PHLN atau data sisa pagu per kategori dari lender/ donor. 

Di samping itu , untuk lebih meningkatkan tertib administrasi PHLN, 
Kementerian Negara/ Lembaga serta Direktorat Jenderal Anggaran 
mencatat setiap PHLN dalam Kartu Pengawasan PHLN . Kartu pengawasan 
alokasi dana PHLN rrierupakan bahan bagi Kementerian Negara/ Lembaga 
serta Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan monitoring 
terhadap ketersediaan dana/pelaksanaan PHLN dimaksud. 

Model/ format kartu pengawasan alokasi dana PHLN dimaksud adalah 
seperti contoh sebagai berikut : 
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IP - 535 
Loan Project Proffesional Human Resource Development Project I1 
Dated 29 Maret 2006 
Lender JBIC 

Executing Aqencu Kementerian Kesehatan 

Nomor Reqister 21 572601 
Effective Date 26 Juli 2006 
Closing Date 26 Juli 201 5 
Jumlah PHLN JPY 9. 71 7. 000. 000 
Mekanisme Penarikan Rekeninq Khusus 

Pagu Pagu I Realisasi I Sis a 
Total Tahun ke. . Tahun ke . .  

Kategori dan persentase 
(million japanese yen) 

( 1 ) (2] (3 ) (4)= ( 1 -2 )  

1). Overseas Proaram (96%) 5. 782 5. 782 
2). Domestic Proaram (58%) 2.2 76 2.2 76 
3). Planner Development Center 44 7 44 7 

Enhancement (84%) 
4). Incremental Trainina Cost (1 0017. 921 921 
5). Contingencies 291 291 

g.  Pemahaman NPPHLN 

Untuk menghindari terjadinya pengalokasian dana yang mengakibatkan 
pembayaran ineligible, perlu dipahami hal-hal sebagai berikut : 

1 )  I si / materi dari NPPHLN ; 

2)  Staff Appraisal Report (SAR) ; 

3) Project Administration Memorandum (PAM); 

4) Butir-butir pada angka e l  sampai dengan e9 ; 

5) Ketentuan lainnya yang terkait dengan NPPHLN dan pelaksanaan 
kegiatan yang dananya bersumber dari PHLN . 

7 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 

Pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari 
pinjaman dalam negeri mengacu pada Peraturan Pemerintah mengenai Tata 
Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah . 
Ketentuan penuangan dalam RKA-K/ L untuk kegiatan yang bersumber dari 
PDN yang digunakan untuk kegiatan tertentu K/ L adalah sebagai berikut:  

a .  Pinj aman Dalam Negeri dilakukan melalui mekanisme APBN dan 
dialokasikan untuk membiayai Kegiatan dalam rangka pemberdayaan 
industri dalam negeri dan pembangunan infrastruktur; 

b. K/ L menyusun RKA-KL rencana kegiatan yang dapat dibiayai dari PDN 
dengan berpedoman pada daftar prioritas Kegiatan yang dapat dibiayai 
dari PDN ;  
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c .  Nomenklatur Program / Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil 
restrukturisasi program/ kegiatan ; 

d .  Mencantumkan akun belanja  sesuai dengan ketentuan BAS ; 

e .  Mencantumkan sumber dana sesuai dengan NPPDN yaitu sumber dana 
berupa pinjaman dalam negeri ; 

f. Mencantumkan kode register PDN sesuai dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko ; 

g .  Dokumen pelengkap RKA-K/ L-nya adalah sebagai berikut: 

1 )  Naskah Perjanjian Penerusan PDN,  yang ditandatangani oleh Menteri 
atau pejabat yang diberi kuasa dan Penerima Penerusan PDN.  

2 )  Naskah Perjanjian Penerusan PDN tersebut memuat paling sedikit : 

a) Jumlah pinjaman;  

b )  Perun tukan pin jam an ; dan 

c) Ketentuan dan persyaratan pinjaman. 

3)  Naskah Perj anjian Penerusan PDN tersebut juga memuat sanksi 
kepada Penerima Penerusan PDN yang tidak . memenuhi kewajiban 
pembayaran cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya. 

8 .  Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana Hibah Dalam Negeri (HDN) 

Dalam rangka pengalokasian kegiatan-kegiatan yang dananya 
bersumber dari Hibah Dalam Negeri , tata cara penuangan dalam RKA-K/ L 
mengikuti ketentuan dalam peraturan perundangan tentang Hibah Dalam 
Negeri yang berlaku tentang Hibah Dalam Negeri . Ketentuan penuangan 
dalam RKA-K/ L adalah sebagai berikut: 

a .  Dana yang berasal dari Hibah digunakan untuk: 

1 )  Mendukung program pembangunan nasional , dan/ atau 

2) Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan 
kemanusiaan ; 

b .  K/ L menyusun Rencana Kerja  dan Anggaran Hibah sebagai bagian dari 
RKA-K/ L untuk dicantumkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran ; 

c .  Perencanaan penerimaan untuk hibah yang direncanakan, disusun oleh 
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas melalui 
Rencana Kegiatan Jangka Menengah dan Tahunan yang bersumber dari 
hibah dengan berpedoman pada RPJM. Rencana Kegiatan Jangka 
Menengah dan Tahunan tersebut mencakup rencana pemanfaatan hibah 
(yang memuat arah kebijakan dan strategi sesuai prioritas pembangunan 
nasional) , serta Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) yang dijadikan 
sebagai salah satu bahan penyusunan RKP dan RKA-K/ L; 

d. Berdasarkan DRKH tersebut,  K/ L mengalokasikan kegiatan yang berada 
dalam kewenangannya dalam dokumen RKA-K/ L; 

e.  Nomenklatur Program / Kegiatan yang dipakai adalah nomenklatur hasil 
restrukturisasi program / kegiatan ; 
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f. Untuk Hibah langsung, Menteri/ Pimpinan Lembaga dapat menerima hibah 
langsung dari pemberi hibah, bertanggung jawab dan mengkonsultasikan 
rencana penerimaan hibah langsung pada Menteri Keuangan, Menteri 
Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapenas , dan 
Menteri/ Pimpinan Lembaga lainnya sebelum dilakukan penandatanganan 
Perj anj ian Hibah . 

9 . Pengalokasian Anggaran dengan Sumber Dana PNBP 

Penyusunan RKA-K/ L untuk kegiatan yang alokasi dananya bersumber 
dari PNBP (bukan satker BLU) diatur sebagai berikut: 

a .  Nomenklatur kegiatan yang anggarannya bersumber dari PNB P  
menggunakan nomenklatur kegiatan sesuai dengan tabel referensi pada 
Aplikasi RKA-K/ L; 

b .  Penuangan kegiatan dan besaran anggarannya dalam RKA-K/ L mengacu 
pad a :  

1 )  Peraturan Pemerintah tentang tata cara penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan tertentu ; 

2 )  Keputusan Menteri Keuangan/ Surat Menteri Keuangan tentang 
Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang berasal dari PNBP; dan 

3)  Angka Pagu penggunaan PNBP dari Direktorat PNBP.  
c .  Penggunaan dana yang bersumber dari PNBP difokuskan untuk kegiatan 

dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan / atau 
sesuai ketentuan tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana yang 
berasal dari PNBP; 

d. Pembayaran honor pengelola kegiatan PNBP (honor atasan langsung 
bendahara, bendahara dan anggota sekretariat) menggunakan akun 
belanj a  barang operasional yaitu honor yang terkait dengan operasional 
satker (akun 52 1 1 1 5) ,  sedangkan honor kegiatan non-operasional yang 
bersumber dari PNBP masuk dalam akun honor yang terkait dengan 
output kegiatan (akun 52 1 2 1 3) .  

1 0 .  Penyusunan RKA-K/ L untuk Satker Badan Layanan Umum (BLU) 

Penyusunan RKA-K/ L untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
satker BLU,  mengacu pada Peraturan yang mengatur mengenai Rencana 
Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Pelaksanaan Anggaran BLU .  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKA-K/ L 
BLU :  
a .  Program dan kegiatan yang digunakan dalam penyusunan RKA-K/ L B LU 

merupakan bagian dari program dan kegiatan hasil restrukturisasi 
program dan kegiatan K/ L induk; 

b .  Output-output yang dibiayai dari PNBP / B LU dicantumkan ke dalam 
output-output yang sesuai ,  yang sudah disusun dan tercantum dalam 
aplikasi RKA-K/ L.  PNBP / BLU hanya merupakan .sumber pembiayaan 
layaknya RM atau PHLN . 
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c .  Perlunya pencantuman mengenai saldo awal dan penetapan ambang batas 
pada KK RKA-K/ L satker BLU .  

d .  Penerapan Standar Biaya dan Rincian Biaya 

1 )  Bagi Satker BLU yang mampu menyusun standar biaya menurut jenis 
layanannya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya, penyusunan 
RBA-nya mengunakan standar biaya tersebut, yang mengacu pada 
peraturan tentang RBA BLU .  

2)  Perhitungan akuntansi biaya dimaksud paling kurang meliputi unsur 
biaya langsung dan biaya tidak langsung termasuk biaya variabel dan 
biaya tetap . Sementara itu . untuk Satker BLU pengelola dana 
setidaknya terdapat perhitungan imbal hasil pengembalian / hasil per­
investasi dana. 

3) Rincian biaya berdasarkan perhitungan akuntansi biaya tersebut 
memberikan informasi mengenai komponen biaya yang tidak bersifat 
paket, kecuali untuk biaya yang bersifat administratif/ pendukung. 

4) Dalam hal Satker BLU sudah mampu memenuhi kriteria sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b ,  dan huruf c ,  Satker BLU dapat 
menggunakan besaran standar biaya yang disusun dengan 
melampirkan surat pernyataan sudah memenuhi kriteria huruf a,  
huruf b ,  dan huruf c .  

-

5) Dalam hal Satker BLU belum mampu memenuhi kriteria huruf a, huruf 
b ,  dan huruf c, Satker tersebut harus melampirkan Proposal/TOR dan 
RAB , serta menggunakan SBM, SBK dan SSB . Apabila Satker BLU 
akan menggunakan besaran standar biaya yang berbeda dari standar 
biaya tersebut, harus menggunakan nomenklatur yang berbeda serta 
harus melampirkan Surat Pernyataan. 

1 1 . Kegiatan Dekonsentrasi,  Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama 

Pengalokasian anggaran dalam RKA-K/ L untuk kegiatan-kegiatan K/ L 
yang dilaksanakan oleh Satker Perangkat Daerah (SKPD) melalui mekanisme 
Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) , mengacu pada peraturan 
tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas 
Pembantqan . Disamping mengacu pada ketentuaf f tersebut, rencana alokasi 
dan anggaran untuk program dan kegiatan yang akan 
didekonsentrasikan/ ditugaspembantuankan hatus memperhatikan 
kernampuan keuangan Negara, keseimbangan peJ;ldanaan didaerah , dan 
kebutuhan pembangunan daerah . Dalam hal kesei,mbangan pendan1?.an di 
daerah , K/ L perlu · mempertimbangkan rekomendasi tentang keseimbangan 
pendanaan di daerah · dalam rangka perencanaan pengalokasian dana 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikeluarkan oleh Menteri 
Keuangan . Sementara itu untuk kegiatan-kegiat4n, K/ L  yang dilaksanakari 
secara bersama dengan SKPD dilakukan melalui n\e:kanisme urusan bersama 
(UB) dan mengacu pada Peraturan Menteri Keualjlgan mengenai Pedoman 
Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah \ untuk penanggulangan 
kemiskinan . 
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Langkah penyajian informasi terkait cara pelaksanaan suatu kegiatan 
secara swakelola adalah sebagai berikut: 
a .  Swakelola 

Yang dimaksud dengan swakelola adalah kegiatan pengadaan 
barang/j asa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerj akan dan/ atau 
diawasi sendiri oleh K/ L sebagai penanggung jawab anggaran, instansi 
pemerintah lain dan/ atau kelompok masyarakat . 

Pekerj aan yang dapat diswakelolakan meliputi : 

1 )  Pekerj aan yang bertujuan untuk meningkatkan keniampuah dan / atau 
memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai 
dengan tugas pokok K/ L; 

2) Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi 
langsung masyarakat setempat; 

3) Pekerj aan yang dilihat dari s1s1 besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/j asa; 

4) Pekerj aan yang secara rind/ detail tidak dapat dihitung/ ditentukan 
terlebih dahulu sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia 
barang/j asa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;  

5) Penyelenggaraan diklat, kursus ,  penataran, seminar, lokakarya atau 
penyuluhan; 

6)  Pekerj aan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survey yang 
bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/ metode kerj a  yang 
belum dapat dilaksanakan olen penyedia barang/j asa; 

7) Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebij akan 
pemerintah , pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem 
tertentu ; 

8) Pekerj aan yang bersifat rahasia bagi K/ L bersangkutan ; 

9) Pekerj aan industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri ; 

1 0) Penelitian dan pengembangan dalam negeri ; dan/ atau 

1 1 ) Pekerj aan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan 
industri almatsus dalam negeri . 

Tata Cara Pelaksanaan Swakelola 

1 )  Dilaksanakan oleh Instansi Sendiri . 
Adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerj akan dan diawasi 

sendiri oleh K/ L penanggung j awab anggaran; menggunakan pegawai 
sendiri , pegawai K/ L lain dan/ atau menggunakan tenaga ahli . Dalam 
hal menggunakan tenaga ahli , tenaga ahli dimaksud tidak boleh 
melebihi 50% dari juml8.h keseluruhan pegawai K/ L yang terlibat 
dalam kegiatan swakelola dimaksud .  Pengalokasian anggaran untuk 
kegiatan yang direncanakan akan dilakukan secara swakelola, dirinci 
menurut jenis belanja yang sesuai . 
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a) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik 
menggunakan jenis Belanja  Barang. Contoh Kegiatan Diklat Teknis 
PNS ,  dengan rincian akun belanja  sebagai berikut : 

( 1 )  Honorarium untuk narasumber/pakar/praktisi dimasukkan 
dalam Akun Belanja Jasa Profesi (522 1 5 1 ) ;  

(2) Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang 
menunjang secara langsung dalam pencapaian output 
dimasukkan dalam Akun Belanja Barang Non-Operasional 
(kelompok akun 52 1 2) ,  belanja  honor yang terkait dengan 
output kegiatan (akun 52 1 2 1 3) ;  

(3) Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis 
Kantor (ATK) , Konsumsi/ Bahan Makanan, Bahan Cetakan, 
Spanduk, dan Fotokopi dimasukkan dalam Akun Belanja Bahan 
(akun 52 1 2 1 1 ) ;  dan 

(4) Perjalanan Dinas memanggil/ memulangkan peserta diklat 
masuk dalam Akun Belanja Perjalanan Biasa (akun 524 1 1 1 ) .  

b) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya non fisik 
menggunakan jenis belanja Bantuan Sosial dan/ atau Belanja 
Barang. Contoh Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , 
dengan rincian akun belanja  berikut: 

( 1 )  Honorarium untuk Tim Teknis Pelaksana Kegiatan yang 
menunJ ang secara langsung dalam pencapaian output 
dimasukkan dalam kelompok akun Belanj a Barang Non­
Operasional (kelompok akun 52 1 2) ;  

(2) Bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan meliputi Alat Tulis 
Kantor (ATK) , Konsumsi/ bahan makanan, bahan cetakan, 
spanduk, dan fotokopi dimasukkan dalam Akun Belanj a  Bahan 
(akun 52 1 2 1 1 ) ;  

(3) Perjalanan Dinas Biasa dalam rangka pembinaan dan 
pengawasan masuk dalam Akun Belanj a  Perjalanan Biasa (akun 
524 1 1 1 ) ;  dan 

(4) Pemberian bantuan operasional sekolah dimasukkan dalam 
Akun Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam 
Bentuk Uang (akun 572 1 1 1 ) .  

Pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik 
dimasukkan dalam belanja modal .  Guna menyesuaikan dengan 
norma akuntansi yaitu azas full disclosure untuk masing-masing 
Jenis Belanja modal dirinci lebih lanjut sesuai peruntukannya. 
Misalnya Belanja Modal Tanah dibagi menjadi Belanj a  Modal Tanah, 
Belanja  Modal Pembebasan Tanah , Belanja Modal Pembayaran 
Honor Tim Tanah, Belanj a Modal Pembuatan Sertifikat Tanah , 
Belanj a Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah, Belanj a  Modal 
Biaya Pengukuran Tanah, Belanja Modal Perjalanan Pengadaan 
Tanah . Rincian tersebut sama untuk semua Belanja  Modal sesuai 
ketentuan pada Bagan Akun Standar. 
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2 )  Dilaksanakan oleh Instansi Lain 

Adalah pekerjaan yang direncanakan dan diawasi oleh K/ L,  
sedangkan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah 
lain bukan penanggung j awab anggaran . 

Dalam hal terdapat komponen/ output yang dilaksanakan oleh 
instansi lain maka pengalokasian anggarannya dapat menggunakan 1 
(satu) akun belanj a  (Belanja jasa lainnya (522 1 9 1 ) ) .  

3 )  Dilaksanakan oleh kelompok masyarakat 

Adalah pekerjaan yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi 
oleh kelompok masyarakat, sedangkan K/ L penanggung j awab 
anggaran adalah menentukan sasaran yang akan dicapai . Dalam 
kriteria ini , pekerj aan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak 
lain (disubkontrakkan) dari kelompok masyarakat pelaksana pekerj aan . 

Dalam hal terdapat komponen/ output yang dilaksanakan oleh 
kelompok masyarakat, maka pengalokasian anggarannya dapat 
menggunakan 1 (satu) akun belanj a  (Belanja jasa lainnya (522 1 9 1 ) ) .  

b .  Pengalokasian Kontrak 

Sesuai dengan amanat Perpres mengenai pengadaan barang/j asa 
pemerintah , dalam rangka melaksanakan prinsip good governance dan 
clean government, K/ L harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabiltas 
dan pengelolaan SDM secara efisien , tidak memihak dan menj amin 
terj adinya interaksi sosial dan ekonomi antara pemerintah dan 
stakeholder dan pengadaan barang/jasa untuk kebutuhan pemerintah . 

Penerapan prinsip , etika dan tata cara dalam pengadaan 
barang/jasa pemerintah harus berpedoman kepada Perpres dimaksud . 
Sementara itu tata cara pencantumannya dalam RKA-K/ L harus 
menjelaskan bahwa pengadaan barang/j asa tersebut dilakukan dengan 
cara kontraktual ataupun swakelola. 

13 . Pengalokasian Anggaran Terkait Kontrak Tahun Jamak 

Kontrak tahun j amak merupakan kontrak yang pelaksanaan 
pekerj aannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban 
anggaran . Kontrak tahun jamak dapat dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan dari Menteri Keuangan atau Menteri/ Pimpinan Lembaga yang 
bersangku tan . 

Tata cara permohonan persetujuan kontrak tahun j amak pengadaan 
barang/jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengajuan Persetujuan 
Kontrak Tahun Jamak (multi years contract) dalam pengadaan barang dan 
j asa pemerintah kepada Menteri Keuangan . 
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E .  HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGALOKASIAN ANGGARAN 
DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

1 .  Hal-hal yang harus dialokasikan dalam RKA-K/ L 

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat hal-hal yang harus dialokasikan , 
meliputi : 

a .  Kebutuhan anggaran untuk biaya operasional satker yang sifatnya 
mendasar, yaitu untuk pembayaran gaji  dan tunjangan (komponen 00 1 )  
dan operasional perkantoran (komponen 002) ; 

b .  Kebutuhan anggaran dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi satuan 
kerja :  

c .  Kebutuhan dana pendamping untuk kegiatan-kegiatan yang 
anggarannya bersumber dari pinjaman dan hibah luar negeri (apabila 
ada) ; 

d .  Kebutuhan anggaran untuk kegiatan lanjutan yang bersifat tahun 
jamak (apabila ada) ; 

e .  Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas 
pembangunan nasional , prioritas pembangunan bidang dan/ atau 
prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKP (apabila ada) ; 

f. Penyediaan dana untuk mendukung pelaksanaan program / kegiatan 
yang sesuai dengan peraturan perundangan (apabila ada) . 

2 .  Hal-hal yang Dibatasi untuk dialokasikan dalam RKA-K/ L _ 
Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat yang dibatasi, meliputi : 

a .  Penyelenggaraan rapat,  rapat dinas , seminar,  pertemuan , lokakarya, 
peresmian kantor / proyek dan sejenisnya. Untuk peruntukan terse but 
dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana 
mungkin . 

b .  Pembangunan gedung baru yang sifatnya tidak langsung menunjang 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi satker, antara lain : mess ,  wisma, 
rumah dinas/ rumah jabatan , gedung pertemuan . 

Untuk gedung yang bersifat pelayanan umum (seperti rumah sakit, rumah 
tahanan, pos penjagaan) dan gedung/ bangunan khusus (antara lain : 
laboratorium) , dikecualikan dari ketentuan ini . 

c .  Pengadaan kendaraan bermotor, kecuali : 

1 )  Kendaraan fungsional seperti : 

• Ambulan untuk rumah sakit; 

• Cell wagon untuk rumah tahanan; dan 
• Kendaraan roda dua untuk petugas lapangan . 

2 )  Pengadaan kendaraan bermotor untuk Satker baru yang sudah ada 
ketetapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi dan dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia; 
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3 )  Penggantian kendaraan operasional yang benar-benar rusak berat 
sehingga secara teknis tidak dapat dimanfaatkan lagi ; 

4)  Kendaraan roda 4 dan atau roda 6 untuk keperluan antar j emput 
pegawai dapat dialokasikan secara sangat selektif. U sulan pengadaan 
kendaraan bermotor memperhatikan azas efisiensi dan kepatutan ; dan 

5) Penggantian kendaraan yang rusak berat yang secara ekonomis 
memerlukan biaya pemeliharaan yang besar .  Selanjutnya kendaraan 
dimaksud harus dihapuskan dari daftar inventaris dan tidak 
diperbolehkan dialokasikan biaya pemeliharaannya (didukung oleh 
berita acara penghapusan / pelelangan) . 

Kendaraan yang diadakan yang merupakan penggantian kendaraan 
yang dihapuskan harus sama jenis maupun fungsinya dengan 
kendaraan yang dihapuskan . 

Secara umum , dalam penyusunan RKA-KL, Kementerian Negara/ Lembaga 
mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri . Oleh karena itu , · 
penggunaan produk impor juga termasuk dalam hal-hal yang dibatasi . 

F .  ANGGARAN TEMATIK APBN 

Dalam penyusunan RKA-K/ L terdapat kewajiban untuk mengkategorikan 
suatu Keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN.  Pengkategorian ke dalam 
j enis tema APBN berada pada level output Kegiatan . 

Tema-tema APBN adalah sebagai berikut:  

1 .  Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan (MDG's 1 )  

Prioritas kedepan untuk menurunkan kemiskinan dan kelaparan adalah 
dengan memperluas kesempatan kerja,  meningkatkan infrastruktur 
pendukung, dan memperkuat sektor pertanian . Perhatian khusus yang perlu 
diberikan adalah pada: 

a .  perluasan fasilitas kredit untuk usaha mikro , kecil , dan menengah 
(UMKM) ; 

b .  pemberdayaan masyarakat miskin dengan meningkatkan akses dan 
penggunaan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraannya; 

c .  peningkatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan sosial ; dan 

d .  perbaikan penyediaan proteksi sosial bagi kelompok termiskin di antara 
yang miskin . 

Output yang terkait atau dalam rangka mewujudkan hal-hal yang perlu 
diberikan perhatian khusus tersebut dapat dikategorikan dalam tema ini . 

2 .  Pencapaian pendidikan dasar umum (MDG's 2) 

Tantangan utama dalam percepatan pencapaian sasaran MDG's pendidikan 
adalah meningkatkan pemerataan akses secara adil bagi semua anak, baik 
laki-laki maupun perempuan, untuk mendapatkan pendidikan dasar yang 
berkualitas di semua daerah . Berbagai kebij akan dan program pemerintah 
untuk menj awab tantangan tersebut adalah berupa: (a) perluasan akses yang 
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merata pada pendidikan dasar khususnya bagi masyarakat miskin ; 
(b) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan ; (c) penguatan tatakelola 
dan akuntabilitas pelayanan pendidikan . Output dalam rangka mewujudkan 
kebijakan tersebut dapat dikategorikan dalam tema ini . 

3 .  Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan atau ARG 
(MDG's 3) 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang 
mendukung untuk mewujudkan kesetaraan gender meliputi : 

a .  peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan ; 

b .  perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan ; dan 

c .  peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan . 

4 .  Penurunan angka kematian anak (MDG's 4) 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang 
mendukung untuk mewujudkan penurunan angka kematian bayi dan 
kematian anak di Indonesia. Yang termasuk dalam output utama dalam tema 
ini adalah output dalam rangka memperkuat sistem kesehatan dan 
peningkatan akses pada pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat 
miskin dan daerah terpencil . 

5 .  Peningkatan kesehatan ibu (MDG's 5) 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang 
mendukung untuk mewujudkan penurunan rasio kematian ibu dalam proses 
melahirkan, penurunan faktor risiko pada saat kehamilan , meningkatkan 
angka pemakaian kontrasepsi dan menurunkan unmet need yang dilakukan 
melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan 
reproduksi . Output dalam rangka kebijakan peningkatan kesehatan ibu 
diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas , pelayanan 
obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan 
penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat . 

6 .  Pemberantasan HIV/ AIDS,  malaria, dan penyakit lainnya (MDG's 6) 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang 
. mendukung untuk menghentikan dan memulai pencegahan penyebaran 
HIV/ AIDS ,  malaria .dan penyakit menular lainnya. 

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit m1 terutama 
diarahkan pada upaya pencegahan dan pengarusutamaan ke dalam sistem 
pelayanan kesehatan nasional . Termasuk di dalamnya dalam rangka 
melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan 
promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan 
pemberantasan penyakit. 

7. Penjaminan kelestarian lingkungan hidup (MDG's 7) 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output yang 
mendukung untuk rpewujudkan : 

• prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam kebijakan setiap 
negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan; 
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• peningkatan akses air minum yang sehat kepada masyarakat; 
• pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 1 00 juta 

orang yang tinggal di daerah kumuh pada tahun 2020 ;  
• penurunan emisi karbondioksida; 

• penurunan rumah tangga kumuh (antara lain melalui penanganan 
pemukiman) . 

8 .  Mengembangkan kerjasama global bagi pembangunan (MDG's 8)  

Output yang dapat dikategorikan dalam · tema ini adalah output yang 
mendukung untuk mewujudkan : 

• Mengembangkan lebih j auh lagi perdagangan terbuka dan sistem 
keuangan yang berdasarkan aturan dan tidak ada diskriminasi . Termasuk 
komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangunan dan 
pengurangan tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional ; 

• Membantu kebutuhan-kebutuhan khusus negara-negara kurang 
berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara terpencil dan 
kepulauan-kepulauan kecil . Ini termasuk pembebasan tarif dan kuota 
untuk ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara 
miskin yang berhutang besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan 
menambah bantuan pembangunan resmi untuk negara yang berkomitmen 
untuk mengurangi kemiskinan; 

• Secara komprehensif mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang 
negara-negara berkembang; 

• Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan 
masalah hutang melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk 
membuat hutang lebih dapat ditanggung dalam jangka panj ang; 

• Mengembangkan usaha produktif yang layak dij alankan untuk kaum 
muda; 

• Dalam kerj a  sama dengan pihak "pharmaceutical" , menyediakan akses 
obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang; 

• Dalam kerj asama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan 
keuntungan dari teknologi-teknologi baru , terutama teknologi informasi 
dan komunikasi . 

9) .  Anggaran Infrastruktur 
Anggaran infrastruktur merupakan anggaran yang dialokasikan untuk 
mencapai keluaran (output) yang merupakan barang berwujud dan / atau 
berupa jaringan . Alokasi anggaran infrastruktur dapat berada pada semua 
K/ L .  Dalam pengalokasiannya, anggaran infrastruktur umumnya termasuk 
dalam j enis belanj a  modal .  Contoh keluaran (output) infrastruktur adalah 
gedung / bangunan , jalan , jembatan, bangunan, j aringan 1ngasi,  
infrastruktur ketenagalistrikan , rel kereta api ,  bandara, pelabuhan , dan lain­
lain . 

1 0) Kerj asama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) 
Klasifikasi anggaran tematik KSST pada proses pelaksanaannya terbagi atas : 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERIKEUANGAN 

R EPUBLIK INDONESI A 
- 46 -

• Kerj asama Selatan Selatan (KSS) yaitu kerjasama antara Indonesia dengan 
negara-negara sedang berkembang melalui mekanisme saling belajar,  
berbagi pengalaman terbaik serta alih teknologi tepat guna untuk 
mencapai kesejahteraan bersama. 

• Kerjasama Triangular adalah Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) yang 
melibatkan mitra kerjasama pembangunan . 

Dalam pelaksanaannya, jenis komponen kegiatan dalam rangka pembiayaan 
program KSST Indonesia antara lain , namun tidak terbatas pada: 
pelatihan/ lokakarya, seminar/ workshop, bantuan barang/ peralatan , paket 
kegiatan KSST, pengiriman tenaga ahli , beasiswa, pertemuan koodinasi . 

Identifikasi dilakukan terhadap kegiatan yang berkontribusi terhadap 
pencapaian output dalam rangka KSST. 

1 1 ) Anggaran Responsif Gender 

Kesetaraan gender merupakan kesamaan hak, tanggung jawab dan 
kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dan berpartisipasi 
dalam berbagai kegiatan , serta kesamaan dalam menikmati hasil 
pembangunan . Dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, dapat 
dilakukan dengan analisa gender, yang melihat dari akses ,  partisipasi , 
kontrol dan manfaat . Output dalam rangka mengurangi/ menghilangkan 
ketidaksetaraan gender (isu gender) dapat dikategorikan dalam tema ini . 

1 2) Mitigasi perubahan iklim 

Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim adalah anggaran pemerintah untuk 
mendanai kegiatan-kegiatan dan menghasilkan keluaran (output) yang 
mendorong tercapainya: 

• Penurunan emisi GRK; 
• Peningkatan kapasitas untuk menyerap emisi GRK; 

• Stabilisasi/ konservasi stok karbon . 

1 3) Anggaran Pendidikan 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output dalam 
Kegiatan yang termasuk dalam fungsi pendidikan . Yang tidak termasuk 
dalam anggaran pendidikan meskipun dalam Kegiatan yang termasuk dalam 
fungsi pendidikan adalah output untuk membiayai pendidikan kedinasan . 

1 4) Anggaran Kesehatan 

Output yang dapat dikategorikan dalam tema ini adalah output dalam 
Kegiatan yang termasuk dalam fungsi kesehatan . 

Dalam pelaksanaannya, untuk mengkategorikan suatu output ke dalam 
tema APBN yang ada, difasilitasi dengan aplikasi khusus untuk tema APBN,  
yang disebut dengan "Budget Tagging'' . Adapun cara pengisiannya adalah 
sebagai berikut: 

. 1 .  Buka aplikasi tematik APBN;  

2 .  Pilih unit eselon I ,  tekan tombol 'list '; 

3 .  Kemudian daftar output akan muncul secara otomatis ;  
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4 .  Tekan tombol ' . . . . .  ' pada kolom PILIH , kemudian pilih jenis tema yang relevan 
dengan output;  

5 .  Aplikasi Terna APBN akan menyimpan secara otomatis untuk data yang 
sudah dipilih U adi tidak terdapat tombol SIMPAN) ; 

6 .  Jika akan melakukan perubahan, tekan tombol ' . . . . .  ' pada kolom pilih ; 

7 .  Setelah pengisian selesai ,  tekan tombol 'BACKUP UNTUK DJA'; 

8 .  Kirim ADK backup dimaksud ke alamat : rkakldipa@depkeu .go . id ,  dengan 
subject 'DATA TEMATIK K/ L: . . . . .  Unit : . . . . .  ' ; 

9 .  Selanjutnya, proses untuk menyatukan data tema APBN ke dalam RKA-K/ L 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran . 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd . 

BAMBANG P. S . BRODJONEGORO 

ENTERIAN 
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DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN 
ANG GARAN 

M E NTE R I KE UANGAN 

R E P U B L I K  I N DO N ES I A  

PENDEKATAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH 

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) adalah salah satu alat ( too� 
strategis untuk melakukan alokasi pendanaan belanj a  anggaran yang proses 
penyusunannya berdasarkan pada suatu kebijakan tertentu, yaitu keputusan yang 
akan menimbulkan implikasi belanja  anggaran di masa mendatang dengan 
proyeksi j angka waktu yang lebih dari 1 (satu) tahun anggaran . 

Secara umum KPJM yang komprehensif memerlukan 3 (tiga) unsur dalam 
konteks perencanaan jangka menengah yaitu : 

1 .  proyeksi ketersediaan sumber daya anggaran untuk mendanai berbagai rencana 
belanj a  pemerintah . Aspek pertama ini merupakan pendekatan top-down yang 
ditetapkan oleh otoritas fiskal ; 

2 .  indikasi rencana kebutuhan pendanaan anggaran yang dibutuhkan untuk 
mencapai tingkat kinerja  yang telah ditargetkan . Sejalan dengan penataan 
Arsitektur dan Informasi Kinerja, aspek kedua ini juga merupakan pendekatan 
top-down, yaitu berdasarkan ketersediaan sumber daya anggaran yang 
ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, setiap Eselon I mendistribusikan 
anggaran tersebut ke unit-unit kerj a  dibawahnya. Penyusunan prakiraan maju 
pada level progam dimaksudkan agar Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) dapat 
fokus pada pencapaian sasaran strategis dan sasaran program yang telah 
ditetapkan sebelumnya. 

3 .  kerangka rekonsiliasi yang memadukan antara kedua hal tersebut,  yaitu antara 
proyeksi ketersediaan sumber daya pendanaan anggaran dengan proyeksi 
rencana kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah 
yang tengah berjalan ( on-going policies) ; 

Dalam rangka menerapkan KPJM, pada saat penyampaian Rencana Kerj a  
dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) ,  setiap K/ L wajib 
menyampaikan juga Prakiraan Maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan . Prakiraan maju 
tersebut harus dimutakhirkan sesuai dengan kondisi terkini , dengan penj elasan 
sebagai berikut: 

1 .  Pemutakhiran prakiraan maju yang pertama dilakukan pada bulan Juli , 
merupakan pemutakhiran besaran prakiraan maju yang sudah disusun pada 
tahun sebelumnya (pada saat penyampaian RKA-K/ L Alokasi Anggaran 
(pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)) atau RKA-K/ L APBN­
Perubahan tahun berjalan) disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro 
terkini, ditambah dengan inisiatif baru pada saat penyusunan Rancangan 
Undang-Undang tentang APBN (RUU APBN) tahun yang direncanakan; 

2 .  Pemutakhiran prakiraan maju yang kedua dilakukan pada bulan November, 
merupakan pemutakhiran besaran prakiraan maju yang sudah disusun pada 
saat penyampaian Pagu Anggaran pada bulan Juli , disesuaikan dengan asumsi 
dasar ekonomi makro terkini ditambah inisiatif baru yang muncul pada saat 
pembahasan RUU APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) . 

3 .  Pemutakhiran prakiraan maju yang ketiga dilakukan pada saat penyampaian 
RKA-K/ L APBN Perubahan, merupakan pemutakhiran besaran prakiraan maju 
yang sudah disusun pada saat penyampaian Alokasi Anggaran pada bulan 
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November, disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro terkini ditambah 
inisiatif baru yang muncul pada saat pembahasan UU APBN-Perubahan dengan 
DPR.  

Dalam rangka penyusunan RKA-X/ L dengan pendekatan KPJM, K/ L perlu 
menyelaraskan kegiatan/program dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Strategis Kementerian 
Negara/ Lembaga (Renstra K/ L) ,  yang pada tahap sebelumnya juga menjadi acuan 
dalam menyusun Rencana Kerja  Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja  Kementerian 
Negara/ Lembaga (Renja  K/ L) .  Dengan demikian , dalam konteks KPJM, kebijakan 
belanj a  anggaran akan selalu selaras dengan prioritas-prioritas pemerintah . 

Dengan kata lain , implementasi KPJM yang baik dan benar akan 
mensinergikan kebijakan perencanaan dalam jangka menengah dengan kebijakan 
penganggaran jangka menengah dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah 
ditetapkan, dan sekaligus memperhitungkan dampak fiskal (kebutuhan pendanaan) 
yang akan ditimbulkan di masa mendatang atas kebijakan-kebijakan tersebut. 

Oleh karena KPJM adalah bagian dari teknik alokasi pendanaan belanj a 
anggaran yang berbasis pada kebijakan , semestinya pendekatan yang dilakukan 
adalah top-down, mengingat kebijakan selalu datang dari pimpinan untuk 
bawahan . Dalam kerangka tersebut, penyusunan KPJM yang efektif semestinya 
dimulai dari tingkat K/ L sebagai unit strategis kebij akan untuk kemudian 
ditindaklanjuti pada level Eselon I sebagai unit penanggung j awab sasaran strategis 
dan Eselon II sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan tersebut. Pendekatan 
perhitungan KPJM yang berlaku selama ini adalah menggunakan metode bottom 
up, dimana KPJM disusun oleh level Satuan Kerja (Satker) . Pendekatan tersebut 
akan tetap digunakan dalam perhitungan KPJM dalam RKA-K/ L 2 0 1 6 .  Namun, 
sejalan dengan penyusunan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja  (ADIK) 
untuk RKA-K/ L 2 0 1 6 ,  pendekatan perhitungan KPJM ke depan akan diubah, dari 
metode bottom-up (level kegiatan atau disusun oleh Satker) menjadi metode top 
down (level program atau disusun oleh Eselon I) . 

Penyusunan KPJM dengan pengelompokan pada level Eselon I ,  
dimaksudkan agar dapat · mencerminkan sasaran strategis atau target prioritas 
pemerintah dalam suatu kurun waktu berikut dengan konsekuensi kebutuhan 
pendanaannya. Namun, perhitungan KPJM tersebut tetap dimulai dari level 
Satker, kemudian dikompilasi di level atasnya, sekaligus untuk melihat hubungan 
logis dengan pencapaian output di level lebih tinggi . Setelah itu , dari masing-masing 
Eselon II, usulan KPJM disampaikan ke Eselon I untuk dievaluasi , dan untuk 
selanjutnya disampaikan ke Biro Perencanaan K/ L. Oleh karena itu , ke depan , 
perhitungan KPJM dari masing-masing K/ L disampaikan oleh Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L, tidak diterima langsung dari Satker. 

A.  PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PADA TINGKAT 
NASIONAL, UNTUK SASARAN STRATEGIS YANG MENJADI KEBIJAKAN 
PRIORITAS NASIONAL 

1 .  Reviu terhadap Sasaran Strategis 

Yang dimaksud dengan Sasaran Strategis dalam penyusunan KPJM 
adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/ L yang mencerminkan 
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pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil ( outcome) dari satu atau 
beberapa program . 

Dengan demikian , reviu terhadap sasaran strategis adalah untuk 
memahami sampai dimana K/ L telah mencapai kondisi yang menj adi target 
sasaran strategis tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi dan penugasan 
yang sesuai dengan kebijakan prioritas nasional . 

Sebelum menyusun prakiraan maju untuk tahun-tahun yang 
direncanakan, setiap K/ L seharusnya melakukan evaluasi kinerj a  atas 
pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut 
dibutuhkan agar kebijakan belanj a  dapat mengikuti dinamika kondisi terkini 
yang membutuhkan penyesuaian dalam prioritas kebij akan jangka 
menengah, dengan melihat hasil yang telah dicapai dan kondisi yang akan 
dihadapi .  

Berdasarkan kerangka kerj a  terse but,  setiap K/ L melakukan reviu 
dengan mekanisme sebagai berikut: 

a .  Apakah pemerintah telah memutuskan untuk tetap melanjutkan 
kebij akan terse but a tau tidak? Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, 
Renstra, RKP, dan Renja K/L.  

b .  Jika berlanjut, periksa apakah Keluaran-Keluaran (output-output) kegiatan 
prioritas dalam program tersebut masih akan terus berlanjut (ongoing 
output) atau berhenti (terminating output) sesuai dengan kebij akan 
pemerintah terbaru . Cek dokumen terkait, seperti RPJMN, Renstra, RKP, 
dan Renja  K/ L. 

· 

c .  Jika berlanjut,  apakah Keluaran-Keluaran (output-output) kegiatan 
prioritas tersebut merupakan Keluaran (output) dengan target tertentu dan 
bersifat terbatas (cap) atau Keluaran (output) yang mengakomodasi setiap 
perubahan target (demand driven)? Cek dokumen terkait seperti RPJMN, 
Renstra, RKP dan Renja  K/ L. 

Untuk huruf a s . d  huruf c,  pastikan bahwa referensi sasaran strategis ,  
sasaran program , sasaran kegiatan, output-output, dan indikator­
indikatornya sudah menggunakan referensi dalam ADIK. 

d. Periksa komponen-komponen , Keluaran (output) sebagai berikut: 

1)  periksa komponen-komponen , Keluaran (output) terkait apakah 
berlanjut (ongoing component) atau berhenti (non-ongoing component); 

2) j ika komponen berlanjut (ongoing component), periksa komponen­
komponen Keluaran (output) terkait baik komponen kebij akan maupun 
komponen pendukung kebijakan ; 

3)  periksa komponen pendukung kebijakan apakah berharga tetap (fixed 
price) atau dapat disesuaikan dengan harga riil (price adjusted) 
berdasarkan besaran indeks yang ditetapkan oleh Pemerintah ; dan 

4) periksa komponen kebijakan apakah berharga tetap atau dapat 
disesuaikan berdasarkan keputusan pemerintah . 
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5) periksa apakah komponen-komponen tersebut tetap relevan dan 

benar-benar dibutuhkan ; untuk mencapai output prioritas maupun 
sasaran strategis tersebut . 

e .  Jika telah melakukan reviu ;sesuai dengan karakteristik keluaran (output) 
dan komponen pada huruf d ,  lakukan penyesuaian penghitungan 
terhadap alokasi Angka Das�r, yaitu dengan : 

1 )  melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks yang ditetapkan, 
bagi komponen-komponen yang mendukung pencapaian keluaran 
(output) yang ditetapkan ; oleh Pemerintah perlu disesuaikan dengan 
harga riil (real value); dan : 

2)  melakukan penghitunga·n komponen-komponen yang mendukung 
pencapaian keluaran-kehlaran (output) kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah berharga tetap . 

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu : 
: 

a. Keluaran (output) prioritas rherupakan keluaran (output) yang dihasilkan 
dari kegiatan prioritas n�sional yang dituangkan dalam Peraturan 
Presiden (Perpres) tentang ! RPJMN dan Perpres tentang RKP yang 
ditetapkan setiap tahun olehi Pemerintah . 

1 )  Keluaran (output) priorita's berlanjut adalah keluaran (output) kegiatan 
prioritas yang dinyatakan berlanjut pada tahun anggaran berikutnya 
berdasarkan keputusan pemerintah yang dituangkan secara resmi baik 
dalam dokumen RPJMN 1maupun RKP sehingga perlu diperhitungkan 
implikasi pendanaannya ; untuk tahun anggaran berikutnya dalam 
perhitungan KPJM; 1 

2) Keluaran (output) prioritas berhenti adalah keluaran (output) kegiatan 
prioritas yang dinyatakatl telah selesai pada tahun anggaran tertentu 
berdasarkan keputusan : pemerintah yang dituangkan baik dalam 
dokumen RPJMN mauptin RKP sehingga tidak perlu diperhitungkan 
kembali implikasi pendan'aannya untuk tahun anggaran berikutnya. 

I 

b .  Keluaran (output) Kegiatan Prioritas Nasional terdiri atas komponen utama 
dan komponen pendukung. ' 

c .  Struktur pencapaian keluaran (output) mengikuti struktur anggaran dalam 
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) . 

d .  Komponen Utama 

1 )  Merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu 
kebijakan dan berpengaruh langsung terhadap pencapaian keluaran 
(output); 

2) Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh total volume 
keluaran (output) yang akan dicapai ; yaitu perubahan kuantitas 
maupun kualitas output akan mempengaruhi atau berdampak 
langsung terhadap besaran komponen utama. 

3) Komponen utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung 
pembiayaannya sepanjang keluaran (output) prioritas tersebut 
ditetapkan untuk terus berlanjut oleh Pemerintah . 

www.jdih.kemenkeu.go.id



e .  Komponen Pendukung 

M ENTE R I KEUANGAN 

R E P U BLI K I N DONESIA 

- 5 -

1 )  Merupakan komponen-komponen, pembiayaan yang digunakan dalam 
rangka menjalankan dan mengelola kebijakan tersebut; 

2) Komponen Pendukung ini harus relevan dengan keluaran ( output) 
prioritas yang akan diimplementasikan; 

3) Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan total volume 
keluaran ( output) yang akan dicapai ; 

4) Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut maupun 
berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian keluaran ( output) 
prioritas yang bersangkutan ; 

5) Komponen pendukung dapat direncanakan untuk dilaksanakan pada 
Prakiraan Maju ke- 1 ,  Prakiraan Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3 .  
Artinya, komponen pendukung dapat dimunculkan kapanpun saat 
komponen pendukung tersebut dibutuhkan dan tidak harus bersifat 
kontinu atau selalu ada dalam rencana belanja setiap tahun . 

f. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran 
berikutnya harus memperhatikan : 

1 )  Keluaran (output) prioritas dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan 
dokumen RPJMN atau RKP yang masih berlaku, atau prioritas lain 
yang telah ditetapkan pemerintah melalui dokumen spesifik tertentu ; 

2 )  Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan maju adalah 
komponen-komponen, yang ditetapkan untuk terus berlanjut/ akan 
tetap dilaksanakan di tahun-tahun mendatang; 

3) Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju 
adalah komponen-komponen , yang ditetapkan berhenti / selesai ;  baik 
itu komponen pendukung, apabila tidak lagi dibutuhkan, atau 
komponen utama apabila output tersebut tidak lagi menj adi prioritas 
untuk dilaksanakan . 

4) Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang 
dalam level keluaran (output) dan komponen yang berlanjut; 

5) Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan 
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan 
indeks .  Dalam hal besaran komponen utama ditentukan pemerintah 
tidak dikalikan dengan indeks yang ditetapkan . 

Contoh : komponen utama yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah 
adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , Bantuan Operasional 
Kesehatan (BOK) . 

6)  Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara 
mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing­
masing prakiraan maju dengan indeks kumulatif, kecuali untuk hal-hal 
yang harganya ditetapkan oleh keputusan pemerintah seperti misalnya 
gaj i  dan tunj angan (administered price) . 
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7) Indeks yang digunakan untuk mengbitung prakiraan maju · adalab 

bagian dari asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN 
dan/ atau sesuai besaran indeks kelompok keluaran (output). 

2 .  Tata Cara Perbitungan Penerapan Prakiraan Maju pada Tingkat Nasional 

Secara umum prosedur pengbitungan biaya kebijakan / Keluaran 
(output) kegiatan prioritas adalab menggunakan rumus umum yang 
sederbana yaitu : 

Harga x Kua1 1 l ilas 

Rumus untuk mengbitung prakiraan maju sebuab Keluaran (output) adalab 
sebagai berikut: 

Output Prioritas = Komponen kebijakan + Komponen pendukung kebijakan 
Komponen kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif 
Komponen pendukung kebijakan = harga x kuantitas x indeks kumulatif 

B .  PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PADA TINGKAT 
KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 

1 .  Reviu terbadap Kinerja  atas Program / Kegiatan 

Sebelum menyusun prakiraan maju untuk tabun-tabun yang 
direncanakan, setiap Eselon I barus melakukan evaluasi kinerja  atas 
pencapaian sasaran program yang telab ditetapkan sebelumnya. Proses 
evaluasi terse but menggunakan konsep kerangka berpikir ( logic mode� . 

Dalam bal ini , yang dimaksud dengan Sasaran Program ( outcome) 
adalab basil yang akan dicapai oleb dari suatu program dalam rangka 
pencapaian sasaran strategis .((/ L  yang mencerminkan berfungsinya keluaran 
( output) . 

Reviu dilakukan dengan memperbatikan parameter Indikator Kinerja  
Program , yaitu alat ukur tertentu yang mengindikasikan kerberbasilan 
pencapaian basil ( outcome) dari suatu program . Dari reviu terbadap Sasaran 
Program tersebut dibarapkan pibak K/ L dapat mengukur sampai dimana 
tingkat keberbasilan pencapaian suatu program dan efektivitas struktur 
kegiatan yang telab dilaksanakan selama ini , untuk kemudian dapat 
menentukan langkab penyempurnaan selanjutnya yang akan dilaksanakan 
di tabun-tabun anggaran berikutnya. 

Untuk itu , sangat penting bagi setiap K/ L untuk melakukan reviu atas 
sasaran-sasaran kegiatan atau keluaran ( output) yang selama ini dibasilkan , 
apakab keluaran-keluaran tersebut dapat berfungsi optimal untuk mencapai 
Sasaran Program yang ada pada setiap portofolio K/ L yang bersangkutan . 

· Definisi keluaran ( output) disini adalab yang dibasilkan oleb suatu 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan 
tujuan program dan kebijakan, yang dapat berupa barang ataupun jasa. 
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Untuk melakukan reviu pada sisi keluaran, sebaiknya fokus kepada 

Indikator Kinerj a  Kegiatan , yaitu alat ukur yang mengindikasikan 
keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan . Oleh karena 
itu , sebaiknya memiliki indikator yang relevan dan efektif untuk secara 
obyektif dapat menilai tingkat keberhasilan/ pencapaian suatu kegiatan 
dalam menghasilkan keluaran . 

Langkah reviu ini merupakan aspek yang · krusial dalam implementasi 
KPJM karena inilah basis bagi tindaklanjut alokasi pendanaan anggaran 
dalam KPJM, karena fokus kepada keluaran prioritas adalah dasar bagi 
penyediaan pendanaan dalam jangka menengah . Dengan demikian , reviu 
terhadap sasaran kegiatan teknis fungsional (dalam konteks pencapaian 
sasaran prioritas K/L) maupun pada sasaran kegiatan prioritas nasional 
(dalam konteks pencapaian sasaran strategis nasional) ini sangat krusial bagi 
penyiapan KPJM yang efektif sebagai alat alokasi pendanaan anggaran . 

Dalam rangka melakukan reviu atas kegiatan teknis fungsional maka 
terlebih dahulu setiap K/ L harus memahami kerangka kerj a  dari kegiatan 
teknis fungsional sebagai berikut: 

Gambar 2 . 1 Kerangka Kerja  Program / Kegiatan Teknis Fungsional 

Sasaran pembangunan nasional 
( impact) 

Input . J  

� 
t. ___________________________ . . . . . . . .................. ..... . ................. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  ------------------ - - - - - - - - - - - - - ----------·-- ······-··-·-· 
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Berdasarkan kerangka kerja  pada Gambar 2 . 1 ,  setiap K/ L melakukan 

reviu dengan mekanisme sebagai berikut: 

a .  Apakah sasaran program / kegiatan tersebut merupakan sasaran 
program / kegiatan yang ditetapkan berlanjut atau berhenti oleh K/ L? Cek 
dokumen terkait seperti Renstra K/ L dan Renja  K/ L; 

b. Jika berlanjut, periksa apakah Keluaran-keluaran (output) baik pada 
tingkat Eselon I maupun Eselon 11 / Satker tersebut masih berlanjut 
(ongoing keluaran (output)) atau berhenti (terminating keluaran (output)) 
sesuai dengan prioritas Kementerian Negara/ Lembaga yang terbaru . Cek 
dokumen terkait seperti Renstra K/ L dan Renja-K/ L; 

c. Jika berlanjut, apakah keluaran -keluaran (output) pada tingkat Eselon I 
maupun Eselon 11 / Satker tersebut merupakan keluaran (output) dengan 
target tertentu dan bersifat terbatas (cap) atau keluaran (output) yang 
mengakomodasi setiap perubahan target layanan (demand driven)? Cek 
dokumen terkait; 

Untuk huruf a s .d  huruf c pastikan bahwa referensi sasaran strategis ,  
sasaran program , sasaran kegiatan , output-output, dan indikator­
indikatornya sudah menggunakan referensi dalam ADIK. 

d .  Periksa komponen-komponen input keluaran (output) sebagai berikut: 

1 )  Periksa komponen-komponen keluaran (output) terkait, apakah 
berlanjut (ongoing component) atau berhenti (non-ongoing component). 

2)  Jika komponen berlanjut (ongoing component}, periksa komponen­
komponen, keluaran (output) terkait baik komponen langsung maupun 
komponen tidak langsung. 

3) Periksa komponen tidak langsung apakah berharga tetap (fzxed price) 
a tau dapat disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) . 

4) Periksa komponen langsung apakah berharga tetap atau dapat 
disesuaikan berdasarkan kebijakan terbaru masing-masing K/ L. 

5) Periksa apakah komponen-komponen yang tersebut adalah komponen 
yang relevan dan efektif untuk mencapai/menghasilkan output 
dimaksud . 

e .  Jika telah melakukan reviu sesuai dengan karakteristik keluaran (output) 
dan komponen pada huruf d lakukan penyesuaian penghitungan terhadap 
alokasi Angka Dasar yang akan menjadi basis kebijakan belanja  di tahun­
tahun anggaran mendatang, yaitu dengan : 

1 )  melakukan indeksasi dengan menggunakan indeks yang ditetapkan . 
Bagi keluaran -keluaran (output) yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat 
disesuaikan dengan harga riil (real value); (perubahan belanja  karena 
ef ek harga) dan 

melakkan penghitungan dengan mengalikan harga dengan target baru 
hasil penyesuaian bagi keluaran-keluaran (output) kegiatan teknis 
fungsional yang ditetapkan oleh Pemerintah berharga tetap (perubahan 
belanja karena efek kuantitas keluaran) . 
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Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan reviu : 

a .  Keluaran (output) teknis fungsional merupakan keluaran (output) yang 
dihasilkan dari kegiatan teknis fungsional yang dituangkan dalam 
Renstra K/ L dan Renj a  K/ L yang ditetapkan setiap tahun oleh setiap K/L .  

1 )  Keluaran (output) teknis fungsional berlanjut adalah keluaran (output) 
kegiatan teknis fungsional yang dinyatakan berlanjut pada tahun 
anggaran berikutnya berdasarkan keputusan Menteri/ Pimpinan K/ L 
yang bersangkutan yang dituangkan secara resmi baik dalam dokumen 
Renstra K/ L maupun Renja  K/ L sehingga perlu diperhitungkan 
implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya dalam 
perhitungan KPJM. 

2 )  Keluaran (output) prioritas berhenti adalah keluaran (output) kegiatan 
teknis fungsional yang dinyatakan telah selesai pada tahun anggaran 
tertentu berdasarkan keputusan Menteri/ Pimpinan K/ L yang 
bersangkutan yang dituangkan baik dalam dokumen Renstra K/ L 
maupun Renja K/ L sehingga tidak perlu diperhitungkan kembali 
implikasi pendanaannya untuk tahun anggaran berikutnya. 

b .  Keluaran ( output) Kegiatan Teknis Fungsional terdiri atas komponen 
utama layanan dan komponen pendukung layanan . 

c .  Struktur pencapaian keluaran ( output) mengikuti struktur anggaran dalam 
penerapan PBK. 

d .  Komponen Utama 

1 )  Merupakan komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan 
keluaran (output) layanan birokrasi/ publik satker; 

2 )  Kebutuhan untuk komponen utama dipengaruhi oleh total volume 
keluaran (output) yang akan dicapai ; dan 

3)  Komponen Utama dinyatakan berlanjut dan tetap dihitung 
pembiayaannya sepanj ang keluaran (output) teknis yang bersangkutan 
ditetapkan berlanjut oleh Pemerintah . 

e .  Komponen Pendukung 

1 )  Merupakan komponen pembiayaan yang digunakan dalam rangka 
menj alankan dan mengelola layanan birokrasi/ publik satker; 

2) Komponen Pendukung m1 harus relevan (dibutuhkan) untuk 
menghasilkan keluaran (output) layanan birokrasi/ publik yang akan 
diimplementasikan; 

3)  Komponen pendukung tidak terkait langsung dengan total volume 
keluaran (output) yang akan dicapai ; 

4) Biasanya dialokasikan dengan akun belanja  barang (akun 52)  dan 
akun belanj a  modal (akun 53) ; 

5) Komponen Pendukung bersifat pilihan yaitu dapat berlanjut ma:upun 
berhenti terkait dengan relevansi dari pencapaian keluaran (output) 
teknis fungsional yang bersangkutan ; 
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6) Komponen Pendukung tidak perlu dialokasikan oleh Satker yang 

bersangkutan sepanjang telah termasuk dalam alokasi komponen 
operasional dan pemeliharaan perkantoran ; dan 

7) Komponen pendukung dapat direncanakan untuk dilaksanakan pada 
Prakiraan Maju ke- 1 , Prakiraan Maju ke-2 atau Prakiraan Maju ke-3 . 

Contoh : 

1 )  Keluaran (output) Dokumen Kerja Sama Penempatan TKI di Luar Negeri 
terdiri atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam rangka 
mewujudkan dokumen kerja  sama tersebut seperti biaya perjalanan 
dinas dan akomodasi dalam rangka penjajakan dan negosiasi 
dengan negara-negara mitra kerja  penempatan TKI di luar negeri ; 
dan 

b) Komponen Pendukung diantaranya adalah biaya-biaya yang 
diperlukan dalam rangka menunjang terwujudnya dokumen kerj a  
sama tersebut seperti honorarium (jika diperlukan) , biaya kajian 
kemungkinan penempatan TKI di suatu negata tertentu , biaya 
koordinasi dengan instansi terkait, dan lain-lain . 

2 )  Keluaran (output) Varietas Unggul Tahan Hama terdiri atas : 

a) Komponen Utama adalah biaya yang digunakan dalam rangka 
meneliti dan menguji Varietas Unggul Tahan Wereng (VUTW) ; dan 

b) Komponen Pendukung adalah biaya-biaya yang digunakan dalam 
rangka mendukung terwujudnya VUTW tersebut seperti biaya 
melakukan reviu atas penelitian sebelumnya, pencarian referensi,  
study banding, dll . 

f. Perhitungan prakiraan maju sebagai pagu indikasi awal tahun anggaran 
berikutnya harus memperhatikan : 

1 )  Keluaran (output) teknis dinyatakan tetap berlanjut sesuai dengan 
dokumen Rensfra K/ L atau Renja  K/ L yang masih berlaku; 

2)  Komponen-komponen yang dihitung dalam prakiraan maju adalah 
komponen-komponen , yang ditetapkan berlanjut; 

3)  Komponen-komponen yang tidak dihitung dalam prakiraan maju 
adalah komponen-komponen input, yang ditetapkan berhenti/ selesai ;  

4) Penghitungan prakiraan maju menggunakan angka yang tertuang 
dalam level keluaran (output) dan komponen yang berlanjut; 

5) Penghitungan prakiraan maju awal dilakukan dengan cara mengalikan 
jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada tahun dasar dengan 
indeks dengan memperhatikan : 

a) Indeksasi komponen utama harus mengacu pada keputusan terbaru 
masing K/ L; dan 

b) Komponen pendukung dapat secara langsung disesuaikan dengan 
indeks kumulatif yang baru . 
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6) Penyesuaian prakiraan maju selanjutnya dilakukan dengan cara 

mengalikan jumlah alokasi anggaran dalam komponen pada masing­
masing prakiraan maju dengan indeks kumulatif; dan 

7) Indeks yang digunakan untuk menghitung prakiraan maju adalah 
asumsi-asumsi ekonomi yang ditetapkan dalam APBN dan/ atau indeks 
yang ditetapkan . 

2 .  Tata Cara Perhitungan Prakiraan Maju Level K/ L 

Secara umum prosedur penghitungan keluaran (output) kegiatan teknis 
fungsional adalah menggunakan rumus umum yaitu : 

( Harga x Kuantitas ) 
Tata cara menghitung prakiraan maju awal pada tingkat K/ L dengan 

menggunakan rumus untuk menghitung prakiraan maju sebuah Keluaran 
(output) adalah sebagai berikut: 

·------····-·-------------·---.. --·---·----·--------
Output = Komponen utama + Komponen pendukung 
Komponen utama = harga x kuantitas x indeks kumulatif 
Komponen pendukung = harga x kuantitas x indeks kumulatif 

3 .  Formulasi Penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/ Keluaran (output) 
Layanan Perkantoran , Kegiatan/ Keluaran (output) Multiyears, 
Kegiatan / Keluaran (output) Non-Multiyears 

Sej alan dengan dinamika perubahan dan perkembangan dalam 
pelaksanaan Program/ Kegiatan oleh masing-masing K/ L maka untuk 
meningkatkan kualitas penghitungan angka prakiraan maju perlu dilakukan 
beberapa perubahan antara lain : 

a .  Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan /Keluaran 
(output) Layanan Perkantoran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1 )  Keluaran (output) Layanan Perkantoran bersifat berlanjut ( on-going) ; 

2 )  mencerminkan kebutuhan biaya operasional , meliputi : kebutuhan 
belanja pegawai dan tunjangan yang melekat dan kebutuhan belanj a 
barang penyelenggaraan perkantoran (kebutuhan sehari-hari 
perkantoran , biaya operasional , pemeliharaan peralatan kantor) ; 

3 )  penghitungan angka prakiraan maju mengaju pada kondisi eksisting 
(dengan asumsi volume keluaran (output) yang sama) dan dikalikan 
dengan indeks yang ditetapkan untuk Keluaran (output) Layanan 
Perkantoran ; dan 

4) untuk tambahan kebutuhan anggaran karena adanya tambahan 
pegawai baru atau asset yang dipelihara, diperhatikan pada saat reviu 
angka dasar .  

b .  Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/ Keluaran 
(output) Multiyears memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1 )  Keluaran (output) Multiyears bersifat berlanjut ( on-going) , sepanj ang 
periode multiyears yang telah ditetapkan; 
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2 )  mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai cost table yang 

telah disusun, baik untuk komponen utama maupun komponen 
pendukung; 

3) penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengikuti 
kebutuhan anggaran sesuai cost table dengan asumsi volume Keluaran 
(output) yang sama dan tidak perlu dikalikan dengan indeks; dan 

4) dalam hal terjadi perubahan cost table atau perubahan durasi 
multiyears, angka prakiraan maju dapat disesuaikan setelah 
perubahan ij in multiyears disetujui .  

c .  Formulasi penghitungan Prakiraan Maju untuk Kegiatan/ Keluaran 
(output) Non-Multiyears memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a .  Keluaran (output) Non-Multiyears dapat berasal dari Kegiatan yang . 
merupakan tugas fungsi unit atau Kegiatan yang mencerminkan 
penugasan / prioritas nasional ; 

b .  Untuk Keluaran (output) yang merupakan tugas fungsi unit bersifat 
berlanjut ( on-going) , sedangkan untuk Keluaran (output) yang 
merupakan penugasan berlanjut sesuai periode penugasan yang telah 
ditetapkan ; 

c .  Mencerminkan kebutuhan biaya setiap tahun sesuai volume/ target 
Keluaran (output) yang direncanakan, baik untuk komponen utama 
maupun komponen pendukung; 

d. Penghitungan angka prakiraan maju setiap tahun mengacu pada 
volume Keluaran (output) yang direncanakan dan dikalikan dengan 
indeks yang ditetapkan . 

4 .  Pen era pan Indeksasi 

Penerapan indeksasi dilakukan dengan tujuan dapat menghasilkan 
perhitungan angka prakiraan maju yang mencerminkan kebutuhan riil pada 
saat pelaksanaannya. Besaran indeks yang ditetapkan dalam penghitungan 
prakiraan maju terdiri atas : 

a .  Indeks Keluaran ( output) barang infrastruktur yaitu keluaran ( output) 
kegiatan yang merupakan barang berwujud dan / atau berupa jaringan . 

Contoh : jalan, jembatan , bangunan, jaringan irigasi . 

b .  Indeks Keluaran ( output) barang non infrastruktur yaitu keluaran ( output) 
kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud 
yang tidak berupa jaringan . 

Contoh : Alat transportasi yang mempunyai karakteristik khusus ,  
spesifikasi khusus ,  dan/ atau untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang 
khusus ,  purwarupa bibit unggul pertanian , software aplikasi . 

c .  lndeks Keluaran ( output) jasa regulasi yaitu keluaran ( output) kegiatan 
yang dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung 
administrasi birokrasi . Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma, 
standar, prosedur dan ketentuan . Contoh : UU, Peraturan Pemerintah , 
Perpres ,  Keppres ,  Peraturan Menteri , Peraturan Direktur Jenderal . 
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d .  Indeks Keluaran ( output) jasa layanan non-regulasi yaitu keluaran ( output) 

kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi 
terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan . Contoh : layanan 
SIM,  layanan SP2 D ,  layanan imigrasi . 

Dalam penyusunan RKA-K/ L, setiap Satker wajib mengisi kategori 
komponen sebagaimana tersebut. 

5. Memperbaiki Angka Dasar (Baseline) 

Sebelum melakukan perbaikan Angka Dasar dalam rangka penerapan 
KPJM,  K/ L harus terlebih dahulu memahami rumusan keluaran (output) dan 
struktur dibawah keluaran (output). Namun keluaran (output) dalam 
pendekatan KPJM yang baru adalah keluaran (output) yang terdapat dalam 
ADIK, dimana terdapat keluaran (output) pada setiap level .organisasi . 

a .  Rumusan Keluaran (output) strategis 

Rumusan keluaran (output) program dan kegiatan harus mendapat 
perhatian dalam rangka evaluasi untuk penyesuaian Angka Dasar tahun 
yang direncanakan . Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa 
rumusan keluaran (output) tahun sebelumnya telah sesuai dengan rambu 
dan kriteria keluaran (output). Pada akhirnya, rumusan keluaran (output) 
yang benar akan berdampak terhadap penghitungan angka prakiraan 
maju tahun yang direncanakan . 

b .  Penetapan Struktur Anggaran di Bawah Keluaran (output) 

Alokasi anggaran disusun dalam hierarkhi/ tingkatan yang disebut 
struktur anggaran . Struktur anggaran yang lengkap terdiri atas fungsi , 
program dan kegiatan . Sesuai dengan penataan ADIK, di bawah program 
dan kegiatan terdapat output, yaitu output program (level Eselon I) dan 
output kegiatan (level Eselon II / Satuan Kerja) .  Untuk menghasilkan output 
terdapat unsur, yaitu aktifitas ,  komponen, subkomponen , akun belanj a, 
dan rincian detil belanja .  
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C .  ILUSTRASI REVIU DAN PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA 

MENENGAH 

1 .  Ilustrasi reviu penerapan KPJM Tingkat Nasional 

Ilustrasi I 

(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan tetap) 

Anggaran Tahun 20 1 5  

Infiasi 2 0 1 5 1 0% 
Narna Keluaran (output) PM 1 PM 2 

Prioritas 20 1 6  20 1 7  
Keluaran out ut) A 
1 .  Korn onen Kebijakan 200 200 
2 .  Korn onen Pendukung 1 1 0 1 2 1 
3 .  Korn onen Pendukun 

Total Biaya Keluaran 3 1 0  32 1 
out ut) A 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Infiasi 2 0 1 6 8 %  
Narna Keluaran (output) Realisasi PM 1 

Prioritas 20 1 5  20 1 7  
Keluaran out ut) A 
1 .  Korn onen Kebi'akan 200 .00 200 .00 
2 .  Korn onen Pendukun 1 00 .00  1 1 6 .64 
3 .  Kornponen Pendukung 50 .00 

Total Biaya Keluaran 350 .00 3 1 6 .64 
out ut) A 

PM 3 Keterangan 
20 1 8  

200 Berlan 'ut 
1 3 3  Berlan 'ut 

Berhenti 2 0 1 5  
333 

PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 8  20 1 9  

200 .00 200 .00 Berlan · ut 
1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlan "ut 

Ber hen ti 
20 1 5  

32 5 . 9 7  336 .05  

Penj elasan perhitungan untuk alokasi anggaran 20 1 6  dengan asumsi infiasi 
berubah dan harga kebijakan tetap adalah sebagai berikut: 

1 .  Indikasi anggaran 20 1 6  berasal dari prakiraan maju 1 20 1 6 ;  

2 .  Untuk menghitung alokasi anggaran 20 1 6  dilakukan sebagai berikut: 

1 .  Komponen biaya komponen kebijakan 20 1 5  
Kebijakan 20 1 6  

200 
2 .  Komponen biaya kom ponen pendukung 20 1 5  x 

Pendukung 20 1 6  indeks inflasi kumulatif 
1 1 0 x ( 1 . 08/ 1 . 1 0) 
1 08 . 00 

Total biaya Komponen Kebijakan 20 1 5  + 
Keluaran (output) A Komponen Pendukung 20 1 5  

20 1 6  
200 + 1 08 . 00 
308 .00 
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(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan disesuaikan dengan harga riil) 

Anggaran Tahun 20 1 5  
Inflasi 2 0 1 5 1 0% 

Narna Keluaran (output) PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
Prioritas 20 1 6  20 1 7  20 1 8  

Keluaran out u t  A 
1 .  Korn onen Kebijakan 220 242 266 Berlan 'ut 
2 .  Korn onen Pendukun 1 1 0 1 2 1 1 33 Berlan 'ut 
3 .  Korn onen Pendukun Berhenti 2 0 1 5  

Total Biaya Keluaran 330 363 399 
out ut A 

� 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Inflasi 2 0 1 6 8 %  
Narna Keluaran (output) Realisasi PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 

Prioritas 20 1 5  20 1 7  20 1 8  20 1 9  
Keluaran out u t  A 
1 .  200 .00 2 3 3 . 2 8  2 5 1 .94  2 72 . 1 0  Berlan ' ut 
2 .  Kornponen 1 00 . 00 1 1 6 . 64 1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlanjut 

Pendukun 
3 .  Kornponen 5 0 . 00 Ber hen ti 

Pendukun 20 1 1  
Total Biaya Keluaran 350 .00 349 .92  377 . 9 1 408 . 1 5  

out ut A 

Penjelasan perhitungan untuk alokasi anggaran 20 1 6  dengan asumsi inilasi 
bernbah dan harqa kebijakan disesuaikan denqan harqa riil adalah sebagai 
berikut: 

1 .  Indikasi anggaran 20 1 6  berasal dari prakiraan maju 1 20 1 6  

2 .  Untuk menghitung alokasi anggaran 20 1 6  dilakukan sebagai berikut:  

1 .  Kornponen Utarna 2 0 1 6  biaya kornp. utarna 2 0 1 5  X indeks inflasi 
kurnulatif 
220 x ( 1 . 08/ 1 . 1 0) 

2 1 6 . 00 

2 .  Kornponen Pendukung 2 0 1 6  biaya kornp. pendukung 2 0 1 5  x indeks 
inflasi krnlatif 
1 00 x ( 1 . 08/ 1 . 1 0) 

1 08 . 00 

Total biaya Kornponen utarna 2 0 1 5  + Kornponen 
Keluaran (output) A 20 1 6  Pendukung 2 0 1 5  

2 1 6 . 00 + 1 08 . 00 

324 .00 
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2 .  Ilustrasi reviu penerapan KPJM Tingkat K/ L 

Ilustrasi III 
(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan tetap) 
Anggaran Tahun 20 1 5  
Infiasi 2 0 1 5 1 0% 

Narna Keluaran (output) Teknis 
Fun sional 

Keluaran (output) layanan 
erkantoran 

2 .  Korn onen Pendukung 
Total Biaya Kegiatan Teknis 

Fun sional 

Anggaran Tahun 20 1 6  

Infiasi 2 0 1 6 8 %  
Narna Keluaran 

(out ut 
Keluaran (output) 
la anan erkantoran 

2 .  Kornponen 0 dan 
p 

Keluaran (output) 
La anan 
1 .  Korn onen Utarna 
2 .  Kornponen 

Pendukun 
Total Biaya Kegiatan 
Teknis Fun sional 

Prosedur perhitungan : 

Realisasi 
20 1 5  

200 .00 
1 00 .00  

1 00 .00  
50 . 00 

450 .00 

Kegiatan Teknis Fungsional 20 1 6  

Keluaran (output) Layanan Perkantoran 

Keluaran (output) Layanan 

Keluaran (output) Pendukung 20 1 6  
1 .  Kornponen Gaji  20 1 6  

2 .  Kornponen 0 & P 2 0 1 6  

Keluaran (output) Layanan 20 1 6  
1 .  Kornponen Utarna Layanan 20 1 6  

2 .  Kornponen Pendukung Layanan 
20 1 6  

PM 1 
20 1 6  

200 
1 1 0 

1 00 

4 1 0  

PM 1 
20 1 7  

200 .00 
1 1 6 .64 

PM 2 PM 3 
20 1 7  20 1 8  

200 200 
1 2 1 1 3 3  

1 00 1 00 

42 1 433 

PM 2 
20 1 8  

200 .00 
1 2 5 .9 7  

Keterangan 

Berlanjut 
Berlan ·ut 

Berlan ·ut 
Berhenti 2 0 1 5  

PM 3 
20 1 9  

200 .00 
1 36 . 0 5  

Keteranga 
n 

Berlan ·ut 
Berlanjut 

100 .00 1 00 .00  1 00 . 00 Berlan ·ut 

4 1 6 .64 42 5 . 9 7  436 . 0 5  

Berhenti 
2 0 1 5  

Keluaran (output) Layanan Perkantoran + 

Keluaran (output) Layanan 
Kornponen Gaji  + Kornponen Operasional & 
Perneliharaan 
Kornponen Utarna layanan + Kornponen 
Pendukung lavanan 

alokasi gaj i  20 1 5  
200 
alokasi 0 & P 20 1 5  x indeks kurnulatif 
1 1 0 x 1 . 08/ 1 . 1 0 
1 0 8 . 00 

alokasi kornponen utarna layanan 2 0 1 5  
(harga tetap) 
100  
50 x 0 (nol karena dinyatakan berhenti di 
tahun 20 1 5 ) 
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Ilustrasi IV 

(contoh inflasi berubah dan harga kebijakan disesuaikan dengan harga riil) 

Anggaran Tahun 20 1 5  
Infiasi 2 0 1 5 1 0% 

Narna Keluaran (output) Teknis 
Fun sional 

Keluaran (output) layanan 
erkantoran 

1 .  Korn on en Ga· i 
2 .  Korn onen 0 dan P 

2 .  Korn onen Pendukun 
Total Biaya Kegiatan Teknis 
Fun sional 

Anggaran Tahun 20 1 6  
Infiasi 2 0 1 6 8 %  

Narna Keluaran Realisasi 
(output) Teknis 20 1 5  

Fun sional 
Keluaran (output) 
la anan erkantoran 
1 .  Korn onen Ga·i 200 .00 
2 .  Korn onen 0 dan P 1 00 .00  
Keluaran (output) 
La anan 
1 .  Korn onen Utarna 1 00 . 0 0  
2 .  Kornponen 5 0 . 00 

Pendukun 
Total Biaya Kegiatan 450 .00 
Teknis Fun sional 

Prosedur perhitungan : 

Keluaran (output) Layanan 
Perkantoran 
Keluaran (output) Layanan 

1 .  Korn onen Ga' i  20 1 6  

2 .  Kornponen 0 & P 20 1 6  

PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  

200 200 200 Berlan ·ut 
1 1 0 1 2 1 1 3 3  Berlan ·ut 

11 0 1 2 1 1 3 3  
Berhenti 2 0 1 5  

420 442 466 

PM 1 PM 2 PM 3 Keterangan 
20 1 7  20 1 8  2 0 1 9 

200 .00 200 .00 200 .00  Berlan ·ut 
1 1 6 .64 1 2 5 . 9 7  1 36 . 0 5  Berlan ·ut 

1 1 6 .64 1 2 5 . 9 7  1 36 .05  Berlan ·ut 
Ber hen ti 

2 0 1 5  
433 . 2 8  45 1 . 9 4  452 . 1 0  

Kornponen Gaj i  + Kornponen 
0 erasional & Perneliharaan 
Kornponen Utarna layanan + 

Korn onen Pendukun la anan 

alokasi a · i  20 1 5  
200 
alokasi 0 & P 2 0 1 5  x indeks 
kurnulatif 
1 1 0 x 1 .  08 1 .  1 0  
1 08 . 00 
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1 .  Komponen Utama Layanan 20 1 6  alokasi komponen utama 

layanan 20 1 5  x indeks 
kumulatif 
1 1 0 x 1 . 08 / 1 . 1 0  
1 08 . 00 

2 .  Komponen Pendukung Layanan alokasi komponen pendukung 
20 1 6  layanan 20 1 5x indeks 

kumulatif 
50 x 0 (nol karena dinyatakan 
berhenti di tahun 20 1 5) 

Contoh : 

Kegiatan Penyelenggaran Kuasa BUN di daerah (Kegiatan Teknis Fungsional) 

Semula kegiatan pada KPPN Jakarta I pada RKA-K/ L 20 1 4  terdiri atas : 

1 .  Kegiatan pengelolaan gaji ,  tunjangan dan honorarium ; 

2 .  Kegiatan penyelenggaraan operasional kantor dan pemeliharaan kantor; 

3 .  Penatausahaan anggaran , penyelenggaraan perbendaharaan; dan 

4 .  Pengelolaan dan pengendalian anggaran 

Berdasarkan hasil restrukturisasi , kegiatan pada KPPN Jakarta I menjadi 
Kegiatan Pelaksanaan Kuasa BUN di daerah . Keluaran (output) dari Kegiatan ini 
adalah layanan penerbitan SP2D sebanyak 1 0 . 000 buah . Untuk mencapai Keluaran 
(output) tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi komponen-komponen input 
pendukungnya dan asumsi-asumsinya, yaitu : 

1 .  Komponen Pembayaran gaj i ,  tunjangan dan honorarium ; 

Model pembiayaan gaji  : indeks gaji  x jumlah pegawai 

Asumsi jumlah pegawai : 50 pegawai 

Indeks gaji : mengikuti ketetapan dalam PP Gaji .  

2 .  Komponen Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran ; 

Model pembiayaan : indeks operasional x jumlah pegawai 

Operasional : indeks pemeliharaan x jumlah asset 

3 .  Komponen penyelenggaraan pelayanan pencairan dana sebanyak 1 0 . 000 SP2D 

Model penyelenggaran 

SP2D : harga SP2D x volume SP2D diterbitkan 

Asumsi : harga SP2D Rp 5 . 000 /buah 

volume SP2D diterbitkan 1 0 . 000 / tahun 
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Program/ Kegiatan. 

Program 
Pengelolaan 
Perbendaharaan 
Negara 
Kegiatan 
Pelaksanaan Kuasa 
BUN di daerah 
Pembayaran gaji ,  
tunjangan dan 
honorarium 
Penyelenggaraan 
operasional dan 
pemeliharaan 
kantor 
Penyelenggaraan 
pelayanan 
pencairan dana 

Alokasi Dasar 

Current · J3Udget . . P�akir,aa.rt Maju . Keterangah 
Budqet · . . . · .. · .:· · , ··.· ; , 1--��-+�--'---�--1-�·· �·�----'-�-.-'-"-�---J 
20 1 4  20 1 5  20 1 6  20 1 7  20 1 8  ., . 

· . · >·, , .. ·"'-;· . -

2 . 700 2 . 700 2 . 700 2 . 700 2 . 700 

2 . 600 2 . 808 3 . 033 3 . 2 76 3 . 538 

50 54 58 63 68 Ongkos 

5 . 350 5 . 562 5 . 79 1 6 . 39 6 . 40 

penerbitan 
1 0 . 000 
SP2 D  

D .  PENYUSUNAN DAN PENETAPAN INISIATIF BARU 

Penyusunan dan penetapan Inisiatif Baru merupakan salah satu prinsip 
dalam KPJM untuk memfasilitasi K/ L mendapatkan tambahan anggaran diluar 
angka dasar yang telah ditetapkan . Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 
penyusunan dan penetapan inisiatif baru adalah sebagai berikut: 

1 .  Usulan inisiatif baru harus sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas 
pembangunan yang ditetapkan Presiden ; 

2 .  Kategori inisiatif baru , sumber pendanaan, dan periode pengajuan proposal 
disesuaikan dengan siklus penganggaran; 

3 .  Dokumen pendukung yang harus dilengkapi pada saat pengajuan proposal ; 

4 .  Ketentuan terkait dengan tata cara penyusunan inisiatif baru agar 
berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional 
tentang Tata Cara Penyusunan Inisiatif Baru . 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd . 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN 111 

PERATURAN MEJ'iTERI KEUAfWAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 143/PMK.02/2015 
TENTANG 
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 
DAN PENGESAHAN DAFTAR 'ISIAN PELAKSANAAN 
ANG GARAN 

MENTERI KEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA 

PEDOMAN PENATAAAN ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA 
DALAM RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

A. PENDAHULUAN 

Sesuai dengan semangat reformasi keuangan negara, sejak tahun 2005 
Pemerintah telah menerapkan penganggaran berbasis kinerja (performance-based 
budgeting) di Indonesia, untuk melihat keterkaitan antara anggaran yang 
dikeluarkan (input) dengan kinerja (output). Pen:entu keberhasilan performance­
based budgeting tersebut adalah adanya rencana strategis yang jelas, relevan, dan 
terukur, yang di dalamnya terdapat titik krusial berupa penentuan hasil (outcome) 
dan keluaran (output) pada level strategis. Namun, dari evaluasi yang telah 
dilakukan terhadap kinerja program-program yang dilaksanakan Kementerian 
Negara/Lembaga ditemukan bahwa selain dari sisi kuantitas jumlah output sangat 
banyak, dari sisi kualitas, dinilai masih perlu untuk disempurnakan. Itulah 
sebabnya pada Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga mengamanatkan dilakukannya penataan Arsitektur 
Dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L) 2016, baik dalam penyusunan RKA-K/L maupun 
dalam pembuatan Kerangka Acuan Kerja/Term of References (KAK/TOR) atas 
inisiatif baru. 

Arsitektur dan Informasi Kinerja (ADIK) dalam RKA-K/L adalah gambaran 
ringkas mengenai suatu program sebagai respon/tanggapan terhadap suatu 
situasi/permasalahan/kebutuhan pemangku kepentingan dengan menunjukan 
hubungan logis antara sumber daya (input) yang digunakan, kegiatan yang 
dilaksanakan, keluaran (output) yang dihasilkan dan manfaat atau perubahan yang 
diinginkan atau dihasilkari (outcome) dengan adanya program tersebut. Penataan 
ADIK dalam RKA-K/L bukanlah membuat suatu jenis dokumen baru atau 
menambah berbagai dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang 
selama ini sudah ada, melainkan merupakan penajaman isi RKA-K/L guna 
menghasilkan cara pandang yang ringkas atas suatu program agar dapat terlihat 
dari perspektif yang utuh, terlihat jelas relevansinya, dan mudah dimengerti oleh 
semua pemangku kepentingan. 

Penerapan sistem penganggaran berbasis hasil (outcome) tersebut akan 
diawali dengan penataan arsitektur kinerja dalam dokumen RKA-K/L, yang 
selanjutnya diikuti dengan penguatan dan penajaman informasi kinerja menjadi 
semakin jelas, relevan, dan terukur. Dalam penataan ADIK tersebut, digunakan 
pendekatan kerangka berpikir (Logic Mode�. 

B. ARSITEKTUR DAN INFORMASI KINERJA DALAM RENCANA KERJA DAN 
ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 

1. Pertimbangan Utama Perlunya Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerja 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

Setelah tujuh tahun implementasi penganggaran berbasis kinerja, pada 
tahun 2013, dengan menggunakan data realisasi Anggaran Penqapatan dan 
Belanja Negara (APBN) 2012, telah dilakukan evaluasi atas program-program 
yang dikelola oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dalam rangka melihat 

..... 
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keterkaitan antara input dengan output dan antara output dengan outcome. 
Evaluasi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 249 / PMK. 02 / 20 1 1 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerj a  atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja  dan Anggaran Kementerian Negara/ lembaga 
(PMK 249 / 20 1 1 ) ,  yang dikeluarkan pada tanggal 2 8  Desember 2 011. 

Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK 249 / 2 0 1 1  terse but meliputi 3 
(tiga) aspek evaluasi, yaitu : 

a .  aspek implementasi , yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi 
capaian kinerj a  dalam rangka menghasilkan keluaran dari suatu 
program ; 

b .  aspek manfaat, yaitu evalusi dalam rangka menghasilkan informasi 
perubahan yang terj adi di masyakarat dan / atau pemangku kepentingan 
sebagai penerima manfaat atas hasil dari suatu program ; dan 

c .  aspek konteks ,  yaitu evaluasi dalam rangka menghasilkan informasi 
mengenai relevansi program yang dilaksanakan dengan dinamika sosial 
dan ekonomi . 

Ketiga aspek tersebut dilakukan K/ L dengan pendekatan self-evaluation. 

Evaluasi yang dilakukan Kementerian Keuangan c . q  Direktorat Sistem 
Penganggaran tersebut menghasilkan temuan penting sebagai berikut:  

L Jumlah output terlalu banyak (output tahun 20 1 2  berjumlah 1 1 . 702) ; 

2 .  Banyak output bersifat administratif bukan substantif, misalnya: 
"laporan"atau "dokumen" . Output dengan rumusan ini teridentifikasi 
sekitar 3 . 879 output; 

3 .  Ban yak output yang berkarakteristik input, misalnya "kendaraan",  
"komputer'' , "gedung dan bangunan",  dengan hasil identifikasi sekitar 360 
output; dan 

4. Rumusan output yang ditargetkan tidak j elas sehingga sulit untuk 
dievaluasi (data anomali sejumlah 2 . 1 4 1  kasus) . 

Selanjutnya, setelah dikaji  lebih dalam dengan menggunakan metode 
analisis Chi-Square Automatic Interaction Detector (CHAID) , evaluasi atas 
substansi program yang dikelola K/ L secara keseluruhan memberikan hasil 
sebagai berikut: 

1 .  Tidak j elas mana input, atau output, atau outcome; 

2 .  Rumusan outcome kurang j elas dan terlalu normatif; 

3 .  Sulit melihat relevansi antara input dengan output, dan dengan outcome. 

4 .  Relevansi outcome terhadap need or problem tidak terlihat karena 
informasi tersebut tidak dapat diperoleh dalam database RKA-K/ L .  

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa saat ini RKA-K/ L 
sebagai bentuk dokumen perenq;maan dan penganggaran program yang akan 
dilaksanakan oleh masing-masing unit penanggung j awab program pada K/ L 
belum dapat menggambarkan informasi kinerj a  program yang logis untuk 
dapat diukur dan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada 
masyarakat . 
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Selain itu , di dalam arsitektur kinerj a  yang berlaku saat ini banya 

dikenal output kegiatan di level penanggung j awab program atau Satuan 
Kerj a  (Satker) . Tidak dikenal output di level K/ L ( output K/ L) dan juga tidak 
dikenal output program di level eselon I .  Fakta tersebut berkaitan dengan 
tidak terdapatnya output K / L  dan output program (level eselon I) dalam 
dokumen Rencana Strategis K/ L (Renstra K/ L) .  Dokumen Renstra K/ L banya 
memuat sasaran strategis (outcome level K/ L) dan sasaran program ( outcome 
level eselon I) . 

Konsep penganggaran berbasis kinerj a  mensyaratkan babwa kinerj a  
yang diukur mulai dari penggunaan suinber daya ( input) dan adanya 
relevansi antara keluaran (output) dengan basil (outcome). Karena RKA-K/ L 
belum dapat menyaj ikan rumusan informasi kinerj a  yang terukur, baik 
secara kualitatif maupun kuantitatif dan belum dapat menunjukkan 
relevansinya dengan sumber daya yang digunakan, untuk membantu proses . 
perencanaan, penganggaran , dan evaluasi terbadap program-program 
pembangunan , diperlukan adanya penataan ADIK dalam RKA-K/ L .  Selain 
itu , ketiadaan output level K/ L dan output level eselon I juga menj adi 
pertimbangan utama perlunya dilakuk.an penataan arsitektur kinerj a. 

Perlunya penambaban rumusan output pada level K/ L dan output pada 
level eselon I adalab sesuai dengan pendekatan Logic Model, yang digunakan 
dalam penataan arsitektur kinerj a. Secara umum , Logic Model digunakan 
untuk memberikan gambaran bubungan logis antara sumber daya ( input) , 
aktivitas (proses) , keluaran ( output) dan basil dari program (outcome). 

Konsep dasar logic model adalab sebagai berikut: 

a. Segala sesuatu pasti mempunyai fungsi ; 

b .  Sesuatu yang mempunyai fungsi , pasti mempunyai pasangan; 

c .  Hubungan pasangan tersebut membentuk pola standar (universal) sebagai 
"bubungan sebab-akibat" , yang dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 3 . 1 Pola Hubungan Sebab-Akibat dalam Logic Model 

Bis8 St8tus 
SBdar Biasa 

Pah8m M8u 
Tahu 

Secara sederbana bubungan antara unsur-unsur dari program dapat 
digambarkan sebagai berikut: j ika sumber daya untuk melaksanakan suatu 
program tersedia, maka kegiatan-kegiatan dalam program tersebut dapat 
dilaksanakan. Jika kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sukses 
maka dapat dibarapkan terciptanya suatu output dan outcome tertentu . Logic 
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Model sering digunakan dalam tahap evaluasi program , tetapi dapat juga 
digunakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan . 

Ilustrasi penerapan Logic Models dalam Kehidupan Sehari-hari *) 
Sakit Kepala 
Misalkan, Anda menderita sakit kepala. Berdasarkan pengalaman, obat-6batan 
tertentu akan menyembuhkan Anda. Sesuai dengan Logic Model, langkah pertama 
yang perlu Anda lakukan untuk mengatasi masalah sakit kepala adalah 
mendapatkan obat-obatan. Langkah berikutnya, Anda meminum obat sesuai 
dengan aturan/ resep . Dampak dari meminum obat tersebut adalah Anda akan 
merasa lebih baik. Hasil akhir adalah sakit kepala sembuh dan kamu merasa 
lebih baik. 

Dapatkan Obat I ...I+ .. I _ _  M
_
i

_
n

_
u

_
m

_
o_ba

_
t _

_ 
, ._ , Merasa lebih Baik I 

Lapar 

Bayangkanlah soal lapar. Jika Anda sangat lapar, apa yang dibutuhkan untuk 
menghilangkan rasa lapar tersebut? Barangkali yang Anda butuhkan adalah 
makanan. Jadi, pertama, Anda harus mendapakan makanan. Selanjutnya, Anda 
memakan makanan tersebut. Berikutnya (sebagai dampaknya) , Anda akan 
terpuaskan dan merasa le bih baik. I Temukan Makan , ._ ,--M-ak

_
a_ n

_
M

_

a
_

k
_

a-na
_

n

_

""'l • I Merasa lebih Baik 

Liburan Keluarga 

Andaikan terdapat sebuah keluarga yang ingin melakukan refreshing pada masa 
liburan. Keluarga yang sebelumnya tinggal satu rumah dengan orang tua, saat ini 
sudah memiliki keluarga masing-masing, dan tinggal di tempat terpisah-pisah.  
Dari hasil diskusi, mereka memutuskan untuk mengadakan liburan keluarga, 
dengan mengadakan kemah di bumi perkemahan. 

Agar acara liburan keluarga tersebut dapat berjalan dengan baik, langkah 
pertama yang dilakukan adalah melakukan invetarisasi mengenai jumlah anggota 
keluarga (Bapak, Ibu, Adik, Kakak, keponakan-keponakan) yang akan ikut acara 
tersebut, jumlah anggaran yang dibutuhkan, jumlah kendaraan yang 
dibutuhkan, peralatan camping, dan lain-lain. Secara sederhana, liburan 
keluarga tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 

Input Proses Output Outcome 
• Anggota Mengendarai mobil -+ Tiba di bumi 1. Setiap anggota 

Keluarga menuju Bumi perkemahan keluarga 

• Anggaran Perkemahan 
merasa gembira 

• Mobil Tenda yang 2. Setiap anggota 
keluarga saling 

• Peralatan Membangun tenda -+ didirikan memahami satu 
kemah sama lain 

Memasak -+ Sajian masakan 
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Analogi dengan ilustrasi liburan keluarga tersebut, dalam aplikasi 

RKA-K/ L, masih terdapat "kendaraan dinas" , "gedung/ bangunan" ,  dan 
sej enisnya yang diklaim sebagai output kegiatan . Sesuai dengan logic model, 
"output!' merupakan produk akhir yang berorientasi keluar, sedangkan 
"kendaraan dinas" , "gedung/ bangunan" , dan sej enisnya merupakan produk 
yang berorientasi ke dalam (untuk kepentingan internal) . Oleh karena itu , 
rumusan output level kegiatan tersebut dinilai perlu disempurnakan . 

2 .  Penataan Arsitektur Kinerj a  Dalam Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 
Negara/ Lem baga 

Penataan ADIK dalam RKA-K/ L 20 1 6  akan dilakukan dengan: 

a.  Menggunakan struktur anggaran yang selama ini berlaku ; 

b .  Tidak mengganggu/ mengubah Aplikasi RKA-K/ L SPAN; 

c .  Mengunakan konsep kerangka berpikir untuk meningkatkan kualitas 
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja .  

Akan dilakukan perbaikan substansi aplikasi RKA-K/ L untuk melihat 
"benang merah" antara output dan outcome dari level tertinggi hingga level 
terendah: 

a. Formulir I : RKA level K/ L 

b .  Formulir II : RKA level Unit Eselon I 

c .  Formulir III : RKA level Unit Eselon I I/Satker 

Dalam hal ini , penerapan arsitektur kinerj a  tersebut akan diikuti 
dengan penguatan dan penajaman informasi kinerj a, baik rumusan hasil 
(outcome), keluaran (output), aktivitas, dan input maupun indikator dan target 
kinerj anya, sehingga keseluruhannya menj adi lebih jelas , relevan , dan 
terukur. 

Untuk menj embatani penataan ADIK dengan aplikasi RKA-K/ L S PAN, 
digunakan aplikasi penataan ADIK untuk memasukkan rumusan output dan 
outcome (informasi kinerj a) yang baru dalam Formulir I, Formulir I I ,  dan 
Formulir III ADIK. 

Sej alan dengan penerapan konsep berpikir (logic model), arsitektur 
kinerj a  yang digunakan dalam RKA-K/ L masih menggunakan struktur 
anggaran seperti yang berlaku saat ini . Hal tersebut dimaksudkan agar 
penerapan ADIK dalam RKA-K/ L sej alan dengan penyusunan Renstra K/ L .  

Hubungan logis antar variabel tersebut dapat diuraikan sebagai 
berikut: 

"Suatu hasil (outcome) akan dicapai apabila telah tersedia atau diproduksi 

keluaran (output) yang diperlukan. Untuk menghasilkan suatu keluaran 

(output) diperlukan serangkaian aktivitas dimana dalam melaksanakan 

berbagai aktivitas dimaksud diperlukan berbagai sumberdaya (input!'. 

Penyempurnaan yang dilakukan adalah menambahkan output K/ L 
(level K/  L) beserta indikatornya, dan output program (level Eselon I) beserta 
indikatornya, karena . kedua j enis output tersebut tidak dikenal dalam 
dokumen Renstra. 

Selanjutnya, perbaikan dan penambahan rumusan kinerj a  tersebut 
dituangkan dalam tampilan Formulir 1, dan Formulir 2 ,  dan Formulir 3 
Aplikasi RKA-K/ L.  Formulir 1 menunjukkan Rencana Kerj a  dan Anggaran 
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level K/ L, berisi sasaran strategis dan indikatornya (diambil dari dokumen 
Renstra K/ L) ,  output K/ L dan indikatornya (diturunkan dari sasaran 
strategis ,  dengan menggunakan Logic Maden. Formulir 2 menunjukkan 
Rencana Kerj a  dan · Anggaran level Unit Organisasi (level eselon 1 ) ,  berisi 
sasaran program dan indikatornya (diambil dari dokumen Renstra K/ L) ,  
output program dan indikatornya (diturunkan dari sasaran strategis ,  dengan 
menggunakan Logic Maden. Formulir 3 ,  sama dengan formulir 3 yang selama 
ini berlaku, tetapi rumusan output kegiatan dan indikatornya (diambil dari 
dokumen Renstra K/ L) ,  diharapkan sudah menggunakan Logic Model dalam 
perumusannya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional Nomor 5 Tahun 20 1 4  tentang Pedoman Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Strategis Kementerian Negara/ Lembaga 2 0 1 5-20 1 9  
beberapa istilah didefinisikan sebagai berikut: 

a. Outcome/Impact/Sasaran Strategis K/ L adalah kondisi yang akan dicapai 
secara nyata oleh K/ L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan 
oleh adanya hasil (Outcome) dari satu atau beberapa Program . 

b .  Outcome/ sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu 
program dalam rangka pencapaian sasaran strategis K/ L yang 
mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output). 

c .  Output (Sasaran Kegiatan) adalah keluaran (output) yang dihasilkan oleh 
suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran 
dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau j asa. 

d.  Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan 
keluaran (output). 

e.  Indikator Kinerja  Sasaran · Strategis adalah alat ukur yang 
mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis K/ L .  

f. Indikator Kinerj a  Program adalah alat ukur untuk mengindikasikan 
keberhasilan pencapaian hasil (Outcome) dari suatu Program . 

g .  Indikator Kinerja  Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan 
keberhasilan pencapaian Keluaran (Output) dari suatu Kegiatan . 

�----·----------t��l···:�:::�.-1.liilil!li"•J 
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Kernen Perencanaao Pembangunan Nasional dan Kemen 
Keuangan (DJA) menggunakan pendekatan t.M dalam meoyus\#n 
dokumen peren<;anaan dan penganggaran dengan tujuan 
memperkuat hubungan a11tara outcome, output, aktivftas, c:fan , 
fopt.tt. 
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C .  MEKANISME PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 

Penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) dalam RKA-K/ L 
menggunakan pendekatan Logic Model dengan mekanisme top-down. Tahapan­
tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1 .  TAHAP PERSIAPAN 

Dalam menyusun atau membuat referensi informasi kinerj a  pada 
RKA-K/ L, perlu dipersiapkan beberapa hal sebagai berikut:  

1 )  Dokumen Renstra K/ L*l (baik yang sedang dalam proses penyusunan 
maupun yang telah ditetapkan) ; 

* ) Renstra K/ L disusun dengan menggunakan kerangka berpikir/ konsep 
Logic Model. 

2)  Peraturan yang mengatur tugas dan fungsi K/ L beserta unit-unit 
organisasi/ struktural di · Hngkup K/ L (unit eselon I dan unit 
eselon 11/ Satker) ; 

3)  PMK tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/ L yang 
berlaku; 

4) Pedoman / modul Penataan ADIK; dan 

5)  Formulir I ,  Formulir II ,  dan Formulir III Penataan ADIK dengan konsep 
Logic Model. 

2 .  TAHAP PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 

Penyusunan informasi kinerj a  dilakukan mulai dari level K/  L,  
kemudian dilanjutkan dengan menyusun informasi kinerj a  pada level eselon I 
dan Eselon 11/ Satker (mekanisme top-down) . Informasi kinerj a  yang berada 
pada level K/ L merupakan informasi yang sifatnya strategis (informasi kinerj a  
tersebut akan berorientasi kepada customer/ stakeholder di luar K/ L) ,  begitu 
juga dengan informasi kinerj a  di level unit eselon I dan unit eselon 11/ Satker, 
informasi kinerj a  yang disusun berorientasi kepada customer/ stakeholder 

diluar unit organisasi . Oleh sebab itu , penerapan konsep Logic Model dengan 
mekanisme top-down akan menghasilkan informasi kinerj a  yang apabila 
dilihat dari segi jumlah akan mengerucut dari level Eselon 11/ Satker dan 
Eselon I ke level K/ L, sebagaimana digambarkan pada Bagan 3 . 3 .  

Bagan 3 . 3  Hirarki Informasi Kinerj a  

Input / Aktivita,s - Output K/l - Outcome K/L 
. ·, 

lnput-Aktivitas - Output Eselon I - Outcome Eselon I 

Input - Aktivitas - Outpµt Eselon U/Satker 
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Dengan demikian , informasi kinerj a  yang terdapat pada level eselon I 

dan eselon 11/ Satker merupakan informasi kinerj a  yang sifatnya lebih 
teknis/ spesifik/ detil yang diturunkan dari informasi kinerj a  level K/L .  

Berikut ini disaj ikan tahapan penyusunan informasi kinerja pada tiap 
level sesuai dengan hirarki/ struktur organisasi, meliputi : 

a. Informasi Kinerj a  pada Level K/ L (Strategis) 

NO .  

1 .  

INFORMASI 
KINERJA 

Outcome K/ L 

2 .  Indikator Kinerja  
Outcome K/ L 

3 .  Output K/ L 

MEKANISME / LANGKAH-LANGKAH /TAHAPAN 
PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 

a. Tentukan rumusan outcome K/ L dengan 
mengambil sasaran strategis K/ L yang 
terdapat dalam dokumen Renstra K/ L 
(idealnya, sasaran strategis dalam Renstra 
K/ L merupakan outcome K/ L dalam 
RKA-K/ L) .  

b .  Tetapkan rumusan outcome K /  L untuk 
dalam selanjutnya menj adi acuan 

penyusunan output K/ L dan 
kinerj a  pada level unit Eselon I .  

informasi 

c. Tentukan rumusan outcome K/ L dengan 
mengambil sasaran strategis K/ L yang 
terdapat dalam dokumen Renstra K/ L 
(idealnya, sasaran strategis dalam Renstra 
K/ L merupakan outcome K/ L dal:;i.m 
RKA-K/ L) .  

d .  Tetapkan rumusan outcome K/ L untuk 
dalam selanjutnya menj adi acuan 

penyusunan output K/ L dan 
kinerja  pada level unit Eselon I .  

informasi 

a. Tentukan rumusan indikator dengan 
memperhatikan rumusan outcome K/ L yang 
mengacu kepada sasaran strategis dalam 
Renstra K/ L (idealnya, indikator sasaran 
strategis dalam Renstra K/ L merupakan 
indikator outcome K/ L dalam RKA-K/ L) .  

b .  Tetapkan rumusan indikator kinerj a  
outcome K/ L untuk selanjutnya dapat 
digunakan dalam menyusun rumusan 
output pada level K/ L .  

a. ldentifikasi hal apa yang akan menj adi 
produk akhir/ di-deliver oleh K/ L kepada 
penerima manfaat . (customer/ stakeholder) 
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
mencapai outcome K/ L. 
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NO .  
INFORMASI 

KINERJA 

4 .  Indikator Kinerj a  
Output K/ L 

M E NTE R I KEUANGAN 
R EPUBLIK I N DONESIA 

- 9 -

MEKANISME/ LANGKAH-LANGKAH /TAHAPAN 
PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 

b. Rumuskan output K/ L beserta target dengan 
mengacu kepada atau mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 

--t Struktur organisasi , tugas / fungsi K/ L 
dan unit Eselon I terkait dalam lingkup 
K/ L.  

--t Ouput berupa barang/jasa sebagai 
produk akhir yang dikeluarkan K/ L dan 
berorientasi kepada customer/ 
stakeholder diluar K/ L selaku penerima 
manfaat. 

c .  Uj i rumusan output K/ L melalui pertanyaan 
sederhana berikut ini : 

--t Apakah output yang dihasilkan sudah 
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka 
pencapaian outcome K/L? 

--t Apakah kinerj a  ouput tersebut akan 
dapat diukur melalui indikator kinerj a  
output K/ L yang selanjutnya akan 
ditentukan? � hal ini akan terj awab 
secara paralel saat proses penyusunan 
indikator kinerj a  output K/ L. 

d. Tetapkan rumusan output K/ L untuk 
selanjutnya menj adi acuan dalam 
mengidentifikasi aktivitas K/ L dan 
digunakan untuk menyusun informasi 
kinerj a level Eselon I .  

a .  Tentukan rumusan indikator dengan 
memperhatikan rumusan output K/ L .  

b .  Uji secara sederhana apakah indikator­
indikator yang disusun dapat 
mencerminkan dan mengukur target output 
yang dihasilkan K/ L (measurable)? 

c .  Indikator harus jelas dan tidak bermakna 
ganda, didukung oleh ketersediaan data 
(rutin dan/  atau periodik) , dan sumber data 
yang valid dan kredibel . 

d .  Tetapkan rumusan indikator kinerj a  output 
K/ L untuk selanjutnya dapat digunakan 
dalam menyusun rumusan aktivitas yang 
dilakukan dalam menghasilkan output pada 
level K/ L.  
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NO .  

5. 

INFORMASI 
KINERJA 

Aktivitas K/L 

6 .  Input K/ L 

M ENTE R I KEUANGAN 
R EPUBLIK I N DON ESIA 

- 1 0  -

MEKANISME / LANGKAH-LANGKAH /TAHAPAN 
PENYUSUNAN INFORMASI KINERJA 

a. Identifikasi aktivitas atau tahapan kegiatan 
yang akan dilakukan dalam menghasilkan 
Output K/ L dengan mengacu kepada hal-hal 
sebagai berikut: 

� Rumusan ouput yang akan dihasilkan/ 
di-deliver oleh K/ L 

� Tugas/ fungsi dan urusan yang menj adi 
tanggung jawab K/ L 

� Rumusan aktivitas dinyatakan dalam 
bentuk kata kerj a  

� 1 (satu) output dapat memiliki lebih dari 
1 (satu) aktivitas yang saling berkaitan 
dan terangkai menj adi satu kesatuan 
proses 

� Tiap aktivitas memiliki korelasi terhadap 
output dari unit-unit eselon I dalam 
struktur organisasi K/ L 

b .  Tetapkan rumusan aktivitas K/ L untuk 
selanjutnya dapat digunakan dalam 
menyusun rumusan output pada level 
Eselon I .  

a .  Identifikasi input yang dibutuhkan sebagai 
sumber daya/ prasyarat dalam melakukan 
aktivitas guna menghasilkan Output K / L .  

b .  Referensi input mengacu kepada 
standardisasi input sebagaimana dijelaskan 
dalam pedoman ini . 

c .  Tetapkan input pada level K/ L untuk 
selanjutnya dapat digunakan dalam 
menyusun rumusan output dan input level 
Eselon I .  

Contoh : Untuk Kementerian Keuangan, outcome K/ L diturunkan dari 
Sasaran Strategis (dalam dokumen Renstra K/ L) yang merupakan 
cerminan visi K/ L; sedangkan output K/ L diturunkan dari misi K/ L.  

Visi Kementerian Tugas Kementerian Outcome K/ L 
Keuangan Keuangan (Sasaran Strategis 

Kementerian 
Keuangan) 

Menj adi penggerak Menyelenggarakan Terwujudnya 

utama pertum buhan urusan pemerintahan pertum buhan ekonomi 

ekonomi Indonesia di bidang keuangan Indonesia yang inklusif 

yang inklusif di a bad negara untuk di abad ke-2 1 

ke-2 1 membantu Presiden Indikator :  
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MENTE R I KEUANGAN 
R E PUBLIK I N DO N ESIA 

Visi Kementerian 
Keuangan 

Mencapai tingkat 
kepatuhan paj ak, bea 
dan cukai yang tinggi 
melalui pelayanan 
prima dan penegakan 
hukum yang ketat . 

Menerapkan kebijakan 
fiskal yang prudent. 

- 1 1  -

Tugas Kernen terian 
Keuangan 

dalam 
menyelenggarakan 
pemerintahan negara. 

Perumusan,  
penetapan, dan 
pelaksanaan kebij akan 
di bi dang 
penganggaran , paj ak, 
kepabeanan dan 
cukai , 
perbendaharaan, 
kekayaan negara, 
perimbangan 
keuangan, dan 
pengelolaan 
pembiayaan dan 
risiko . 
Perumusan , 
penetapan,  dan 
pemberian 
rekomendasi kebij akan 
fiskal dan sektor 
keuangan . 

Mengelola 
keuangan 
dengan 
minimum . 

neraca Pengelolaan barang 
pusat milik/ kekayaan negara 
risiko yang menj adi 

tanggung jawab 
Kementerian 
Keuangan . 

Outcome K/ L 
(Sasaran Strategis 

Kementerian 
Keuangan) 

1 )  Rasio penerimaan 
paj ak terhadap PDB 

2 )  Rasio utang 
terhadap PDB 

3)  Rasio defisit APBN 
terhadap PDB 

4) Deviasi 
rencana 
realisasi 
penyerapan 
anggaran K/L 

antara 
dan 

5) Indeks pemerataan 
kemampuan 
keuangan 
daerah 

Peningkatan 

antar 

pengawasan di bidang 
kepabeanan dan · cukai 
serta perbatasan . 
Indikator :  
Persentase 
lanjut 
pelanggaran 
kepabeanan 
cukai . 

tindak 
temuan 

dan 

Terj aganya 
kesinambungan fiskal . 
Indikator: 
1 )  Rasio 

paj ak 
PDB . 

penerimaan 
terhadap 

2) Rasio utang 
terhadap PDB . 

3)  Rasio defisit APBN 
terhadap PDB . 

Pengelolaan kekayaan 
negara yang optimal . 
Indikator :  
1) Rasio u tilisasi aset 

terhadap total aset 
tetap. 
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M E NTER I KEUANGAN 
R EPUBLIK I N DONESIA 

Visi Kementerian 
Keuangan 

Memastikan dana 
pendapatan 
didistribusikan secara 
efisien dan ef ektif. 

Menarik dan 
mem pertahankan 
talent terbaik di 
kelasnya dengan 
menawarkan proposisi 
nilai pegawai yang 
kompetitif. 

- 1 2  -

Tugas Kernen terian 
Keuangan 

1 .  Pelaksanaan 
kegiatan teknis dari 
pusat sampai ke 
daerah ; 

2 .  Pelaksanaan 
bimbingan teknis 
dan supervisi atas 
pelaksanaan urusan 
Kementerian 
Keuangan di 
daerah . 

1 .  Pengawasan atas 
pelaksanaan tugas 
di lingkungan 
Kementerian 
Keuangan; 

2 .  Koordinasi 

Outcome K/ L 
(Sasaran Strategis 

Kementerian 
Keuangan) 

2) Persen tase 
Peningkatan 
kontribusi 
BUMN / lembaga 
di bawah 
pembinaan 
Kementerian 
Keuangan . 

Perencanaan 
penganggaran , 
pelaksanaan 
anggaran , dan transfer 
ke daerah yang ef ektif. 
Indikator: 
1) Deviasi antara 

dan rencana 
realisasi 
penyerapan 
anggaran K / L .  

2 )  Indeks pemerataan 
kemampuan 
keuangan 
daerah . 

antar 

== Output untuk 
keperluan internal . 
Output Sekretariat 
Jenderal , Inspektorat 
Jenderal , dan Badan 
Pendidikan Pelatihan 

tugas , Keuangan . Di level 
dan Kementerian 

Keuangan , output 
berorien tasi ke dalam 

kepada tersebut menj adi 

pelaksanaan 
pembinaan , 
pemberian 
dukungan 
administrasi 
seluruh 
organisasi 
lingkungan 
Kementerian 
Keuangan; 

unsur input . 
di 

3. Pelaksanaan 
pendidikan , 
pelatihan , dan 

. sertifikasi 
kom petensi di 
bi dang keuangan 
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Visi Kementerian 
Keuangan 

M E NTE R I KEUANGAN 
R EPUBLIK I N DO N ESIA 

- 1 3  -

Tugas Kementerian 
Keuangan 

negara; dan 
4. Pelaksanaan 

dukungan yang 
bersifat substantif 
kepada seluruh 
unsur organisasi di 
lingkungan 
Kementerian 
Keuangan . 

Outcome K/ L 
(Sasaran Strategis 

Kementerian 
Keuangan) 

Keberadaan tiap-tiap eselon I dapat dicerminkan secara langsung pada 
Output K/ L, atau pada indikator Output K/ L, atau pada aktivitas untuk 
menghasilkan Output K/ L. 

Contoh:  di Kementerian Keuangan, output "Terj aganya kesinambungan 
fiskal" dihasilkan dari kontribusi unit eselon I terkait:  

• Indikator output K/ L "Rasio penerimaan pajak terhadap PDB" 7 
kontribusi dari Ditjen Paj ak, Ditjen Bea dan Cukai 

• Indikator output K/ L "Rasio utang terhadap PDB" 7 kontribusi dari 
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 

• Indikator output K/ L "Rasio defisit APBN terhadap PDB" 7 kontribusi 
dari hampir seluruh eselon I Kementerian Keuangan . 

Output "Terj aganya Kesinambungan Fiskal" dihasilkan dari aktivitas­
aktivitas sebagai berikut: 

• Perumusan Kebij akan Fiskal dan Sektor Keuangan 7 dilakukan oleh 
Badan Kebij akan Fiskal 

• Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Paj ak 7 dilakukan oleh 
Ditjen Paj ak 

• Peningkatan Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan 
Cukai 7 dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai 

• Pengelolaan PNBP yang optimal 7 dilakukan oleh Direktorat PNBP,  
Ditjen Anggaran 

• Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko 7 dilakukan oleh Ditjen 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko . 

b .  Informasi Kinerj a  pada Level Eselon I 

MEKANISME/ LANGKAH-
N O .  . INFORMASI KINERJA LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 

INFORMASI KINERJA 

1 .  Outcome a. tentukan rumusan outcome eselon I 
Eselon I (Sasaran dengan mengambil sasaran program 
Program) yang terdapat dalam dokumen Renstra 

Kl L (idealnya, sasaran program dalam 
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M ENTE R I KEUANGAN 
R E PUBLIK I N DO N ESIA 

· NO . INFORMASI KINERJA 

2 .  Indikator Kinerj a  
Outcome Eselon I 
(Sasaran Program) 

3 .  Output Eselon I 
( Output Program) 

- 1 4  -

MEKANISME/ LANGKAH­
LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 

INFORMASI KINERJA 

Renstra K/ L merupakan outcome eselon 
I dalam RKA-K/ L) .  

Tetapkan rumusan outcome eselon I 
untuk selanjutnya menj adi acuan dalam 
penyusunan output eselon I dan 
informasi kinerj a  pada level Eselon 
11/ Satker. 

a. Tentukan rumusan indikator dengan 
memperhatikan rumusan outcome eselon 
I yang mengacu kepada sasaran program 
dalam Renstra K/ L (idealnya, indikator 
sasaran program dalam Renstra K/ L 
merupakan indikator outcome eselon I 
dalam RKA-K/ L) .  

b .  Tetapkan rumusan indikator kinerj a  
outcome eselon I untuk selanjutnya 
dapat digunakan dalam menyusun 
rumusan output level eselon I .  

a .  Identifikasi hal apa yang akan menj adi 
produk akhir /yang di-deliver oleh eselon 
I kepada penerima manfaat 
(customer/ stakeholder) sesuai dengan 
kebutuhan dalam rangka mencapai 
outcome eselon I .  

b .  Rumuskan output eselon I 
mengacu kepada 
mempertimbangkan hal-hal 
berikut: 

dengan 
a tau 

sebagai 

--+ Struktur organisasi dan tugas / fungsi 
pada dalam lingkup Eselon I terkait 

--+ Rumusan output eselon I harus 
berorientasi kepada customer/ 
stakeholder diluar unit eselon I 
sebagai penerima manfaat 

c .  Uji rumusan output eselon I melalui 
pertanyaan sederhana berikut ini : 
--+ Apakah output yang dihasilkan oleh 

unit eselon I sudah sesuai dengan 
kebutuhan dalam rangka pencapaian 
outcome Eselon I? 

--+ Apakah kinerj a  ouput tersebut akan 
dapat diukur melalui indikator 
kinerj a  output eselon · I yang 
selanjutnya akan ditentukan? -7 hal 
ini akan terjawab secara paralel saat 
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M E NTE R I KEUANGAN 
R E PUBLIK I N DO N E S I A  

- 1 5  -

NO . INFORMASI KINERJA 
MEKANISME/ LANGKAH­

LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 
INFORMASI KINERJA 

4 . Indikator Kinerj a  
Output Eselon I 
( Output Program) 

5 .  Aktivitas Eselon I 

proses penyusunan indikator kinerj a  
output eselon I 

d .  Tetapkan rumusan output eselon I untuk 
selanjutnya menj adi acuan dalam 
mengidentifikasi aktivitas eselon I dan 
digunakan untuk menyusun informasi 
kinerj a  Eselon II / Satker. 

a .  Tentukan rumusan indikator dengan 
memperhatikan rumusan output eselon 
I ;  

b .  Uj i secara sederhana, apakah indikator­
indikator yang telah disusun dapat 
mencerminkan dan mengukur output 
yang dihasilkan eselon I (measurable)? 

c .  Indikator harus jelas dan t:idak 
bermakna ganda, didukung oleh 
ketersediaan data (rutin dan/  atau 
periodik) , dan sum ber data yang valid 
dan kredibel . 

d .  Tetapkan rumusan indikator kinerj a  
output eselon I untuk selanjutnya dapat 
digunakan dalam menyusun rumusan 
aktivitas yang dilakukan dalam 
menghasilkan output pada level eselon I .  

a .  Identifikasi aktivitas atau tahapan 
kegiatan yang akan dilakukan dalam 
menghasilkan output eselon I dengan 
mengacu kepada hal-hal sebagai 
berikut: 
� Rumusan ouput yang akan 

dihasilkan/ di-deliver oleh eselon I 
� Tugas / fungsi dan urusan yang 

menj adi tanggung j awab eselon I 
� Rumusan aktivitas dinyatakan dalam 

bentuk kata kerj a  
� 1 (satu) output dapat memiliki lebih 

dari 1 (satu) aktivitas yang saling 
berkaitan dan terangkai menj adi satu 
kesatuan proses 

� Tiap aktivitas · memiliki korelasi 
terhadap output dari unit-unit eselon 
II / Satker dalam struktur organisasi 
unit eselon I 
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M E NTE R I KEUANGAN 
REPUBLIK I N DO N ESIA 

- 16 -

NO . INFORMASI KINERJA 
MEKANISME/ LANGKAH­

LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 
INFORMASI KINERJA 

Tetapkan rumusan aktivitas eselon I 
untuk selanjutnya dapat digunakan 
dalam menyusun rumusan output pada 
level Eselon II/ Satker. 

6 .  Input Eselon I a .  Identifikasi input yang dibutuhkan 
sebagai sumber daya/ prasyarat dalam 
menghasilkan output eselon I .  

b .  Referensi input mengacu kepada 
standardisasi input sebagaimana 
dijelaskan dalam pedoman ini . 

c .  Tetapkan input pada level eselon I untuk 
selanjutnya dapat digunakan dalam 
melakukan aktivitas guna menyusun 
rumusan output dan input pada level 
Eselon 11/ Satker. 

Contoh : Salah satu Eselon I lingkup Kementerian Keuangan adalah 
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) . Outcome DJA diturunkan dari 
Outcome Kementerian Keuangan . Outcome DJA merupakan dampak dari 
Output-output yang dihasilkan DJA. Outcome DJA diambil dari Sasaran 
Program yang terdapat dari dokumen Renstra. Rumusan Sasaran Program 
diturunkan dari tugas DJA. Sementara itu , Output Program diturunkan 
dari Fungsi DJA. 

Visi DJA 

Memacu 
pengelolaan 
APBN yang 
berkualitas 
untuk 
mewujudkan 
pem bangunan 
yang 
berkelanjutan 
dan berkeadilan . 

• Memacu 
kualitas 
pengelolaan 
APBN dari 

Tugas DJA 

Merumuskan 
serta 
melaksanakan 
kebij akan dan 
standardisasi 
teknis di bidang 
penganggaran . 

perumusan 
kebij akan di 
bi dang 
penganggaran ; 

Sasaran Program 
= Outcome DJA 

Sa saran 
Program= 

Outcome DJA 

Penerimaan Pengelolaan 
APBN 
berkualitas . 

yang PNBP yang 

Indikator:  

1 )  Akurasi 
perencanaan 
APBN (%) . 

2 )  Deviasi antara 
rencana dan 
realisasi 
penyerapan 
anggaran K/ L 
(%) . 

optimal 

Indikator 

Jumlah PNBP 
(Rp) . 

1 .  Alokasi Peraturan di 
Anggaran bidang PNBP 
Pemerintah dan Subsidi 
Pusat yang Energi yang 
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Visi DJA 

perencanaan, • 

penyusunan, 
hingga 
pelaporan ; 

• Menggunakan • 

monitoring dan 
evaluasi secara 
efektif untuk 
meningkatkan 
kualitas 
perencanaan; 

• Mendorong • 

kerj asama 
dengan 
stakeholders 
dalam rangka 
pem berdayaan 
di keseluruhan • 

proses ;  
• Terus-menerus 

meningkatkan 
kualitas sistem 
dan proses 
penganggaran ; 

• Membangun 
kapabilitas 
SDM dan 
organ1sas1 
internal . 

MENTE R I KEUAN GAN 
R EPUBLIK I N DON ESIA 

- 1 7  -

Tugas DJA Sasaran Program 
= Outcome DJA 

pelaksanaan efektif dan 
kebijakan di efisien . 
bi dang Indikator: 
penganggaran; Persentase 
penyusunan ketepatan 
norma, waktu 
standar, penyelesaian 
prosedur dan NK, APBN,  
kriteria di APBNP, dan 
bi dang DIPA (%) . 
penganggaran ; 

pemberian 
bimbingan 

2 .  Kebijakan 

teknis dan 
Penganggaran 

evaluasi di 
yang 
berkualitas 

bi dang 
penganggaran ; Indikator: 

pelaksanaan Persentase 

administrasi ketepatan 

Direktorat waktu 

Jenderal penyelesaian 

Anggaran . kebij akan 
penganggaran 
(%) 

Sasaran 
Program = 

Outcome DJA 

efektif. 

Indikator:  

Jumlah 
kebij akan 
yang 
dihasilkan 
uumlah) . 

Keberadaan tiap-tiap eselon II dapat dicerminkan secara langsung pada 
Output Eselon l, atau pada indikator Output Eselon I ,  atau pada aktivitas 
untuk menghasilkan Output Output Eselon I .  
Contoh : di DJA, output "Alokasi Anggaran Pemerintah Pusat yang efektif 

dan efisien" dengan indikator "Persentase ketepatan waktu penyelesaian 

NK, APBN,  APBNP, dan DIPA (%)" dihasilkan dari aktivitas-aktivitas 

sebagai berikut:  
• Menyusun analisis , kegiatan , dan proyeksi kebij akan APBN � 

dilakukan oleh Direktorat Penyusunan APBN;  

• Menyusun peraturan pelaksanaan di bidang penganggaran � dilakukan 

oleh Direktorat Sistem Penganggaran , Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 

Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III ; 

• Menyusun dokumen pengalokasian anggaran � dilakukan oleh 

Direktorat Penyusunan APBN;  
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M ENTE R I  KEUANGAN 
R EPUBLIK I N DON ESIA 

- 1 8  -
• Menyusun konsolidasi laporan keuangan Belanj a  Subsidi dan Belanj a  

Lain -lain -7 dilakukan oleh Direktorat Anggaran III ; 
• Melaksanakan bimbingan teknis/ monitoring evaluasi -7 dilakukan oleh 

Direktorat Sistem Penganggaran , Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran III , dan Direktorat Anggaran III ; 

• Menerbitkan DIPA -7 dilakukan oleh Sekretariat DJA. 

c .  Informasi Kinerj a  pada Level Eselon II / Satker 

NO .  INFORMASI KINERJA 

1 .  Output Eselon I I/  
Satker (Output 
Kegiatan) 

2 .  Indikator Kinerj a  
Output Eselon II / 
Satker (Output 
Kegiatan) 

3 .  Aktivitas Eselon II / 
Satker 

MEKANISME/ LANGKAH­
LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 

INFORMASI KINERJA 

a. Tentukan rumusan output Eselon 
II / Satker dengan mengambil sasaran 
kegiatan yang terdapat dalam dokumen 
Renstra K/ L (idealnya, · sasaran kegiatan 
dalam Renstra K/ L merupakan output 
eselon II / Satker dalam RKA-K/ L) .  

b .  Tetapkan rumusan output eselon 
II / Satker untuk selanjutnya menj adi 
acuan dalam penyusunan aktivitas yang 
akan dilakukan dan input yang 
dibutuhkan pada level Eselon II / Satker . 

a .  Tentukan rumusan indikator dengan 
memperhatikan rumusan output eselon 
II / Satker yang mengacu kepada sasaran 
kegiatan dalam Renstra K/ L (idealnya, 
indikator sasaran kegiatan dalam Renstra 
K/ L merupakan indikator output eselon 
II / Satker dalam RKA-K/ L) .  

b .  Tetapkan rumusan indikator kinerj a  
output eselon II/Satker untuk selanjutnya 
dapat digunakan dalam menyusun 
rumusan aktivitas yang dilakukan dalam 
menghasilkan output level eselon 
II / Satker. 

a. Identifikasi aktivitas atau tahapan 
kegiatan yang akan dilakukan dalam 
menghasilkan output eselon II / Satker 
dengan mengacu kepada hal-hal sebagai 
berikut: 
� Rumusan ouput 

dihasilkan / di-deliver 
II / Satker. 

� Tugas / fungsi dan 
menjadi tane:e:ung 

yang akan 
oleh eselon 

urusan yang 
iawab eselon 
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MEKANISME / LANGKAH­
LANGKAH /TAHAPAN PENYUSUNAN 

INFORMASI KINERJA 

11/ Satker. 
� Rumusan aktivitas dinyatakan dalam 

bentuk kata kerja .  
� 1 (satu) output dapat memiliki lebih 

dari 1 (satu) aktivitas yang saling 
berkaitan dan terangkai menj adi satu 
kesatuan proses . 

b .  Tetapkan rumusan aktivitas eselon 
11/ Satker . 

a .  ldentifikasi input yang dibutuhkan 
sebagai sumber daya/ prasyarat dalam 
menghasilkan output eselon 11/ Pelaksana 
Kegiatan . 

b .  Tetapkan input pada level eselon 
II I Pelaksana Kegiatan . 

Dalam rangka memperbaiki rumusan Output pada K/ L dan untuk 
memudahkan dalam penyusunan dan analisa terhadap keluaran (output) pada 
RKA-K/ L maka jenis keluaran (output) dalam RKA-K/ L dibagi dalam dua 
kelompok, yaitu : 

1 .  Keluaran (output) barang, yang terdiri atas : 

a .  Keluaran (output) barang infrastruktur yaitu keluaran (output) kegiatan 
yang merupakan barang berwujud dan/ atau berupa jaringan . 

Contoh : j alan , j embatan , bangunan, dan j aringan irigasi . 

b .  Keluaran (output) barang non infrastruktur yaitu keluaran (output) 
kegiatan yang merupakan barang baik berwujud maupun tidak berwujud 
yang tidak berupa jaringan . 

Contoh: Alat transportasi yang mempunyai karakteristik khusus ,  
spesifikasi khusus,  dan/ atau untuk pelaksanaan tugas dan 
fungsi yang khusus ,  purwarupa bibit unggul pertanian , . dan 
software aplikasi . 

2 .  Keluaran (output) j asa, yang terdiri atas : 

a .  Keluaran (output) j asa regulasi yaitu keluaran (output) kegiatan yang 
dihasilkan dalam rangka pembuatan peraturan atau pendukung 
administrasi birokrasi . Bentuk keluaran (output) ini dapat berupa norma, 
standar, prosedur dan ketentuan . Contoh : UU,  Peraturan Pemerintah , 
Perpres ,  Keppres ,  Peraturan Menteri , dan Peraturan Direktur Jenderal . 

b. Keluaran (output) j asa layanan non-regulasi yaitu keluaran ·· (output) 
kegiatan yang merupakan wujud dari suatu layanan dari suatu instansi 
terkait dengan tugas dan fungsi dari instansi berkenaan . 

Contoh: layanan SIM, layanan SP2 D ,  dan layanan B O S .  
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Referensi Input yang distandarkan (bersifat generik) dalam penataan ADIK 
dapat dikelompokan sebagai berikut: 

NO . TIPE INPUT 

1 .  Gaji  dan 
Tunjangan 

2 .  Operasional dan 
Pemeliharaan 
Perkantoran 

URAIAN 

Merupakan Komponen 00 1 ,  antara lain meliputi: 

a. Gaji  pokok; 

b. Tunjangan yang melekat dengan gaji ;  

c .  Tunjangan kinerja  (remunerasi) ; 

d .  Honorarium , antara lain meliputi : 

0 Honorarium mengaj ar Guru Tidak Tetap 

0 Honorarium kelebihan jam mengajar Guru 
Tetap dan Guru Tidak Tetap 

0 Honorarium ujian dinas 

0 Honorarium mengajar, disediakan antara lain 
untuk tenaga pengaj ar luar biasa di 
lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 
atau di luar Kementerian Pendidikan Nasional 
yang tarifnya telah mendapat persetujuan 
Menteri Keuangan· 

e .  Uang lembur; 

f. Uang lauk pauk TNI/ Polri ; 

g .  Uang makan Pegawai Negeri Sipil; 

h. Honor Non Pegawai Negeri Sipil ; 

i .  Uang duka/ wafat; 

j .  Tunjangan ikatan dinas ; dan 

k. Tunjangan lain yang sah .  

Merupakan Komponen 002 , antara lain meliputi : 

a .  Kebutuhan sehari-hari perkantoran , antara lain 
meliputi : 

0 Alat Tulis Kantor, barang cetak untuk 
manajemen kantor, alat kebersihan 

0 Perlengkapan fotokopi/ komputer 

0 Langganan surat kabar/berita/ majalah 

0 Biaya Satpam / pengaman, cleaning service, 
sopir, pramubakti (yang dipekerjakan secara 
kontraktual) 

0 Pengurusan sertifikat tanah, pembayaran PBB 

b .  Langganan daya dan j asa, antara lain meliputi: 

0 Langganan listrik, telepon, air, gas , termasuk 
pem bayaran denda keterlam batannya 
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4 .  

5 . 

TIPE INPUT 

Dukungan 
operasional 
pertahanan dan 
keamanan 

Dukungan 
operasional 
penyelenggaraan 
pendidikan 

Dukungan 
penyelenggaraan 
tusi unit 
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URAIAN 

-* J asa Pos dan Giro 

-* Telex, internet, bandwith, komunikasi khusus 
diplomat 

-* Sewa kantor / gedung,  kendaraan, me sin 
fotokopi 

c. Pemeliharaan kantor, antara lain meliputi : 

-* Pemeliharaan gedung/ bangunan, instalasi 
jaringan, sarana prasarana kantor 

-* Pemeliharaan kendaraan bermotor 

d. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional 
kantor, antara lain meliputi : 

-* Honor terkait operasional Satker 

-* Bahan makanan , penambah daya tahan tubuh 

-* Pemeriksaan kesehatan pegawai 

-* Keprotokoleran (termasuk pas dan j asa tol 
tamu) 

-* Operasional Menteri/ Ketua, Pimpinan 

-* Pelantikan/pengambilan sumpah j abatan 

-* Pakaian dinas , toga, pakaian kerj a  

-* Perj alanan dinas dalam rangka konsultasi/ 
koordinasi 

Merupakan Komponen 003 , antara lain meliputi : 

a .  Belanja  pegawai (tunjangan khusus) ; 

b .  Belanj a  barang Operasional lainnya; 

c. Belanj a  langganan daya dan j asa; 

d. Belanj a  pemeliharaan (gedung/ alutsista) ; dan 

e .  Belanj a  perj alanan dinas biasa/ tetap . 

Merupakan Komponen 004 , antara lain meliputi : 

a .  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , baik di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan maupun Kementerian Agama; 

b.  Tunj angan profesi guru/ dosen Non PNS ;  

c. Tunjangan kehormatan profesor Non PNS ; 

d .  Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri 
(BO PTN) ; dan 

e .  Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini 
(BO PAUD) . 

Merupakan Komponen 005 ,  antara lain meliputi : 

a .  Belanj a  barang pengadaan bahan makanan 
narapidana/ tahanan; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



NO . 

6 .  

7 .  

8 .  

TIPE INPUT 

Tanah 

Peralatan dan 
Mes in 

Gedung dan 
Ban gun an 
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URAIAN 

b .  Belanja  j asa pelayanan dokter ; 

c .  Belanj a  barang pengadaan obat-obatan; 

d .  Belanja  barang pengadaan · bahan medis habis 
pakai ; 

e .  Belanja  barang pengadaan bahan makanan 
pasien ; 

f. Belanja  barang pengadaan bahan baku SIM;  

g .  Belanja  barang pengadaan buku Paspor; 

h. Belanja  barang pengadaan buku Nikah ; 

1 .  Belanj a barang pemeliharaan kapal ; 

J .  Belanja barang pemeliharaan j aringan transmisi;  
dan 

k.  Belanj a  barang sejenis lainnya. 

Kategori tanah, antara lain meliputi : 

a .  Pembebasan tanah ; 

b .  Pembayaran honor tim tanah; 

c .  Pembuatan sertifikat tanah; 

d .  Pengurukan dan pematangan tanah; 

e .  Biaya pengukuran tanah; 

f. Perjalanan pengadaan tanah, 

atau secara umum dapat dikatakan pengadaan 
tanah . 

Kategori peralatan dan mesin , antara lain meliputi : 

a. Kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan saranan transportasi untuk pejabat, 
angkutan pegawai , dan operasional kantor / 
lapangan ; 

b .  Perangkat pengolah data dan komunikasi , 
termasuk yang bersifat khusus untuk pelaksanaan 
tugas dan fungsi yang khusus ;  dan 

c .  Peralatan dan fasilitas perkantoran . 

Merupakan belanja  modal gedung dan bangunan , 
antara lain meliputi : 

a .  Gedung dan bangunan, antara lain meliputi : 

____,. Gedung dan bangunan 

____,. Bahan baku gedung dan bangunan 

____,. Upah tenaga kerja  dan honor pengelola teknis 
gedung dan bangunan 

____,. Sewa peralatan gedung dan bangunan 

____,. Perencanaan dn pengawasan gedung dan 
ban gun an 
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URAIAN 

0 Perij inan gedung dan bangunan 

0 Pengosongan dan pembongkaran bangunan 
lama, gedung dan bangunan 

b .  Penambahan nilai gedung dan bangunan ; 

c .  Pendirian / pem bangunan / rehabilitasi sarana dan 
prasarana instansi/ perkantoran maupun rumah 
dinas berupa gedung/ bangunan , taman, tempat 
parkir, pagar, pos pengamanan; dan 

d .  Bangunan yang mempunyai karakteristik 
dan / atau spesifikasi khusus dalam 
menjalankan tugas dan fungsi khusus .  

khusus 
rangkc: 

Selain input standar (generik) dalam tabel tersebut, juga terdapat j enis 
informasi yang merupakan input sekaligus dapat dikategorikan sebagai output 
pada tingkatan organisasi dibawah level K/ L (merupakan input pada level K/ L 
namun dapat sebagai output pada level eselon I dan eselon 11/ Satker) , seperti : 

1 )  Data dan lnformasi ; 

2 )  Norma/ Sistem / Prosedur/ Ketentuan (NSPK) ; 

3 )  Layanan Internal Organisasi , antara lain meliputi : 

·• Layanan penerimaan pegawai 
• Layanan pembinaan / administrasi pegawai 
• Layanan peningkatan kapasitas pegawai 
• Layanan ketatalaksanaan 
• Layanan bantuan hukum di lingkup internal organisasi 

• Layanan terkait dengan implementasi sistem manajemen, mulai dari 
perencanaan sampai dengan pelaporan 

• Pengawasan kepatuhan pegawai internal organisasi berkenaan atas NSPK 
• Layanan umum 

Referensi input standar (generik) tersebut akan berlaku pada setiap 
komponen, yakni level K/ L (formulir I) , level Eselon I (formulir 11) , dan level 
Eselon 11/ Satker (formulir III) . 

F .  PERBAIKAN KE DEPAN 

Penataan ADIK akan terus disempurnakan, agar sasaran-sasaran._strategis 
dan sasaran program yang telah tertuang dalam RPJM dan Renstra K/L Qapat 
diterj emahkan dengan baik dan benar dalam Renj a  K/ L dan RKA-K/ L.  
Sehubungan dengan itu, dalam hal ADIK telah dianggap sesuai dengan yang 
diharapkan, penyusunan KPJM dan reviu angka dasar akan menggunakan 
referensi dalam ADIK tersebut. Dengan kata lain , penyusunan KPJM dan reviu 
angka dasar ke depan akan menggunakan pendekatan top down, fokus pada 
pencapaian sasaran strategis K/ L dan sasaran program Eselon I .  
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F O R M  . . . . . .  (1 )  
R E N CANA KERJA DAN AN G G ARAN KEME NTE R I AN (2 )  

Es e l o n I . . . . . . .  (3 )  
TAH U N  ANG GARAN : . . . . .  (4) 

PAG U DAN TARG ET A N G G ARAN DAN TARG ET KI N ERJA 
KI N E RJA 
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B .  Petunjuk Isian Formulir Penataan ADIK berdasarkan pendekatan Logic Model : 

1 .  Berisikan Jenis Form RKA-K/ L 

• Form I ADIK untuk RKA-K/ L level K/ L 

• Form II ADIK untuk RKA-K/ L level Eselon I 

• Form III ADIK untuk RKA-K/ L level Eselon I I/ SAtker 

2 .  Berisikan Nomeklatur Kementerian Negara/ Lembaga 

3 .  • Berisikan Nomenklatur Unit Eselon I ( Form 2 )  
• Berisikan Nomenklatur Unit Eselon I dan Eselon II / Satker 

(Form 3)  

4 .  Berisikan tahun anggaran yang direncanakan 

5 .  • Berisikan rumusan Outcome (satu K/ L/unit Eselon I bisa 
terdiri atas satu atau lebih rumusan outcome) 

./ Form I ADIK berupa Outcome K/ L 
./ Form II ADIK berupa Outcome Program 

• Form 3 tidak perlu mencantumkan outcome 

6 .  Berisikan rumusan indikator outcome ( Indikator Outcome bisa 
diisi satu atau lebih rumusan indikator outcome) 

7 .  Berisikan rumusan output (satu outcome bisa didukung oleh satu 
atau lebih rumusan output) 
• Form I ADIK berupa Output K/ L 

• Form II ADIK berupa Output Program 

• Form II ADIK berupa Output Kegiatan 

8 .  Berisikan rumusan indikator output 

9 .  Berisikan rumusan aktifitas ( .  satu output didukung oleh satu 
atau lebih aktifitas) 

1 0 .  Berisikan rumusan input 

1 1. Berisikan tahun anggaran yang direncanakan 
merencanakan anggaran tahun 2 0 1 6  maka t- 1 
T.A 2 0 1 6) 

(cth : j ika 
berisikan 

1 2 .  Berisikan tahun anggaran prakiraan maju p�rtama (cth : j ika 
merencanakan anggaran tahun 2 0 1 6  maka t-2 berisikan 
T.A 2 0 1 7) 

1 3 .  
. .  , 

Berisikan tahun anggaran prakiraan maju ; kedua 
merencanakan anggaran tahun 2 0 1 6  maka t-3 
T.A 2 0 1 8) 

(cth : j ika 
berisikan 

1 4 .  Berisikan tahun anggaran prakiraan maju ketiga (cth : j ika 
merencanakan an aran tahun 20 1 6  maka t-4 berisikan 

www.jdih.kemenkeu.go.id



No,  
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1 6 . 

1 7 . 

1 8 . 

1 9 .  

2 0 .  

2 1 .  

2 2 .  

2 3 .  
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ete£�1),gaP.: . . . · ... · 

• . • 1 .� :: ' • •  
· : •  . · 

·
.: . . · ..

. :· : .. .. ' · .1 , , •: 

T.A 2 0 1 9) 

Berisikan indikator outcome 

Berisikan indikator output 

Berisikan anggaran untuk tiap-tiap output (Rp) 

Berisikan anggaran untuk tiap-tiap aktifitas (Rp) 

Berisikan total anggaran input (Rp) 

' ' 
. · · ' 

Berisikan anggaran untuk masing-masing input (Rp) 

. . 
. . .  , 

.
, . . . . . . 

Berisikan total anggaran (total anggaran input ditambah anggaran 
tiap-tiap output) 

Berisikan tempat dan tanggal 

Berisikan j abatan penanda tangan 

Beriskan nama dan NIP penandatangan 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 

ENTERIAN 
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�����a 14 3 / PMK . 02/2015 
PETUNJUK PENY US UNAN DAN PEN ELAAHAN RENCANll 
KERJA DAN ANGGARAN KEM ENTERIAN N EGARA/ LEMBAGA 
DAN PENGESAHAN DllFTAR !SIAN PELAKSllNAAN 
ANG GARAN 

REVIU ANGKA DASAR (BASELINE) 

A. PENDAHULUAN 

Reviu angka dasar pada dasarnya merupakan kegiatan menganalisis 
angka prakiraan maju yang telah disusun oleh Kementerian Negara/ Lembaga, 
untuk menghasilkan indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan anggaran tahun 
anggaran yang direncanakan yang harus disediakan untuk melaksanakan 
program Kementerian Negara/ Lembaga sesuai kebij akan Pemerintah , disertai 
target kinerj a  tertentu yang telah ditetapkan . Hasil akhir dari reviu angka 
dasar adalah proyeksi angka dasar belanja Kementerian Negara/ Lembaga yang 
dirinci menurut program , sumber dana, dan komponen (operasional dan non­
operasional) . Proyeksi angka dasar belanja kementerian negara/ lembaga 
tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan dalam melakukan 
penyusunan Resource Envelope dan Pagu Indikatif tahun anggaran yang 
direncanakan . 

Reviu angka dasar untuk menghasilkan Resource Envelope dan Pagu 
Indikatif tahun anggaran yang direncanakan tersebut dilakukan oleh 
Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Anggaran pada bulan Februari 
hingga awal Maret tiap tahunnya. Reviu angka dasar dilakukan untuk melihat 
keterkaitan antara input dengan output dan outcome, juga melihat keterkaitan 
antara output di level atas dengan output di level bawahnya. Selain melihat 
keterkaitan antara input dengan output dan outcome,  reviu angka dasar juga 
dilakukan untuk melihat konsistensi sasaran kinerj a  K/ L yang secara implisit 
tercantum dalam prakiraan maju tahun yang direncanakan dengan sasaran 
kinerj a  yang ditetapkan dalam Rencana Strategis K/ L, dan pencapaian kinerj a  
tahun anggaran sebelumnya. 

Alasan utama dilakukannya reviu angka dasar adalah untuk: 

1 .  Melakukan alokasi sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative 
efficiency) ; 

2 .  Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (improve quality of 
planning); 

3 .  Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas ( best policy option) ; 

4 .  Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal discipline) ; 

5 .  Menj amin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) . 

Tahapan reviu angka dasar meliputi penetapan angka acuan, reviu angka 
dasar, dan penyesuaian angka dasar terhadap · parameter ekonomi dan 
parameter non-ekonomi . 

B .  PENETAPAN ANGKA ACUAN 

Pada bagian sebelumnya sudah disebutkan bahwa reviu angka dasar 
untuk tahun yang direncanakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran , 
pada bulan Februari hingga bulan Maret tiap tahunnya. Dalam hal ini , reviu 
angka dasar tersebut dilakukan oleh Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III , baik secara sendiri-sendiri maupun 
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bersama-sama. Langkah-langkah persiapan sebelum melakukan rev1u angka 
dasar adalah mengumpulkan dokumen seperti : 

1 .  Data RKA-K/ L APBN/ APBNP tahun anggaran berjalan yang memuat alokasi 
anggaran program , menurut sumber dana, dan menurut komponen; 

2 .  Data realisasi tahun anggaransebelumnya, antara lain : 

a. Realisasi Anggaran K/ L tahun anggaran sebelumnya per j enis belanja,  
per komponen, per program, per sumber dana, danper komponen . Dalam 
hal data realisasi anggaran K/ L per komponen tidak diperoleh , dapat 
menggunakan data realisasi anggaran K/ L per jenis be1anja; 

b .  Realisasi Output/ Outcome (dari aplikasi monitoring dan evaluasi) ; 

3 .  Angka prakiraan maju tahun anggaran yang direncanakan yang sudah 
dimutakhirkan oleh masing-masing Kementerian Negara/ Lembaga; 

4 .  Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro tahun anggaran yang direncanakan 
(sumber: Direktorat Penyusunan APBN) ; 

5 .  Data indikasi penarikan PHLN tahun anggaran yang direncanakan dari 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ; 

6 .  Data outlook dan target PNBP dan BLU tahun anggaran yang direncanakan 
dari Direktorat PNBP; 

Selain itu , terdapat dokumen lain yang dapat dijadikan referensi dalam 
mempertajam analisis .  Dokumen tersebut digunakan sesuai kebutuhan : 

1 .  Kebij akan remunerasi, termasuk SK penetapan pemberian tunj angan dan 
Perpres penetapan Remunerasi ; 

2 .  Database kepegawaian (antara lain : jumlah pegawai , status pegawai , 
pangkat/ golongan, gaji  pokok) (sumber: K/ L dan/ atau aplikasi) ; 

3 .  Persetujuan kontrak tahun jamak dan dokumen kontrak lainnya dalam 
rangka operasional kantor, seperti cleaning service, Satpam ,  sopir atau 
outsourcing, sewa mesin foto copy atau kendaraan oprasional , kontrak 
dalam rangka sewa kantor, khusus bagi Satker yang belum punya gedung 
kantor; 

4. Daftar inventaris BMN meliputi gedung bangunan, peralatan, kendaraan 
bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan (sumber: K/ L) ;  

5 .  Dokumen tagihan langganan daya dan jasa (sumber: K/ L) .  

6 .  Peraturan-peraturan terkait dengan penyusunan RKA-KL, DIPA, dan Revisi 
Anggaran ; 

7 .  Dokumen perencanaan berupa RPJMN 20 1 5-20 1 9 ,  RKP tahun anggaran 
berj alan yang memuat prakiraan maju tahun anggaran yang direncanakan , 
arah kebij akan dan prioritas pembangunan nasional 2 0 1 5-2 0 1 9 ,  dan 
dokumen perencanaan lainnya, seperti Renstra K/ L dan Renj a  K/ L yang 
bersangkutan ; · 

8 .  Dokumen Hasil Retreat Presiden, Sidang Kabinet atau kebijakan Pemerintah 
lainnya terkait adanya tambahan penugasan . 
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Untuk menghasilkan angka indikasi awal yang akurat, langkah awal 
dalam melakukan reviu angka dasar adalah menetapkan angka acuanyang 
akan menj adi angka dasar untuk direviu . Idealnya, angka acuan tersebut 
berasal dari angka prakiraan maju yang disusun oleh Kementerian 
Negara/ lembaga dan sudah dimutakhirkan dengan kondisi terkini untuk 
menj adi bahan penyusunan angka dasar RAPBN tahun yang direncanakan . 

Oleh karena itu , sebelum melakukan reviu , Direktorat Angga:ran I ,  
Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III harus memastikan bahwa 
angka prakiraan maju yang menj adi acuan reviu harus dimutakhirkan terlebih 
dahulu . Dalam hal masih perlu dilakukan pemutakhiran angka prakiraan 
maju,  Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran 
IIIdapat berkoordinasi dengan Kementerian Negara/ Lembaga yang 
bersangkutan untuk melakukan klarifikasi, konfirmasi , dan j ika perlu 
meminta Kementerian Negara/ Lembaga untuk melakukan perhitungan ulang 
prakiraan maju.  

TABEL 1 PRAKIRAAN MAJU MENJADI ANGKA DASAR 

(Ribu Rupiah) 

1 90 . 000 

1 . 300 . 000 1 . 395 . 000 

• 

Klarifikasi dan konfirmasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa: 

1 .  besaran angka prakiraan maju sudah disesuaikan dengan besaran pagu 
belanj a  K/ L terakhir, termasuk penyesuaian terhadap rencana pendanaan 
Kontrak Tahun Jamak; 

2 .  terdapat rincian menurut komponen (komponen 00 1 ,  komponen 002 , 
komponen 003 , komponen 004 , komponen 005 ,  dan komponen lainnya) 
dalam prakiraan maju;  dan 

3 .  terdapat rincian sumber dana (rupiah murni, PNBP, BLU ,  pinj aman luar 
negeri , hibah luar negeri , pinj aman dalam negeri , dan surat berharga 
syariah negara) dalam prakiraan maju.  Hal tersebut perlu dilakukan karena 
angka dasar yang dihasilkan dari reviu prakiraan maju harus dirinci 
menurut program, organisasi , dan sumber dana. 
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Dalam rangka pemutakhiran angka dasar tersebut, Direktorat 
Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III diperkenankan 
menggunakan analytical judgement sesuai dengan tingkat keyakinan 
masing-masing. 

Prakiraan maju yang sudah dimutakhirkan tersebut menj adi angka 
acuan untuk belanja  operasional dan belanj a  non operasional , kecuali belanj a  
pegawai . Khusus untuk belanj a  pegawai , reviu angka dasar dilakukan dengan 
mengacu pada pagu APBN (alokasi anggaran) / pagu APBN Perubahan tahun 
anggaran sebelumnya. 

· 

Setelah angka acuan ditetapkan , langkah berikutnya adalah 
menyesuaikan angka acuan tersebut dengan persentase penyerapan realisasi 
anggaran tahun sebelumnya. Hal ini mengingat angka dasar tersebut 
merupakan baseline (tidak ada perubahan kebijakan) . Penyesuaian dengan 
realisasi anggaran tahun sebelumnya tersebut dilakukan baik pada belanj a  
operasional maupun belanj a  non-operasional . Khusus untuk belanj a  
operasional belanja  pegawai , untuk meningkatkan akurasi perhitungan 
kebutuhan belanja pegawai , juga dilakukan perbaikan distribusi alokasi 
belanja pegawai per satuan kerja  dan per Kementerian Negara/ Lembaga. 
Selanjutnya, barulah angka acuan tersebut dilakukan reviu . 

1 .  Pemutakhiran Angka Dasar Belanja  Pegawai 

Setelah ditetapkan angka acuan untuk belanj a  pegawai (apakah pagu 
APBN atau pagu APBN Perubahan) , perlu dilakukan perbaikan · distribusi 
pagu belanj a  pegawai per satuan kerja .  Untuk satuan kerj a  yang mengalami 
kekurangan alokasi anggaran belanj a  · pegawai , ditambahkan pagunya. 
Sebaliknya, untuk satuan kerj a  yang mengalami kelebihan alokasi 
anggaran belanja pegawai , dikurangi pagunya. Perbaikan distribusi pagu 
belanj a  pegawai per satuan kerj a  tersebut dilakukan dengan mengalikan 
pagu APBN atau pagu APBNP dengan persentase proporsi realisasi belanj a  
pegawai per Kementerian/ Lembaga (termasuk tunggakan) terhadap total 
belanj a  pegawai nasional . 

Misalkan , dalam satu Kementerian / Lembaga terdapat 5 satuan kerja ,  
yaitu satker A, satker B ,  satker C ,  satker D ,  dan satker E ,  dengan total pagu 
belanj a  pegawai APBN-Perubahan 20 1 4  adalah sebesar Rp5 . 670 (juta) , 
terdiri atas pagu belanja  untuk Satker A sebesar Rp l . 000 (juta) , untuk 
satker B sebesar Rp2 . 000 (juta) ,untuk satker Csebesar Rp l . 500 (juta) , 
untuk satker D sebesar Rp500 (juta) , dan untuk satker E sebesar Rp670 
(juta) . Sampai dengan akhir tahun 20 1 4 ,  total realisasi belanj a  pegawai 
Kementerian Negara/ Lembaga tersebut mencapai Rp5 . 500 (juta) , atau lebih 
rendah Rp l 70 (juta) dari pagu APBN-Perubahan 2 0 1 4 .  Dari sisi komposisi ,  
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 ,  realisasi belanj a  pegawai untuk 
Satker A, satker C, dan satker D sama dengan pagu APBN-Perubahan 2 0 1 4 ,  
sedangkan realisasi belanj a  pegawai untuk Satker B kelebihan Rp200 (juta) , 
dan untuk satker E keurangan sebesar Rp300 (juta) . 

Untuk membuat proyeksi pagu belanj a  pegawai tahun yang 
direncanakan, perlu dilakukan perbaikan distribusi alokasi terhadap pagu 
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APBN Perubahan 2 0 1 5 , dengan cara mengalikan pagu APBN Perubahan 
2 0 1 5  dengan persentase proporsi realisasi belanj a  pegawai per satker 
terhadap total realisasi belanj a  pegawai Kementerian/ Lembaga. 

Perbaikan distribusi alokasi belanj a  pegawai juga dilakukan di level 
nasional . Apabila realisasi belanj a  pegawai secara nasional lebih rendah 
dari pagu yang direncanakan, maka harus dilakukan perbaikan distribusi 
alokasi belanj a  pegawai dengan cara mengalihkan pagu K/ L yang 
mengalami kelebihan belanj a  pegawai untuk ditambahkan kepada K/ L yang 
mengalami kekurangan pagu belanj a  pegawai . 

Setelah proses perbaikan distribusi alokasi belanj a  pegawai per satuan 
kerj a  (atau per Kementerian/ Lembaga) dilakukan, dilanjutkan dengan 
pemutakhiran angka dasar belanj a  pegawai dengan mengalikannya dengan 
persentase penyerapan belanj a  pegawai tahun sebelumnya. Hasil 
pemutakhiran tersebut merupakan angka dasar sebelum penyesuaian 
(lihat Tabel 2 ) . 

Satker ·e 

Jumlah 

(3 ) 

' 1 .QOO 

2. 000 

i . 600> 
' I; 
: . · .

· •( 

1 .800 200 

. . , i . . soo 'i;;> � ; �oo . . . '( : .. . o.,. · · 
; · ·.:·. i\.o .. . ; . .  

500 500 0 

670 .: ' 700 " �30 
· r." ' /A �' - ; ... 

5 .670 5 . 500 1 70 

1 8 . 1 8. - . 1. 1 50 ' 

32.73 2. 1 38 

9 . 09 575 

737 

100 6 .325 

2 .  Pemutakhiran Angka Dasar Non-Belanj a  Pegawai 

pagu 
20 1 5  
L 1 5o i .  

;; . , 
2. 070 

,., 1 1:725 , ·: 

575 

805 . " r 

6 .325 

i1; 

; 

( 1 0) 

. 100% J . 1 50 
.. , • ··· ' · ' . 

90% 1 . 863 

100% 1 . 725. 
·" " 

• '  

1 00% 575 

104,So/� 84 1 

:;

·

�

·

·· ;:_;: ; : - ·�\· 

6 . 1 54 

Angka dasar yang menj adi hasil akhir dari baseline review adalah 
angka dasar per program per K/ L, yang dirinci menurut komponen 00 1 
(belanj a  pegawai) , komponen 002 (belanj a  barang penyelenggaraan Satker) , 
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komponen 003 (dukungan operasional pertahanan dan keamanan) , 
komponen 004 (dukungan penyelenggaran pendidikan) , komponen 005 
(dukungan penyelenggaraan tusi unit) , dan komponen lainnya. 

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa khusus untuk belanj a  
pegawai , angka acuan yang digunakan untuk melakukan reviu angka dasar 
adalah pagu APBN atau pagu APBN-Perubahan, dengan pertimbangan 
bahwa untuk melakukan perbaikan distribusi alokasi belanj a  pegawai , pagu 
APBN atau pagu APBN-Perubahan dinilai lebih realistis .  Tetapi pada bagian 
sebelumnya juga telah disebutkan bahwa idealnya, angka acuan yang 
digunakan untuk melakukan reviu angka dasar adalah prakiraan maju.  
Oleh karena itu , untuk belanj a  non-pegawai , angka acuan yang digunakan 
untuk reviu angka dasar adalah prakiraan maju yang sudah 
dimutakhirkan . Dalam hal ini , belanj a  non-pegawai meliputikomponen 002 , 
komponen 003 , komponen 004 , komponen 005,  dan belanj a  non­
operasional lainnya. 

Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran 
III melakukan reviu angka dasar fokus pada belanj a  K/ L dengan sumber 
dana rupiah murni . Untuk sumber dana yang lain , Direktorat Anggaran I ,  
Direktorat Anggaran I I ,  dan Direktorat Anggaran III berkoordinasi dengan 
unit-unit terkait, seperti dengan Direktorat PNBP terkait dengan reviu target 
PNBP dan ij in penggunaan PNBP serta dengan Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait dengan sumber dana pinj aman 
luar negeri , hibah luar negeri , pinjaman dalam negeri dan SBSN PBS .  Selain 
itu , terkait dengan realisasi anggaran tahun-tahun sebelumnya, Direktorat 
Anggaran I ,  Direktorat Anggaran I I ,  dan Direktorat Anggaran III 
berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk 
memperoleh data realisasi terkini . 

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam rangka penetapan 
angka acuan untuk reviu belanj a  non-pegawai adalah pereviu memastikan 
bahwa dalam database RKA-K/ L telah terdapat prakiraan maju yang 
disampaikan oleh K/ L.  Jika prakiraan maju tersebut belum ada, pereviu 
wajib memintanya kepada K/ L.  Jika K/ L tidak dapat menyusun prakiraan 
maju sanipai batas waktu dilakukannya reviu , pereviu dapat menggunakan 
pagu APBN tahun berjalan atau pagu APBNP tahun sebelumnya (tergantung 
data yang tersedia) . 

Jika dalam database RKA-KL sudah terdapat angka Prakiraan Maju,  
pereviu harus memastikan bahwa prakiraan maju yang disampaikan oleh 
K/ L adalah angka yang sudah mutakhir. Jika belum, pereviu dapat 
berkoordinasi dengan K/ L untuk melakukan pemutakhiran angka tersebut . 
Dalam rangka pemutakhiran prakiraan maju tersebut, pereviu juga 
diperkenankan untuk menggunakan analytical judgement sesuai dengan 
tingkat kepercayaan masing-masing pereviu . 

Selanjutnya, pereviu memutakhirkan Prakiraan Maju tersebut dengan 
realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya. Mengingat bahwa reviu 
difokuskan pada belanj a  K/ L yang dibiayai dari Rupiah Murni , maka angka 
acuan untuk belanja  non-pegawai yang ditetapkan oleh pereviu adalah 
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belanj a  non-pegawai Rupiah Murni per komponen , per satker. Contoh , 
Prakiraan Maju untuk satker A dengan program AA adalah sebesar 
Rp2 5 .  950 ju ta. Jika Prakiraan Maju untuk satker A dengan program AA 
terse but yang dibiayai' dari Rupiah Murni adalah Rp 1 7 . 2 50 juta, maka 
angka acuan yang dimutakhirkan dengan realisasi anggaran tahun 
sebelumnya adalah angka Prakiraan Maju sebesar Rp l 7 . 2 50 juta tersebut, 
sehingga menjadi Rp 1 5 . 29 1 , 5 juta. Angka ini merij adi angka dasar sebelum 
penyesuaian (lihat Tabel 3) . 

. . · · · . (3)} : 
Komponen 9.600 

002 
Komponen 1· '··· ' 

. 0()3: . ' . . 

200 1 00 Komponen 
004 

Kompon'en 
005 . 
Non 

450 · . · : ·  800 . . 

. ' 

7000 
. . , . . . ' 

2000 

" . 
1 7 .�50 12 .960 ':: ' ' " . 

I �' ' . , . . \:, :' , . ·: 

C .  REVIU ANGKA DASAR 

SBSN 
PBS 

:(6)_. ' ". \ (7) (8) ; ' ' (9;,,3-!"i,.+8) < ' ( 1 0) : ;t 1 1 ::(3)*( 10)) 

5 .000 800 

. " · . 5.qoq > .800 

· 

9 .600 95% 9 . 120  

300 

14 .800 

\ . 
{'

· 

90% 

80% 

1 80 

5 .600 

-- . 

. ·· . . . . , · . .  \' i�·.:9$0' 
. . ·  '• 

i 5 .29l . 5  

Setelah dilakukan pemutakhiran terhadap besaran angka dasar, 
langkah selanjutnya adalah melakukan reviu angka dasar,  untuk menganalisis 
substansi dari angka dasar tersebut . Alasan utama dilakukannya reviu angka 
dasar ad al ah : 

1 .  K/ L melakukan kesalahan mencantumkan Volume Output pada saat 
penghitungan Prakiraan Maju 

2 .  K/  L salah dalam mengklasifikasikan : 

a .  Output atau Komponen "berhenti" atau "berlanjut" 

b .  Komponen "utama" atau "pendukung" 

3 .  K/ L dalam menghitung angka Prakiraan Maju pada umumnya: 

a .  Menerapkan perlakuan yang sama terhadap : 
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Output yg merupakan tugas fungsi ; 

Output dalam rangka penugasan ; 

Output yg bersifat multiyears project; 

b .  Memasukan alokasi belanj a  transito , output cadangan, dan tambahan 
dana dari Hasil Optimalisasi D PR; 

c. Tidak memasukan tambahan alokasi yg berasal dari BA BUN, 
khususnya tambahan untuk Biaya Operasional ; 

d .  K/ L melakukan perubahan di level Komponen : menambah, menghapus 
atau penaj aman/ perbaikanrumusan komponen; 

Reviu angka dasar juga penting dilakukan untuk meneliti angka 
Prakiraan Maju K/ L tahun direncanakan yang deviasinya melebihi 1 0% 
dibandingkan alokasi anggaran tahun sebelumnya. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses reviu angka dasar antara 
lain ad al ah : 

1 .  Kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional , meliputi : Komponen 00 1 
(Belanja Pegawai) , komponen 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan Satker) , 
Komponen 003 (Dukungan Operasional Pertahanan dan Keamanan , 
Komponen 004 (Dukungan Operasional Penyelenggaran Pendidikan) , · dan 
Komponen 005 (Dukungan Penyelenggaraan Tusi Unit) . Dalam hal terdapat 
kekurangan atau perlu tambahan anggaran karena adanya tambahan 
pegawai baru atau tambahan pemeliharaan aset baru , informasi dan 
dokumen pendukung dapat disampaikan pada saat reviu angka dasar;  

2 .  Kebutuhan anggaran untuk Biaya Non Operasional , meliputi : 

a .  Multiyears project; 

b .  Keluaran (output) dalam rangka tugas fungsi ; dan 

c .  Keluaran (output) dalam rangka penugasan/ prioritas nasional . 

3 .  Realisasi pencapaian kinerja  tahun sebelumnya; 

4 .  Rencana target kinerja  untuk tahun yang direncanakan; 

5 .  Kebij akan Pemerintah yang telah ditetapkan . 

Dalam proses reviu angka dasar, Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran II ,  dan Direktorat Anggaran III dapat berkoordinasi dengan K/ L mitra 
kerj a, untuk mendapatkan angka yang lebih akurat . Demikian pula, untuk 
mempertaj am analisis ,  pereviu dapat memanfaatkan dokumen yang telah 
disiapkan , sesuai dengan kebutuhan . 

Hal yang perlu dicatat adalah reviu angka dasar merupakan kegiatan 
analisis untuk memastikan terdapat hubungan logis antara output level atas 
dengan output di bawahnya. Oleh karena itu , dalam hal setiap K/ L telah 
menyusun arsitektur dan informasi kinerja  (ADIK) sesuai dengan logic model, 
ke depan , reviu angka dasar akan dilakukan dengan menggunakan Tabel ADIK 
untuk melihat hubungan logis antara output Satker dengan Output Eselon I 
dan output K/ L.  Selain itu , reviu angka dasar untuk akan melihat hubungan 
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logis antara output dengan outcome, dan juga hubungan output dengan 
indikator dan hubungan output dengan proses untuk menghasilkan output 
terse but. 

1 .  Reviu angka dasar untuk biaya operasional 

Untuk mempermudah pereviu melakukan reviu biaya operasional , 
berikut ini disajikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menj adi pegangan 
dalam melakukan reviu, sebagai berikut: 

a. Secara nasional ,  apakah kebutuhan biaya operasional (belanj a pegawai 
dan belanj a  barang dan j asa) untuk masing-masing K/ L mendapat 
alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun?Cek dokumen terkait .  

b.  Dalam hal terj adi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat 
diidentifikasi dengan j elas?Cek dokumen terkait . 

c .  Dalam hal terdapat perubahan database pegawai, tunj angan baru , data 
Barang Milik Negara dan hal lain terkait biaya operasional , apakah 
tersedia dokumen pendukungnya?Cek dokumen terkait. 

d. Berdasarkan analisis trend, apakah penghitungan kebutuhan biaya 
operasional masih relevan menggunakan pendekatan accress (gaj i  dan 
tunj angan) dan tingkat injlasi (biaya operasional)?Cek dokumen terkait. 

e.  Dalam melakukan reviu baseline biaya operasional tidak perlu 
memasukkan adanya kebij akan baru seperti : kenaikan uang makan, 
tarif lembur, uang lauk pauk karena kebij a_\{:an tersebut akan dihitung 
secara nasional by system. 

Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya operasional : 

a .  Apabila secara nasional alokasi anggaran yang disediakan jumlahnya 
cukup , namun dalam pelaksanaannya ada Unit yang menyatakan 
kurang,  maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar 
Program atau antar Unit/ Satker dalam K/ L yang bersangkutan . 
Catatan : untuk belanj a  pegawai di level satker, langkah ini sudah 
dilakukan pada saat pemutakhiran angka dasar, sebelum penyesuaian 
(lihat Tabel 1 ) .  

b .  Dalam hal terj adi kekurangan alokasi pagu, sepanj ang penyebabnya 
telah diidentifikasi dengan j elas dan tersedia dokumen pendukungnya, 
maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menj adi baseline. 
Misalnya, data mengenai tunggakan, pagu minus ,  data tambahan 
pegawai baru ; pembayaran remunerasi ; rencana pengadaan 
aset/ tambahan barang milik negara baru,dan sejenisnya. 

c .  Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih , maka selisih 
lebihnya harus dikeluarkan dari penghitungan baseline. Oleh karena itu , 
perlu dicek mengenai belanj a  pegawai dan barang transito . 

d .  Tambahan alokasi dengan menggunakan pendekatan accress dan 
tingkat inflasi dapat dilakukan pada saat penyesuaian angka dasar, 
setelah proses reviu selesai dilakukan . 
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Dalam rangka menj aga konsistensi dan efisiensi kebutuhan Biaya 
Operasional ,  perlu diperhatikan : 

a. Komponen 00 1 ,  hanya digunakan mendanai kebutuhan belanj a  pegawai 
satker (akun 5 1 ) ;  

b .  Komponen 002 , hanya digunakan mendanai kebutuhan belanj a 
operasional satker (akun 52) ; 

c .  Komponen 003 , hanya digunakan oleh Kementerian Pertahanan dan 
TNI / Polriterkait dukungan operasi militer / kamtibmas (akun 52) ; 

d .  Komponen 004 , hanya digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan dan Kementerian Agama (akun 52 dan 57) ; 

e .  Komponen 005,  dpt digunakan oleh seluruh K/ L (akun 52) . 

2 .  Reviu angka dasar un tuk biaya non operasional 

Untuk mempermudah pereviu melakukan reviu biaya operasional , 
berikut ini disaj ikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menj adi pegangan 
dalam melakukan reviu , sebagai berikut: 

a .  Apakah yang akan dicapai tahun depan (outcome/ sasaran) ?Cek 
dokumen terkait . 

b .  Apakah kegiatan/ aktivitas yang akan dilakukan dalam mencapai 
outcome dan output?Cek dokumen terkait . 

c .  Apakah program / kegiatan/keluaran (output) sangat diperlukan 
(highly-needed) untuk dilanjutkan? Cek dokumen terkait . 

d .  Apakah sasaran/ target kinerj a  mengalami perubahan sej alan dengan 
adanya perubahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan 
(environment changed) ?  Cek dokumen terkait. 

e.  Apakah target pelaksanaan program / kegiatan akan menghasilkan 
efisiensi? Cek dokumen terkait . 

f. Apakah target pelaksanaan program / kegiatan sudah menggunakan 
metode yang tepat (kontraktual atau swakelola)? Cek dokumen terkait .  

g .  Apakah rumusan Hasil (outcome) / Keluaran (output) relevan dengan 
tujuan Program dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada? 
Apakah pencantuman rencana target kinerj a  realistis dapat dicapai 
dalam 1 tahun?Cek dokumen terkait. 

h. Apakah indikator kinerja  dapat mencerminkan pencapaian outcome dan 
output?Cek dokumen terkait. 

1 .  Apakah rencana kinerj a  untuk tahun-tahun sebelumnya dapat dicapai 
dengan baik?Cek dokumen terkait. 

Tindak lanjut reviu angka dasar untuk biaya non operasional : 

a .  Apabila seluruh pertanyaan dijawab YA, maka kebutuhan anggaran 
untuk Program dimaksud dihitung sebagai angka dasar.  

www.jdih.kemenkeu.go.id



M E NTER!  K E UANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N E S I A  

- 1 1  -

b .  Apabila pertanyaan '3" dijawab TIDAK, maka kebutuhan anggarannya di 
"drop" tidak masuk dalam penghitungan angka dasar .  

c .  Dalam hal terdapat pertanyaan yang dijawab TIDAK (selain pertanyaan 
"3") , maka rumusan target kinerja  atau metode pelaksanaannya perlu 
direviu dan disempurnakan . Dalam hal ini , salah satu hal yang perlu 
diperhatikan adalah tambahan anggaran hasil pembahasan 
APBN/ APBNP tahun anggaranberjalan dengan DPR,  alokasi anggaran 
dalam rangka penugasan tahun anggaran sebelumnya, belanja transito , 
output cadangan, pengalihan belanj a  K/ L tahun anggaran berj alan ke 
BA BUN, · alokasi anggaran untuk multiyears project, dan alokasi 
anggaran untuk pembayaran tunggakan . 

Untuk mempertajam analisis ,  pereviu dapat menyesuaikan dan 
mengembangkan langkah-langkah dalam proses reviu angka dasar sesuai 
dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing K/ L.  

D.  PENYESUAIAN ANGKA DASAR 

Penyesuaian Angka Dasar merupakan tahap akhir dari proses 
perhitungan Angka Dasar untuk tahun yang direncanakan . Mengingat angka 
dasar tersebut diturunkan dari Prakiraan Maju yang telah disusun pada tahun 
sebelumnya, perubahan-perubahan parameter yang digunakan dalam 
perhitungan Prakiraan Maju,  perlu disesuaikan . Parameter yang perlu 
disesuaikan angkanya tersebut, yaitu : 

1 .  parameter ekonomi, meliputi inflasi dan nilai tukar; 

2 .  parameter non-ekonomi , meliputi acress, indeks organisasi, dan indeks 
SBM.  

Selain itu , penyesuaian Angka Dasar juga menyangkut output baru 
terkait dengan inisiatif baru yang diusulkan K/ L dalam KPJM.  Penyesuaian ini 
akan berdampak terhadap penyusunan Angka Prakiraan Maju baru (3 tahun 
dari tahun yang direncanakan) . 

1 .  Penyesuaian angka dasar Belanj a  Pegawai 

Untuk belanj a  pegawai , perubahan parameter yang perlu disesuaikan 
nilainya terhadap penyusunan angka dasar adalah : 

a. inflasi untuk tunjangan beras ; 

b .  nilai tukar untuk belanja  pegawai luar negeri ; dan 

c .  penyesuaian acress 3 ,  1 % pada gaji dan tunj angan yang melekat pada 
gaj i .  

Selain itu , penyesuaian Belanja Operasional Belanj a  Pegawai (Komponen 
00 1 )  juga dilakukan terhadap tambahan pegawai baru yang gaj inya sudah 
dibayarkan mulai Januari tahun 2 0 1 6 ,  dan penyesuaian SBM tahun 
anggaran 2 0 1 6 ,  di luar SBM uang makan, tarif lembur, dan uang lauk 
pauk. 
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Contoh 1 :  Penyesuaian terhadap inflasi 

Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar untuk Satker A adalah 
sebesar Rp l . 000 . 000 .000 .  Dari jumlah tersebut, tunj angan beras 
dialokasikan Rp50 . 000 .000 .  Asumsi inflasi yang digunakan untuk 
menyusun Kapasitas Fiskal adalah 4%. Setelah dilakukan penyesuaian , 
maka angka dasar untuk Satker A adalah Rp950 .000 . 000 + 
( 1 ,04*Rp50 . 000 . 000) = Rp l . 002 . 000 . 000 .  

Contoh 2 : Penyesuaian terhadap nilai tukar 

Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar belanj a  pegawai untuk 
Satker A adalah sebesar Rp l . 000 .000 . 000 .  Dari jumlah tersebut , 
dialokasikan Rp240 . 000 . 000 untuk belanj a  pegawai luar negeri (US$2 0 . 000 
x asumsi kurs Rp l 2 . 000) . Dalam perkembangannya, asumsi kurs yang 
digunakan untuk menyusun Kapasitas Fiskal adalah Rp 1 2 . 500/ US$ . 
Setelah dilakukan penyesuaian , maka angka dasar belanj a  pegawai untuk 
Satker A adalah Rp760 .000 . 000 + (US$2 0 . 000*Rp 1 2 . 500) = 
Rp l . 0 1 0 . 000 .000 .  

Contoh 3 :  Penyesuaian terhadap acress 
Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar untuk Satker A · adalah 
sebesar Rp l . 000 . 000 . 000 .  Dari jumlah tersebut, gaj i  dan tunj angan yang 
melekat pada gaji diperkirakan Rp500 .000 . 000 . Dengan asumsi terj adi 
kenaikan pegawai secara alamiah, maka terhadap gaji dan tunj angan yang 
melekat pada gaj i  dilakukan peningkatan sebesar acress 3 ,  1 %. Setelah 
dilakukan penyesuaian , maka angka dasar belanj a  pegawai untuk Satker A 
adalah Rp500 .000 . 000 + ( 1 ,03 1 *Rp500 . 000 . 000) = Rp l . 0 1 5 . 500 .000 .  

Ga:tnb ar 1 Angka D as ar  Belanj a  Pega-wai (Kornponen 00 1 )  Setelah Penyiesuai an 
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Hasil penyesuaian tersebut digabungkan ke dalam angka dasar sebelum 
penyesuaian, untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Angka Dasar untuk 
Tahun Yang Direncanakan . 

2 .  Penyesuaian angka dasar Belanja Non Pegawai 

Sebagaimana halnya angka dasar belanj a  pegawai , untuk menghasilkan 
proyeksi yang lebih akurat , terhadap angka dasar belanja non-pegawai juga 
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dilakukan penyesuaian , baik terhadap parameter ekonomi seperti inflasi , 
maupun terhadap parameter non-ekonomi seperti indeks organisasi dan 
indeks standar biaya masukan . Untuk sumber dana yang berasal dari 
PHLN, juga disesuaikan dengan asumsi nilai tukar. 

Untuk Belanja Operasional Belanja Barang (komponen 002) , penyesuaian 
dilakukan atas : 

a .  Tambahan biaya keperluan sehari-hari perkantoran sesuai tambahan 
pegawai tahun yang direncanakan; 

b .  Penyesuaian dengan S B M  tahun yang direncanakan; 

c .  Tambahan aset yang dipelihara pada tahun yang direncanakan sebesar 
maksimal 2% dari tambahan belanj a  modal tahun berj alan dari 
realisasi belanja modal tahun sebelumnya; 

d. Tambahan indeks inflasi untuk unit cost non SBM tahun yang 
direncanakan . 

Sementara itu , untuk Belanj a  Non Operasional Dukungan 
Pertahanan dan Keamanan (komponen 003) , Dukungan 
Penyelenggaraan Pendidikan (komponen 004) , dan 
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit (Komponen 005) , 
dilakukan terhadap : 

a. SBM tahun yang direncanakan; 

Operasional 
Operasional 

Dukungan 
penyesuaian 

b .  Tambahan Indeks inflasi untuk unit cost non SBM tahun yang 
direncanakan . 

Contoh 1 :  Penyesuaian terhadap inflasi 

Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar komponen 002 yang 
bersumber dari Rupiah Murni untuk Satker A adalah sebesar 
Rp l .000 .000 .000 .  Asumsi inflasi yang digunakan untuk · menyusun 
Kapasitas Fiskal adalah 4%. Setelah dilakukan penyesuaian, maka angka 
dasar komponen 002 untuk Satker A adalah 1 ,04*Rp l . OOO . OOO . OOO 
Rp 1 . 040 . 00 0 . 000 .  

Contoh 2 : Penyesuaian terhadap indeks organisasi 

Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar belanja  barang dan j asa 
yang bersumber dari Rupiah Murni untuk Satker A adalah sebesar 
RpS00 .000 . 000 .  Sejalan dengan penambahan pegawai baru , maka 
kebutuhan peralatan kantor untuk pegawai baru juga mengalami 
peningkatan . Oleh karena itu , terhadap angka dasar belanj a  barang dan 
j asa tersebut dilakukan penyesuaian terhadap indeks organisasi sebesar 
3%.  Setelah dilakukan penyesuaian, maka angka dasar belanj a  barang dan 
j asa untuk Satker A adalah 1 ,03*Rp500 . 000 . 000 = Rp5 1 5 .000 . 000 .  

Contoh 3 : Penyesuaian terhadap belanj a  pemeliharaan 

Berdasarkan hasil reviu diperoleh angka dasar belanj a  barang dan j asa 
yang bersumber dari Rupiah Murni untuk Satker A adalah sebesar 
Rp l . 000 . 000 .000 .  Dari jumlah tersebut, proyeksi belanj a  pemeliharaan 
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adalah sebesar Rp400 . 000 . 000 . Sejalan dengan semakin banyaknya aset 
yang harus dipelihara, terhadap angka dasar belanj a  pemeliharaan 
tersebut dilakukan penyesuaian terhadap indeks organisasi sebesar 2%.  
Setelah dilakukan penyesuaian , maka angka dasar belanj a  barang dan j asa 
untuk Satker A adalah 1 ,02*Rp400 .000 . 000 = Rp408 . 000 .000 . 

Hasil penyesuaian angka dasar belanja  non-pegawai , selanjutnya 
digabungkan dengan angka dasar belanja  non-pegawai sebelum 
penyesuaian . 

Gambar  2 Angka Dasar Belanja Operasional (Kom ponen 002 ,  003 ,  004, 005)  
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Gambar 3 An gka Dasar Belanj a  Non -Operasion al (Ko mpo nen 002 , 003, 004, 005 ) 
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Mengingat angka dasar yang harus disusun harus mencakup semua 
sumber dana, maka angka dasar yang dihasilkan oleh pereviu dari 
Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III 
ditambahkan dengan angka dasar belanja  non-pegawai yang bersumber 
dari PNBP dan pendapatan BLU (dari Direktorat PNBP, Direktorat Jenderal 
Anggaran) , dan dari PHLN, PHDN,  dan SBSN PBS (dari Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pem biayaan dan Risiko) . 

Hasil akhir reviu angka dasar dituangkan dalam kertas kerja  sebagaimana 
tercantum pada halaman 1 6 .  
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E .  PAGU INDIKATIF DAN KAPASITAS FISKAL 

Seperti disebutkan pada bagian sebelumnya, reviu angka dasar 
dilakukan dalam rangka penyusunan pagu indikatif belanja K/ L .  Sesuai 
dengan siklus APBN,  Pagu Indikatif ditetapkan pada akhir Maret. Oleh karena 
itu , reviu angka dasar dilaksanakan oleh Direktorat Anggaran I,  Direktorat 
Anggaran II , dan Direktorat Anggaran III pada bulan Februari bingga awal 
Maret tiap tahunnya. Reviu angka dasar dilakukan secara terpisah oleh 
masing-masing pereviu, untuk kemudian dikonsolidasi hasilnya oleh masing­
masing koordinator level Direktorat, setelah disetujui oleh masing-masing 
Kepala Subdirektorat . Selanjutnya, hasil reviu angka dasar oleh Ditektorat 
Anggaran I ,  Direktorat Anggaran I I ,  dan Direktorat Anggaran III disampaikan 
ke Koordinator Penyusunan Pagu Indikatif Tahun Yang Direncanakan di level 
Direktorat Jenderal Anggaran sebagai bahan finalisasi Angka D asar Belanj a  
K/ L, yang dilakukan di forum koordinasi Direktorat Anggaran I ,  Direktorat 
Anggaran I I ,  dan Direktorat Anggaran III . Selanjutnya, hasil akhir reviu angka 
dasar tersebut disampaikan oleh Koordinator Penyusunan Pagu Indikatif 
Tahun Yang Direncanakan kepada Direktorat Penyusunan APB N .  

Simultan dengan penyusunan reviu angka dasar,  pada saat yang sama 
Direktorat Penyusunan APBN menyusun Kapasitas Fiskal (Resource Envelope) 
dan Pagu Indikatif. Dalam hal terj adi perbedaan antara hasil reviu angka dasar 
yang dihasilkan oleh Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran II , · . dan 
Direktorat Anggaran III dengan Resource Envelope yang dihasilkan oleh 
Direktorat Penyusunan APBN,  Direktorat Penyusunan APBN akan melakukan 
rekonsiliasi dengan Direktorat Anggaran I ,  Direktorat Anggaran I I ,  dan 
Direktorat Anggaran III untuk finalisasi Pagu Indikatif Belanja K/ L .  

Dalam hal terj adi perbedaan proyeksi angka dasar belanj a  K/ L antara 
yang dihasilkan oleh Direktorat Anggaran I / II / III dengan yang dihasilkan oleh 
Direktorat PAPBN,  proyeksi belanj a  K/ L ditetapkan dalam rapim DJA. 

Dalam hal hasil reviu Direktorat Anggaran I / II / III memuat angka 
proyeksi Direktorat PAPBN yang lebih rendah, Direktorat Anggaran I / II / III 
akan melakukan penyesuaian angka dasar dengan memperhatikan : 

1 .  Program / Kegiatan yang merupakan prioritas ; dan 
2 .  Volume Target Output.  
Sebaliknya, dalam hal hasil reviu angka dasar lebih kecil dari angka Resource 
Envelope, selisihnya dapat digunakan sebagai fiscal space yang akan dij adikan 
dasar dalam pembahasan inisiatif baru . 

Sebelum Pagu Indikatif Belanj a  K/ L ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
dan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas , dapat dilakukan 
pertemuan tiga pihak membahas proyeksi Pagu Indikatif Belanj a  Kementerian 
Negara/ Lembaga tersebut . Hal tersebut dimaksudkan agar rincian pagu 
indikatif menurut K/ L, menurut program, menurut komponen, dan menurut 
sumber dana merupakan kesepakatan bersama. 
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PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 
KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 
DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

M ENTE R I K E UANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N E S I A  

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) 
merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang 
disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/ Lembaga. Sebagai dokumen 
penganggaran, dokumen RKA-K/ L berisi program dan kegiatan suatu 
Kementerian / Lembaga yang merupakan penj abaran dari Renja  K/ L beserta 
anggarannya pada tahun yang direncanakan . Dalam implementasinya, penyusunan 
RKA-K/ L berpedoman kepada kaidah-kaidah penganggaran sebagaimana diatur 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini . 

RKA-K/ L meliputi RKA-K/ L Pagu Anggaran , RKA-K/ L Alokasi Anggaran 
(pagu APBN) ,  dan RKA-K/ L pagu APBN Perubahan . Tata cara penyusunan RKA-K/ L 
yang diuraikan dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini adalah untuk RKA-K/ L 
Pagu Anggaran dan RKA-K/ L Alokasi Anggaran (pagu APBN) . Tata cara penyusunan 
tersebut juga berlaku untuk penyusunan RKA-K/ L APBN Perubahan . 

Sej alan dengan penataan Arsitektur dan Informasi Kinerj a  (ADIK) , penyusunan 
RKA-K/ L ke depan akan menggunakan ADIK sebagai referensi dalam menetapkan 
sasaran Kinerja .  Dalam tata cara penyusunan RKA-K/ L yang selama ini berlaku, 
sasaran Kinerj a  tersebut hanya berupa volume Keluaran kegiatan . Kedepan sasaran 
Kinerj a  tersebut berupa: 

1 .  sasaran strategis dan output strategis beserta indikatornya (level Kementerian 
Negara/ Lembaga (K/ L) ) ;  

2 .  sasaran program dan output program beserta indikatornya (level Eselon I) ; dan 

3 .  sasarankegiatan beserta indikatornya ( output eselon II / Satker) . 

A .  PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN RKA-K/ L 

1 .  Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, Biro Perencanaan/ unit perencanaan 
Kernen terian / Lem bag a bertugas : 

a .  mengkoordinasikan penyusunan · sasaran strategis (outcome Kementerian/ 
Lembaga) beserta indikatornya, dan output strategis 
( output K/ L) beserta indikatornya; 

b .  mengkoordinasikan perumusan hubungan logis antara sasaran strategis 
beserta indikatornya dengan sasaran program beserta indikatornya dan 
sasaran kegiatan beserta indikatornya; 

c .  mengkoordinasikan perumusan hubungan logis antara output strategis 
beserta indikatornya dengan output program beserta indikatornya dan output 
satker beserta indikatornya; 

d .  mengkoordinasikan penyusunan proses (activities) yang relevan dalam 
menghasilkan output Kementerian/ Lembagabeserta alokasi biayanya; dan 

e .  mengisi Formulir I RKA-K/ L.  
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Tahapan peng1s1an Formulir I RKA-K/ L oleh Biro Perencanaan / Unit 
Perencanaan untuk RKA-K/ L tahun 20 1 6  merupakan langkah yang 
disarankan ( optiona� . Tahapan peng1s1an Formulir I RKA-K/ L oleh 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan akan diformalkan dalam penyusunan 
RKA-K/ L tahun 2 0 1 7 .  

2 .  Unit eselon I 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, unit eselon I bertugas : 

a .  memastikan hubungan logis antara sasaran program beserta indikatornya 
dengan sasaran strategis beserta indikatornya; 

b .  menyusun output program beserta indikatornya; 

c. meneliti dan memastikan pagu anggaran per progam per jenis belanj a  
berdasarkan Pagu Anggaran K /  L; 

d .  menetapkan sasaran Kinerja  untuk masing-masing Satker _mengacu pada 
Dokumen RKP dan Renja  K/ L tahun berkenaan untuk: 

1) volume Keluaran Kegiatan dalam kerangka angka dasar; 

2 )  volume Keluaran Kegiatan dalam kerangka inisiatif baru ; dan 

3) indikator output program dalam Formulir II RKA-K/ L.  

e .  menetapkan alokasi anggaran masing-masing satker untuk: 

1)  alokasi anggaran dalam kerangka angka dasar; 

2 )  alokasi anggaran dalam kerangka inisiatif baru; dan 

3) proses (activities) dalam menghasilkan output program dalam Formulir 
II RKA-K/ L.  

f. menyiapkan daftar pagu rincian per satker yang berfungsi sebagai batas 
tertinggi pagu satker; 

g. menyusun dokumen pendukung, antara lain Kerangka Acuan Kerj a/ Term 
Of Reference (TOR) , Rincian Anggaran Biaya (RAB) , dan Gender Budget 
Statement (GBS) ; dan 

h .  mengumpulkan dan menyatukan dokumen pendukung teknis dari satker, 
antara lainRencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLU,  perhitungan 
kebutuhan biaya pembangunan /renovasi bangunan gedung negara atau 
yang sej enis ,  data dukung teknis lainnya. 

3 . Satk�r 

Dalam proses penyusunan RKA-K/ L, satker bertugas : 

a .  menyiapkan dokumen sebagai acuan maupun sebagai dasar 
pencantuman sasaran Kinerj a  kegiatan dan alokasi anggarannya pada 
tingkat Keluaran kegiatan dalam RKA satker, meliputi : 

1 )  informasi mengenai sasaran Kinerja  (sampai dengan tingkat Keluaran) 
dan alokasi anggaran · untuk masing-masing kegiatan (termasuk 
sumber dana) sesuai kebijakan unit eselon I. Informasi kinerj a  
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terse but terbagi dalam alokasi anggaran jenis angka dasar dan / atau 
inisiatif baru ; 

2 )  peraturan perundang-undangan mengenai struktur organisasi K/ L 
dan tugas-fungsinya; 

3) dokumen Renj a K/ L dan RKP tahun berkenaan ; 

4) petunjuk penyusunan RKA-K/ L; dan 

5) standar biaya tahun yang direncanakan , dalam hal ini standar biaya 
meliputi standar biaya masukan, standar biaya keluaran, dan standar . 
struktur biaya. 

b. meneliti .dan memastikan kesesuaian dengan kebij akan unit eselon I 
dalam hal : 

1 )  be saran alokasi anggaran satker;dan 

2 )  be saran angka dasar dan/  atau inisiatif baru . 

c .  Menyusun Kertas Kerj a  Satker (KK Satker) dan RKA Satker serta 
menyimpan data dalam Arsip Data Komputer (ADK) ; 

d .  Menyiapkan dokumen pendukung, seperti KAK/TOR, RAB , GBS ,  dan 
khusus Satker BLUdokumen RBA BLU;  

e .  menyampaikan dokumen pendukung teknis berupa:  

1 )  perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan 
gedung negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan Umum 
dan Perumahan Rakyat atau Dinas Pekerj aan Umum Perumahan 
Rakyat setempat untuk pekerj aan pembangunan / renovasi bangunan 
gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerj aan renovasi 
bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor 
perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau 

2) . perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung Negara 
atau yang sej enis dari konsultan perencana setempat untuk 
pekerj aan renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar 
negeri (kantor perwakilan) yang tidak merubah struktur bangunan . 
Informasi mengubah atau tidak struktur bangunan dij elaskan dalam 
dokumen tersebut; 

3 )  data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain : 
peraturan perundangan/ keputusan 
Lembaga yang mendasari adanya 
persetujuan dari Menteri PAN dan RB 
baru, dan sejenisnya; dan 

pimpinan Kementerian / 
kegiatan/ Keluaran, surat 

untuk alokasi dana satker 

4) data dukung teknis terkait lainnya sehubungan dengan alokasi 
suatuKeluaran . 

f. mengisi Formulir III RKA-K/ L.  
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Dalam proses penyusunan RKA-K/ L oleh K/ L (Satker, unit eselon I ,  dan K/ L) 
dilakukan dengan menggunakan aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  Dalam proses mengisi 
data yang dilakukan, tidak terdapat pengulangan pengisian antar level yang ada. 

Pada tingkat satker, perencana memasukkan segala hal yang diperlukan 
dalam penyusunan KK satker dan RKA satker (informasi kinerja ,  rincian belanja,  
target pendapatan , dan hal-hal yang berhubungan dengan keperluan KPJM) . 
Pada tingkat unit eselon I ,  perencana melakukan restore data dari ADK yang 
disampaikan oleh satker dan melakukan pengisian-pengisian yang diperlukan 
pada level eselon I .  Pada tingkat K/ L, perencana juga melakukan restore data dari 
ADK yang disampaikan unit eselon I yang ada dan melakukan pengisian­
pengisian yang diperlukan pada level K/L .  Hasil dari pengisian-pengisian yang 
dilakukan akan menghasilkan KK satker dan RKA satker pada level Satker, RKA­
K/ L eselon I pada level unit eselon I, dan RKA-K/ L.  

1 . Penyusunan RKA-K/ L Berdasarkan Pagu Anggaran K/ L 

1 . 1  Mekanisme Penyusunan Kertas Kerj a  Satker 

Penyusunan rincian anggaran belanj a  kegiatan yang direncanakan pada 
satkerdituangkan kedalam dokumen KK Satker dengan menggunakan 
Aplikasi RKA-K/ L-DIPA. Informasi yang dituangkan pada KK Satker 
merupakan informasi rincian anggaran belanj a  Keluaran sampai dengan 
tingkat detil biaya. Penyusunan KK Satker pada suatu Satker melalui 
langkah-langkah sebagai berikut: 

a. satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L-DIPA;  

b .  dalam pengisiannya mengikuti petunjuk pengisian yang dij elaskan 
dalam buku manual aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  Dalam hal pengisian kode 
akun, agar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan dan 
Peraturan Dirjen Perbendaharaan mengenai bagan akun standar; 

c. penyusunan rincian anggaran belanja  Keluaran dilakukan dengan dua 
car a:  

1 )  menuangkan alokasi anggaran angka dasar 

Satker menuangkan rencana belanj a  jenis alokasi anggaran Angka 
Dasar pada suatu kegiatan sampai dengan detil biaya. Data yang 
digunakan adalah prakiraan maju yang dicantumkan pada 
dokumen RKA-K/ L tahun anggaran sebelumnya atau data hasil 
reviu angka dasar. 

2 )  menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru 

a) Berkenaan dengan jenis alokasi anggaran inisiatif baru , satker 
menuangkan alokasi anggaran satker secara rind sampai 
dengan detil biaya; 

b) Penuangan jenis alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada 
proposal inisiatif baru yang telah disetujui untuk tahun yang 
direncanakan . 
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c) Dalam perhitungan alokasi anggaran , K/ L mengutamakan 

penggunaan produksi dalam negeri . Dengan kata lain , 
penggunaan produk impor dibatasi . 

d .  setelah meyakini kebenaran semua isian yang ada, kemudian 
mencetak KK Satker berkenaan; dan 

e .  melengkapi data dukung yang diperlukan, untuk kemudian 
disampaikan bersamaan dengan KK Satker yang telah ditandatangani 
oleh KPA kepada unit eselon I sebagai bahan penyusunan RKA-K/ L.  

1 . 2 Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja  Dan Anggaran Satker 

RKA Satker merupakan penj elasan mengenai rencana Kinerj a  satker, 
rincian belanj a  satker sampai dengan level komponen, target pendapatan 
satker, serta Prakiraan Maju rencana belanj a  dan target pendapatannya. 
Pembuatan RKA Satker dilakukan menggunakan Aplikasi RKA-K/ L-DIPA, 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a .  satker melakukan login aplikasi RKA-K/ L-DIPA (penyusunan KK dan 
RKA Satker dilakukan dengan user yang sama, j adi apabila sedang 
menyusun KK Satker tidak perlu login lagi) ; 

b .  proses pengisian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk dalam buku 
manual aplikasi RKA-K/ L-DIPA, pada saat mengisi dalam rangka 
menyusun KK Satker, akan digunakan juga dalam penyusunan 
RKA Satker; 

c. untuk mencetak RKA Satker, pada aplikasi RKA-K/ L-DIPA memilih 
menu cetak RKA Satker (bagian A, B, C, dan D) ; dan 

d. menyampaikan RKA Satker (bagian A, B, C ,  dan D) yang telah 
ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK Satker yang telah 
ditandatangani oleh KPA dan data dukung terkait kepada unit eselon I .  

1 . 3 Mekanisme Penyusunan RKA-K/ L Unit eselon I 

a .  menghimpun / mengkompilasi KK Satker dan RKA Satker dalam lingkup 
unit eselon I berkenaan; 

b .  me- restore ADK yang disampaikan satker-satker yang ada dalam aplikasi 
RKA-K/ L DIPA; 

c.  memvalidasi Kinerj a  dan anggaran program yang menj adi tanggung 
j awab unit eselon I berkenaan dengan : 

1 )  total pagu anggaran; 

2 )  sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni, Pinj aman Luar Negeri , 
Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinj aman dalam Negeri , B LU ,  
Hibah Dalam Negeri , Hibah Luar Negeri , Hibah Valas Langsung,  
Hibah Luar Langsung dan Surat Berharga Syariah Negara; dan 

3) sasaran Kinerj a  (j enis barang/jasa serta volume dan satuan 
Keluaran) ; 
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d .  meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Keluaran kegiatan 

pada masing-masing KK Satker; 

e. apabila terdapat ketidaksesuaian atas program sebagaimana dimaksud 
dalam huruf c dan relevansi komponen Keluaran sebagaimana 
dimaksud dalam huruf d, unit eselon I melakukan koordinasi dengan 
Satker untuk perbaikan pada KK Satker dan RKA Satker; 

f .  mengisi informasi pada bagian L, Formulir 2 RKA-K/ L, tentang Strategi 
Pencapaian Hasil , isinya menguraikan mengenai langkah-langkah yang 
ditempuh untuk mencapai sasaran hasil (pada tingkat program) , antara 
lain berupa:  

· 

1 )  strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (mengacu 
Renstra unit eselon I) ; 

2 )  uraian deskripsi masing-masing kegiatan; 

3)  jumlah satker pelaksana kegiatan ; dan 

4) penj elasan mengenai perubahan alokasi program antara yang sedang 
berj alan dan yang diusulkan ; 

g .  selain mengisi pada Formulir 2 RKA-K/ L, unit eselon I juga mengisi 
Bagian I, Formulir 3 RKA-K/ L, tentang Operasionalisasi Kegiatan yang 
berisikan antara lain : 

1 )  identifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai , sarana, dan 
prasarana) dan penghambat (faktor lingkungan/ kultur kerj a) ;  

2 )  identifikasi satker pelaksana kegiatan ; dan 

3) penj elasan mengenai perubahan alokasi anggaran belanj a  kegiatan 
dari yang sedang berjalan dengan yang diusulkan . 

h .  setelah meyakini kebenarannya, mencetak RKA-K/ L Unit eselon I 
(Formulir 2 dan 3) dengan memilih menu cetak RKA-K/ L pada aplikasi 
RKA-K/ L-DIPA; 

i .  RKA-K/ L unit eselon I ditandatangani oleh pej abat eselon I . atau pej abat 
setingkat Eselon I sebagai penanggung j awab program ; 

J .  menyampaikan RKA-K/ L, RKA Satker beserta data dukung terkait 
kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q  Biro 
Perencanaan/unit perencanaan K/ L untuk diteliti ,kemudian diteruskan 
kepada APIP K/ L untuk direviu . 

1 . 4 Mekanisme Penyusunan RKA-K/ L lingkup K/ L 

a .  menghimpun/ mengkompilasi RKA-K/ L unit eselon I lingkup K/ L; 

b .  menyusun RKA-K/ L secara utuh untuk lingkup K/ L berdasarkan RKA­
K/ L unit eselon I ;  

c .  memvalidasi alokasi anggaran K/ L meliputi : 

1 )  total pagu anggaran ; 

2)  sumber dana; dan 
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d .  apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/ L 
sebagaimana dimaksud dalam huruf c ,  K/ L melakukan koordinasi 
dengan unit eselon I untuk perbaikan pada RKA-K/ L unit eselon I 
berkenaan; 

e .  mengisi informasi pada bagian J ,  Formulir 1 RKA-K/ L, tentang Strategi 
Pencapaian Sasaran Strategis Yang berisi uraian mengenai langkah­
langkah yang ditempuh untuk mencapai Sasaran Strategis ,  antara lain 
berupa:  

1 )  strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis (mengacu 
Renstra K/ L) ;  dan 

2 )  uraian tentang deskripsi masing-masing program dan unit 
organisasi penanggung j awab ; 

f. RKA-K/ L (yang telah disusun) diteliti kembali kesesuaiannya dengan 
Pagu Anggaran K/ L agar tidak mengakibatkan ; 

1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi Uumlah alokasi dana 
pada masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum 
dalam Pagu Anggaran K/ L) ;  

2 )  pengurangan belanj a  operasional ; 

3 )  perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (sumber 
pendanaan / sumber pem biayaan dalam menghasilkan Keluaran 
tidak diperbolehkan berubah/ bergeser) ; 

4) memastikan RKA-K/ L beserta dokumen pendukung telah memuat 
hal-hal sebagai berikut: 

a) konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  meliputi volume 
keluaran dan Indikator Kinerja  Keluaran dalam RKA-K/ L dengan 
Renj a  K/ L dan RKP; 

b) kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L 
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c) kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber dana 
yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L;  

d) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah­
kaidah penganggaran antara lain penerapan standar biaya 
masukan (SBM) , standar biaya keluaran (SBK) , dan standar 
struktur biaya, kesesuaian j enis belanja,  hal-hal yang dibatasi 
atau dilarang, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 
didanai dari Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) , 
Pinj aman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) , Pinj aman / Hibah Dalam 
Negeri (PHDN) , Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) , Badan 
Layanan Umum (BLU) , kontrak tahun jamak, dan pengalokasian 
anggaran yang akan diserahkan menjadi Penyertaan Modal 
Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ; 

e) kepatuhan dalam pencantuman tematik APB N .  
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5) dalam hal hasil penelitian dan/ atau reviu RKA-K/ L terdapat hal-hal 

yang memerlukan perbaikan/penyesuaian, RKA-K/ L disampaikan 
kembali kepada unit eselon I bersangkutan ; 

6)  RKA-K/ L yang telah dilakukan perbaikan/ penyesuaian disampaikan 
kembali kepada unit Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ 
Sekretariat c .q .  Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian / 
Lembaga pada kesempatan pertama; 

7) menyampaikan RKA-K/ L kepada Kementerian Keuangan c . q  Ditj en 
Anggaran sebagai bahan penelaahan . 

2 . Penyesuaian RKA-K/ L Berdasarkan Alokasi Anggaran 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan · dengan Komisi terkait di 
DPR-RI dan Alokasi Anggaran , K/ L menyesuaikan RKA-K/ L.  Penyesuaian 
dimaksud adalah : 

a .  penyesuaian terhadap angka dasar apabila terdapat perubahan parameter 
ekonomi (indeks inflasi atau indeks KPJM untuk tahun yang direncanakan) 
dan/ atau penyesuaian parameter nonekonomi apabila terdapat perubahan 
kebij akan sehingga berpengaruh terhadap besaran alokasi anggaran K/ L; dan 

b .  adanya progam baru sebagai hasil kesepakatan pembahasan dengan DPR .  

Dalam rangka penyusunan RKA-K/ L berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran K/ L, 
terdapat beberapa kemungkinan sebagai berikut: 

a .  apabila tidak terdapat perubahan parameter ekonomi, parameter 
nonekonomi , dan usulan program / kegiatan/ Keluaran baru maka RKA-K/ L 
berdasarkan Pagu Anggaran K/ L secara langsung ditetapkan dalam DHP 
RKA-K/ L;  

b .  apabila terdapat perubahan parameter baik ekonomi maupun nonekonomi , 
penuangan dalam KK Satker dilakukan melalui penyesuaian dengan 
parameter ekonomi dan non ekonomi pada tingkat komponen . Penyesuaian 
pada komponen pendukung dilakukan dengan melakukan perkalian dengan 
parameter ekonomi . Sementara itu , penyesuaian komponen utama dapat 
dilakukan dengan mengalikan dengan parameter ekonomi atau sesuai dengan 
kebij akan yang ditetapkan; 

c .  apabila terdapat program baru sebagai hasil ' kesepakatan pembahasan 
dengan Komisi terkait di DPR-RI , K/ L menyesuaikan RKA-K/ L den:gan : 

1 )  mengusulkan rumusan program / kegiatan /keluaran kepada Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Perencanaan sesuai dengan kewenangan 
masing-masing terlebih dahulu . Usulan program dan kegiatan . (non 
keluaran) diajukan kepada Kementerian Perencanaan. Sedangkan usulan 
keluaran diajukan kepada Kementerian Keuangan . Usulan tersebut 
selanjutnya ditetapkan sebagai referensi pada program aplikasi RKA-K/ L; 

2 )  entry data biaya pada masing-masing komponen dengan mengacu pada 
standar biaya yang berlaku pada tahun yang direncanakan; 
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3 )  meneliti kembali jumlah alokasi anggaran tersebut apakah sesuai dengan 

jumlah alokasi anggaran hasil kesepakatan pembahasan dengan Komisi 
terkait di DPR-RI ; dan 

4) hasil penuangan alokasi anggaran tersebut akan tercantum dalam formulir 
III dan KK Satker. 

2 . 1  Mekanisme Penyesuaian Kertas Kerja  Satker 

Berdasarkan hasil kesepakatan pembahasan dengan komisi terkait di D PR 
dan Alokasi Anggaran , satker menyesuaikan KK satker dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 

a .  melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/ L untuk selanjutnya melakukan 
penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 

b .  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan belanj a  sesuai dengan 
alokasi anggaran K/ L;  

c .  menyesuaikan alokasi anggaran angka dasar sampai dengan tingkat detil dan 
menuangkan alokasi anggaran inisiatif baru mengacu pada proposal yang 
telah disetujui kedalam anggaran ; 

d .  melengkapi perubahan data dukung atas penyesuaian terhadap alokasi 
anggaran ; dan 

e. menyampaikan KK satker hasil penyesuaian yang telah ditandatangani oleh 
KPA dan data dukung kepada unit eselon I .  

2 . 2  Mekanisme Penyesuaian Rencana Kerja  Dan Anggaran Satker 

Berdasarkan KK satker yang telah disesuaikan, satker juga menyesuaikan 
RKA satker dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a .  melakukan login kedalam aplikasi RKA-K/ L-DIPA untuk melakukan 
penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan; 

b .  mengidentifikasi dan meneliti perubahan-perubahan informasi rencana 
kinerja ,  target pendapatan, dan hal-hal yang terkait dengan KPJM,  sesuai 
dengan alokasi anggaran K/ L; 

c.  Kecuali untuk rencana penarikan dan target pendapatan , data/ informasi 
yang disesuaikan pada KK Satker secara otomatis juga merubah 
data/ informasi dalam RKA Satker; 

d .  meneliti kembali kesesuaian rincian belanj a  satker yang tertera pada RKA 
Satker dengan KK Satker hasil penyesuaian; 

e .  setelah diyakini kebenarannya, mencetak RKA Satker yang telah disesuaikan ; 
dan 

f. menyampaikan RKA Satker (Bagian A,  B ,  C ,  dan D) yang telah disesuaikan 
dan ditandatangani oleh KPA bersamaan dengan KK Satker yang telah 
disesuaikan beserta data dukung terkait kepada unit eselon I .  
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2 . 3  Mekanisme Penyesuaian RKA-K/ L Unit Eselon I 

a .  menghimpun/ mengkompilasi KK Satker dan RKA Satker yang telah 
disesuaikan dalam lingkup unit eselon I berkenaan; 

b .  menyesuaikan RKA-K/ L unit eselon I (Formulir 2 dan 3)  berdasarkan KK 
Satker dan RKA Satkeryang difasilitasi oleh aplikasi RKA-K/ L-DIPA;  

c .  memvalidasi kinerj a  dan anggaran program yang menjadi tanggung j awab 
Unit eselon I berkenaan dengan : 

1 )  total alokasi anggaran ; 

2)  sumber dana, yang terdiri atas Rupiah Murni , Pinjaman Luar Negeri , 
Rupiah Murni Pendamping, PNBP, Pinjaman dalam Negeri , BLU ,  Hibah 
Dalam Negeri , Hibah Luar Negeri , Hibah Valas Langsung, Hibah Luar 
Langsung dan Surat Berharga Syariah Negara (sumber dana yang berasal 
dari SBSN ada pada penyusunan RKA-K/ L TA 2 0 1 4  dengan kode PBS) ; 
clan 

3)  sasaran kinerj a  Uenis barang/j asa serta volume dan satuan Keluaran) . 

d .  meneliti dan menyaring relevansi Komponen dengan Keluaran kegiatan pada 
masing-masing KK Satker dan RKA Sat�er; 

e. apabila terdapat ketidaksesuaian atas : program sebagaimana dimaksud pada 
huruf c dan relevansi komponen Keluaran sebagaimana dimaksud pada 
huruf d, unit eselon I melakukan koordinasi dengan satker untuk perbaikan 
pada KKSatker dan RKA Satker; 

f. RKA-K/ L unit eselon I ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pejab.at 
setingkat eselon I ,  selaku KPA sebagai penanggung j awab program ; 

g .  menyampaikan RKA-K/ L Unit eselon I yang telah disesuaikan dan data 
dukung kepada unit perencanaanK/ L; 

2 . 4 Mekanisme Penyesuaian RKA-K/ L lingkup K/ L 

a .  menghimpun / mengkompilasi RKA-K/ L unit eselon I yang telah disesuaikan 
dalam lingkup K/ ; 

b .  menyusun RKA-K/ L secara utuh untuk lingkup K/ L berdasarkan RKA-K/ L 
Unit eselon I ;  

c .  memvalidasi alokasi anggaran K /  L meliputi : 

1 )  total alokasi anggaran K/ L; 

2 )  sumber dana; dan 

3)  sasaran kinerja .  

d .  Apabila terdapat ketidaksesuaian atas alokasi anggaran K/ L sebagaimana 
dimaksud pada huruf c, K/ L melakukan koordinasi dengan Unit eselon I 
untuk perbaikan pada RKA-K/ L unit · eselon I berkenaan; 

e .  RKA-K/ L (yang telah disesuaikan) diteliti kembali kesesuaiannya dengan 
Alokasi Anggaran K/ L agar tidak mengakibatkan : 
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1 )  pergeseran anggaran antar program dan fungsi Uumlah alokasi dana pada 

masing-masing program harus sesuai dengan yang tercantum dalam 
Alokasi Anggaran K/ L) ;  

2 )  pengurangan belanj a  operasional (Komponen 00 1 dan 002) ; dan 

3)  perubahan pagu sumber pendanaan/ sumber pembiayaan (sumber 
pendanaan/ sumber pembiayaan dalam menghasilkan Keluaran tidak 
diperbolehkan berubah/ bergeser) . 

f. Memastikan RKA-K/ L beserta dokumen pendukung telah memuat hal-hal 
sebagai berikut: 

1 )  konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  meliputi volume Keluaran dan 
Indikator Kinerj a  Keluaran dalam RKA-K/ L dengan Renj a  K/ L dan RKP; 

2)  kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

3)  kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber dana yang 
ditetapkan dalam Alokasi Anggaran K/ L; 

4) kelayakan anggaran dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 
penganggaran antara lain penerapan SBM dan SBK, kesesuaian j enis 
belanj a, hal-hal yang dibatasi atau dilarang,  pengalokasian anggaran 
untuk kegiatan yang didanai dari PNBP, PHLN, PHDN,  SBSN,  BLU,  
kontrak tahun j amak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahka:n 
menj adi PMN pada BUMN; dan 

5) kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN.  

g .  Menyampaikan RKA-K/ L, RKA Satker, KK RKA-K/ L, beserta data dukung 
terkait kepada APIP K/ L untuk direviu . 

h .  Menyampaikan RKA-K/ L dan RKA Satker yang telah disesuaikan kepada 
Kementerian Keuangan c . q  DJA sebagai bahan penelaahan/ penyesuaian . 

3 .  Dokumen Pendukung 

3 .  1 Kerangka A cu an Kerj a (KAK) / Term Of Ref ere nee (TOR) 

KAK/ TOR untuk tiap keluaran kegiatan disusun mengacu pada format 
sebagaimana tercantum di bagian akhir Lampiran V Peraturan Menteri ini . Ada 
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan TOR sebagai 
berikut:  

a .  TOR berada pada level Keluaran Kegiatan . TOR disusurt hanya untuk 
Keluaran inisiatif baru (apabila terdapat perbedaan yang signifikan dengan 
proposal inisiatif baru) dan angka dasar yang terdapat perubahan dalam level 
komponen ; 

b .  TOR dalam kerangka inisiatif baru disusun dan diajukan sebagai dasar 
alokasi anggaran Keluaran kegiatan inisiatif baru . TOR ini adalah yang 
sudah disesuaikan dengan persetujuan anggaran dari Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan Kementerian Keuangan 
c . q. Ditjen Anggaran ; dan 
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c .  TOR dalam kerangka angka dasar yang berubah komponennya disusun dan 

diajukan sebagai dasar alokasi anggaran Keluaran kegiatan angka dasar.  
TOR ini adalah yang sudah disesuaikan dengan bagian/ tahapan sebagai 
komponen Keluaran pada tahun yang direncanakan . 

3 . 2  Rincian Anggaran Biaya (RAB) 

RAB (untuk Keluaran kategori inisiatif baru) disusun RAB mengacu pada format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini . Ada 
beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RAB : 

a. dokumen RAB merupakan dokumen pendukung TOR;  dan 

b .  dokumen ini menjelaskan biaya yang dibutuhkan . dalam pencapaian 
keluaran (output) kegiatan . 

3 . 3  Gender Budget Statement (GBS) 

Gender Budget Statement (GBS) beradapada tingkat Keluaran (berkenaan dengan 
keluaran yang responsif gender/ARG) . Penyusunan GBS mengacu pada format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini . 

3 . 4  Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) . 

RBA BLU merupakan rencana kerja  dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan oleh BLU .  Kaidah-kaidah penganggaran dalam menyusun RBA 
BLU berpedoman pada penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan Menteri ini . 

3 . 5  Dokumen Pendukung Teknis Lainnya 

Beberapa dokumen pendukung teknis lainnya yang disusun oleh satker, antara 
lain : 

a .  perhitungan kebutuhan biaya pembangunan/ renovasi bangunan gedung 
negara atau yang sejenis dari Kementerian Pekerj aan Umum atau Dinas 
Pekerj aan Umum setempat untuk pekerj aan pembangunan/ renovasi 
bangunan gedung negara yang berlokasi di dalam negeri dan pekerj aan 
renovasi bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor 
perwakilan) yang mengubah struktur bangunan; atau 

b .  perhitungan kebutuhan biaya renovasi bangunan gedung negara atau yang 
sej enis dari konsultan perencana setempat untuk pekerj aan renovasi 
bangunan gedung negara yang berlokasi di luar negeri (kantor perwakilan) 
yang tidak merubah struktur bangunan . Informasi mengubah atau tidak 
struktur bangunan dijelaskan dalam dokumen tersebut; 

c. data dukung teknis dalam suatu kasus tertentu antara lain peraturan 
perundangan / kepu tusan pim pinan 
kegiatan/ Keluaran , surat persetujuan 
dana satker baru , dan sejenisnya; dan 

d .  data dukung terkait teknis lainnya 
keluaran ( output) . 

K/ L yang mendasari adanya 
dari Menpan dan RB untuk alokasi 

sehubungan dengan alokasi suatu 
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3 . 5  Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

Penyusunan Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L mengacu pada format 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini . 

3 . 6 Surat Pernyataan Eselon I 

Penyusunan Surat Pernyataan Eselon I mengacu pada format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini . 

Ilustrasi Penyusunan TOR dan RAB 

Unit eselon I menetapkan target dan sasaran kinerj a  program dan kegiatan beserta 
besaran anggarannya, termasuk volume keluaran kegiatan . Oleh karena itu wajar 
bahwa dokumen TOR disusun oleh Unit eselon I (Bagian Perencanaan) . Hal ini 
sej alan dengan kerangka berpikir top down, yaitu instansi pusat diwakili unit eselon 
I yang menetapkan target kinerj a  dan unit operasional (satk�r) sebagai pelaksana 
pencapaian target kinerja  dimaksud.  

Informasi keberadaan satker dalam TOR hanyalah informasi , berapa jumlah satker 
yang turut serta menghasilkan suatu keluaran kegiatan . Substansi dalam TOR 
tersebut bukan terfokus pada bekerj anya keluaran kegiatan pada suatu satker 
tertentu tetapi bekerjanya output kegiatan sebagai satu kesatuan utuh dalam proses 
pencapaian target dan kinerja  program . 

Tabel berikut ini adalah ilustrasi perbandingan sekaligus gambaran jumlah TOR 
yang disusun oleh 2 (dua) unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan , yakni 
Ditj en Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai karakteristik berbeda 
dari aspek struktur organisasi dan kinerjanya. 
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Ditjen Anggaran . Ditj en Perbendaharaan 

Unit eselon I ,  sekaligus Unit eselon 1 yang mempunyai 
satker. Hanya ada 2 1 8 satker terdiri dari : 
1 satker yaitu 

Terdiri atas : 
7 Kegiatan , 
Keluaran 
1 Keluaran 
perkantoran) . 

Cata tan : 

1 Program , 
dan 22  

(termasuk 
layanan 

Tiap kegiatan dan 
keluaran yang dihasilkan 
tidak sama 

• 4 di instansi pusat 

• 33 Kanwil 

• 1 8 1  KPPN 

Terdiri dari : 1 Program , 
1 0  Kegiatan , dan 49 Keluaran 
(termasuk Keluaran layanan 
perkantoran) . 

Cata tan : 
Rincian Keluaran setelah dipilah 
dan dikelompokkan terdiri dari 
Keluaran yang dilaksanakan 
oleh berbagai satker (di luar 
Keluaran Layanan Perkantoran) 
adalah : 

• 1 0  Keluaran (instansi pusat) 

• 1 6 Keluaran(Kanwil) 

• 2 2  Keluaran (KPPN) 

3 .  Jenis output . Angka dasar: 1 2  Keluaran Angka dasar : 30 Keluaran 

Inisiatif baru : 1 0  Keluaran Inisiatif baru : 1 8  Keluaran 

4 .  Kewajiban 
menyusun 
dokumen 
pendukung 
berupa TOR 
dan RAB 

Unit eselon I menyusun 
1 0  dokumen TOR beserta 
RAB-nya. 

• Unit eselon I menyusun 
1 8  dokumen TOR beserta 
RAB-nya. 

• Satker menyusun dokumen 
pendukung berupa Rencana 
Bisnis dan Anggaran BLU ,  
dan menyampaikan 
Perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan / 
renovas1 bangunan gedung 
Negara atau yang sejenis ,  
dan data dukung teknis 
lainnya 
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FORM U L I R  1 :  

R E N CANA P E N CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTERIAN N E GARA/LE MBAGA 
TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fBerisikan Nama KIL beserta kodenva) 

B. VISI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Vis/ dari KIL sesuai denoan di Renstra KILJ 

C .  M IS I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Misi dari KIL sesuai denaan di Renstra KIL) 

D.  SASARAN STRATEGIS 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } (Berisikan Sasaran-sasaran Strategis KIL) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

E .  FUNGSI 1 · · · · · · · ·  · · · · · ·  · · ·  · · ·  · ·  · · · · } (Berisikan Fungsi - Fungsi yang dijalankan KIL) 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

F. PRIORITAS NASIONAL 1 .  

2 .  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } (Berisikan Prioritas Nasional KIL) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 

G .  RINCIAN SASARAN STRATEGIS 

KODE I .  SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/ INIS IATIFBARU 

II. PROGRAM/ ESELON I/ HAS IL/ INDIKATOR 
KINERJA UTAMA PROGRAM/ ANGKA DASAR/ IN IS IATIF  
BARU 

( 1)  �) 
Sasaran Strategis 1 . . . . . . (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 1 
_s_e_s!:'_aj f?_e_f!.s_l�a_ !_<!�)- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Jumlah Angka Dasar 

Jumlah ln isiatif Baru 

Prowam . . . . (Berisikan uraian Nama Program) 
Eselon I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Eselon I) 
Has i i  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 
lndikator Kinerja Utama Program 

1 .  · · · · · · ·  · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } (Berisikan /KU Program) 
-�· 

_ _ _  . c :
· 

c c :· :
·

:
·

:· :
·

:· :· :·-' _c!s_t_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Angka Dasar 

ln isiatif Baru 

Ost. . .  

Sasaran Strategis 2 . . . . . . (Berisikan Uraian Sasaran Strategis 2 
_s_e_s!:'_aj f?_e_f!.s_l�a_ !_<!�)- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ 

Jumlah Angka Dasar 

Jumlah ln isiatif Baru 

Program . . . .  (Berisikan uraian Nama Program) 

Eselon I 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Eselon I) 
Hasi l 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil) 

lnd ikator Kinerja Utama Program 

1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  } (Berisikan /KU Program) 
-�· 

_ _  c c c c c c :
·

:
·

:
·

:
·

:
·

:
·

:
·

_•_d_s_t
_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Angka Dasar 

lnisialif Baru 

. . .  ,dst 

Jotal Angka Dasar 

Total ln isiatif Baru 

T O T A L  

TA 
20XX-1 

(3) 

9.999.999 
- - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

ALOKAS I ANGGARAN 

IRIBUAN RUPIAH\  
TA 

20XX 

(4) 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

TA TA 
20XX+1 20XX+2 

(5 )  (6 ) 
9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9 .999.999 

TA 
20XX+3 

(7) 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9.999.999 
- - - - - - - - - - -

9.999.999 

9 .999.999 
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H. ALOKASI  ANGGARAN FUNGSI 

ALOKAS I ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH 
KODE FUNGS I/ PROGRAM TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

1 1 1 (2) (3) (4) (5 ) (6) 

Fungsi 1 . . . . (Berisikan uraian Fungsi 1 yang jadi tanggung 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
jawab KIL) 

Program . . .  (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 
1) I Alokasi oaau oroaram untuk Funasi 1 
. .  . ,dst 

Fungsi 2 . . . .  (Berisikan uraian Fungsi 2 yang jadi tanggung 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 
jawab KIL) 

Program . . . .  (Berisikan nama Program yang mendukung Fungsi 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 
1) I Alokasi paqu oroaram untuk Funasi 2 
. .  . ,dst 

. . .  ,dst 

I .  ALOKAS I ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 
KODE PRIORITAS NAS IONAL/ PROGRAM TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) 
Prioritas Nasional 1 . . . . . .  (Berisikan Priori/as Nasional 1 yang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
iadi tanaaunaiawab KIL) 

Program . . . . . . . . (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
Prioritas Nasional 1) I Alokasi oaa11 oroaram 11nt11k Priori/as Nasional 1 
. .  . ,dst 

Prioritas Nasional 2 . . . . . .  (Berisikan Prioritas Nasional 2 yang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
jadi tanggungjawab KIL) 

Program . . . . . . . . (Berisikan nama Program yang mendukung 9.999.999 9 .999.999 9 .999.999 9.999.999 
Prioritas Nasional 1) I Alokasi pagu program untuk Priaritas Nasional 2 
. .  . ,dst 

. . .  ,dst 

J. STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS: 

Diuraikari langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai sasaran strategis, d imula i  dar i  : 

( 1 ) Strategi dan kebijakan terkait dengan sasaran strategis ( berasal dari Renstra KIL); 

(2) Uraian deskriptif masing-masing program dan Unit Organisasl Penanggung jawab. 

K.  RINCIAN RENCANA PENDAPATAN: 

(RIBUAN RUPIAH) 

KODE PROGRAM URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA 
20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 ) (2) (3) (4) (4) (5) (6) 

Program 1 Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PNBP 9.999.999 9 .999.999 9.999 .999 9 .999.999 

. . . ,dst 

TOTAL a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

b. PNBP 9.999 .999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 

PENJELASAN: 

Di is i penjelasan perubahan tarQet TA 20XX dibandin>ikan den>ian tar>iet TA 20XX-1 

Lokasi, Tanggal 
Pengguna Anggaran 

TA 
20XX+3 

(7) 

9.999.999 

9.999.999 

I 

9.999 .999 

9 .999.999 

I 

TA 
20XX+3 

(7) 

9.999.999 

9.999 .999 

I 

9.999.999 

9.999.999 

I 

TA 
20XX+3 

(7)) 

9.999.999 

9.999.999 

9 .999.999 

9.999.999 

Nama Menteri/Pimpinan Lembaga 
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A. 

B .  

C .  

D .  

E .  

F .  

G.  
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R E P U B L I K  I N DO N E S I A  
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FORM U L I R  2 :  
RE NCANA PENCAPAIAN HAS I L  U N I T  ORGANISASI 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

UNIT ORGANISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Na ma Unit eselon I beserta kodenya) 

MIS I  UN IT ORGAN ISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Misi Eselon /) 

SASARAN STRATEGIS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) 

PROGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nam a Program beserta kodenya) 

HASIL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil Eselon I nya) 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM } 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst (Berisikan /KU Prowam Unit eselon I) 

H .  RINCIAN PROGRAM : 

I .  KEGIATAN I (ESELON 1 1/SATKER)/ FUNGS I/ ALOKAS I ANGGARAN 

SUB FUNGS I/ PRIORITAS/ FOKUS PRIORITAS (RIBUAN RUPIAH) 
KODE 

I I .  OUTPUT (VOL-SAT)/ INDIKATOR KINERJA TA TA TA TA TA 
KEGIATAN/ ANGKA DASAR/ IN IS IATIF BARU 20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Kegiatan . . . . . . . . . (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Eselon I I/ Satker 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Eselon II) 
Funqsi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Fungsi) 
Sub Fungsi 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Sub Fungsi) 
Prioritas Nasional 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Prioritas) 
Fokus Prioritas 
. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  /Berisikan uraian Fokus Prioritas) 

_ Ol}_T?.l!! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Output1 . .  .. (Berisikan uraian jenis Output 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

_(Y'_oJ1:.1'!1_e_ ??!'-!�'! �u_tp!-1!) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - _ _ _  { �� _s_a_t)_ _ _ _ _  l �� _S_?!) _ _ _ _  (_9_9_ _5?!·2 _ _  _ s _9_g_ ��u - - _l �� _S_?!.) 
Output2 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

_(_V_oJ1:.1'!1_e_ ?'.l!U.�'! �U.IP!-'D _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - _ _ _  { ��_s_a_t) _ _ _  _l �� _s_a_t.) - - - _(_9_9_ -5'.3!·2 _ _ _  J _9_g_ ��u - - _l �9_ _s53_t.) 
dst 
l ndikator Kinerja Keqiatan 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J (Berisikan indikator-indikator 
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , d Kinerja Kegiatan) 
Angka Dasar 9 .999.999 
l n isatif Baru 9.999.999 

. . .  ,dst 

T O T A L  9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9 .999.999 

Total Angka Dasar 9.999.999 
Total l n isiatif Baru 9.999.999 

I .  ALOKAS I ANGGARAN FUNGSI 

KODE FUNGS I/ SUB FUNGS I ALOKASI ANGGARAN (R IBUAN RUPIAH) 
TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Fungsi 1 . . .  ( Berisikan uraian Fungsi 1 sesuai formulir 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Sub Fungs i 1  . . . . (Berisikan uraian Sub Fungsi 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Sub Funcisi2 . . . .  (Berisikan uraian Sub Fungsi 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 
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J .  ALOKASI  ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 

M ENTE R I  KEUANGAN 
R E P U B L I K  I N DONESIA 

- 18 -

KODE PRIORITAS NAS IONAL/FOKUS PRIORITAS ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH 
TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 ) (2) (3)  (4) (5) (6) 
Prioritas Nasional 1 . . . .  ( Berisikan uraian Prioritas Nas. 1 )  9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Fokus Prioritas . . . .  (Berisikan uraian Fok us Prioritas 1) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Fokus Prioritas . . . .  (Berisikan uraian Fokus Prioritas 2) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. .  . ,dst 

K.  BIA YA PROGRAM 

BIAYA MENURUT KELOMPOK B IAYA, 
(RIBUAN RUPIAH) 

TA TA TA TA 
JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) 
1 .  KELOMPOK BIAYA 

a. Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2 .  JENIS BELANJA 

a. Belanja Pegawai 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. Belanja Barang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
c. Belanja Modal 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
d .  Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
e. Belanja Subsidi 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
f. Belanja Hibah 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
g . Belanja Bantuan Sosial 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
h. Belanja Lain-Lain 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

3.  SUMBER DANA 

a. Rupiah Murni  (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. Rupiah Murni Pendamping (RMP) 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 9.999.999 
c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
d. Sadan Layanan Umum (BLU) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
e. Pinjaman Luar Negeri (PLN} 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
f. Hibah Luar Negeri (HLN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
g. Pinjaman Datam Negeri (PDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
h .  H ibah Dalam Neaeri IHDN) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

L .  STRATEGI PENCAPAIAN HAS IL: 

Diuraikan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai hasi l yang di inginkan, dimulai dari: 
( 1 ) Strategi  dan kebijakan terkait dengan sasaran str.ategis (berasal dari Renstra Unit eselon I } ;  
(2 ) uraian I deskripsi masing-masing kegiatan ;  
(3) Jumlah Satker Pelaksana Kegiatan; 
(4) Penjelasan mengenai perubahan alokasi program dari yang sedanq berialan denqan vanq diusulkan. 

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN : 

(RIBUAN RUPIAH) 
KODE KEGIATAN URAIAN PENDAPATAN TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+1 20XX+2 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) 

Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

TOTAL 
a .  Perpajakan 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
b. PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PENJELASAN:Di is i  penjelasan perubahan target TA 20XX dibandingkan dengan target TA 20XX-1 

Lokasi ,  Tanggal 

TA 
20XX+3 

(7 ) 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

TA 
20XX+3 

(6) 

9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

TA 
20XX+3 

(8) 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 
9.999.999 

9.999.999 
9.999.999 

Eselon l/Penanggung jawab 
Nam a 
N I P .  
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F .  
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FORM U L I R  3 :  
RI NCIAN BIAYA PENCAPAIAN HAS I L  U N I T  ORGAN I SASI 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARNLEMBAGA : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Na ma KIL beserta kodenya) 

UNIT ORGAN ISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 

MIS I  UN IT ORGANISAS I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Misi Eselon I} 

SASARAN STRATEGIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Sasaran Strategis yang didukung) 

PROGRAM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Program beserta kodenya) 

HAS IL  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan uraian Hasil Eselon I nya) 

INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  } 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , dst 
(Berisikan /KU Proqram Unit eselon I) 

H .  RINCIAN B IAYA PROGRAM : 

I .  KEGIATAN/ OUTPUT ALOKASI ANGGARAN ( RIBUAN RUPIAH) 

KODE I I .  R INCIAN B IAYA MENURUT TA 20XX-1 TA 20XX 
KELOMPOK B IAYA, JENIS BELANJA VOLUME VOLUME ANGKA IN IS IATIF DAN SUMBER DANA SA TUAN JUMLAH SA TUAN DASAR BARU 

( 1 ) 12\ (3) (4) 15) 16) l7l 

Kegiatan . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
Kegiatan) 

OUTPUT 
Output1 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 1) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 

Output2 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 2) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999.999 9.999.999 

Output3 . . . .  (Berisikan uraian jenis Output 3) 99 sat. 9.999.999 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 

dst 

RINCIAN B IAYA KEGIATAN MENURUT : 

1 .  KELOMPOK B IAYA 

a .  Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Non Operasional 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. JENIS BELANJA 

a. Belanja Pe9awai : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Belanja Barang : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

c. Belanja Modal : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Utang : 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

e. Belanja Subsid i :  9.999.999 9.999.999 9 . 999.999 

f. Belanja Hibah : 9.999.999 9.999. 999 9.999. 999 

g. Belanja Bantuan Sosial : 9.999.999 9.999. 999 9 . 999.999 

h. Belanja Lain-Lain : 

3 .  SUMBER DANA 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

a. Rupiah Murni (RM) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

b. Rupiah Murnl ' Pendamping (RMP) 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
(PNBP) 

9.999.999 9.999.999 9.999. 999 
d. Sadan Layanan Umum (BLU) 

9.999.999 9 . 999.999 9.999.999 
e. Pinjaman Luar Ne9eri (PLN) 

9.999.999 9.999. 999 9.999.999 
f. Hibah Luar Negeri (HLN) 

9.999.999 9.999.999 9.999.999 
9. Pinjaman Dalam Negeri (PON) 

h . Hibah Dalam Neaeri IHDNl 

. . .  ,dst 

JUMLAH 

(8) 
9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9 . 999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9 . 999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 
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JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : 

1 .  KELOMPOK B IAYA 

a .  Operasional 

b. Non Operasional 

2. JENIS BELANJA 

a. Belanja Pegawai : 

b. Belanja Barang : 

c. Belanja Modal : 

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utan9 : 

e .  Belanja Subsid i :  

f. Belanja Hibah : 

9 .  Belanja Bantuan Sos ia l  : 

h .  Belanja Lain-Lain : 

3.  SUMBER OANA 

a. Rupiah Murni  (RM) 

b. Rupiah Murni Pendampin9 (RMP) 

c. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

d .  Badan Layanan Umum (BLU)  

e .  Pinjaman Luar  Negeri (PLN) 

f. Hibah Luar Negeri (HLN) 

g .  Pinjaman Oalam Negeri (PON) 

h .  H ibah Oalam Negeri (HON) 

M ENTE R I KEUANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N ES I A  
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9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 . 

9.999.999 

I .  OPERASIONALISAS I KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION): 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999. 999 

9_9g9_g99 9."999_9g9 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999. 999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999. 999 9 .999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999. 999 9.999.999 

9 .999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

9.999.999 9.999.999 

Oiuraikan langkah-Jangkah yang ditempuh untuk mengimplementasikan program melalui operasionalisasi kegiatan-kegiatan,dimulai dari : 

( 1 ) ldentifikasi faktor-faktor pendukung (faktor pegawai ,  sarana dan prasarana kerja) dan penghambat ( l ingkungan/kultur kerja) ; 

(2) ldentifikasi Satker- Satker Pelaksana Kegiatan;  

(3)  Merumuskan strategi  perumusan kegiatan (misalnya melalui stadarisasi kegiatan/biaya , evaluasi dan monitoring); 

(4) Penielasan menqenai perubahan alokasi keqiatan dari yang sedang berialan dengan yang diusulkan. 

J .  RINCIAN RENCANA PENOAPATAN 

SU MB ER (RIBUAN RUPIAH) 
KOOE KEGIATAN 

9 .999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9.999. 999 

9.999. 999 

9 .999.999 

9.999. 999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

9 .999.999 

9.999.999 

9.999.999 

PENOAPATAN TA 20XX-1 TA 20XX 

( 1 ) (2) (3)  (4) (5) 
0000 Kegiatan 1 a. Perpajakan 9.999.999 9.999. 999 

b. PNBP : 9.999.999 9.999.999 

1 .  Um um 9.999.999 9.999.999 

2.  Fungsional 9.999.999 9.999. 999 

0000 Kegiatan 2 a. Perpajakan 9.999.999 9.999.999 

b. PNBP : 9.999.999 9.999.999 

1 .  Um um 9.999.999 9.999. 999 

2 . Fungsional 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

a .  Perpajakan: 9.999.999 9.999. 999 

TOTAL b. PNBP: 9.999.999 9.999.999 

1 .  Umum 9.999.999 9.999. 999 

2. Fungsional 9.999.999 9.999.999 
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M E NTE R I  KEUANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N ES I A  

- 2 1  -
4 . 2  Format Persetujuan RKA-K/ L oleh DPR 

KODE 

P E RSETUJ UAN RKA-K/L 
(KEMENTERIAN N EGARA/LEMBAGA) 

URAIAN BAGIAN ANGGARAN, UNIT ESELON I ,  FUNGS I ,  PROGRAM ALOKAS I ANGGARAN (R IBUAN RUPIAH) 

Menyetuju i :  

Ketua Komisi 

Wakil Ketua 1 

Wakil Ketua 2 

Wakil Ketua 3 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ttd) 

. . . . . . . . . . . . . . .  ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ttd) 

. . . . . . . . . . . . . . . ( Nama) . . . . . . . . . . . .  (ltd) 

Lokasi,  tanggal bulan tahun 

. . . . . . . . . . . . . . .  (Nama Kementerian Negara/Lembaga) 

. . . . . . . . . . . . . . .  (Nama Menteri/Pimpinan Lembaga) 
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4 .  3 Format RKA Satker 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B. UNIT ORGANISAS I 

c. SA TUAN KERJA 

M ENTE R I K E UANGAN 
R E P U B L I K  I N DON ESIA 

- 22 -

I 
RENCANA KE RJA ANGGARAN SATKER 

RENCANA K I N E RJA SATUAN KERJA 
TAH U N  ANGGARAN 20XX 

(xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 
(xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 
(xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Na ma Saluan Kerja beserta kodenya) 

BAGIAN A I 

D.  PROP INS I (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

E.  KABUPATEN/KOTA : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ HAS IL/ ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX 

KODE KEGIATAN/ VOLUME 
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ OUTPUT SA TUAN ANGKA DASAR INIS IATIF BARU JUMLAH 

( 1 )  (2) (3) (4) (5)  (6 )  

xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja Utama Program 

1 .  
2.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Has i i 

Hasil . . . . .  (Berisikan uraian Hasil Program) 

xx xx Kegiatan 1 . . . (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

l ndikator Kinerja Kegiatan 

1 .  
2.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Output 1 . . . . . (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output 2 . . . . . (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output 3 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9. 999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

xxxx Kegiatan 2 . . . . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja Kegiatan 

1 .  
2.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Output 1 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output 2 . . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output 3 . . . .  (Berisikan uraian Output Kegiatan) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

www.jdih.kemenkeu.go.id



M E NTE R I KEUANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N E S I A  

- 23  -

RENCANA KE RJA ANGGARAN SATKER 
R I NCIAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

I BAGIAN B 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nam a KIL be serf a kodenya) 
B .  UNIT ORGANISAS I : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 
C.  SATUAN KERJA : (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya) 
D .  PROP INS I (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 
E .  KABUPATEN/KOTA : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX KP/ 

KODE 
PROGRAM/ KEG IATAN/OUTPUT/ SDI KO/ 

SUBOUTPUT/ KOMPONEN VOLUME ANGKA INIS IATIF 
JUMLAH CP DK/ 

SA TUAN OAS AR BARU TP/ 

( 1 ) (2) (3) (4) (5) (6)  (7) (8) 
xxx.xx.xx Program . . . (Berisikan uraian nama Program) 9. 999.999 9.999.999 9 . 999.999 

lndikator Kinerja Utama Program 

1 .  
2. 

xx xx Kegiatan 1 . . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999. 999 9 .999.999 

lndikator Kinerja Kegiatan 
1 .  
2. 

xxxx.xx Output 1 . (Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxx Suboutput 1 .. . (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxx Komponen 1 . . .  (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jumlah Komponen . . .  (Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxx Komponen 2 . . .  (berisikan uraian komponen) 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxx Suboutput 2 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 9.999. 999 9.999. 999 9 . 999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .  ,dst 

xxxx.xx Output 2. (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9 . 999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xxx Suboutput 1 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .  ,dst 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

xx xx Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . . •  dst. 9.999. 999 9.999. 999 9.999.999 

PAGU 
Angka Oasar 

T.A 20XX 

ln isiatif Baru Jumlah 

RM 
RMP 
PNBP 
BLU 
PLN 
HLN 
PON 
HLN 
PBS 

TOTAL 

I 
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A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

B .  UNIT ORGANISASI 

C. SATUAN KERJA 

M ENTE R I  KEUANGAN 
R E P U BLI K I N DO N ES I A  
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RE NCANA KERJA ANGGARAN SATKE R  
TARGET P E N DAPATAN SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

(xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 

I 

: (xx) . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 
: (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya) 

BAGIAN C 

D .  PROP INS I (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

E .  KABUPATEN/KOTA (xx) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  (Berisikan lokasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

KODE 
PROGRAM/ KEGIATAN/ TARGET 

SUMBER PENDAPATAN/ AKUN PENDAPATAN 20XX-1 20XX 

( 1 ) (2) (3) (4) 

Pro9ram . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 

Ke9iatan 1 . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 
PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
PNBP 9.999.999 9 .999.999 
Um um 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Fungsional 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 
Uraian akun pendapatan 9.999.999 9.999.999 

Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian Nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 

. .  . ,dst 

TOTAL TARGET TARGET 
T.A 20XX-1 T.A 20XX 

PERPAJAKAN 

PNBP 

1 .Umum 

2.Fungsional 

I 
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A. 

B.  

C .  

D .  

E .  

M E NTER I KEUANGAN 
R E P U B L I K  I N DO N ESIA 
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RENCANA KERJA ANGGARAN SATKER 

I BAGIAN D 

P RAKI RAAN MAJ U B E LANJA DAN TARGET P E N DAPATAN SATUAN KE RJA 
TAH U N  ANGGARAN 20XX+ 1 , 20XX+2 , 20XX+3 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (xxx) · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 
UNIT ORGANISAS I (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 
SATUAN KERJA : (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya) 
PROP INS I : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 
KABUPATEN/KOTA (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 
I. PRAKIRAAN MAJU BELANJA 

KODE 
PROGRAM/ KEGIATAN/ TA TA TA TA TA 

OUTPUT (VOL-SAT) 20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

ProQram (Berisikan nama Prag.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

KeQiatan 1 (Berisikan namr;i Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Output 1 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

I 

- - - - - - - - - - - _(_\fqly.!!J� _S_<!_l!J?!1 _ Q':Jlp_u_I_) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ( §J§J_s_a_l!,1?!1 )_ _l �� _S!'J!�1'!f1 ) _(_9_9_ ���l!.<!_n_ ) ( ??_ ��IY?!1J _ l �� _s_a_t��l_l )_ 
Output 2 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9 . 999.999 

- - - - - - - - - - - _ (_\fqly.!!J� ��l!J?!1_9f:llp_u_t)_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( �§J _s_'!_l!J?!1 _) _ _(_ 9_9_ _S!'J!�1'!f1.) _(_9_9_ ���u_a_fl ) ( ??_ �1'!1!J?!1J_ l �� _s_a_t��l_l )_ 
Output 3 (Berisikan Output Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

- - - - - - - - - - - _ (_\fqly.!!J� ?_<!_l!J?!1_Q':1tp_u.t)_ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( §J§J _s_a_l!,1?!1 _)_ J�� .!'?!��ri J _(_9_9_ ���L!_a_n_ ) ( ??_ �1'!1Y?!1J _ l �� _s_a_t��l_l )_ 
. . .  ,dst 

Kegiatan 2 (Berisikan nama Keg.) 

. . .  ,dst 

I I .  PRAKIRAAN MAJU TARGET PENDAPATAN 

KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ SUMBER PENDAPATAN 
TA TA TA TA TA 

20XX-1 20XX 20XX+ 1 20XX+2 20XX+3 

( 1 )  (2) (3) (3) (4) (5) (6 ) 

ProQram . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9 .999.999 9.999.999 

KeQiatan 1 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Kegiatan) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PERPAJAKAN 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 

PNBP 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 

1 .  Urn um 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

2. Funnsional 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 9.999.999 9 .999.999 

Keaiatan 2 . . . . . . .  !Berisikan uraian Nama KegiatanJ 

. . .  ,dst 

PAGU SATKER BELANJA TARGET PENDAPATAN 

T.A 20XX 

T.A 20XX 

T.A 20XX+ 1 

T.A 20XX+2 

T.A 20XX+3 
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4 . 4  Format Kertas Kerja  Satker (KK Satker) 

KE RTAS KE RJA SATKE R 
RI NCIAN B E LANJA SATUAN KERJA 

TAH U N  ANGGARAN 20XX 

A. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (xxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama KIL beserta kodenya) 
B .  UNIT ORGANISAS I (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Unit eselon I beserta kodenya) 
C .  SATUAN KERJA (xxxxxx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Nama Saluan Kerja beserta kodenya) 

D .  PROP INS I : (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan Propinsi Satker berada beserta kodenya) 

E .  KABUPATEN/KOTA (xx) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Berisikan /okasi Satker berada beserta kodenya) 

Halaman : 

PROGRAM/ KEGIATAN/OUTPUTI 
ALOKAS I ANGGARAN TA 20XX 

KODE SUBOUTPUT/ KOMPONEN/SUBKOMPONEN/ 
SD/ 

VOLUME ANG KA INIS IATIF JUMLAH CP 
AKUN BELANJA/ DETIL BELANJA SA TUAN DAS AR BARU 

( 1 )  (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

xxx.xx.xx Program . . .  (Berisikan uraian nama Program) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja Utama Program 

1 .  
2. 

xxxx Kegiatan 1 . . . . . . . . (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

lndikator Kinerja Kegiatan 
1 .  
2. 

xxxx.xx Output 1 . (Berisikan uraian Komponen Keg.) 99 sat. 9.999. 999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxx Suboutput 1 .. . (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

xxx Komponen 1 . . .  (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jumlah Komponen . . .  (Utama/Pendukung) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

xx Subkomponen 1 (berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

xxxxxx Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Deti l belanja 

xxxxxx Uraian akun be/ania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 

xx Subkomponen 2(berisikan uraiansubkomponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

Uraian akun belania 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxx Komponen 2 ... (berisikan uraian komponen) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
xxx Suboutput 2 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. . .  ,dst 

xxxx.xx Output 2. (Berisikan uraian Output Keg.) 99 sat. 9.999.999 9.999.999 9.999.999 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xxx Suboutput 1 . . . .  (berisikan uraian Suboutput) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
. . .  ,dst 9.999.999 9.999.999 9.999. 999 

xx xx Kegiatan 2 . . . . . . .  (Berisikan uraian nama Keg.) 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

. . .  ,dst 9.999.999 9.999.999 9.999.999 

PAGU T.A. 20XX Lokasi, tanggal 

Angka Dasar ln isiatif Baru Jumlah KPA 

RM 
RMP 
PNBP Na ma 
BLU NIP.  
PLN 
HLN 
PON 
HLN 

. PBS 

TOTAL 

KP/ 
KO/ 
DK/ 
TP/ 

(8) 
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KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN TA 20XX 

Kementerian Negara/ Lembaga 

Unit eselon I / II 

Program 

Hasil ( Outcome) 

Kegiatan 

Indikator Kinerja  Kegiatan 

Jenis Keluaran ( Output) 

Volume Keluaran ( Output) 

( 1 )  

( 2)  

( 3) 

( 4) 

( 5) 

( 6) 

( 7) 

( 8) 

Satuan Ukur Keluaran ( Output) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

A. Latar Belakang 

1 .  Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 
2 .  Gambaran Umum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  

B .  Penerima Manfaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2 ) 

C .  Strategi Pencapaian Keluaran 

1 .  Metode Pelaksanaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3) 
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan . . . . . . . . . . . .  ( 14) 

D .  Kurun Waktu Pencapaian Keluaran . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

E. Biaya Yang Diperlukan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 6) 

Penanggung j awab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 7) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 8) 
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PETUNJUK PENGISIAN KAK/TOR 

( 1 )  Diisi nama Kementerian/ Lembaga. 

(2)  Diisi nama unit eselon I / II sebagai penanggung jawab Program . 

(3) Disi nama program sesuai dengan dokumen Renja  K/ L. 

(4) Diisi dengan hasil (outcome) yang akan dicapai dalam Program . 

(5)  Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renj a  K/ L.  

(6) Diisi uraian indikator kinerja  kegiatan . 

(7) Diisi nama/ nomenklatur keluaran secara spesifik. 

(8) Diisi mengenai jumlah / banyaknya kuantitas keluaran yang dihasilkan 

(9) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka 
pengukuran kuantitas keluaran sesuai dengan karakteristiknya 

( 1 0) Diisi dengan dasar hukum tugas fungsi dan/ atau ketentuan yang terkait 
langsung dengan keluaran kegiatan yang akan dilaksanakan . 

( 1 1 )  Diisi gambaran umum mengenai keluaran kegiatan dan volumenya yang 
akan dilaksanakan dan dicapai . 

( 1 2) Diisi dengan penerima manfaat baik internal dan/ atau 
Kernen terian / Lem bag a. 

eksternal 

( 1 3) Diisi dengan cara pelaksanaannya berupa kontraktual atau swakelola. 

( 1 4) Diisi dengan komponen/ tahapan yang digunakan dalam pencapaian 
keluaran kegiatan , termasuk jadwal waktu (time table) pelaksanaan dan 
keterangan sifat komponen/ tahapan tersebut termasuk biaya utama atau 
biaya penunjang. 

( 1 5) Diisi dengan kurun waktu pencapaian pelaksanaan . 

( 1 6) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran 
dan penjelasan bahwa rincian biaya sesuai dengan RAB terlampir . 

( 1 7) Diisi dengan nama penanggung jawab Kegiatan . 

( 1 8) Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan . 
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4 . 6  Format Rincian Anggaran Belanj a  (RAB) 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA 
KELUARAN (OUTPU1) KEGIATAN T.A.  20XX 

Kementerian Negara/ Lembaga 

Unit eselon I I / S atker 

Kegiatan 

Keluaran (Output) 
Volume 

Satuan Ukur 

Alokasi Dana 

Ko de Uraian Subou tput/ Komponen1 

Subkomponen/ detil 

1 2 

xxxx.xxxx SubOutput  1 

xxx Komponen 1 

A Sub komponen A 

- Detil belanja 1 

- Detil belanja 2 
- . . .  , dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B 

- Dst 

xxxx.xxxx SubOu tput 2 

xxx Ko111po11e11 1 

A Sub komponen A 

- Detil belanja 1 

- Detil belanja 2 
- . . .  , dst 

- . . .  , dst 

B Sub komponen B 

- . . .  , dst 

Volume 
Sub Output 

3 

99 
-

-

-

-

-

99 
-

-

-

-

-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 )  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 2) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 3)  
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 4) 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (5) " 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  ( 6)  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 7) 

Jenis Komponen Rincian Perhitungan Harga 
(Utama/ Pendukung) 

jml 
Satuan 

4 5 6 
- - -

Utanu1 - -

- - -

- 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 

- - -

- - -

Utmw1 - -

- - -

- 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 
- 99 sat. x 99 sat. x . . . .  99 999 

- - -

Jumlah 

7 

999.999 
999.999 

999.999 

999.999 
999.999 

999.999 

999.999 
999. 999 

999.999 

999.999 
999.999 

999.999 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 
NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

Catatan : 

Jumlah total alokasi anggaran keluaran ( output) adalah jumlah keseluruhan alokasi 
anggaran keluaran ( output) yang dilaksanakan oleh seluruh Satker, untuk keluaran 
( output) yang sama. 
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PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA 

( 1 )  Diisi nama Kementerian Negara/ Lembaga. 

(2) Diisi nama unit eselon II/ Satker sebagai penanggung jawab/ pelaksana Kegiatan. 

(3) Diisi nama Kegiatan sesuai dengan dokumen Renja K/ L. 

(4) Diisi nama/ uraian mengenai identitas dari setiap keluaran (output) secara spesifik. 

(5) Diisi mengenai jumlah/ banyaknya kuantitas keluaran (output) yang dihasilkan. 

(6) Diisi uraian mengenai satuan ukur yang digunakan dalam rangka pengukuran kuantitas 
keluaran (output) sesuai dengan karakteristiknya. 

(7) Diisi dengan total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran (output) . 

(8) Diisi dengan nama penanggung jawab Kegiatan. 

(9) Diisi dengan NIP penanggung jawab Kegiatan . 

Kolom 1 
Kolom 2 

Ko de 

Uraian 
Su boutput/ Korn ponen / 
Subkomponen/ detil 

Kolom 3 Volume Sub Output 

Kolom 4 Jenis Komponen 
(Utama/ Pendukung) 

Kolom 5 Rincian Perhitungan 

Kolom 6 Barga Satuan 

Kolom 7 Jumlah 

Diisi kode Suboutput, Komponen, Sub komponen 

Diisi uraian nama Suboutput, Komponen, sub komponen, dan 
detil belanja 
Keterangan : 
Suboutput dan subkomponen bersifat opsional 

Diisi jumlah/ banyaknya kuantitas Sub Output yang dihasilkan. 
Diisikan sebaris dengan uraian Suboutput. 
Keterangan : 
Jumlah total volume-volume Sub Output harus sama dengan 
·umlah volume Keluaran Out ut 
Diisi utama atau pendukung. 
Diisikan sebaris dengan uraian Komponen, yang menyatakan 
bahwa komponen tersebut sebagai komponen utama atau 
komponen pendukung. 

Diisi formula perhitungan satuan-satuan pendanaan 
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja 

Contoh : 
2 org x 2 hari x 2 frek 
Jumlah perhitungan tesebut diisikan pada Sub kolom 5 Uml) 
sebesar 8 
Diisi nominal harga satuan yang berpedoman pada standar 
biaya yang berlaku . 
Diisikan sebaris dengan uraian detil belanja 
Keterangan : 
Dalam hal biaya satuan ukur tidak terdapat dalam standar 
biaya dapat menggunakan data dukung lainnya yang dapat 

Diisi nominal hasil - hasil perhitungan pada tingkat detil 
belanja, Sub komponen, Komponen, Sub output. 

Keterangan : 
Jumlah total alokasi anggaran Sub-sub Output harus sama 
dengan jumlah total anggaran pada Keluaran (Output) 
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4 .  7 Format Gender Budget Statement (GBS) 

Nama K/ L 
Unit Organisasi 
Unit eselon II/ Satker 

Program 

Kegiatan 

Indikator Kinerj a  Kegiatan 

Keluaran ( Output) Kegiatan 

Analisa Situasi 

Rencana Aksi 

GENDER BUDGET STATEMENT 
(Pernyataan Anggaran Gender) 

: (Nama Kementerian Negara/ Lembaga) 
: (Nama Unit eselon I sebagai KPA) 

: (Nama Unit eselon II di Kantor Pusat yang bukan sebagai Satker/ 
Nama Satker baik di Pusat atau Daerah) 

Nama Program hasil restrukturisasi/ penyempumaannya 

Nama Kegiatan hasil restrukturisasi/ penyempumaannya 

Nama Indikator Kinerja Kegiatan hasil 

restrukturisasi/ penyempumaannya 

Jenis, volume, dan satuan suatu keluaran ( Output) kegiatan 

hasil restrukturisasi/ penyempumaannya 

• Uraian ringkas yang menggambarkan persoalan yang 

akan ditangani/ dilaksanakan, meliputi: data pembuka 

wawasan, faktor kesenjangan, dan penyebab 

permasalahan kesenjangan gender. 

• Dalam hal data pembuka wawasan (berupa data terpilah) 

untuk kelompok sasaran baik Zaki-Zaki/ perempuan tidak 

tersedia data kuantatif, dapat menggunakan data 

kualitatif. 

• Keluaran ( Output)/ suboutput kegiatan yang akan 

dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok 

sasaran tertentu 

Isu gender pada komponen . . .  

• (isu/ kesenjangan gender yang ada pada komponen 

inputnya) 

• (hanya komponen yang terdapat isu/ kesenjangan 

gendemya) 

Komponen Tahapan dari suatu Keluaran (Output) . 
(Dipilih hanya Komponen yang Komponen ini harus relevan dengan Keluaran 
secara langsung mengubah ( Output) Kegiatan yang dihasilkan. 
kondisi kearah kesetaraan gender) 

Komponen . . . . . . . . . . . . 

Alokasi Anggaran Keluaran (Jumlah anggaran (Rp) yang dialokasikan untuk mencapai 
( Output) kegiatan Keluaran ( Output) kegiatan) 

Dampak/ hasil Keluaran (Output) Dampak/ hasil secara luas dari Keluaran ( Output)Kegiatan 
Kegiatan yang dihasillcan dan dikaitkan dengan isu gender serta 

perbaikan ke arah kesetaraan gender. 

Penanggung jawab Kegiatan 

Nama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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4 . 8  Format Daftar Pagu Anggaran Per Satker 

KEM ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DAFTAR PAGU ANGGARAN PER SATKER 
TAH U N  ANGGARAN 20XX 

K E M E NTERIAN N E GARN LEMBAGA 

U N I T  ORGA N I SASI 

PROGRAM 

PAGU PROGRAM 

Alokasi anggaran tersebut, d irinci m enurut lokasi sebagai berikut : 

(Ribuan Rupiah) 

SA TUAN KERJA JENIS BELANJA SUMBER DANA 
BELANJA BELANJA BELA NJ A BANTU AN LAIN-LA IN RM PNBP/BLU PDN/PHLN JUMLAH 
PEGAWAI BARA NG MODAL SOSIAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

xxx NAMA SATKER 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 99.999.999 

(Eselon I K/L) 

' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
N I P/NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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4 . 9  Format Surat Pernyataan dan Tanggung Jawab Eselon I 

LOGO ( 1 ) KEMENTERIAN / LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2)} 
UNIT ESELON I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) OP Kementerian/ Lembaga 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

SURAT PERNYATAAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6)  

NOMOR : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama : . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 

NIP/ NRP : . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

Jabatan : . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

Dengan ini menyatakan clan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai 
berikut: 

1 .  Rencana Kerj a  clan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 ) 
telah disusun sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai petunjuk penyusunan clan penelaahan RKA-K/ L  clan DIPA.  

2 .  RKA-K/L beserta dokumen-dokumen yang dipersyaratkan telah disusun dengan lengkap 
clan benar, direviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian Negara/ Lembaga 
(APIP K/ L) ,  disimpan oleh Satuan Kerja  clan Unit eselon I, serta siap untuk diaudit 
sewaktu-waktu. 

3 .  Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar clan menimbulkan kerugian 
negara, saya bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut ke Kas Negara. 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, 
clan tidak dibawah tekanan. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2)  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3 )  

Materai 
6000 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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( 1 )  Diisi logo Kementerian/ Lembaga. 

(2 )  Diisi uraian nama Kementerian/ Lembaga. 

(3) Diisi uraian nama unit eselon I .  

(4) Diisi uraian nama unit eselon I .  

(5) Diisi alamat Eselon I .  

(6 )  Diisi nama Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L 
selakupenanggung jawab RKA-K/ L.  

(7 )  Diisi nomor Surat Pernyataan . 

(8) Diisi nama pejabat penanda tangan Surat Pernyataan . 

(9) Diisi NIP/ NRP. 

( 1 0) Diisi uraian j abatan penanda tangan Surat Pernyataan . 

( 1 1 )  Diisi nama Eselon I dan Kementerian / Lembaga. 

( 1 2 ) Diisi Tempat dan Tanggal . 

( 1 3) Diisi jabatan penandatangan surat pernya:taan (pej abat eselon I atau 
pej abat lain yang memiliki alokasi angaran (portofolio) dan sebagai 
penanggung j awab program) . 

( 1 4) Diisi nama penandatangan surat pernyataan . 
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4 . 1 0  Format Surat Pengantar Usulan RKA-K/ L 

UNIT ESELON 1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) OP Kementerian / Lembaga 
LOGO . . .  ( l ) KEMENTERIAN/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . .  (2)} 

SATKER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) · 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

: S- I / 2 0XX (tanggal-bulan) 2 0XX 
: Segera 
: Satu Berkas 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal : Usulan Rencana Kerj a  Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 

Yth Direktur Jenderal Anggaran 

Di Jakarta 

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
. . . . . .  / KMK.02 / 2 0XX tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, dengan 
ini disampaikan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-
K/ L) Kementerian . . . . . . . . . . . . . .  (6 ) 

Sebagai kelengkapan dokumen, dengan ini dilampirkan dokumen p�nelaahan 
berupa: 

a .  Rencana Kerj a  dan Anggaran Satuan Kerj a  (RKA Satker) . 

b .  ADK RKA-K/ L-DIPA.  

c .  Surat Pernyataan Eselon I .  

d .  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I .  

Demikian kami sampaikan, atas kerj asamanya diucapkan terima kasih . 

Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pej abat 
Yang Ditunjuk 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (7) 
NIP/ NRP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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Keterangan : 

1 .  Diisi logo Kementerian/ Lembaga. 

2 .  Diisi nomenklatur Kementerian/ Lembaga. 

3 .  Diisi unit eselon I pengusul RKA-K/ L. 

4 .  Diisi satker pengusul RKA-K/ L.  

5 .  Diisi alamat Kementerian / Lembaga. 

6 . Diisi nomenklatur Kementerian / Lembaga. 

7. Diisi nama dan NIP/ NRP Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Pej abat Yang 
Ditunjuk. 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 
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LAMPIRAN VI 
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K  INDONESIA 
NOMOR 14 3 / PMK . 02/2015 
TENTANG 
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 
KERJA DAN ANGGARAN KEM ENTERIAN N EGARA/ LEMBAGA 
DAN PENGESAI-IAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PEDOMAN PENELITIAN DAN REVIU RKA-K/ L 

Sebelum disampaikan ke Kementerian Keuangan, RKA-K/ L harus dilakukan 
penelitian oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c . q. Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga, untuk selanjutnya direviu 
oleh APIP K/ L .  Sama seperti tahun sebelumnya, tata cara penelitian dan reviu RKA­
K/ L tahun 20 1 6  mC\-sih fokus pada sasaran Kinerj a  berupa volume Keluaran dan 
indikator kirierj a  kegiatan . Kedepan, dengan makin sempurnanya penataan ADIK, 
penelitian dan reviu RKA-K/ L akan difokuskan untuk melihat hubungan logis 
antara: 

1 .  sasaran strategis ( outcome Kementerian/ Lembaga) dengan sasaran program 
( outcome Eselon I) dan dengan sasaran kegiatan ( output Satker) ; 

2 .  output strategis (level Kementerian/ Lembaga) dengan output program (Eselon I) 
dan dengan output satker, beserta indikator-indikatornya; 

3 .  outcome, output, input pada masing-masing level unit organisasi ; dan 

4 .  proses (activities) dengan output yang dihasilkan, beserta alokasi anggarannya. 

A .  Pedoman Penelitian RKA-K/ L oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat 
Utama/ Sekretariat c . q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ 
Lembaga 

Penelitian RKA-K/ L bertujuan untuk memastikan kelengkapan dan 
kebenaran RKA-K/ L yang disusun sebelum disampaikan kepada APIP K/ L clan 
Kementerian Keuangan c . q . DJA untuk dilakukan penelaahan bersama dengan 
Bappenas . Penelitian RKA-K/ L dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan 
dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam 
penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Menteri ini . 

Penelitian RKA-K/ L dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat 
Utama/ Sekretariat c . q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan Kementerian/ 
Lembaga. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penelitian 
RKA-K/ L adalah sebagai berikut: 

1 .  Dokumen dalam rangka meneliti RKA-K/ L, meliputi : 

a .  Renj a  K/ L dan RKP tahun anggaran yang direncanakan; 

b .  hasil kesepakatan trilateral meetings; 

c .  hasil reviu angka dasar ( baseline) dan hasil pembahasan proposal 
anggaran inisiatif baru U ika ada) ; 

d .  daftar rincian Pagu Anggaran per Satker/ Eselon I ;  

e .  K K  Satker, R KA  Satker dan RKA-K/ L formulir I / I I / II I ;  

f. ADK RKA-K/ L; 

g .  target dan pagu PNBP U ika ada) ; 

h .  Gender Budget Statement/ GBS U ika ada) ; 
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i .  dokumen teknis lainnya yang disusun oleh Satker seperti Rencana Bisnis 

dan Anggaran Badan Layanan Umum (RBA BLU) , perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan/ renovasi bangunan gedung negara atau yang 
sejenis , serta data dukung teknis lainnya; dan 

J .  peraturan-peraturan terkait dengan penganggaran . 

2 .  Penelitian RKA-K/ L difokuskan untuk meneliti hal-hal sebagai berikut : 

a .  konsistensi pencantuman sasaran Kinerja  meliputi volume Keluaran dan 
indikator kinerj a  kegiatan dalam RKA-K/ L sesuai dengan sasaran Kinerja  
dalam Renj a  K/ L dan RKP; 

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L yang 
ditetapkan oleh Menteri Keuangan; 

c .  kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan sumber dana yang 
ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; 

d.  kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level Keluaran ; dan 
e. kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L, antara lain RKA Satker, 

TOR/ RAB , dan dokumen pendukung terkait lainnya. 

Hasil penelitian RKA-K/ L yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ 
Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q . Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 
Kementerian / Lembagaselanjutnya disampaikan kepada unit eselon I 
Kementerian/ Lembaga untuk dilakukan penyesuaian atau perbaikan Oika ada) 
dan secara paralel disampaikan kepada APIP K/L untuk dilakukan reviu RKA­
K/ L.  

B.  Pedoman Reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L 

1 .  Pendahuluan 

1 .  1 .  Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor 2 5  Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa 
penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada RKP · dengan 
memperhitungkan ketersediaan anggaran . Pemerintah menentukan . 
prioritas pembangunan beserta kegiatan-kegiatan yang akan 
dilaksanakan dalam dokumen RKP. Hasil yang diharapkan adalah hasil 
secara nasional (national outcomes) sebagaimana amanat Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1 945 .  RKP 
merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan 
penj abaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi 
makro , program Kementerian/ Lembaga, lintas Kementerian / Lembaga, 
dan kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka 
pendanaan yang bersifat indikatif. RKP kemudian dijabarkan lebih 
lanjut ke dalam Renj a  K/L .  Untuk selanjutnya Renja  K/ L dij abarkan ke 
dalam RKA-K/ L berdasarkan Pagu Anggaran . 
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Penyusunan RKA-K/ L merupakan bagian dari perencanaan 

penganggaran . Permasalahan dalam perencanaan penganggaran antara 
lain RKA-K/ L belum disusun dengan baik dan tepat sesuai dengan 
kaidah perencanaan penganggaran , sehingga penuangan informasi 
dalam dokumen RKA-K/ L sering tidak terukur. Disamping itu , adanya 
kendala atas dokumen DIPA yang belum siap untuk dilaksanakan awal 
tahun anggaran direncanakan (bulan Januari) meskipun DlPA 
Kementerian / Lembaga sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran 
(bulan Desember) . Adanya perencanaan penganggaran belanj a  yang 
belum optimal juga berdampak kepada penyerapan anggaran yang 
tidak maksimal dan cenderung terjadi penyerapan pada akhir tahun , 
kualitas belanj a  negara masih belum optimal dalam mendukung 
sasaran pembangunan (peningkatan pertumbuhan, serta pengurangan 
pengangguran dan kemiskinan) , kebij akan fiskal (APBN) menj adi tidak 
dapat maksimal dalam memacu pembangunan . Oleh karena itu , dalam 
proses perencanaan penganggaran dituntut untuk menghasilkan RKA­
K/ L yang berkualitas · dan sesuai dengan kaidah perencanaan 
penganggaran . 

Sesuai dengan arahan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 
lokakarya APIP K/ L tanggal 22  Februari 20 1 2 ,  disebutkan bahwa APIP 
K/ L tidak hanya terkait dengan masalah ex post tetapi juga diharapkan 
dapat mendukung kinerja  dari instansi .  Dengan demikian , APIP K / L  
harus sudah mulai berperan sejak tahap perencanaan penganggaran . 
Peran ini semakin diperkuat dengan adanya surat Surat Edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 7 Tahun 20 1 2  tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka 
Penghematan Penggunaan Belanja  Barang dan Belanj a Pegawai di 
Lingkungan Aparatur Negara, antara lain menyatakan bahwa pimpinan 
instansi memberi tugas APIP K/ L untuk melakukan peningkatan 
pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerj a  anggaran . 

Seiring hal tersebut di atas , dalam proses perencanaan 
penganggaran , akan semakin dipertegas pemisahan tugas dan peran 
antara Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan 
Kementerian/ Lembaga sebagai Chief Operational Officer (COO) . Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa adanya peran APIP K/ L dalam 
proses perencanaan penganggaran adalah untuk mendorong K/ L guna 
meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran melalui 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L.  

1 . 2 Definisi 

Reviu RKA-K/ L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L oleh auditor 
APIP K/ L yang kompeten , untuk memberikan keyakinan terbatas 
( limited assurance) bahwa RKA-K/ L telah disusun berdasarkan Pagu 
Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan, Renja  K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah 
dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APB N ,  
standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi 
kaidah perencanaan penganggaran dalam upaya membantu 
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menteri/ pimpinan lembaga untuk menghasilkan RKA-K/ L yang 
berkualitas . Dalam hal ini , standar biaya meliputi standar biaya 
masukan , standar biaya keluaran , dan standar struktur biaya. 

APIP K/ L adalah Inspektorat Jenderal/ Inspektorat 
Utama/ Inspektorat atau nama lain yang secara fungsional 
melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung jawab langsung 
kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

1 . 3 Tujuan Reviu RKA-K/ L 

Tujuan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah untuk memberi 
keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi dalam RKA­
K/ L sesuai dengan Pagu Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L 

.yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renja  K/ L, RKP hasil 
kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan 
rancangan APBN,  standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan 
memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta dilengkapi 
dokumen pendukung. Reviu tidak memberikan dasar untuk 
menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak 
mencakup pengujian atas pengendalian intern , penetapan risiko 
pengendalian , pengujian atas dokumen sumber dan pengujian atas 
respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan 
bahan bukti yang menguatkan melalui inspeksi , pengamatan , atau 
konfirmasi , dan prosedur tertentu lainnya yang biasa dilaksanakan 
dalam suatu audit . 

Reviu dapat menj adikan perhatian auditor tertuju kepada hal-hal 
penting yang mempengaruhi RKA-K/ L, namun tidak memberikan 
keyakinan bahwa auditor akan mengetahui semua hal penting yang 
akan terungkap melalui suatu audit . Berdasarkan hasil reviu , APIP K/ L 
akan memberikan simpulan atas penyusunan RKA-K/ L.  Apabila 
auditor menemukan kelemahan dan/  atau kesalahan dalam 
penyusunan RKA-K/ L, maka auditor berkewajiban menyampaikan 
permasalahan beserta rekomendasi perbaikannya kepada unit 
penyusun RKA-K/ L untuk segera dilakukan perbaikan /penyesuaian 
dan berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal/ Sekretariat 
Utama/ Sekretariat c .q . Biro Perencanaan/ Urtit Perencanaan 
Kernen terian / Lem bag a. 

Penyusunan RKA-K/ L merupakan tanggung j awab unit penyusun 
RKA-K/ L (Menteri/ Pimpinan Lembaga c .q. Pejabat Eselon I yang 
memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab 
program) . Oleh karena itu , unit penyusun bertanggung j awab untuk 
melaksanakan perbaikan/penyesuaian RKA-K/ L. 

1 . 4 Ruang Lingkup , Sasaran , dan Waktu Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah penelaahan 
atas penyusunan dokumen rencana keuangan yang bersifat tahunan 
berupa RKA-K/ L unit eselon I dan penelusuran RKA-K/ L unit eselon I 
ke dokumen su.mber yang dilakukan secara terbatas pada TOR, RAB , 
dan dokumen pendukung terkait lainnya. Ruang lingkup reviu RKA­
K/ L tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern dan 
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pengujian atas respon permintaan keterangan yang biasanya 
dilaksanakan dalam suatu audit. 

Sasaran reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L adalah Menteri/ Pimpinan 
Lembaga memperoleh keyakinan bahwa penyusunan · dokumen 
perencanaan keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L unit 
eselon I dan data pendukung telah disusun berdasarkan Pagu 
Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh 
Menteri Keuangan, Renj a  K/ L, RKP hasil kesepakatan pemerintah 
dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APB N ,  
standar biaya, dan kebijakan pemerintah lainnya serta memenuhi 
kaidah perencanaan penganggaran . 

Reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L dilaksanakan pada saat penyusunan 
RKA-K/ L oleh unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 
dan sebagai penanggung j awab program setelah ditetapkannya pagu 
anggaran K/ L, dan penyesuaian RKA-K/ L oleh unit eselon I yang 
memiliki alokasi anggaran (portofolio) setelah diperolehnya alokasi 
anggaran K/L .  Dengan demikian lokasi reviu dilakukan pada kantor 
unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) . 

Pada prinsipnya, pelaksanaan reviu RKA-K/ L oleh APIP K/ L tidak 
menambah layer proses perencanaan dan penganggaran . Untuk itu , 
reviu RKA-K/ L dapat dilaksanakan secara paralel bersamaan dengan 
pembahasan RKA-K/ L antara unit eselon I dan Sekretariat 
Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q .  Biro Perencanaan/ Unit 
Perencanaan Kementerian/ Lembaga. Hal ini perlu dilakukan agar 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L dapat berj alan dengan efisien dan efektif 
mengingat keterbatasan waktu mulai penyusunan RKA-K/ L oleh 
Menteri/ Pimpinan Lembaga c . q. Pej abat Eselon I yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program sampai 
dengan RKA-K/ L lingkup K/ L disampaikan kepada Kementerian 
Keuangan c .q .  Direktorat Jenderal Anggaran . 

1 . 5 Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L 

Referensi peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu RKA­
K/ L adalah semua peraturan yang terkait dengan pengelolaan 
Keuangan Negara pada tahap perencanaan dan penganggaran , antara 
lain meliputi : 

a. Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

b .  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

c .  Undang-Undang Nomor 2 5  · Tahun 2 004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ;  

d .  Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan Dan 
Penerusan Pinj aman Dalam Negeri Oleh Pemerintah ; 

e .  Peraturan Pemerintah mengenai Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah ; 
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f. Peraturan Pemerintah mengenai Penyusunan Rencana Kerj a  Dan 

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 

g. Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pengadaan Pinjaman 
Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah ; 

h .  Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 

i .  Peraturan Presiden mengenai rencana kerja  pemerintah ; 

J .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Luar 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri , dan Pegawai Tidak 
Tetap ; 

k .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengukuran Dan Evaluasi 
Kinerj a  Atas Pelaksanaan Rencana Kerj a  Dan Anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga; 

1. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pej abat Negara, Pegawai Negeri , Dan Pegawai Tidak 
Tetap ; 

m .  Peraturan Menteri . Keuangan mengenai Pedoman Standar Biaya, 
Standar Struktur Biaya, Dan Indeksasi Dalam Penyusunan 
Rencana Kerj a  Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga; 

· n. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengajuan 
Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; 

o .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Bagan Akun Standar; 

p .  Peraturan Menteri Keuagan mengenai Standar Struktur Biaya; 

q. Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Masukan ; 

r .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya Keluaran ; 

s .  Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan 
penelaahan rencana kerja  dan anggaran kementerian 
negara/ lembaga dan pengesahan daftar 1s1an pelaksanaan 
anggaran ; 

t .  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengenai Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 

u .  Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu anggaran 
kementerian negara/ lembaga dan langkah-langkah penyelesaian 
rencana kerj a  anggaran kementerian negara/ lembaga; dan 

v. Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pagu alokasi 
anggaran kemen terian negara / lem bag a. 

1 . 6 Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu RKA-K/ L 

Pereviu harus objektif dalam melaksanakan kegiatan reviu . Prinsip 
obj ektivitas mensyaratkan agar Tim Reviu RKA-K/ L melaksanakan 
reviu terhadap RKA-K/ L dengan jujur, integritas , dan tidak 
mengkompromikan kualitas . 
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Untuk mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas RKA-K/ L, 

perlu dipertimbangkan kompetensi pereviu Tim Reviu RKA-K/ L yang 
akan ditugaskan . Sesuai dengan tujuan reviu RKA-K/ L, maka Tim 
Reviu RKA-K/ L secara kolektif seharusnya memenuhi kompetensi 
sebagai berikut: 

a .  memahami sistem perencanaan pembangunan nasional ; 

b .  memahami tata cara penyusunan RKA-K/ L; 

c .  memahamiperencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah 
di lingkungan K/ L; 

d .  memahami bagan akun standar; 

e .  memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi unit yang direviu ; 

f. menguasai teknik komunikasi ; 

g .  memahami analisis basis data; dan 

h .  menguasai dasar-dasar reviu . 

2 .  Tata Cara Reviu RKA-K/ L 

Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini dimaksudkan sebagai acuan 
untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu RKA-K/ L .  
Pedoman pelaksanaan reviu RKA-K/ L ini menguraikan kegiatan-kegiatan 
yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu RKA-K/ L, termasuk di 
dalamnya prosedur reviu RKA-K/ L yang berisi serangkaian langkah/ program 
yang akan dilaksanakan oleh APIP K/ L dalam mereviu dokumen 
perencanaan penganggaran . 

2 . 1 Tahapan Reviu RKA-K/ L 

Dalam melakukan reviu RKA-K/ L, terdapat 3 (tiga) tahapan reviu 
RKA-K/ L, meliputi : 

a .  tahap perencanaan reviu RKA-K/ L; 

b.  tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L; dan 

c .  tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/ L .  

Tahap perencanaan reviu RKA-K/ L meliputi antara lain koordinasi 
dengan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan, kegiatan untuk 
menentukan skala prioritas berdasarkan analisis risiko , melakukan 
usulan penugasan reviu , dan mempersiapkan bahan penyusunan 
program kerj a  reviu . Tahap pelaksanaan reviu RKA-K/ L mencakup 
kegiatan penelaahan dokumen perencanaan keuangan dan penyusunan 
kertas kerj a  reviu . Tahap pelaporan hasil reviu RKA-K/ L mencakup 
kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil 
Reviu (LHR) . 

2 . 2  Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

2 . 2 . 1 Hal-hal Yang Harus Dipersiapkan 

Sebelum melaksanakan reviu RKA-K/ L, beberapa hal yang perlu 
dipersiapkan oleh APIP K/ L adalah sebagai berikut: 
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a. APIP K/ L melakukan rapat koordinasi dengan Biro 

Perencanaan/ Unit Perencanaan untuk mendapatkan hasil 
dokumen perencanaan yaitu RKP dan Renj a  K/ L (hasil 
trilateral meeting) , kebijakan menteri/ pimpinan lembaga terkait 
perencanaan dan penganggaran Kementerian / Lembaga. 
Koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan 
yang berkaitan dengan penyusunan RKA-K/ L.  Melalui 
koordinasi terse but diharapkan akan menghasilkan 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L yang efisien dan efektif. 

b .  APIP K/ L dapat mempersiapkan data yang dapat mendukung 
pelaksanaan reviu RKA-K/ L antara lain Renj a  K/L (hasil 
trilateral meeting) , pagu indikatif dan rancangan awal RKP, 
hasil temuan BPK dan compliance audit atas realisasi DIPA 
(bila ada) , Peraturan Menteri Keuangan Nomor mengenai 
Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, Dan 
Indeksasi Dalam Penyusunan RKA-K/ L, Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Standar Struktur Biaya, Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai

. 
Standar Biaya Masukan , 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Standar Biaya 
Keluaran , data SIMAK-BMN, kebijakan pemerintah , serta 
peraturan menteri/pimpinan lembaga terkait tugas dan fungsi 
Eselon I dan K/L .  

c .  APIP K/ L menerima dokumen-dokumen dari unit eselon I 
untuk direviu , meliputi : 

1 )  surat pengantar yang ditandatangani oleh pejabat eselon 
I / penanggung j awab portofolio ; 

2 )  daftar rincian Pagu Anggaran per satker / eselon I ;  

3)  RKA-K/ L unit eselon I (RKA-K/ L formulir II / III) ; 

4) Rencana Kerja  Anggaran Satker (RKA Satker) ; 

5) Kertas Kerja  Satker (KK Satker) ; 

6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L; 

7) Data SIMAK-BMN ; dan 

8) TOR/ RAB dan dokumen pendukung terkait lainnya. 

d. APIP K/ L menyusun program kerj a  reviu RKA-K/ L untuk 
digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan reviu RKA­
K/ L unit eselon I .  

2 . 2 . 2  Pelaksanaan Tahap Perencanaan Reviu RKA-K/ L 

Pada tahap perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I ,  kegiatan 
yang dilakukan antara lain sebagai berikut: 

a .  APIP K/ L menyusun Tim Reviu RKA-K/ L 

Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah persyaratan 
kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi . Tim 
Pereviu RKA-K/ L disusun paling sedikit terdiri dari 1 (satu) 
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Pengendali Mutu, 1 (satu) Pengendali Teknis ,  beberapa Ketua 
Tim , dan beberapa jumlah Anggota Tim disesuaikan dengan 
kebutuhan . Sebagai dasar pelaksanaan reviu RKA-K/ L, 
pimpinan APIP K/ L menerbitkan surat tugas reviu RKA-K/ L .  
Surat tugas tersebut paling sedikit menj elaskan mengenai 
pemberi tugas , susunan tim, ruang lingkup reviu, lokasi , serta 
waktu pelaksanaan reviu RKA-K/ Lunit eselon I .  

b .  Pemahaman obj ek reviu RKA-K/ L dan peraturan/ kebijakan 
perencanaan penganggaran 

Sebelum melakukan reviu RKA-K/ L, pereviu harus memahami 
tugas dan fungsi obj ek reviu dan peraturan terkait penyusunan 
RKA-K/ L (seperti yang telah disebutkan dalam angka 1 . 5 hal 
Referensi Peraturan Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L) .  Objek reviu 
adalah unit penyusun RKA-K/ L tingkat eselon I atau pej abat 
lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 
penanggung j awab program . 

c .  Penyusunan prosedur bertujuan untuk menentukan langkah­
langkah reviu RKA-K/ L yang tepat dengan mempertimbangkan 
faktor risiko , materialitas , signifikansi, ketersediaan auditor,  
dan ketersediaan waktu . 

2 . 3  Tahap Pelaksanaan Reviu RKA-K/ L unit eselon I 

2 . 3 . 1 APIP K/ L dapat melakukan reviu secara paralel dengan 
pelaksanaan penelitian oleh Biro Perencanaan / Unit Perencanaan 
atas RKA-K/ L unit eselon I .  

2 . 3 . 2  Jika dilakukan bersama, APIP K/ L bersama-sama Biro 
Perencanaan / Unit Perencanaan dan unit eselon I penyusun RKA­
K/ L melakukan Kick of Meeting Reviu dan Penelitian RKA-K/ L 
unit eselon I .  

2 . 3 . 3  Hal-hal Yang Harus Diperhatikan 

2 . 3 . 3 . 1 Ruang Lingkup Reviu RKA-K/ L 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L unit eselon I oleh APIP K/ L 
difokuskan pada: 

a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu 
Keluaran; 

b .  kepatuhan dalam penerapan 
penganf:maran, antara lain : 

1 )  penerapan SBM, SBK dan SSB 

kaidah-kaidah 

Untuk Keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan sebagai SBK, reviu RKA-K/ L dilakukan 
hanya untuk mencocokkan besaran uang 
pencapaian Keluaran yang tercantum dalam RKA 
Satker dengan SBK. Untuk Keluaran yang non 
SBK, reviu RKA-K/ L dilakukan sampai dengan level 
detil ; 
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2)  penggunaan akun; 

3) hal-hal yang dibatasi,  termasuk dalam hal ini 
adalah penggunaan produk impor karena K/ L 
diminta untuk mengutamakan penggunaan produk 
dalam negeri ; 

4) pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 
didanai dari penerimaan negara bukan paj ak, 
pinjaman/ hibah luar negeri , pinjaman/ hibah 
dalam negeri , dan surat berharga syariah negara; 

5) penganggaran badan layanan umum ; 

6)  kontrak tahun jamak (multi years contract); dan 

7) pengalokasian anggaran yang akan diserahkan 
menjadi penyertaan modal negara pada badan 
usaha milik negara. 

c .  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/ L antara 
lain RKA Satker, TOR/ RAB dan/ atau dokumen 
pendukung terkait lainnya; dan 

d. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai 
inisiatif baru dan/ atau rincian anggaran angka dasar 
yang mengalami perubahan pada level komponen ; 

Disamping fokus pada ruang lingkup di atas , pereviu dapat 
melakukan reviu atas ruang lingkup RKA K/ L unit eselon I 
sebagai berikut untuk memastikan : 

a .  konsistensi pencantuman sasaran Kinerj a  meliputi volume 
Keluaran dan indikator kinerj a  kegiatan dalam RKA-K/ L 
sesuai dengan sasaran Kinerja  dalam Renj a  K/ L dan RKP; 

b. Kesesuaian total pagu dalam RKA-K/ L dengan Pagu 
Anggaran K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan ; 

c .  Kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/L dengan sumber 
dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/ L; dan 

d. kepatuhan dalam pencantuman tematik APBN pada level 
Keluaran . 

2 . 3 . 3 . 2  Tim Reviu RKA-K/ L harus mendapatkan Keputusan 
Menteri Keuangan atau Surat Menteri Keuangan 
mengenai Penetapan Pagu Anggaran K/ L dan per 
program , dan Penetapan Pagu Alokasi Anggaran K/ L dan 
per program . 

2 . 3 . 3 . 3  Untuk reviu penyesuaian RKA-K/ L, Tim Reviu RKA-K/ L 
harus meminta hasil pembahasan antara 
Kementerian/ Lembaga dengan DPR antara lain laporan 
singkat (lapsing) dan catatan hasil pembahasan . 
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2 . 3 . 3 . 4  Tim Reviu RKA-K/ L harus meminta hasil penelitian RKA­

K/ L yang dilakukan oleh Biro Perencanaan/ Unit 
Perencanaan Kementerian/ Lembaga sebagai bahan 
masukan dan sinkronisasi hasil reviu . 

2 . 3 . 4  Pelaksanaan Program Kerja  Reviu RKA-K/ L 

Reviu RKA-K/ L unit eselon I dilaksanakan sesuai dengan 
program kerj a  reviu RKA-K/ L yang telah disusun pada tahap 
perencanaan reviu RKA-K/ L unit eselon I .  Pelaksanaan reviu 
RKA-K/ L unit eselon I dikoordinasikan dengan unit penyusun 
RKA-K/ L tingkat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program 
bersama Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L .  
Pengembangan prosedur reviu RKA-K/ L dapat dilakukan oleb 
Tim Reviu RKA-K/ L sepanjang diperlukan sesuai dengan kondisi 
di lapangan . 

Hasil pelaksanaan prosedur reviu dituangkan dalam Kertas 
Kerj a  Reviu (KKR) dan dilakukan barus direviu secara berj enj ang 
oleb Ketua Tim dan Pengendali Teknis .  Berdasarkan KKR, Tim 
Reviu RKA-K/ L barus menyusun Catatan Hasil Reviu (CHR) 
untuk menyampaikan basil reviu RKA-K/ L unit eselon I yang 
berisi kesalahan atau kelemaban yang ditemui serta rekomendasi 
perbaikan . CHR dibabas dan disampaikan kepada unit eselon I 
c . q. Sekretaris unit eselon I untuk segera ditindaklanjuti dengan 
perbaikan atau penyesuaian RKA-K/ L dan Biro 
Perencanaan / Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga. Biro 
Perencanaan/ Unit Perencanaan memastikan penyelesaian tindak 
lanjut atas CHR terkait RKA-K/ L unit eselon I .  CHR barus 
ditandatangani bersama antara Tim Pereviu dengan Sekretaris 
unit eselon I yang menyusun RKA-K/ L.  

RKA-K/ L unit eselon I yang telab diperbaiki atau 
disesuaikan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ 
Sekretariat Utama/ Sekretariat c .q .  Bro Perencanaan/ Unit 
Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk dapat dibimpun 
menj adi RKA-K/ L lingkup Kementerian/ Lembaga dengan 
tembusan APIP K/ L untuk selanjutnya disampaikan kepada 
Kementerian Keuangan c .q .  Direktorat Jenderal Anggaran . 

Tim Pereviu RKA-K/ L wajib mendokumentasikan selurub KKR 
dan dokumen RKA-K/ L unit eselon I beserta TOR/ RAB / dokumen 
pendukung lainnya dengan baik dan aman . 

2 . 4 Tabap Pelaporan Hasil Reviu RKA-K/ L 

Pelaporan basil reviu RKA-K/ L unit eselon I pada intinya 
mengungkapkan tujuan dan alasan pelaksanaan reviu , prosedur reviu 
yang dilakukan, kesalaban atau kelemaban yang. ditemui , langkab 
perbaikan yang disepakati , langkab perbaikan yang telab dilakukan, 
dan saran perbaikan yang belum atau tidak dilaksanakan . Laporan 
basil reviu disusun dalam bentuk Laporan Hasil Reviu (LHR) . LHR 
disampaikan oleh pimpinan APIP K/ L kepada pimpinan unit eselon I .  
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LOGO . . .  ( 1 )  KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . .  (2) 

APIP K/ L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

Alamat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

SURAT TUGAS 

Nomor: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (5) 

} KOP Kementerian 
Negara/ Lembaga 

Dalam rangka Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat 
Jenderal Kementerian Negara/ Lembaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (6) Tahun 20.XX, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (?) menugaskan: 

No Nama 

1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (8) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (9) 

2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 0) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 1 )  

3 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 2)  

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 3)  

4 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 4) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 5) 

5 .  . . . . .  dst 

Per an 

Pengendali Mutu 

Pengendali Teknis 

Ketua Tim 

Anggota Tim 

Anggota Tim 

untuk melaksanakan Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(RKA-K/ L) Tahun Anggaran XXXX pada: 
1 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 6 ) •; 
2 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( l  7). 

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta selama . . . . .  ( 1 8) hari kerja  mulai tanggal 
. . . . .  ( 1 9) s . d  . . . . . .  (20) 20.XX, di bawah tanggung jawab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2 1 ) .  

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Surat Tugas ini menjadi beban 
anggaran Inspektorat J enderal . 

Demikian untuk dilaksanakan dan segera melaporkan hasil pelaksanaan tugas . 

Tembusan : 
. . . . . .  (25)  
. . . . . .  (26) 
[ . . .  , dst. ]  

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 

Inspektur Jenderal 

[ttd] 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  (22) 20.XX 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (23) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (24) 
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1 .  Berisi logo K /  L 

2. Berisi nomenklatur K/L 

3. Berisi nomenklatur APIP K/ L 

4. Berisi alamat APIP K/ L 

5. Berisi nomor surat tugas 

6. Berisi nomenklatur K/ L 
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7. Berisi nomenklatur pejabat yang.memberikan penugasan 

8. Berisi nama pej abat yang berperan sebagai pengendali mutu 

9. Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali mutu 

1 0. Berisi nama pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis 

1 1 . Berisi NIP pejabat yang berperan sebagai pengendali teknis 

12. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai ketua tim 

1 3. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai ketua tim 

1 4. Berisi nama pegawai yang berperan sebagai anggota tim 

1 5. Berisi NIP pegawai yang berperan sebagai anggota tim 

1 6. Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 7. Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 8. Berisi jumlah hari penugasan 

1 9. Berisi tanggal mulai penugasan 

20. Berisi tanggal akhir penugasan 

2 1 .  Berisi nomenklatur pejabat yang bertanggung jawab terhadap penugasan 
terkait 

22. Berisi tanggal dan bulan surat tugas ditetapkan 

23. Berisi nama pej abat yang memberikan penugasan 

24. Berisi NIP pejabat yang memberikan penugasan 

25. Berisi pimpinan unit eselon I K/ L yang direviu 

26. Berisi pimpinan Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan pada Sekretariat 
Jenderal/ Sekretariat U tama/ Sekretariat 
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2 .  FORMAT PROGRAM KERJA REVIU RKA-K/ L UNIT ESELON I 

Dapatkan dokumen-dokumen yang 
diperlukan sebagai berikut: 

1. RKP, Renja K/ L (hasil trilateral 
meeting) , Keputusan Menteri 
Keuangan terkait Pagu 
Angganm dan Pagu Alokasi 
Anggaran K/ L, Surat Sekretaris 
J enderal / Sekretaris 
Utama/ Sekretaris c.q.  Kepala 
Biro Perencanaan/ Kepala Unit 
Perencanaan K/ L terkait Pagu 
Anggaran clan Pagu Alokasi 
Anggaran tiap program; 

2. Term of References (TOR) , 
Rencana Anggaran Bia ya (RAB) , 
dan dokumen pendukung 
lainnya; 

3. ADK Rencana Kerja dan 
Anggaran K/L unit eselon I ;  

4. Laporan singkat 
pembahasan antara 
dengan DPR (lapsing) ; 

5 .  Data SIMAK-BMN; 

6.  Dokumen-dokumen 
yang dibutuhkan 
pelaksanaan reviu. 

hasil 
K/ L 

lainnya 
dalam 

);;>- Untuk Pengadaan Tanah 

1) Data/ dokumen Rencana 
Kebutuhan Tahunan BMN;  

2) Status Kepemilikan Tanah; 

3) Informasi kewajaran harga 
tanahberpedoman pada 
ketentuan mengenai 
pengadaan tanah; 

4) Khusus untuk pengadaan 
kontrak tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun jamak yang 
diajukan oleh menteri/ 
pimpinan lembaga kepada 
Menteri Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan dan surat 
penyertaan dari PA. 
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reviu/ audit APIP 
atau reviu/ audit 

untuk s1sa 
pekerjaan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak. 

);.> Untuk Pembangunan 
Bangunan/Gedung Negara 

1) Data/ dokumen Rencana 
Kebutuhan Tahunan 
BMN untuk bangunan; 

2) Surat penghapusan 
bangunan/ gedung (bila 
dibangun di tanah yang 
sudah ada bangunan/ 
gedung lama) ; 

3) Izin Prinsip pembangunan 
gedung dari Pemerintah 
Daerah (IMB) ; 

4) Status 
tanah; 

kepemilikan 

5) Surat dari kementerian 
teknis, seperti Surat dari 
Kementerian Pekerjaan 
Umum clan Perumahan 
Rakyat/ Dinas Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat setempat terkait 
perhitungan kebutuhan 
biaya pembangunan 
gedung negara atau seje­
nisnya untuk Pengadaaan 
Bangunan/ Geclung; 

6) Izin Menteri Keuangan 
(untuk kontrak tahun 
jamak) ; 

7) Khusus untuk kontrak 
tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun jamak 
yang cliajukan oleh 
menteri/ pimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan clan surat 
pernyataan clariPA. 
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8) Hasil reviu APIP K/ L atau 
reviu BPKP untuk sisa 
pekerjaan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun j amak. 

� Untuk Pengadaan Kapal 
Patroli 

1) Surat dari Kementerian 
Teknis, antara lain: 
Kementerian 
Perhubungan, atau 
Kementerian Pertahanan 
(khusus untuk yang 
dilengkapi dengan 
senjata) ; 

2) Khusus untuk kontrak 
tahun jamak, 
permohonan persetujuan 
kontrak tahun jamak 
yang diajukan oleh 
menteri/ pimpinan 
lembaga kepada Menteri 
Keuangan yang 
dilengkapi dengan Surat 
Pernyataan dari PA; dan 

3) Hasil reviu APIP K/L 
atau reviu BPKP untuk 
sisa pekerjaan yang 
dimohonkan persetujuan 
perpanjangan kontrak 
tahun jamak. 

� Untuk Pengadaan 
Kendaraan Bermotor adalah 
Surat persetujuan dari 
menteri/ pimpinan lembaga, 
kecuali: 

1) pengadaan kendaraan 
fungsional (ambulance 
untuk rumah sakit, ceel 
wagon untuk rumah 
tahanan) ; 

2) pengadaan kendaraan 
untuk satker baru harus 
ada SK Penetapan 
Menteri PAN-RB; dan 
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3) Berita Acara 
Penghapusan Kendaraan 
untuk peng-gantian 
kendaraan yang rusak 
be rat yang secara 
ekonomis memerlukan 
biaya penghapusan dari 
daftar inventaris . 

� Untuk Renovasi Bangunan 

1) Surat dari Kementerian 
PU / Dinas PU setempat 
terkait perhitungan 
ke bu tuhan biaya 
renovasi gedung negara/ 
sejenisnya. 

2)  Khusus untuk renovasi 
bangunan/ gedung 
Negara yang berlokasi di 
luar negeri (Kantor 
Perwakilan) yang tidak 
merubah hasil 
bangunan, perhitungan 
kebutuhan biaya 
renovasi dari konsultan 
perencanaan setempat. 

� Untuk Pemeliharaan BMN 
Data SIMAK BMN untuk 
mengetahui luas, jumlah, 
dan kondisi BMN. 

2 . Pastikan bahwa kertas kerja RKA­
K/ L yang diterima sudah sesuai 
dengan ADK-nya. 

3 .  Buat Kesimpulan. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan/ atau 
TOR/ RAB/ dokumen pendukung 
lainnya clan Kertas Kerja RKA-K/ L 
Satker. 
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2 .  Lakukan pengujian kelayakan 
anggaran atas suatu komponen 
berdasarkan professional 
judgement dan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan azas 
kepatutan dalam pengalokasian 
anggaran 

3. Buat Kesimpulan. 

2 .  Pastikan harga satuan pada 
rincian kertas kerja RKA-K/ L telah 
mengacu pada SBM, SEK atau 
SSE. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan PMK 
mengenai Bagan Akun Standar 
serta Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan mengenai 
penambahan/ perubahan akun. 

2 .  Pastikan akun belanja pada 
rincian kertas kerja RKA-K/ L 
berdasarkan pagu anggaran dan 
pagu alokasi anggaran telah sesuai 
dengan Bagan Akun Standar 
(BAS). 

3. Buat kesimpulan. 

1. Dapatkan ADK, TOR, RAB, dan 
dokumen pendukung lainnya 

rice list , Kertas Ker· a 
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2 .  Lakukan Penelaahan atas TOR, 
RAB, dan Kertas Kerja Satker serta 
identifikasi apakah terdapat 
alokasi anggaran untuk kendaraan 
bermotor 

3 .  Teliti apakah alokasi anggaran 
kendaraan bermotor telah disertai 
dengan surat persetujuan dari 
Menteri/ pimpinan lembaga, 
kecuali: 

a. Untuk satker baru, pastikan 
terdapat Surat Keputusan 
MenpanRB tentang 
pembentukan satker. 

b. Untuk penggantian kendaraan 
yang rusak berat yang secara 
ekonomis memerlukan biaya 
pemeli-haraan yang besar 
untuk selanjutnya harus 
dihapuskan dari daftar 
inventaris dan tidak diusulkan 
biaya pemeliharaannya, 
pastikan terdapat Surat 
Keterangan berupa Berita 
Acara Penghapusan/  Pelelangan 
kendaraan. 

4. Teliti pula apakah satker telah 
membuat perhitungan sewa 
kendaraan se bagai salah satu 
alternatif penyediaan kendaraan 
operasional. 

5 .  Buat kesimpulan 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja RKA­
K/ L Satker dan draft SK Tim. 

2 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Kerja RKA-K/ L dan draft SK Tim. 

3. Pastikan bahwa alokasi anggaran 
untuk pembentukan tim telah 
memenuhi kriteria: 
a. pelaksanaannya memerlukan 

pembentukan panitia/ tim; 

b. mempunyai keluaran yang jelas 
dan terukur; 
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yang 

mengiku tsertakan eselon I 
lainnya; 

d. bersifat temporer yang perlu 
diprioritaskan; 

e. merupakan perangkapan tugas 
fungsi tertentu di-samping 
tusinya sehari-hari; 

f. bukan operasional yang dapat 
diselesaikan secara internal 
satker; dan 

g. pembayaran honor tim, 
berpedoman pada peraturan/ 
ketentuan mengenai standar 
biaya masukan. 

4. Buat Kesimpulan. 

1 .  Dapatkan ADK/ Kertas Kerja 
RKA-K/ L Satker. 

2 .  Lakukan pengujian kelayakan 
anggaran atas suatu komponen 
berdasarkan professional 
judgement dan benchmark (bila 
ada) serta memperhatikan efisiensi 
(misal lebih mengutamakan rapat 
di luar jam kantor / RDK) dan azas 
kepatutan dalam pengalokasian 
anggaran. 

3 .  Buat Kesimpulan. 

1 .  Dapatkan ADK, TOR, RAB, dan 
dokumen pendukung lainnya, 
Kertas Kerja RKA-K/ L Satker. 

2. Dapatkan data terkait dengan 
adanya satker baru pada unit 
eselon I yang telah mendapat 
penetapan dari Kemenpan-RB. 

3 .  Lakukan penelaahan atas Kertas 
Kerja RKA-K/ L. 

4. Pastikan bahwa tidak terdapat 
alokasi anggaran untuk 
pemasangan telepon kecuali bagi 
Satker Baru. 

5. Buat Kesimpulan. 
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2 .  Lakukan penelaahan atas TOR, 
RAB, dan Kertas Kerja RKA-K/ L. 

3 .  Pastikan bahwa alokasi anggaran 
perayaan atau peringatan hari 
besar, hari raya dan hari ulang 
tahun Kementerian/ Lembaga 
dalam jumlah yang dibatasi 
menurut profesional judgement 
dan memperhatikan azas 
kepatutan. 

Buat kesimpulan. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/L, 
TOR/ RAB dan dokumen 
pendukung lainnya (Naskah 
Perjanjian Pinjaman Hibah Luar 
Negeri (NPPHLN) . 

2 .  Pastikan bahwa dalam RKA-K/ L 
telah dicantumkan antara lain: 
a. akun belanja sesuai dengan 

transaksi-transaksi yang 
dibiayai dengan Naskah 
Perjanjian Pinjaman Hibah 
Luar Negeri (NPPHLN) yang 
disesuaikan dengan kategori 
pembiayaan yang 
diperbolehkan lender. 

b.  kode kantor bayar yaitu kode 
KPPN Khusus Jakarta VI (140) 
untuk transaksi PHLN dalan 
valas dan tata cara 
penarikannya direct payment 
dan letter of credit atau kode 
KPPN sesuai lokasi kegiatan. 
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c. sumber dana sesuai NPPHLN; 

d .  tata cara penarikan PHLN 
sesuai dengan tata cara 
penarikan PHLN yang diatur 
dalam NPPHLN atau dokumen 
lain yang disetujui lender, 

e. kode register PHLN; 

f. persentase/ porsi pembiayaan 
yang dibiayai lender sesuai 
dengan NPPHLN atau dokumen 
lain yang disetujui lender, 

g. Pastikan effective date PHLN 
a tau closing date PHLN. 

Dalam hal terdapat kegiatan yang 
belum terselesaikan dalam tahun 
anggaran yang bersangkutan dan 
dilanjutkan pada tahun berikutnya 
maka penyediaan dana PHLN dan 
pendampingnya menjadi prioritas 
sesuai denagn Annual Work Plan 
(A WP) yang ditandatangani lender. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L, 
TOR/ RAB dan dokumen 
pendukung lainnya Naskah 
Perjanjian Penerusan Pinjaman 
Dalam Negeri (NPPDN) . yang 
ditandatangani Menteri Keuangan 
atau pejabat yang diberi kuasa dan 

enenma enerusan PDN. 
2. Pastikan bahwa dalam RKA-K/ L 

telah dicantumkan antara lain: 
a. akun belanja sesuai dengan 

BAS; 
b. sumber dana sesuai NPPDN; 
c. kode register PDN sesuai 

dengan kode register yang 
diterbitkan oleh Ditjen 
Pembiayaan dan Pengelolaan 
Resiko. 

3 .  Buat kesimpulan. 
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RKA-K/ L, 
dan dokumen 

lainnya,DRKH, 
kegiatan jangka 

dan tahunan 
rencana pemanfaatan 

2 .  Pastikan bahwa dalam 
pengalokasian kegiatan pada RKA­
K/ L telah berdasarkan DRKH. 

3. Pastikan nomenklatur program/ 
kegiatan yang dipakai adalah 
nomenklatur hasil restrukturisasi 
program/ kegiatan 

4. Buat kesimpulan. 

1. Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
dokumen pendukung lainnya. 

2 .  Teliti apakah nomenklatur 
kegiatan telah menggunakan 
nomenklatur kegiatan sesuai 
dengan table referensi pada 
aplikasi RKA-K/L;  

3 .  Teliti apakah penuangan kegiatan 
dan besaran anggaran dalam RKA­
K/ L telah berpedoman pada: 

a. PP mengenai tata car a 
penggunaan PNBP yang 
bersumber dari kegiatan 
tertentu, 

b .  KMK mengenai persetujuan 
penggunaan se bagian dana 
yang berasal dari PNBP; 

c. Angka pagu penggunaan PNBP 
dari Direktorat PNBP DJA. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

- 24 -

4. Teliti apakah dana yang 
bersumber dari PNBP difokuskan 
untuk kegiatan dalam rangka 
peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat dan/ atau sesuai 
ketentuan tentang persetujuan 
penggunaan se bagian dana yang 
berasal dari PNBP. 

5 .  Pastikan kebenaran penggunaan 
akun honor pengelola kegiatan 
PNBP menggunakan akun belanja 
barang operasional (52 1 1 1 5) dan 
honor kegiatan non operasional 
yang bersumber PNBP 
menggunakan akun honor yang 
terkait dengan keluaran (output) 
kegiatan (52 1 2 1 3) .  

6 .  Lakukan pengujian atas 
kepatuhan penerapan standar 
biaya,baik SBK,SBM maupun SSB .  

7 .  Buat kesimpulan. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L, Rencana 
Bisnis Anggaran (RBA) beserta 
Ikhtisar RBA, Rencana Strategis 
BLU, dan dokumen pendukung 
lainnya. 

2 .  Pastikan penyusunan RBA telah 
mengacu kepada Rencana 
Strategis bisnis BLU yang disertai 
prakiraan RBA tahun berikutnya. 

3 .  Pastikan RBA telah memuat 
seluruh program, kegiatan, 
anggaran penerimaan/ 
pendapatan, anggaran 
pengeluaran/ belanja, estimasi 
saldo awal kas dan estimasi saldo 
akhir kas BLU. 

4. Pastikan bahwa RBA telah disusun 
berdasarkan basis kinerja dan 
perhitungan akuntansi biaya 
menurut jenis layanannya dan 
kebutuhan dan kemampuan 
pendapatan yang diperkirakan 
akan diterima dari la anan 
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diberikan kepada masyarakat, 
hi bah, basil kerja  sana, 
penerimaan lain yang sah.  

5 .  Teliti apakah RBA disusun 
berdasarkan basis kinerja dengan 
memperhatikan efisiensi dalam 
pencapaian kinerja (kuantitas dan 
kualitas yang terukur) yaitu dari: 

a. pengalokasian anggaran 
berorientasi pada kinerja; 

b .  alokasi didasarkan pada tusi 
unit kerja; 

c .  fleksibilitas, efisiensi, 
transparansi dan akuntabilitas ; 

d. Penggunaan indikator kinerja, 
dan standar biaya (SBM, SBK, 
SSB), dan melakukan evaluasi 
kinerja. 

6 .  Pastikan pagu dana pada ikhtisar 
RBA dengan sumber dana berasal 
dari PNBP dan Rupiah Murni telah 
sama dengan alokasi anggaran 
pada pagu anggaran. 

7 .  Pastikan bahwa setiap peru bahan 
RBA/ DIPA BLU yang 
mengakibatkan perubahan pagu 
belanja harus mendapat 
persetujuan Dewan Pengawas . 

8. Lakukan 
kepatuhan 
biaya, baik 
maupun SSB. 

pengujian atas 
penerapan standar 
untuk SBM, SBK 

9. Buat kesimpulan. 
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RKA-K/ L dan 
kertas kerja RKA-K/ L satker TOR, 
RAB, dan dokumen pendukung 
lainnya. 

Pastikan kesesuaian TOR dan 
RAB dengan RKA-K/ L. 

Pastikan bahwa gedung yang 
dibangun gedung baru yang akan 
dibangun bukan merupakan 
gedung yang sifatnya tidak 
langsung menunjang pelaksanaan 
tug as dan fungsi satker (antara 
lain: mess, wisma, gedung 
pertemuan) , kecuali untuk gedung 
yang bersifat pelayanan umum 
(seperti rumah sakit, rum ah 
tahanan, pos penjagaan) dan 
gedung/ bangunan khusus (seperti : 
laboratorium, gudang) . 

Teliti apakah pengalokasian 
anggaran untuk pembangunan 
bangunan/ gedung negara telah 
didasarkan atas kebutuhan riil 
dan memperhatikan 
bangunan/ gedung negara yang 
telah ada (idle) . 

Teliti apakah pengalokasian 
anggaran untuk pembangunan 
bangunan/ gedung Negara telah 
berpedoman pada Peraturan 
Menteri PU yang mengatur 
mengenai Pedoman Teknis 
Pembangunan Bangunan / Gedung 
Negara. 

: cj.,;.:·�J ... � :'fi.':}::ft 

(f· �/ 
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Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan kon trak 
tahun jamak (termasuk Surat 
Pernyataan dari PA) kepada 
Menteri Keuangan dalam 
penyampaian RKA-K/ L tahun 
angggaran yang bersangkutan. 

7 .  Untuk pembangunan 
bangunan/ gedung dengan 
penahapan, pastikan bahwa 
seluruh pembangunan 
bangunan/ gedung dapat tersedia 
anggarannya dan diprioritaskan 
penyelesaiannya 

8. Buat Kesimpulan 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan 
kertas kerja RKA-K/ L satker TOR, 
RAB, dan dokumen pendukung 
lainnya 

2 Pastikan kesesuaian anggaran (Rp) 
dalam RKA-K/ L dengan nilai 
kebutuhan dalam TOR, RAB . 

3 .  Pastikan apakah rencana 
pengadaan tanah terse but telah 
berdasarkan kebutuhan dan 
memperhatikan ketersediaan 
tanah (idle) yang ada pada K/ L.  

4. Pastikan kesesuaian biaya 
operasional dan biaya pendukung 
serta honorarium dengan standar 
biaya sesuai ketentuan PMK 
1 3 / PMK.02 / 20 1 3  tentang Biaya 
Operasional Dan Biaya Pendukung 
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah 
Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum Yang 
Bersumber Dari APBN. 
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5 .  Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonankontrak 
tahun jamak (termasuk Surat 
Pernyataan dari Pengguna 
Anggaran) kepadaMenteri 
Keuangan dalam penyampaian 
RKA-K/ L tahun angggaran yang 
bersangku tan. 

Buat kesimpulan. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ Ldan kertas 
kerja RKA-K/ L satker TOR, RAB, 
dan dokumen pendukung lainnya 
( surat rekomendasi dari 
Kementerian Teknis) . 

2. Lakukan penelaahan atas 
kesesuaian alokasi anggaran dalam 
RKA-K/ L dengan dokumen TOR 
dan RAB. 

3. Teliti apakah pengadaan kapal 
tersebut telah didukung dengan 
pendapat teknis dari kementerian 
terkait (misal :  Kementerian 
Perhubungan) . 

4. Untuk kontrak tahun jamak, teliti 
apakah atas kontrak tahun jamak 
telah disertai permohonan kontrak 
tahun jamak (termasuk Surat 
Pernyataan dari Pengguna 
Anggaran) kepada Menteri 
Keuangan dalam penyampaian 
RKA-K/ L tahun angggaran yang 
bersangku tan. 

5. Buat Kesimpulan 
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1 .  Dapatkan ADK RKA-K/Ldan kertas 
kerja RKA-K/ L satker serta TOR, 
RAB dan data dukung lainnya 
(persetujuan teknis dari 
Kementerian PU / Dinas PU 
setempat) . 

2 .  Lakukan penelaahan kesesuaian 
alokasi anggaran dalam TOR/ RAB 
dengan alokasi anggaran dalam 
RKA-K/ L renovasi gedung. 

3. a. Pastikan renovasi bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
dengan perhitungan kebutuhan 
biaya renovasi bangunan 
gedung negara atau yang sejenis 
dari Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat 
atau Dinas Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat 
setempat untuk bangunan/ 
gedung negara yang berlokasi di 
dalam negeri dan pekerjaan 
renovasi ban gun an gedung 
negara yang berlokasi di luar 
negeri (kantor perwakilan) yang 
mengubah struktur bangunan. 

b .  Pastikan renovasi bangunan/ 
gedung negara telah dilengkapi 
perhitungan kebutuhan biaya 
renovasi bangunan gedung 
negara atau yang sejenis dari 
konsultan perencana setempat 
dan Surat Pernyataan KPA 
kantor perwakilan setempat 
untuk pekerjaan renovasi 
bangunan gedung negara yang 
berlokasi di luar negeri (kantor 
perwakilan) yang tidak merubah 
struktur bangunan (informasi 
mengubah atau tidak struktur 
bangunan dijelaskan dalam 
dokumen tersebut) . 

4. Buat kesimpulan 
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1 .  Dapatkan ADK. RKA-K/ Ldan kertas 
kerja RKA-K/ L satker. 

2 .  Lakukan pengujian kesesuaian 
volume biaya pemeliharaan 
kendaraan / saran a kantordalam 
RKA-K/ L dengan jumlah kendaraan 
dinas/ sarana kantor yang 
kondisinya tidak rusak berat sesuai 
SIMAK-BMN. 

3. Lakukan pengujian kesesuaian 
alokasi anggaran biaya 
pemeliharaan kendaraan/ sarana 
kantor dengan PMK standar biaya 
masukan. 

4. Buat kesimpulan. 

1 .  Dapatkan ADK RKA-K/ L dan kertas 
kerja  RKA-K/ L satker. 

2. Lakukan pengujian kesesuaian 
dengan membandingkan volume 
luas bangunan (dipergunakan 
bersama)untuk alokasi biaya 
pemeliharaan RKA-K/ L dengan 
volume luas bangunan dalam data 
SIMAK-BMN. 

3. Lakukan pengujian kesesuaian 
alokasi harga satuan biaya 
pemeliharaan gedung/ bangunan 
dalam RKA-K/ L dengan PMK 
Standar Biaya Masukan. 

4. Lakukan analisis apakah terdapat 
duplikasi biaya pemeliharaan 
padagedung yang dipergunakan 
bersama clan ketidaksesuaian 
dengan standar biaya masukan. 

5. Buat Kesimpulan 
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1 .  Dapatkan TOR, RAB, dan data 
dukung lainnya (misalnya 
persetujuan dari Kementerian PU, 
price list, dll . )  

2 .  Pastikan inisiatif baru dan rincian 
anggaran angka dasar yang 
mengalami peru bahan pada level 
komponen telah didukung oleh 
TOR, RAB, dan data dukung 
lainnya. 

3. Pastikan nilai yang tercantum 
dalam TOR, RAB, data dukung 
lainnya, dan RKA-K/L terdapat 
kesesuaian nilai (Rp) . 

4. Buat Kesimpulan. 

1 .  Dapatkan RKP dan RenjaK/ L. 

2 .  Pastikan konsistensi pencantuman 
program, kegiatan, dan keluaran 
dalam RKA-K/ L dengan RenjaK/ L 
dan RKP. 

3. Pastikan nilai (Rp) keluaran (output) 
kegiatan yang menjadi prioritas 
nasional dalam RKA-K/ L tidak 
lebihrendah daripada nilai (Rp) 
kegiatan berdasarkan RenjaK/ L. 

4. Buat Kesimpulan. 
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1. Dapatkan Keputusan Menteri 
Keuangan terkait pagu anggaran 
dan rincian sumber dana. 

2. Pastikan total pagu anggaran dan 
rincian sumber dana dalam RKA­
K/ L telah sesuai dengan pagu 
anggaran dan rincian sumber dana 
berdasarkan Keputusan Menteri 
Keuangan . 

3. Untuk RKA-K/ L (penyesuaian) ,  
pastikan penyesuaian RKA-K/ L  
dengan hasil pembahasan yang 
telah mendapat persetujuan DPR 
(berdasarkan laporan singkat/ 
lapsing) dan sesuai Keputusan 
Menteri Keuangan terkait pagu 
alokasi anggaran . 

4. Buat kesimpulan. 

CATATAN:  

Program kerja reviu ini merupakan langkah minimal yang dapat dikembangkan 
sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis organisasi masing-masing 
Kementeriari/ Lembaga. 
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FORMAT CATATAN HASIL REVIU RKA-K/ L 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( 1 )  

APIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

CATATAN HASIL REVIU 

ATAS RKA-K/ L ESELON !.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

UNTUK TAHUN ANGGARAN 20XX 
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CATATAN HASIL REVIU ATAS RKA-K/L ESELON I ........................................ (5) 

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA .......................................... (6) 
- --
Kementerian Negara/Lembaga ........ (7) Disusun oleh/Tanggal ................ (9) 

APIP .............................................. (8) 
Diteliti oleh/Tanggal .............. (10) 

--
Disetujui oleh/Tanggal .............. (11) 

Uraian Catatan Hasil Reviu -
Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tu gas Inspektur 
J enderalKementerian Negara/Lembaga ..................... . ........... (12) Nomor ............... 
(13) tanggal .................. (14) 20XX untuk melaksanakan reviu atas RKA-K/L eselon I 
............................... (15) Kementerian Negara/Lembaga ............................... (16) TA 
20XX, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut: 

-
DATA UMUM 

Pagu Indikatif TA 20XX pada unit eselon I ........................ (17) sebesar Rp XXX dengan 
rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah \ 
Sumber Dana Belanja Belanja Belanja (dalam ribuan 

Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah M urni 

PNBP 

BLU 

PLN 
(18) 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jumlah xxx 
) 

Berdasarkan KMK Nomor .............................. ( 19) tentang Penetapan Pagu Anggaran 
TA XX , dapat disampaikan Pagli Anggaran unit eselon I ........................ . .... . . (20) TA 
20XX sebesar Rp XXX dengan rincian sebagai berikut: 

Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) Jumlah '\ 
Sumber Dana Belanja Belanja Belanja (dalam ribuan 

Pegawai Barang Modal rupiah) 

Rupiah 
Murni 

PNBP (21) 

BLU 

PLN 

HLN 

PDN 

SBSN 

Jumlah xxx 
- -· 

I 

I 
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anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran 

·----

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

. . .. . ..... . . . . ... .. . . . .. .. ....... . ..... ... . ........ . ... ... ..... . . . . .. .... .... . . . .... .. (22) . 

Kesimpulan: 

,___ 
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran 

1-------· --
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (23). 

Kesimpulan: 

3. Kelengkapan Dokumen Pendukung 
.,.__ ______ 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

.. ...... ....................... .. . ...... ... . . . . . ... .... .. .... ....... .. . ......... . . . . .  (24) . 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, dokumen pendukung (telah/belum) lengkap. 
-- --

4. Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan RenjaK/L 

... ... ............ ............................................. ........ .. ............................................. ....... ...... .  

.... .. . .. ........ .... ..... ... ... . . ... .. .. ............................................. (25) . 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, sasaran kinerja, tu gas clan fungsi pad a RKA-K/L telah 
(sesuai/belum sesuai) dengan RKP dan Renja K/L 

--· 

5. Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA-K/L atas penyusunan 
RKA-K/L) 

..... . .. . . . . .. ... ..... ..... .. ....... ... .................................... ...... ... ....... . . . ... . . . .. ... . . ... . . .. . . . .. . .. . ... . . . .. 

.. . ... .. . . .. ....... ... ...................... .... ........... .... . . . . . .. .. .... . ... .... .. .  (26) . 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, pagu anggaran per program dan fungsi telah [ sesuai/ tidak 

sesuai] dengan RKA-K/L. 
--

6. Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk rev1u RKA-K/L atas penyesuaian RKA-

K/L) 
---· 

........................................ .... . . . .. .. .. . . ... . ... .. . . ... .... .. . . .. . . .................. ......... . . ... . ........... .... .. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  (27) . 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil reviu, alokasi anggaran per program clan fungsi tel ah [ sesuai/ tidak 

sesuai] dengan RKA-K/L. 

,____ ____ ·-
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7. Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/ sarana kantor 

........................................................................ � . . . . . . . . . . . . .  (28). 

Kesimpulan: 

8. Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama 

......................................................................................................... (29). 

Kesimpulan: 
---------------------------------------

>---------------------------------------
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui 

................................................................................................................... (30). 

Rekomendasi 
-------------------------------------------

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (31). 

>--------------------.---------------------] 
Jakarta, ....................... (32) 20XX 

Kepala Bagian Keuangan Eselon I Pengendali Teknis 

.................................... (33) .................................... (35) 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (34) NIP .............................. (36) 
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3 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

4 .  Berisi nomenklatur K/ L 

5 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

6 .  Berisi nomenklatur K/ L 

7 .  Berisi nomenklatur K /  L 

8 .  Berisi nomenklatur APIP 

9 .  Berisi nama singkat pegawai yang menyusun CHR dan tanggal penyusunan 

1 0 .  Berisi nama singkat pegawai yang meneliti CHR dan tanggal penelitian 

1 1 . Berisi nama singkat pej abat yang menyetujui CHR dan tanggal persetujuan 

1 2 .  Berisi nomenklatur K/ L 

1 3 .  Berisi nomor surat tugas 

1 4 .  Berisi tanggal surat tugas ditetapkan 

1 5 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 6 .  Berisi nomenklatur K/ L 

1 7 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

1 8. Berisi rincian belanja dan sumber dana berdasarkan pagu indikatif 

1 9 .  Berisi KMK mengenai penetapan Pagu Anggaran pada tahun terkait 

2 0 .  Berisi unit eselon I K/ L yang direviu 

2 1 .  Berisi rincian belanja  dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran 

2 2 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang Kelayakan Anggaran untuk 
menghasilkan suatu Keluaran 

2 3 .  Berisi hasil reviu RKA-K/ L tentang kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 
penganggaran 

2 4 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang kelengkapan dokumen pendukung 

2 5 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang konsistensi kesesuaian dengan RKP 
dan RenjaK/ L 

2 6 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang kesesuaian dengan Pagu Anggaran 
(untuk reviu RKA-K/ L atas penyusunan RKA-K/ L) 

2 7 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang kesesuaian dengan Alokasi Anggaran 
(untuk reviu RKA-K/ L atas penyesuaian RKA-K/ L) 

2 8 . Berisi uraian hasil reviu RKA-K/L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan 
kendaraan/ sarana kantor 

2 9 .  Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L tentang kepatuhan biaya pemeliharaan 
gedung/ kantor yang ditempati bersama 
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3 0 .  Berisi uraian hal-hal yang belum dikoreksi/ diperbaiki atau yang tidak disetujui 

3 1 .  Berisi uraian rekomendasi yang diusulkan oleh Tim Reviu RKA-K/ L atas hal-hal 
yang dianggap tidak sesuai berdasarkan reviu yang telah dilakukan 

32. Berisi tanggal dan bulan CHR disetujui bersama 

3 3 .  Berisi nama Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/ L 

3 4 .  Berisi NIP Kepala Bagian Keuangan unit eselon I K/ L 

3 5 .  Berisi nama Pengendali Teknis dalam penugasan 

36 . Berisi NIP Pengendali Teknis dalam penugasan 
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FORMAT LAPORAN HASIL REVIU RKA-K/L 

LOGO APIP 

[NAMA K/L] 

[NAMA APIP] 

LAPORAN HASIL REVIU 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 
[NAMA K/L] 

TAHUN ANGGARAN [ . . . . .  ] (1) 

NOMOR: LAP-. . . . .  / . . . . .  /20 . . . .  . 

TANGGAL: [ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ] } (2) 
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DAFTAR ISi 

Halaman 

1. 

2 .  

3 .  

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 

Ringkasan Eksekutif (paragraf . . .  (3) - ... (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . 

Dasar Hukum (paragraf . . . (3) - ... (4)) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Tujuan Reviu (paragraf . .. (3)- .. . (4)) ... . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . : . . . .  . 

Ruang Lingkup Reviu (paragraf .. .  (3)- . . .  (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 

Metodologi Reviu (paragraf .. . (3) - ... (4)) ..................................................... . 
Gambaran Umum (paragraf . . .  (3)- . .. (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . � ..... . 

Uraian Hasil Reviu (paragraf . . .  (3)- ... (4)) .................................................. . 

Apresiasi (paragraf . . . (3)- . .. (4)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Lampiran: 

Catatan Hasil Reviu (CHR) 

[ . . .  (5) ] 

[ . . .  (5) ] 

[ . . .  (5) ] 

[ . . .  (5) ] 

[ . . .  (5)] 

[ . . .  (5) ) 

[ . . .  (5) ] 

[ . . .  (5) ) 
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LAPORAN HASIL REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN ESELON I XXX 
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA (RKA-K/ L) [NAMA K/ L] 

TAHUN ANGGARAN 20XX] 

1.  RINGKASAN EKSEKUTIF [Berisi Ringkasan Umum Laporan Hasil Reviu 

Rencana Kerja  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) 
adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/ Lembaga 
(K/ L) yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga 
(BA K/ L) .  Siklus penyusunan RKA-K/ L dimulai dengan penetapan arah 
kebij akan dan prioritas pembangunan nasional oleh Presiden , yang selanjutnya 
akan menj adi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerj a  
Pemerintah (RKP) . Berdasarkan penetapan ini , K/ L mengevaluasi baseline 
(angka dasar) dan mengajukan usulan inisiatif baru . Menteri Keuangan 
selanjutnya menetapkan Pagu Anggaran K/ L untuk penyusunan RKA-K/ L .  
Menteri/ pimpinan lembaga menyusun RKA-K/ L berdasarkan Pagu Anggaran 
yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dan Renj a  K/ L.  

Sesuai instruksi pimpinan, [Nama APIP K/ L] melakukan reviu RKA-K/ L 
[Nama eselon I K/ L] Tahun Anggaran 20XX. Adapun reviu dilaksanakan pada 
saatpenyusunanRKA-K/ L oleh Kementerian Negara/ Lembaga setelah 
ditetapkannya pagu anggaran K/ L (bulan Juni/ Juli); dan penyesuaian RKA-K/ L 
oleh K/ L setelah diperolehnya alokasi anggaran (bulan September / Oktober) . 

Berdasarkan hasil reviu RKA-K/ L yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

1) [ . . . .  ];  } 
2) [ . . . .  ]; (6) 

3) [ . . . .  ] .  
4)  . . .  , dst .  

Dari hasil reviu RKA-K/ L tersebut di atas , [nama unit penyusun 
RKA-K/ L] telah melakukan perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang 
telah dilakukan atas hasil reviu RKA-K/ L] .  

[nama unit penyusun RKA-K/ L] telah disarankan pula untuk melakukan 
perbaikan pada [berisi perbaikan-perbaikan yang belum dilakukan atas hasil 
reviu RKA-K/ L] .  

2 .  DASAR HUKUM [Berisi dasar hukum pelaksanaan reviu RKA-K/ L) 

a .  Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan 
dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai 
di Lingkungan Aparatur Negara. 

b .  Peraturan Menteri Keuangan Nomor . . . . .  (7) 
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3 .  TUJUAN REVIU [Berisi tujuan dari kegiatan reviu RKA-K/ L) 

Tujuan dari dilaksanakannya reviu RKA-K/ L [Nama eselon I K/ L] TA 20XX 
adalah untuk memberi keyakinan terbatas ( limited assurance) bahwa informasi 
dalam RKA-K/ L sesuai dengan Pagu Anggaran K/ L dan/ atau Alokasi Anggaran 
K/ L yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Renj a  K/ L, RKP hasil kesepakatan 
pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN,  
standar biaya, kebijakan pemerintah lainnya, dan memenuhi kaidah 
perencanaan penganggaran serta dilengkapi dokumen pendukung. 

4. RUANG LINGKUP REVIU [Berisi ruang lingkup dari kegiatan reviu RKA-K/ L) 

Ruang lingkup reviu RKA-K/ L adalah penelaahan atas penyusunan dokumen 
rencana keuangan yang bersifat tahunan berupa RKA-K/ L unit eselon I dan 
dokumen pendukungnya. Ruang lingkup reviu RKA-K/ L tidak mencakup 
pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam 
suatu audit . 

5 .  METODOLOGI REVIU [Berisi metode yang digunakan dalam kegiatan reviuRKA­
K/ L dan dasar pelaksanaan kegiatan reviu RKA-K/ L] 

a. Reviu RKA-K/ L [Nama eselon I K/ L] TA 20XX dilaksanakan sesuai dengan 
[Peraturan APIP K/ L] No . [ . . . .  (8)] serta mengacu pada Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No . PER/ 05 / M . PAN / 03 / 2008 
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) . 

b .  Reviu RKA-K/ L dilaksanakan dengan menggunakan metodologi 
mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas dokumen rencana 
keuangan data serta wawancara dengan petugas /pejabat yang terkait proses 
penyusunan RKA-K/ L [Nama Eselon I K/ L] TA 20XX. 

c. Reviu RKA-K/ L dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas [Nama Jabatan 
Pimpinan APIP K/ L] Nomor [ . . . .  (9)] tanggal [ . . . .  ( 1 0)] ,  dengan susunan tim 
sebagai berikut: 

Pengendali [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] \ 

Mu tu 

Pengendali [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 
Teknis 

Ketua Tim [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

Anggota Tim 1. [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

2.  [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

3 . [ . . . .  ] NIP [ . . . .  ] 

4 .  . . .  , dst 
j 

Reviu RKA-KL [Nama eselon I K/ L] TA 20XX dilaksanakan mulai tanggal [ . . . .  
(12)] s . d .  [ . . . .  (13)] .  
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6 .  GAMBARAN UMUM [Berisi proses penyusunan RKA-K/ L dan mekanisme 

penyusunan RKA-K/ L berdasarkan pagu anggaran K/ L serta nama program­
program K/ L dan jumlah pagu anggarannya] 

a. DATA UMUM 
Pagu Indikatif TA 20X.Xpada unit eselon I [ . . . . . . .  (14)]  sebesar Rp[ . . . . . . .  (15) ]  
dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanj a  sebagai berikut:  

I Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) I Jumlah I Sumber 
Dana I Belanj a  II Belanj a  II Belanj a  I (dalam 

Pegawai Barang Modal ribuan 
rupiah) 

Rupiah � I ... / / ... 111 ... / / ... 1 
Murni 
PNBP . . .  . . .  . . .  . . .  
BLU . . .  . . .  . . .  . . .  
PLN . . .  . . .  . . .  . . .  
HLN . . .  . . .  . . .  . . .  
PDN . . .  . . .  . . .  . . .  
SBSN . . .  . . .  . . .  . . .  

Jumlah . . .  . . .  . . .  . . . 

Berdasarkan KMK nomor [ . . . . . . . . . . . .  (17)]  tentang Penetapan Pagu Anggaran 
TA 2 0XX, dapat disampaikan Pagu Anggaran unit eselon I [ . . . . . . . . . . . . . .  (18)]  
TA 2 0X.Xsebesar Rp[ . . ........... (19)]  dengan rincian sebagai berikut:  

Sumber Jenis Belanja (dalam ribuan rupiah) I Jumlah I Dana Belanj a  I Belanj a  11 Belanj a  
Pegawai Barang Modal (dalam 

ribuan 
rupiah) 

Rupiah I ... / / ... / / ... / / ... / 
Murni 
PNBP . . .  . . . . . .  . . .  
BLU . . .  ... . .. . . .  
PLN . . .  . . .  . . . . . . 

HLN . . .  . . .  . . .  . . .  
PDN . . .  . . .  . . .  . . .  
SBSN . . .  . . .  . . .  . . .  
Jumlah . . . . . . . . .  . . .  

b .  [Berisi Proses Penyusunan RKA-K/ L] 
c .  [Berisi Mekanisme Penyusunan RKA-K/ L Berdasarkan Pagu Anggaran K/ L] 
d .  Kegiatan RKA-K/ L [Nama eselon I K/ L] sesuai Renj a  K/ L, yaitu : 
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Sasaran 
Kegiatan / Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK) 
. . . .  
. . . .  
. . . . 

l 11 .... 

I Prioritas II Jumlah I Rupiah 
(N / B / O) 

. . . .  . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

1 1  .... 11 .... I 
7 .  URAIAN HASIL REVIU [Berisi uraian hasil reviu RKA-K/ L] 

1) [ . . . .  ]; 
2) [ . . . .  ]; 
3) [ . . . .  ] .  
4)  . . .  , dst .  

8 . APRESIASI [Berisi apresiasi yang diberikan kepada obyek reviu RKA-K/ L) 

[Nama APIP K/ L] menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerj asama dari 
seluruh pej abat/ pegawai pada [ . . .  . .  (23)] atas kesediaannya memberikan 
data/ dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya 
kegiatan reviu RKA-K/ L [Nama eselon I K/ L] Tahun Anggaran 20.XX. 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.XX (24) 

[Pejabat APIP K/ L] 

Nama [ . . . .  (25)] 
NIP [ . . . .  (26)] 
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Keterangan : 

1. Berisi Tahun Anggaran atas RKA-K/ L yang direviu 

2. Berisi nomor Laporan dan Tanggal Laporan 

3. Berisi nomor paragraf awal untuk masing-masing uraian LHR 

4. Berisi nomor paragraf akhir untuk masing-masing uraian LHR 

5. Berisi nomor halaman dimana terdapat paragraf awal untuk masing-masing 
uraian LHR 

6. Berisi kesimpulanatas hasil reviu RKA-K/ L 

7. Berisi Peraturan Menteri Keuangan mengenai petunjuk penyusunan dan 
penelaahan RKA-K/ L dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran 

8. Berisi peraturan mengenai Standar Reviu yang berlaku pada masing-
masingAPIP K/ L 

9. Berisi nomor Surat Tugas untuk melaksanakan reviu RKA-K/ L 

10. Berisi tanggal dari Surat Tugas 

11. Berisi susunan, nama, dan NIP Tim Reviu RKA-K/ L 

12. Berisi tanggal dimulainya penugasan reviu RKA-K/ L 

13. Berisi tanggal berakhirnya penugasan reviu RKA-K/ L 

14. Berisi nama eselon I yang direviu 

15. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan pagu indikatif pada eselon I (dalam 
rupiah) 

16. Berisi rincian belanj a  dan sumber dana berdasarkan pagu indikatif 

1 7. Berisi nomor KMKmengenai penetapan Pagu Anggaran 

18. Berisi nama eselon I yang direviu . 

19. Berisi jumlah alokasi anggaran berdasarkan pagu anggaran pada eselon I 
(dalam rupiah) 

20. Berisi rincian belanj a  dan sumber dana berdasarkan pagu anggaran 

21. Berisi Kode, rincian Kegiatan , Sasaran Kegiatan , Jenis Prioritas 

(N=Prioritas Nasional , B=Prioritas Bidang, O=Bukan Prioritas) , dan jumlah 
rupiah atas masing-masing kegiatan 

22. Berisi rincian atas hasil reviu RKA-K/ L 

23. Berisi nama eselon I yang direviu 

24. Berisi tanggal dan bulan persetujuan penyusunan LHR 

25. Berisi nama pej abat APIP K/ L yang bertanggung j awab atas hasil revm 
RKA-K/ L 

26. Berisi NIP Pej abat APIP K/ L yang bertangggung j awab atas hasil reviu RKA-K/ L 

Salinan ��, � ,,d:e . .ttg,ap. ,aslinya 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

BAMBANG P.S.BRODJONEGORO 

KEPAr.�-'J��� Nt�A\ 

KEPMA A�� . 'fNTERIAN 
I EflHt; \ UMl.JM . I 

-------; - . 
GIART�J�.. ) 
NIP 19�4'2-0.if�. @�lf)Ol 
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TEN�ANO 
0 

PETUNJUK PENYUSUNl\N DAN PEN ELAAHAN RENCANll K l>:R.J ll 
DAN ANGOllRAN KEM ENTERIAN NEGARl\/ LEMBAGI\ Dl\N 
PENGESAHAN Dl\FTAR ISIAN PELAKSANAl\N ANGGARl\N 

TATA CARA PENELAAHAN RKA-K/ L 

Penelaahan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA­
K/ L) merupakan forum penelaahan RKA-K/ L antara Kementerian Negara/ Lembaga 
dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan . Dokumen RKA-K/ L 
yang ditelaah dalam forum penelaahan merupakan dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisikan program dan kegiatan suatu Kementerian 
Negara/ Lembaga (K/ L) yang disusun sesuai dengan amanat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerj a  dan Anggaran 
Kementerian Negara/ Lembaga. Penelaahan dokumen RKA-K/ L tersebut 
dimaksudkan untuk memastikan hal-hal sebagai berikut : 

1.  Rencana Kinerj a  yang dituangkan dalam RKA-K/ L konsisten dengan yang 
tertuang dalam RKP dan Renj a  K/ L; 

2 .  untuk mencapai rencana Kinerj a  tersebut dialokasikan dana yang efisien dalam 
tataran perencanaan; 

3 .  dalam pengalokasiannya telah mengikuti ketentuan penerapan penganggaran 
terpadu, penganggaran berbasis Kinerj a  dan kerangka pengeluaran j angka 
menengah . 

Dengan demikian , rencana Kinerj a  yang tertuang dalam RKA-K/ L merupakan 
rencana Kinerj a  K/ L untuk memenuhi tugas dan fungsinya sesuai kebij akan 
pemerintah dan dalam perencanaannya dialokasikan secara efisien . 
Penelaahan RKA-K/ L dilakukan dengan 2 (dua) metode sebagai berikut : 

1 .  Penelaahan Tatap Muka 

Penelaahan tatap muka merupakan penelaahan yang dilakukan secara bersama­
sama oleh pihak-pihak terkait yang melaksanakan penelaahan pada suatu 
tempat di Kementerian Keuangan c . q  Direktorat Jenderal Anggaran . 

2. Penelaahan Online 

Penelaahan Online merupakan penelaahan secara virtual dengan menggunakan 
perangkat komputer dan media internet, dimana pihak-pihak terkait yang 
melaksanakan penelaahanberada di tempat tugasnya masing-masing .  

Tata cara penelaahan RKA-K/ L sama dengan tata cara penelaahan RKA-K/ L 
tahun-tahun sebelumnya. Ke depan, sej alan dengan makin sempurnanya penataan 
ADIK, penelaahan RKA-K/ L akan difokuskan pada sasaran strategis dan 
output strategis beserta indikator-indikatornya pada level K/ L,  sasaran program dan 
output program beserta indikator-indikatornya pada level eselon I, dan sasaran 
kegiatan ( output eselon II / satker) beserta indikatornya. 

A.  Ruang Lingkup Penelaahan RKA-K/ L 

Ruang lingkup penelaahan RKA-K/ L untuk Pagu Anggaran K/ L dan Alokasi· 
Anggaran K/ L terdiri atas penelitian yang mencakup kriteria administratif dan 
subtantif. 
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1.  Kriteria Administratif 

Kriteria Administratif bertujuan untuk meneliti kelengkapan dari dokumen 
yang digunakan dalam penelaahan RKA-K/ L.  Penelaahan kriteria 
administratif terdiri atas penelaahan terhadap : 

a .  surat pengantar .RKA-K/ L; 

b .  surat pernyataan pejabat eselon I atau pej abat lain yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program ; 

c .  RKA-K/ L; 

d .  daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I ;  

e .  RKA Satker; dan 

f. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L. 

2. Kriteria Subtantif 

Kriteria subtantif bertujuan untuk meneliti kesesuaian , relevansi,  
dan /  atau konsistensi dari setiap bagian RKA-K/ L .  Penela;::i.han kriteria 
subtantif terdiri atas : 

a. kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran/ Alokasi 
Anggaran K/ L; 

b .  kesesuaian antara kegiatan , keluaran dan anggarannya; 

c .  relevansi komponen/ tahapan dengan keluaran (untuk keluaran yang 
belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK) ; 

d .  konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L dengan RKP; dan 

e .  konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan . 

B .  Persiapan Penelaahan RKA-K/ L 

1.  Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum Penelaahan RKA-K/ L 

Dalam penelaahan RKA-K/ L terdapat beberapa hal baru yang harus 
diperhatikan, yaitu : 

a .  ADK RKA-K/ L yang diserahkan terlebih dahulu divalidasi oleh DJA.  

DJA melakukan validasi terhadap ADK RKA-K/ L yang disampaikan oleh 
K/ L untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah-kaidah S PAN . 
Dalam hal hasil validasi tidak sesuai dengan kaidah-kaidah SPAN maka 
ADK akan dikembalikan untuk diperbaiki , dan paling lama 2 (dua) hari 
setelah dikembalikan harus disampaikan kembali ke DJA.  

b .  Dokumen penelaahan meliputi : 

1) Surat pengantar yang ditandatangani oleh · Menteri/ Pimpinan 
Lembaga atau pej abat yang ditunjuk; 

2 )  Surat Pernyataan pej abat eselon I atau pej abat lain yang memiliki 
alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program; 

3)  RKA-K/ L yang telah direviu dan diteliti ; 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

-3-
4) Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker / Eselon I ;  

5 )  RKA Satker; dan 

6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L .  

Kelengkapan dan kebenaran dokumen penelaahan merupakan tanggung 
j awab Eselon I K/ L dan Satker. 

c. Kementerian Keuangan c . q  Direktorat Jenderal Anggaran melakukan 
penelaahan yang berfokus pada: 

1) kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L yang 
ditetapkan Menteri Keuangan; 

2) kesesuaian antara Kegiatan , Keluaran dan anggarannya; dan 

3) relevansi Komponen/ Tahapan dengan Keluaran . 

d .  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas melakukan 
penelaahan yang berfokus konsistensi sasaran kinerj a  dalam RKP dengan 
RKA-K/ L, serta meneliti kualitas GBS (j ika ada) ; 

e .  Kementerian Keuangan c . q  DJA tidak melakukan penelaahan hingga ke 
level detil atau item biaya, namun hanya sampai level 
komponen/ tahapan . Penelaahan difokuskan pada kinerj a  yang akan 
dicapai oleh K/ L; 

f. Alokasi anggaran yang masih belum j elas peruntukkannya akan 
dimasukkan sebagai Keluaran/ Output Cadangan, sedangkan yang belum 
memenuhi persyaratan akan diberikan tanda "@" dan diberikan catatan 
dalam DHP RKA-K/ L .  

2 .  Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Penelaahan RKA-K/ L beserta Tugas dan 
Perannya 

2 .1 Kementerian Keuangan 

Kementerian Keuangan c . q  DJA sebagai koordinator dalam proses 
penelaahan memiliki tugas : 

a .  Menyusun j adwal penelaahan dan mengirimkan undangan / 
pemberitahuan waktu penelaahan kepada Kementerian Perencanaan 
dan K/ L. 

b.  Mengunggah ADK RKA-K/ L untuk divalidasi (by system). 

c .  Dalam proses penelaahan, DJA meneliti : 

1 )  kelengkapan dokumen penelaahan; 

2 )  kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran K/ L yang 
ditetapkan Menteri Keuangan; 

3)  kesesuaian antara Kegiatan, Keluaran dan anggarannya; 

4) relevansi Komponen/ tahapan dengan Keluaran; dan 

5) Prakiraan Maju untuk tiga tahun ke depan . 
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2 .2 Kementerian Perencanaan 

Dalam rangka penelaahan, tugas Kementerian Perencanaan adalah : 

a. Menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses 
penelaahan . 

b .  Menj aga konsistensi sasaran Kinerja  K/ L meliputi volume Keluaran 
dan Indikator Kinerja  Kegiatan RKA-K/ L dengan RKP. 

c .  Meneliti kualitas GBS (jika ada) . 

2 .3  Kementerian Negara/ Lembaga 

Dalam rangka penelaahan, tugas K/ L adalah : 

a .  Mengikuti j adwal penelaahan yang disusun oleh DJA. 

b .  Menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam proses 
penelaahan . 

c .  Memastikan petugas penelaah yang akan mengikuti penelaahan . 

3 .  Dokumen Yang Harus Dipersiapkan Dalam Penelaahan RKA-K/ L 

3 . 1  Kementerian Keuangan 

Kementerian Keuangan c . q  DJA sebagai penelaah harus menyiapkan 
instrumen penelaahan yang akan menjadi acuan ketika meneliti 
dokumen RKA-K/ L. Hal-hal yang harus disiapkan adalah : 

a .  Keputusan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran K/ L;  

b .  Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan RKA-K/ L; 

c .  RKA-K/ L yang disampaikan K/ L; 

d. Hasil reviu angka dasar; 

e .  Peraturan-peraturan terkait pengalokasian anggaran ; 

f. Renj a  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

g .  Hasil kesepakatan Trilateral Meeting; 

h .  Standar Biaya Keluaran (SBK) . 

3 .2 Kementerian Perencanaan 

a. Renj a  K/ L dan RKP tahun yang direncanakan; 

b .  Hasil kesepakatan Trilateral Meeting berkenaan dengan kegiatan 
prioritas nasional dan prioritas bidang yang menginformasikan 
sasaran kinerj a  yang akan dicapai ; 

c .  Hasil pembahasan proposal anggaran Inisiatif Baru yang disetujui 
(j ika ada) ; 

d .  GBS (j ika ada) . 
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3 .  3 Kementerian Negara/ Lembaga 

K/ L dalam rangka Penelaahan RKA-K/ L dengan Kementerian Keuangan 
menyiapkan : 

a. Surat tugas penelaahan; 

b .  RKA-K/ L yang telah diteliti oleh API K/ L dan Biro Perencanaan K/ L; 

c .  RKA Satker; 

d .  Daftar Rincian Pagu Anggaran per Satker/ Eselon I; 

e .  Target dan pagu PNBP Oika ada); 

f. GBS Oika ada); dan 

g .  Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L 

C .  Mekanisme Penelaahan RKA-K/ L 

1.  Mekanisme Penelaahan RKA-K/ L Berdasarkan Pagu Anggaran 

1. 1 Langkah-Langkah Penelaahan 

Pej abat dan petugas penelaah Kementerian Keuangan c . q. DJA dan 
Kementerian PPN / Bappenas melakukan penelaahan RKA-K/ L dengan 
petugas penelaah dari K/ L .  

a .  Penelaahan kriteria administratif yaitu : 

1) surat pengantar RKA-K/ L harus :  

a) ditandatangani oleh menteri/ pimpinan lembaga atau pej abat 
yang ditunjuk (setingkat Eselon I) ;  

b) dalam hal surat pengantar RKA-K/ L ditandatangani oleh 
pej abat yang ditunjuk, surat penunjukannya perlu 
dilampirkan . 

2) surat pernyataan pejabat eselon I harus :  

a) ditandatangani oleh pejabat eselon I atau pej abat lain yang 
memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung 
jawab program; 

b) dalam hal surat pernyataan tidak ditandatangani oleh pej abat 
eselon I atau pejabat yang ditunjuk, surat perrtyataan 
dikembalikan untuk diperbaiki . 

3 )  RKA-K/ L; 

Kriteria administratif RKA-K/ L yang harus diteliti kelengkapan 
dokumen dan penandatanganannya yaitu : 

a) Formulir 1 untuk rekapitulasi seluruh unit eselon I 
ditandatangani oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga; dan 

b) Formulir 2 dan Formulir 3 untuk masing-masing unit eselon I 
ditandatangani oleh pej abat eselon I yang memiliki alokasi 
anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung j awab program . 
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4) Daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I 

Dilakukan dengan meneliti : 

a) jumlah satker clan pagu anggaran untuk masing-masing satker 
dibandingkan dengan total pagu anggaran/ alokasi anggaran 
untuk unit eselon I terkait pada Formulir 2 RKA-K/ L; clan 

b) penandatangan Daftar Rincian Pagu Anggaran per 
Satker / Es el on I .  

Dalam hal total pagu anggaran/ alokasi anggaran berdasarkan 
daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I berbeda dengan 
total pagu anggaran/ alokasi anggaran pada Formulir 2 RKA-K/ L 
untuk unit eselon I yang bersangkutan, maka daftar rincian pagu 
anggaran per satker / eselon I dikembalikan untuk diperbaiki . 

5) RKA Satker; 

Penelaahan RKA Satker dilakukan dengan cara meneliti jumlah 
RKA Satker yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah 
satker dalam daftar rincian pagu anggaran per satker / eselon I. 

6) Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/ L; 

ADK secara otomatis divalidasi oleh sistem untuk melihat 
kesesuaiannya dengan kaidah SPAN. Dalam hal ADK tidak valid 
akan dikembalikan untuk diperbaiki . 

7) Persetujuan Komisi DPR-RI terkait, dilakukan dengan memastikan 
RKA-K/ L ditandatangani oleh : 

a) Ketua Komisi; clan 

b) tiga orang W akil Ketua Komisi. 

Dalam hal RKA-K/ L yang disampaikan kepada DJA belum ada 
persetujuan Komisi terkait DPR-RI , penelaahan RKA-K/ L tetap 
dapat dilakukan sepanjang dokumen administratifnya lengkap 
dan Informasi terkait belum ada persetujuan Komisi terkait 
DPR-RI dituangkan dalam "Catatan Hasil Penelaahan". 

b. Penelaahan kriteria substantif yaitu : 

1 ) kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu Anggaran/ Alokasi 
Anggaran K/ L .  

Penelaahankesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan Pagu 
Anggaran / Alokasi Anggaran K/ L dilakukan dengan cara 
membandingkan dokumen RKA-K/ L dan Pagu Anggaran/ Alokasi 
Anggaran K/ L meliputi : 

a) Total Pagu K/ L; 

b) Total Pagu per Sumber Dana; 

c) Pagu per Program; 

d) Pagu per Fungsi; 
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e) Rincian Sumber Dana per Program ; dan 

f) Daftar Rincian Pagu per Satker dengan RKA Satker . 

Dalam hal terj adi pergeseran pagu antar Program dan sudah 
mendapat persetujuan Komisi terkait DPR-RI , yang harus dilakukan 
adalah memastikan : 

a) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah Biaya 
Operasional dan tidak mengurangi target kinerj a  prioritas 
nasional ,  penelaahan dapat dilanjutkan; atau 

b) Dalam hal pergeseran digunakan untuk menambah target kinerj a  
prioritas nasional dan tidak mengurangi Biaya Operasional,  
penelaahan dapat dilanjutkan; atau 

c) Dalam hal pergeseran sebagai akibat adanya reorganisasi, 
perubahannya sudah diakomodir dalam data Renj a  K/ L di 
Bappenas ; 

d) Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan 
dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

2 )  kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya; 

Penelaahan kesesuaian antara kegiatan, keluaran dan anggarannya 
dilakukan dengan cara membandingkan antara RKA-K/ L tahun 
sebelumnya dengan RKA-K/ L tahun yang direncanakan untuk 
memastikan bahwa alokasi anggaran yang dituangkan dalam 
RKA-K/ L tahun yang direncanakan telah sesuai dengan : 

a) rumusan tugas fungsi unit eselon I terkait; atau 

b) dasar hukum atau Kebijakan Pemerintah atau Direktif Presiden 
yang mendasari pengalokasian anggarannya. 

Dalam hal terdapat Kegiatan/ Keluaran yang sama dengan RKA-K/ L 
tahun sebelumnya namun alokasi anggarannya berbeda, 
langkah-langkah yang harus dilakukan adalah memastikan : 

a) apakah perbedaannya disebabkan adanya Komponen baru ; 

b) apakah ada perubahan jumlah volume Keluaran; 

c) dalam hal status quo, selisih lebih anggaran yang dialokasikan 
dapat dialihkan ke Keluaran yang lain atau dituangkan dalam 
Keluaran / Output Cadangan; 

d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan 
dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

Dalam hal terdapat Kegiatan/ Keluaran inisiatif baru alokasi 
anggarannya sangat berbeda dengan Kegiatan/ Keluaran sej enis yang 
sudah ada, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah 
memastikan : 

a) apakah ada Komponen yang berbeda digunakan sebagai dasar 
penghitungan alokasi anggarannya; 
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b) apakah jumlah volume Keluaran berbeda; 

c) dalam hal dasar penghitungannya sama, selisih lebih anggaran 
yang dialokasikan dapat dialihkan ke Keluaran yang lain atau 
dituangkan dalam Keluaran cadangan; 

d) penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan 
dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

3)  Relevansi komponen/ tahapan dengan keluaran . 

Penelaahan relevansi kom ponen / tahapan 
dilakukan untuk memastikan : 

dengan keluaran 

a) Apakah terdapat Komponen yang tidak berkaitan langsung 
dengan pencapaian Keluaran . Jika terdapat komponen yang 
tidak berkaitan langsung maka: 

i. Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan 
ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran yang sama 
dan menambah volume Keluaran; atau 

ii . Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan 
ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran yang berbeda 
dan menambah volume Keluaran; atau 

iii .Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dituangkan 
dalam Keluaran cadangan dalam Kegiatan yang sama. 

iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

Penelaahan relevansi komponen / tahapan dengan keluaran 
dilakukan, dilakukan hanya untuk Keluaran yang belum 
ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK. Sedangkan untuk 
Keluaran yang telah ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SBK, 
penelaah hanya mencocokkan besaran uang dalam pencapaian 
Keluaran antara RKA Satker dengan SBK. 

b) Apakah terdapat Komponen yang salah penempatan . 
Jika terdapat komponen yang salah penempatan maka: 

i. Komponen dimaksud dan alokasi anggarannya dikeluarkan 
dari Keluaran dan dimasukan dalam Keluaran sendiri; 
dan/ atau 

ii. Alokasi anggaran untuk Komponen dimaksud dialihkan dan 
ditambahkan ke Komponen lain dalam Keluaran yang sudah 
ada dan menambah volume Keluaran; 

iii. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

c) Apakah terdapat Komponen yang alokasi anggarannya berlebih 
(tidak efisien) . Jika terdapat alokasi anggaran yang berlebih pada 
komponen maka: 
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i .  Ditambahkan pada Komponen lain dalam Keluaran yang 

sarila dan menambah volume Keluaran; 

ii . Dialihkan dan ditambahkan ke Komponen lain dalam 
Keluaran yang berbeda dan menambah volume Keluaran; 
dan / atau 

iii . Dituangkan dalam Keluaran Cadangan dalam Kegiatan yang 
sama; 

iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

4) Konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L dengan RKP. 

Penelaahan konsistensi pencantuman sasaran kinerj a  K/ L dengan 
RKP dilakukan untuk memastikan : 

a) Jenis dan volume Keluaran yang ditetapkan dalam RKP 
dituangkan sama dalam RKA-K/ L, dilakukan dengan langkah­
langkah : 

i .  Dalam hal jenis dan volume Keluaran yang berbeda 
merupakan prioritas nasional dan sudah disetujui Komisi 
terkait DPR-RI , pastikan Bappenas dapat menyetujui 
perubahan dimaksud dan sudah diakomodir dalam 
perubahan Renj a  K/ L dan RKP. 

ii .  Dalam hal volume Keluaran yang betkurang merupakan 
Keluaran yang berlanjut dari tahun sebelumnya, pastikan 
perubahan dimaksud sudah diakomodir dalam perubahan 
Renj a  K/ L dan RKP. 

iii . Dalam hal volume Keluaran yang berkurang merupakan 
Keluaran yang berlanjut khususnya multiyears contract,  
pastikan perubahan dimaksud sudah ada persetujuan 
rekomposisi dari Menteri Keuangan . 

iv. Dalam hal pencantuman jenis dan volume Keluaran yang 
berbeda belum mendapat persetujuan Komisi terkait 
DPR-RI , alokasi anggaran dalam RKA-K/ L diberi catatan . 

v .  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan 

b) Jenis dan volume Keluaran inisiatif baru yang dituangkan dalam 
RKA-K/ L ada rujukannya dalam RKP, dilakukan dengan 
langkah-langkah : 

i .  Pastikan dasar hukum atau penugasan sebagai dasar 
pengalokasian anggaran sudah ada.  

ii . Pastikan data Keluaran sudah masuk dalam referensi RKA­
K/L .  

iii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 
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iv. Dalam hal dasar hukum atau penugasan sebagai dasar 

pengalokasian anggaran belum ada, alokasi anggaran dalam 
RKA-K/ L diberi catatan '. 

c) Apakah terdapat perubahan rumusan Hasil (Outcome) , Indikator 
Kinerja  Utama, dan Indikator Kinerja Kegiatan dalam RKA-K/ L, 
dilakukan dengan langkah-langkah : 

i .  Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan 
data Renja  K/ L dan RKP; 

ii . Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA­
K/ L; 

iii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

d) Apakah terdapat perubahan rumusan Program dan/  atau 
Kegiatan karena adanya reorganisasi , dilakukan dengan 
langkah-langkah : 

i .  Pastikan dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian 
PAN dan Reformasi Birokrasi sudah ada; 

ii . Pastikan perubahannya sudah diakomodir dalam perubahan 
data Renja K/ L dan RKP; 

iii . Pastikan perubahannya sudah masuk dalam referensi RKA­
K/ L; 

iv. Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan; 

v .  Dalam hal dasar hukum atau persetujuan dari Kementerian 
PAN dan Reformasi Birokrasi belum ada, alokasi anggaran 
dalam RKA-K/ L diberi catatan . 

5) Konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun 
ke depan . 

Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) 
tahun kedepan dilakukan untuk mengetahui : 

a) Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan alokasi 
anggaran tahun yang direncanakan, dilakukan dengan langkah­
langkah : 

1 .  Pastikan pehcantuman volume Keluaran tidak ada yang 
salah (terlalu besar) dibandingkan tahun yang direncanakan; 

ii . Pastikan formula dan indeks penghitungan KPJM sudah 
benar; 

iii . Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume 
Keluaran atau kesalahan formula dan indeks KPJM,  
dilakukan perbaikan data dalam ADK RKA-K/ L; 

1v . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 
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b) Memastikan kebutuhan anggaran untuk Biaya Operasional 

dihitung cukup dengan pendekatan fiat policy untuk 3 (tiga) 
tahun ke depan, dilakukan dengan langkah-langkah : 

i .  Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan 
database pegawai . 

11 . Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai , angka 
prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi : 

• volume Keluaran sama dengan tahun yang direncanakan; 

• alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; 

• tambahan yang diusulkan untuk TA+ l ,  TA+2 ,  dan TA+3 
dapat dipertimbangkan dalam reviu angka dasar TA+ l .  

111 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

c) Memastikan alokasi anggaran untuk Biaya Operasional terkait 
pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menj adi 
komitmen seperti multiyears contract masuk dalam prakiraan 
maju,  langkah-langkah yang dilakukan: 

i. Angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi : 

• volume Keluaran untuk Kegiatan tugas fungsi unit sama; 

• alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung 
sesuai kebutuhan rencana tahunan . 

ii . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

d) Memastikan Kegiatan / Keluaran dan / a  tau kom ponen Kegiatan 
yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju,  
langkah-langkah yang harus dilakukan : 

i .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara 
Kegiatan/ Keluaran dan / atau komponen Kegiatan yang tidak 
berlanjut vol um en ya diganti menj adi 'O" .  

11 . Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

e) Memastikan dasar hukum atau kebij akan yang mendasari 
pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif 
berlaku . Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : 

i .  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume pada 
Kegiatan/ Keluaran diganti menj adi 'O" .  

ii .  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan 
dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan . 

c .  Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas meneliti 
kriteria substantif berupa konsistensi sasaran kinerj a  K/ L dengan 
Renj a  K/ L dan RKP, yaitu : 
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1) Meneliti Program , Indikator Kinerj a  Utama (IKU) serta Hasil 

(Outcome) K/ L. 

2 )  Meneliti kategori kegiatan , apakah termasuk kegiatan prioritas 
nasional , prioritas bidang1 atau prioritas K/ L.  

3) Meneliti konsistensi rumusan Keluaran dalam dokumen RKA-K/ L 
dengan Keluaran yang terdapat dalam dokumen Renja K/ L dan 
RKP. 

4) Meneliti konsistensi Volume Keluaran dalam dokumen RKA-K/ L 
dengan dokumen Renja K/ L dan RKP tahun yang direncanakan . 

5) Meneliti konsistensi Keluaran dengan indikator kinerj a  kegiatannya 
(dalam dokumen RKA-K/ L dengan Renj a  K/ L dan RKP) . 

d .  Ketentuan Khusus Penelaahan Satker BLU dan ARG 

1) Penelaahan BLU 

Penelaahan RKA Satker BLU diutamakan pada hal-hal sebagai 
berikut: 

a) Meneliti program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker 
BLU .  Program dan Kegiatan yang digunakan dalam penyusunan 
RKA Satker BLU merupakan bagian dari program dan kegiatan 
hasil restrukturisasi program dan kegiatan K/ L induk. 

b) Meneliti kesesuaian pagu dalam RKA Satker BLU dengan pagu 
Kegiatan RKA-KL, khususnya berkenaan dengan sumber dana 
(PNBP dan Rupiah Murni) sebagaimana tertuang dalam Ikhtisar 
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) . 

c) Meneliti kesesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 
ditetapkan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga dalam rangka 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dengan 
Ikhtisar RBA. 

d) Keluaran yang tercantum dalam RKA Satker BLU mengacu pada 
tabel referensi program aplikasi RKA-K/ L. 

e) Meneliti alokasi anggaran angka dasar sama halnya dengan 
satker non BLU.  

f) Dalam proses penelaahan RBA, Direktorat J enderal Anggaran 
dapat mengikutsertakan Direktorat Jenderal Perbendaharaan . 

2 )  Penelaahan ARG 

Penelaahan RKA-K/ L dalam rangka kegiatan Anggaran Responsif 
Gender (ARG) , diutamakan pada hal-hal sebagai berikut: 

a) Memastikan bahwa alokasi anggaran pada tingkat Keluaran 
kegiatan yang dikategorikan sebagai ARG sudah dilengkapi 
dengan dokumen Gender Budget Statement (GBS). 

b) Petugas penelaah Bappenas meneliti kualitas dokumen GBS 
(dapat juga dilakukan sebelum proses penelaahan RKA-K/ L) .  
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c) Berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud pada butir a) , 

petugas penelaah DJA memastikan bahwa pada tema ARG pada 
aplikasi telah dicentang yang menandakan bahwa Keluaran 
kegiatan dimaksud telah responsif gender. 

2 . Mekanisme Penelaahan RKA-K/ L Berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L 

Penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L di Kementerian Keuangan 
dilaksanakan setelah internal K/ L melakukan reviu dan penelitian yang 
dilakukan oleh APIP K/ L dan Biro Perencanaan . Penelaahan ini bertujuan 
untuk memeriksa kesesuaian data dalam RKA-K/ L dengan alokasi Anggaran 
K/ L .  Proses penelaahan RKA-K/ L setelah penetapan Alokasi Anggaran adalah 
sebagai berikut: 

a .  Proses penelaahan diawali dengan memeriksa kelengkapan dokumen RKA­
K/ L seperti halnya pada penelaahan pada Pagu Anggaran K/ L ditambah 
Persetujuan Komisi DPR. 

b.  Dalam hal besaran Alokasi Anggaran K/ L tidak mengalami perubahan 
(sama dengan Pagu Anggaran K/ L) maka K/ L tetap menyampaikan 
RKA-K/ L dan dokumen pendukung beserta Arsip Data Komputer (AD K) 
RKA-K/ L untuk dilakukan penelaahan . Hasil penelaahan RKA-K/ L 
dimaksud dij adikan sebagai dasar penetapan RKA-K/ L oleh Direktur 
Jenderal Anggaran dan sebagai bahan untuk penyusunan Peraturan 
Presiden mengenai Rincian APBN .  

c .  Dalam hal b e  saran Pagu Alokasi Anggaran K /  L mengalami perubahan baik 
penambahan maupun pengurangan maka K/ L menyampaikan 
RKA-K/ L dan dokumen penelaahan beserta Arsip Data Komputer (AD K) 
RKA-K/ L yang terbaru untuk dilakukan penelaahan kembali dalam rangka 
penyesuaian RKA-K/ L dengan Pagu Alokasi Anggaran K/ L .  

d .  Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/ L dimaksud lebih 
besar dari Pagu Anggaran K/ L maka penelaahan dilakukan dengan 
meneliti RKA Satker dengan kesesuaian tambahan pagu yang difokuskan 
pada: 

1) penambahan jenis Keluaran, sehingga j enis dan volumenya bertambah; 

2) penambahan Komponen yang relevan untuk menghasilkan Keluaran . 

Berkenaan dengan besaran Pagu Alokasi Anggaran K/ L lebih kecil dari 
Pagu Anggaran K/ L maka penelahaan dilakukan dengan meneliti RKA 
Satker dengan kesesuaian pengurangan pagu yang difokuskan pada: 

1) pengurangan Keluaran dalam rangka penugasan , sehingga j enis dan 
volumenya berkurang; 

2) pengurangan Komponen untuk menghasilkan Keluaran yang sudah ada 
selain Komponen Gaji  dan Komponen Operasional Perkantoran. 
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3. Tata cara penelaahan online 

Penelaahan dengan online menggunakan fasilitas komputer dan internet yang 
.melibatkan peserta penelaahan untuk berinteraksi dalam sebuah forum 
online. Untuk memfasilitasi penelaahan ini Kementerian Keuangan c . q  DJA 
telah menyediakan aplikasi berbasis web sebagai sarana urituk melakukan 
penelaahan . 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelahan online sebagai berikut : 

a .  · Persiapan 

1) Menyiapkan ADK RKA-K/ L.  

Pada tahap ini K/ L menyiapkan ADK RKA-K/ L DIPA yang telah 
disusun dengan menggunakan aplikasi SPAN atau RKA-K/ L DIPA.  
Data terakhir yang telah disetujui pada tingkat K/ L di  backup untuk 
membuat data ADK RKA-K/ L DIPA.  

2)  Menyiapkan undangan dan waktu penelaahan . 

Undangan yang berisikan waktu penelaahan online disiapkan oleh DJA 
dan dikirim online melalui email K/ L yang terdaftar di DJA.  

3)  Menyiapkan user ID (nama pengguna) 

User ID digunakan sebagai tanda pengenal untuk login di dalam 
aplikasi penelaahan RKA-K/ L DIPA secara online. User ID dimiliki oleh 
K/ L (unit) , DJA dan Bappenas . Dalam proses penelaahan user ID 
untuk Satker dapat ditambahkan j ika dibutuhkan untuk menj elaskan 
detil RKA-K/ L DIPA. 

b. Pelaksanaan 

1) Login ke aplikasi penelaahan online (K/ L, DJA, dan Bappenas) 

Sebelum melakukan penelaahan online terlebih dahulu K/ L dan DJA 
melakukan login dengan user ID masing-masing pada website 
http: / / rkakldipa. anggaran . depkeu . go . id .  

2 )  Upload data ADK RKA-K/ L DIPA oleh K/ L 

Eselon I K/ L melakukan upload ADK RKA-K/ L DIPA ke forum 
penelaahan . Sistem secara otomatis akan melakukan validasi tehadap 
ADK RKA-K/ L yang diupload. Upload ADK RKA-K/ L DIPA menj adi 
dasar untuk memulai forum penelaahan online. 

3) Forum penelaahan antar DJA, Bappenas dan K/ L 

Forum penelaahan terbentuk setelah Unit Eselon I K/ L melakukan 
upload ADK RKA-K/ L DIPA yang secara otoma,tis memberikan 
notifikasi ke DJA dan Bappenas untuk melakukan penelaahan secara 
online. ADK RKA-K/ L dapat di download oleh penelaah untuk diteliti 
secara offiine atau dapat dilihat secara detil sampai level komponen di 
forum . Penelaahan · dari DJA dan Bappenas dapat memberikan 
komentar di panel yang disediakan dan dapat ditanggapi langsung oleh 
unit Eselon I K/ L.  Jika penelaahan membutuhkan perbaikan ADK 
RKA-K/ L, Unit Eselon I K/ L dapat melakukan . upload kembali ADK 
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RKA-K/ L DIPA yang telah diperbaiki untuk diteliti kembali · oleh 
penelaah . 

Apabila dalam proses penelaahan dibutuhkan penjelasan dari Satker, 
unit Eselon I K/ L dapat mengusulkan ke OJA untuk ditambahkan user 
Satker dalam forum penelaahan . 

D .  Tindak lanjut Hasil Penelaahan RKA-K/ L 

Hasil penelaahan RKA-K/ L dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan dan 
ditandatangani oleh pejabat perwakilan dari K/ L, Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional ,  dan Kementerian Keuangan . Pej ab9.t penandatangan 
Catatan Hasil Penelaahan terdiri atas : 

· 

1 .  Perwakilan K/ L:  pejabat eselon IV, pej abat eselon III , dan pej abat eselon II 
pada Unit Perencana/ Biro Perencanaan K/ L; 

2 . Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : Staf, pejabat 
eselon III , dan pejabat eselon II pada Deputi Sektoral terkait; 

3 .  Perwakilan Kementerian Keuangan : pejabat eselon IV, pejabat eselon III , dan 
pej abat eselon II pada Direktorat Anggaran I / II / III terkait .  

RKA-K/ L yang telah ditelaah dan Catatan Hasil Penelaahan yang telah 
ditandatangani menjadi dasar penyusunan dan penetapan DHP RKA-K/ L oleh 
Direktur Anggaran I /  II / III . 

E .  Hal-hal Khusus Dalam Penelaahan RKA-K/ L 

1 .  Perubahan Akibat Penelaahan 

Dalam hal hasil penelaahan RKA-K/ L berdasarkan Pagu Anggaran K/ L atau 
Pagu Alokasi Anggaran K/ L mengakibatkan perubahan rumusan kinerja, 
perubahan dimaksud dapat dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  

a .  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan Keluaran (Jenis dan Satuan) , 
pada prinsipnya dapat dilakukan sepanjang: 

1 ) Telah disepakati dalam proses penelaahan; 

2) Tidak mengubah Keluaran yang merupakan Keluaran Kegiatan 
Prioritas Nasional; 

3) Relevan dengan Kegiatan dan Indikator Kinerj a  Kegiatan yang 
ditetapkan; 

4) Adanya perubahan tugas dan fungsi pada unit yang bersangkutan; 

5) Adanya tambahan penugasan . 

b .  Perubahan yang berkaitan dengan rumusan diluar Keluaran (Program , 
Indikator Kinerja  Utama Program , Hasil ( Outcome) , Kegiatan , dan 
Indikator Kinerja) ,  apabila dibutuhkan dapat dilakukan sepanjang telah 
disepakati dalam proses penelaahan dan merupakan akibat dari : 

1 ) Adanya reorganisasi yang mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi 
serta struktur organisasi; 
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2) Reorganisasi tersebut sudah memiliki dasar hukum yang pasti 

(Perpres ,  Persetujuan Menteri PAN dan RB , Keputusan 
Menteri/ Pimpinan Lembaga yang bersangkutan) ; 

3) Perubahan yang diusulkan telah disepakati dalam trilateral meeting; 

4) Telah mendapat persetujuan dari Komisi terkait di DPR. 

2. Keluaran/ Output Cadangan 

Berdasarkan hasil penelaahan, apabila terdapat alokasi anggaran yang belum 
j elas peruntukkannyamaka alokasi anggaran tersebut dimasukkan dalam 
Keluaran ( Output) Cadangan pada kegiatan/jenis belanj a  yang sama. 
Keluaran ( Output) cadangan digunakan untuk menampung hal-hal sebagai 
berikut: 

a. Alokasi anggaran untuk Kegiatan/ Keluaran yang bukan merupakan tugas 
fungsi unit dan belum ada dasar hukumnya; 

b .  Alokasi anggaran untuk Kegiatan/ Keluaran yang sama dengan TA-1 
(tahun sebelumny�) namun alokasi anggarannya berlebih ; 

c .  Alokasi anggaran untuk Kegiatan/ Keluaran Inisiatif Baru yang sej enis 
dengan Kegiatan/ Keluaran yang sudah ada, namun alokasi anggarannya 
berlebih ; 

d .  Alokasi anggaran untuk Komponen yang tidak berkaitan langsung dengan 
pencapaian Keluaran ; 

e .  Alokasi anggaran untuk Komponen yang alokasinya berlebih ; 

f. Alokasi anggaran yang belum j elas peruntukkannya dan / atau kegiatan 
yang belum pernah dianggarkan sebelumnya (unallocated). 

g. Alokasi anggaran pada Keluaran (Output) cadangan baru dapat 
dilaksanakan/ dicairkan setelah dilakukan revisi dengan berpedoman 
pada ketentuan mengenai tata cara revisi anggaran . 

3 .  Pencantuman tanda "@" dan Catatan dalam DHP RKA-K/ L 

Pencantuman tanda "@" dan pemberian "Catatan" dilakukan oleh Biro 
Perencanaan, unit perencanaan K/ L sebagai tindak lanjut dari hasil 
penelaahan berdasarkan Alokasi Anggaran K/ L, terhadap alokasi yang sudah 
j elas peruntukannya, namun : 

a.  Belum ada dasar hukum pengalokasiannya; 

b .  Belum ada naskah perjanj ian (PHLN / PHDN) dan nomor register ; 

c .  Masih terpusat dan belum didistribusikan ke satker-satker daerah ; 

d .  Masih memerlukan hasil reviu dan persetujuan dari Bappenas ; 

e .  Masih memerlukan hasil reviu dari BPKP; dan/ atau 

f. Belum mendapatkan lembar persetujuan dari DPR. 
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F.  Format dan Pedoman 

1 . Format Catatan Penelaahan RKA-K/ L 
CATATAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

ORGANISASI I 
JUMLAH SATKER 

JUMLAH PEGAWAI 

HASIL PENELAAHAN 

BELANJA 

�U--'-RA==IAN=-----------------'' 5 1  
BELANJA 

56 

BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA 
52 53 54 �5-'--5 __ ---j 
BELANJA BELANJA BELANJA BELANJA 

57 58 6 1  62 
A. RINCIAN PROGRAM I I · ------<. ---�- -----1 ___ ___,I ___ _. 

____ __.1 _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : I_ �·----,...,..-----:-r-----..,..,------,..,..------LI 
_xxx_. xx_. xx __ �I nama program I -·-----'- l  ____ l_l_. ___ _..1] ___ ___,J [ ___ _. 

____ _..I _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : '--1-----,...,....------,-...--------,..,----.,..,-------Lj B. RINCIAN SUMBER DANA (1 +2+3) j ____ _____._ !_ l_l ____ _.../ j  ___ _,1 [ ___ _, 
____ __.1 _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : L. 1-----....-------,-.,-----..,..,------..,.,-------Lj 
_xxx_. xx_. xx  __ _,I 1 .  Rupiah Murni / I -·----1 l_l _ ____ J J  ___ ___,1 [  ___ _.. 

____ _..I _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : '-1------,..----.,..,-----.,..,----.,..,-----+ 
-'-'x.xx=. xx-"'-"-'. xx"-'---__ I A. RM NonPendamping I I -· ___ _____._ l ____ IJ. ____ / J  ___ __.l j ___ _. 

____ _..·I _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : L. f-----_,..,-----:--r-----,.,..-----,..,.-----!-1 
_xxx_. xx_. xx  __ _,/ B. RMPendamping / I ----�·- l l_/_ ____ I J ___ _.1 J ___ ...._ , 

____ _,1 _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : /_�---------------....-------Y 
_xxx_. xx_._xx_�I C. PNBP / I ____ ___,l_l l_/_ __ _____,/ j  ___ __,_I [ __ ___._ 

____ _.1 _ J_ _ I _ _J _ _J _ _  Jumlah : 1_1---------,...,....----....--------,....------'-l 
===·xx=·=xx=--____,/ D. BLU I I ____ ___,_l l_/_ ___ _,l j  ___ __,_1 [ ___ __,_ 

____ _.1 _ J_ _  I _ _J _ _J _ _  Jumlah : l_·�---------------,...,....------Y 
_xxx_._xx_. xx _ ___,/ 2. PHLN / I ---�·- '- l_l ___ �IJ __ _____,,I[ __ __.. 

____ _,, _ J_ I _ _J _ _J _ _  Jumlah l1-----�---...-----'------.-----.-------Lj 
_xxx_. xx_. xx __ _, A. PinjamanLuarNegeri I I J 1 1 1 l ----"I __ ____,_ L l _ __ ____,I J _-----'- _ 

___ ____.1 _ J_ _ I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah : /_ 
I [ _xxx_. xx_. xx  __ _,j B.  Hibah Luar Negeri I I ____ ___,l_l l_l ____ _,/ j  ___ ___, ----" 

___ ____.l _ J_ _  l _ _J _ _  _J _ _  Jumlah : I_ 
I [  _xxx_. xx_. xx __ _,j 3 .  PDN / I ____ ___,l_l l_l ____ _,ij ___ _, -----l. 

___ ___._1 _ J_ 1 _ _J _ _  _J _ _  Junilah : /_ I[ _xxx_. xx_._xx_�/ 4. PBS / 1 _. ___ __.1._l l_ l_ ___ _,I J  ___ _, ___ __,_ 

____ _.1 _ J_ _  I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah :  L1-----.,..,----.,.,.----.,..,----.,..,-----+1 
c. DANA YANG DIBERI "@''/ CATATAN I I ____ __.l_l l_/_ ___ _.../ J ___ ___,lj ___ _. 

____ _.I _ J_ _ I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah : L1-----�-----,-...------,..,.-----,.,.-----'-4 
D.  JENIS KEWENANGAN (4+5+6+7) I I ____ ___,l_l IJ. ____ / J  ___ __.I [ ___ _...._ 

-----'I J_ _ I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah :  L1-------------.,.,.----.,..,-----+1 
===· xx=. xx=-_ _,I - 4 . KP/KD/SNVT/S I I ____ ___,I_ /_ l_/_ ___ _,/ j ___ _,I [ ___ _,_ 

____ __,1 _ J_ _ I _ _J _ _ _J _ _  Jumlah : L1--------...,.--.,....----.,.,.----.,..,-----+1 
.:..:==· xx=. xx=-_ _,/ 5 .  Dekonsentrasi / I -·-----'I l_l ____ _,J j ___ _,I [ ___ _.. 

____ _,1 _ J_ _  I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah :  L1---------.,.,.----.,.,.----.,.,.-----+1 
.:..:==· xx=. xx=-_ _,j 6 .  Tugas Pembantuan I I ____ __.l_l l_l_ ___ _.../ J  ___ ___,I[ ___ _. 

-----'I J_ _ I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah :  ' -1-----�----,-,-----,..,.------.,.,.---� 
.:..:xxx=. xx=. xx=-_ _,, - 7. Urusan Bersama I I _ ___ __.l_l u_. ____ / J  ___ __.I J ___ ___..

I -----'I J I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah : L.1-----....,..,.-----:--r-----,.,..-----,..,.-----!-I 
E. SIFAT ALOI(ASI ANGGARAN (8+9) I I ____ ___,l __ l l_I __ · ___ / J  ___ __.l [ ___ _,1 

____ _,1 _ J_ _  I _ _J _ _  _J _ _  Jumlah : l _· �----,..-----,..----.,..,----,.,------+11 
..:..:xxx=.xx=.xx=--�' 8. Operasional I I _. ___ __,_I I l_/_ ____ l j  ___ _,1 [ ___ _..11 . 

I J _ I _ _J _ _  _J _ _ Jumlah : /_ 
-xxx-. xx-. xx--

-', - 9� Non Operasional I I 1-_ -----,1...-_ l_----.,-,IJ-_ ----:/-r--J ----:-i 1 [----711 
I I I I I Jumlah : I I 
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HAL-HAL KHUSUS DAN/ ATAU PENDING : 

J _J _J _� 

PENILAIAN/ PENDAPAT PETUGAS : 

J _J _J _� 

ANGGARAN YANG DIBERI TANDA 

J -----' _J _J _� 

PEJABAT/ PETUGAS PENELAAH : 

KEMENTERIAN NEGARA/ LE MBA GA 
NAMA JABATAN 

-18 -

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I Kepala Seksi/ Eselon IV 
Tanda Tangan I 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kepala Sub Direktorat/ Esdon III 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kepala Biro Perencanaan 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

KEMENTERIAN KEUANGAN 
NAMA JABATAN 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Kepala Seksi/ Eselon IV 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kepala Sub Direktorat/ Eselon III 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Direktur Anggaran I / II / III 

KEMENTERIAN PERENCANAAN 

I Tanda Tangan I 
I 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

NAMA I JABATAN I Tanda Tangan I 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 Staf I ! .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ------------� 

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kepala Sub Direktorat/ Eselon III 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
3 . . .  . .  . . .  . .  . . . .  . . . . .  . .  . . .  . . .  . .  . . .  . . . . . .  . . .  . . . . . .  . .  Direktur. . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . . . .  . . .  . . .  3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
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2.  Format Himpunan RKA-K/ L 

Formulir I Himpunan RKA-K/L 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20.XX 
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER DANA 

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 

HALAMAN : . .  DARI . .  

KODE DAN URAIAN BAGIAN RUPIAH PNBP BLU PLN HLN PDN SBSN JUMLAH 
ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, MU RN I 

FUNGSI, PROGRAM DAN SUMBER 

DANA 

Formulir II Himpunan RKA-K/L 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 20.XX 
MENURUT BAGIAN ANGGARAN, UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KPJM 

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 

HALAMAN : . . .  DARI . . . .  

KODE DAN · URAIAN BAGIAN ANGGARAN, 

UNIT ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM 20.XX 20.XX+ l  20XX+2 20XX+3 
DAN KPJM 
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KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

DAFTAR HASIL PENELAAHAN 
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (DHP RKA-KiL) 

TAHUN ANGGARAN 20XX 
NOMOR : DHP- xxx.xx.xx-0/ AG/ 20XX 

Berdasarkan hasil penelaahan RKA-K/ L TA 2 0XX sesuai Alokasi Anggaran TA 20XX, dalam rangk 

penyusunan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraTA 20XX, dengan in 
ditetapkan DHP RKA-K/ L untuk: 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA j 
UNIT ORGANISASI j 
PAGU UNIT ORGANISASI j 

Pagu unit organisasi tersebut, dirinci menurut Program sebagai berikut: 

KODE UNIT ORGANISASI l �UMLAH JUMLAH �ATKER PAGU 

(1 J (2} (3) (4) 

JUMLAH I 
RINCIAN SUMBER DANA I 

RM I 
PNBP/BLU I 
PHLN/ PDN I 

(Ribuan Rupiah) 

I DANA YG TARGET PENDAPATAN I 
DIBERI PERPAJAKAN PNBP I 
CAT AT AN 

(5) (6) (71 

Rincian alokasi anggaran untuk masing-masing Unit Organisasi dalam RKA-K/L TA 2 0XX sebagaiman 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Rincia 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 20XX, dan menjadi dasar penyusunan serta pengesahan DIPA T 
2 0XX. 

Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam DHP RKA-K/ L TA 20XX sepenuhnya menjadi tanggun 
jawab Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

Jakarta, 20XX 
A.N .  MENTER! KEUANGAN 

DIREKTUR ANGGARAN . . .  

AAAAAAAAAAAAAAA 
NIP. 
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4 .  Format Rincian Alokasi Anggaran Per Unit Organisasi 

. ' KEM ENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDON ESIA 
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN 

LAM P I RAN DHP  RKA-K/L 

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER UNIT ORGANISASI 
TAHUN ANGGARAN 20XX 

KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA _:j 
UNIT ORGANISASI _:j 
PAGU _:j 
Alokasi anggaran tersebut, dirinci menurut lokasi sebagai berikut : 

KODE PROPINSI lJUMLAH SATKER 

Ill  121 (3) 

TOTAL I 

IRibuan Runia 
JUMLAH I DANA YGI TARGET PENDAPATAN / 
PAGU DIBERI PERPAJAKAN PNBP / 

CATA TAN 

(4) /5) (6) (71 

h) 
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5.  Pedoman/ User Manual Penelaahan RKA-K/ L Online 

a. Pendahuluan 

Aplikasi RKA-K/L-DIPA Online merupakan sebuah sistem informasi 
berbasis web di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran yang digunakan oleh 
Direktorat Jenderal Anggaran sendiri dalam hal ini Unit Teknis DJA (Anggaran 
I ,  Anggaran II , dan Anggaran III) , Kementerian/ Lembaga, Unit Eselon I dari 
Kementerian/ Lembaga, dan Juga Satuan Kerja  (Satker) yang berada di bawah 
sebuah Kementerian / . Lembaga untuk mengakses informasi mengenai 
referensi Program , Kegiatan, Keluaran (Output) , Satker yang dimiliki oleh 
masing-masing Kementerian/ Lembaga, mengunduh ADK RKA-K/ L 
hasil dari proses revisi RKA-K/ L yang dilakukan sebuah K/ L, Unit Eselon I 
K/ L, ataupun Satuan Kerja, dan juga untuk melakukan Penelaahan RKA-K/ L 
secara online antara Unit Eselon I K/ L dengan Unit Teknis DJA (Anggaran I ,  
Anggaran I I ,  dan Anggaran III) dan Bappenas . Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 
ini terdiri dari 5 modul antara lain : 

1 ) Modul Ref erensi 

2) Modul RKA-K/ L 

3)  Modul Penelaahan Online 

4) Modul Download ADK dan PDF DIPA RKA-K/ L 

5) Modul Utility 

b .  Cakupan dan Tujuan Program 

Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online modul Penelaahan Online m1 dibagi 
menjadi 4 submodul utama, yaitu : 

1 ) Beranda 

Menam pilkan informasi mengenai daftar Forum Penelaahan Online yang 
berhasil terbentuk beserta tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum 
Penelaahan tersebut, serta tombol untuk melakukan upload ADK RKA-K/ L 
sebagai dasar untuk melakukan penelaahan RKA-K/ L secara online. 

2) Menu Upload ADK RKA-K/ L 

Mengelola proses upload ADK untuk pertama kali yang akan dij adikan 
dasar untuk membentuk sebuah Forum Penelaahan Online dan melakukan 
Penelaahan RKA-K/ L secara online. 

3) Menu Detil Penelaahan Online 

Mengelola proses penelaahan RKA-K/ L secara online baik itu melakukan 
pemberian komentar, melampirkan data dukung penelaahan dengan tipe 
file gambar, pdf, word , dan excel , menampilkan catatan penelaahan, serta 
menutup forum penelaahan . 

4) Menu Laporan 

Terdiri dari Cetak Kertas Kerja  RKA-K/ L untuk menampilkan cetakan 
kertas kerj a  RKA-K/ L hasil upload ADK RKA-K/ L dan Cetak Forum 
Penelaahan untuk menampilkan cetakan hasil forum penelaahan RKA-K/ L.  
Kedua menu laporan ini menampilkan laporan dalam format pdf. 
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Aplikasi dapat diakses dari komputer / PC yang terhubung ke internet atau 
intranet Kementerian Keuangan dan telah ter- install Internet browser (Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Google Crome,  Opera, dan lain-lainnya) . 

d .  Memulai Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

Untuk memulai aplikasi , buka browser anda dan ketikkan url berikut :  
http:// rkakldipa. anggaran. depkeu.go. id di kotak alamat browser anda. 
Halaman login aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online akan ditampilkan di browser 
and a. 

e. Login Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

Tampilan pertama yang muncul adalah pengisian User ID, Password, dan 
Tahun Anggaran . Untuk masuk ke aplikasi diperlukan User ID dan Password 
yang telah dibuatkan oleh Administrator Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 
sebelumnya. Tampilan halaman login seperti pada gambar sebagai berikut:  

· · · · · · · · · · · ··· · · · · · · · · · - · · · ·· · · · · ·-····  ...  · · · · · · ······--···- · · ·· ······ ··· ··- ··---·--··-···-·-··-···--·----· ·--···- ···-· ·----· ·-------

l. � u�'er _1�:· .. 
. · · 1 · · · -
: Ii !  F'!i:-\:iWO! d  

. ..... . -

' .• :  

Gambar 1 .  User Login 

. · ' . . 

Jika user lupa dengan User ID dan Password yang telah diberikan oleh 
Administrator, user dapat menggunakan menu Lupa Password dengan 
melakukan klik link "Lupa Password" yang ada di bawah tombol Login. 
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. .... · . ·  

_; .. . 

Gambar 2 .  Link Lupa Password 

Setelah User melakukan klik pada link Lupa Password tersebut, aplikasi 
akan mengarahkan ke menu Lupa Password. Di dalam menu Lupa Password, 
K/ L diminta untuk mengisi User ID yang digunakan untuk login ke aplikasi 
RKA-K/ L-DIPA Online, e-mail yang didaftarkan pertama kali oleh user ketika 
melakukan ubah data user ketika login pertama kali di aplikasi RKA-K/ L-DIPA 
Online, dan konfirmasi Kade Pengaman , User ID dan Password RKA-K/ L-DIPA 
Online akan dikirimkan ke alamat e-mail yang dimasukkan seperti pada 
gambar sebagai berikut. 

KoJc Pe:u  1W111.11 

Koofitmasi Kode Pengaman [��=] 

l ' '• · � � - lli· W4 

Gambar 3 .  Menu Lupa Password 
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User yang telah berhasil login akan memasuki halaman utama. Pada 
halaman utama terlihat semua modul yang ada di Aplikasi RKA-K/ L-DIPA 
Online. Hanya user yang diberikan kewenangan yang dapat mengakses modul­
modul tersebut. 

� rkokldipo c;;,,,, 
1<.1'1M'NTfW.N �:.ft.IAUON1JIJ.:'F'Vfll1J..m1Y.;:-1�.S:.t. 

Selam.11 Datang, KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI logout 

I - RK \11.l IJ!Ff\ }:jH 
· S!ir� WM 
� Tl\P!WP U1l•i 

I 

", . i : '· � 

.-fPl ..... ,..,. '""" "'.'fl''·' ·1 �*-6•.Trt.J.'fti�.t , ..... ..,,11�,, .. , 

.. f.'":/,:1,,v·:.�.·1J·:rr\. :·�x·::'.ii�<'•.,,..,�,···�!?iltl:'li1J.l,��0l!fy'W-'l'lllJ'iWf·�::?I�!i>?i:�'�its"1w, · . ,.,._,, .. .' � '·.:' · •. , . r!'"i : .. ·.• ·.t ·� ,, . . ., :· ·, ·. , ·. •,:'.!i:ll'i . . "1 "! •1 . • . ·. -'tf"'.�}'{�;Miii.� .. . t!'�"""''"��.� ·P . � · - · ':>: .. , ,  . • 

Gambar 4 .  Halaman Utama Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

-26-
g .  Proses Penelaahan Online 

1 .  Proses Bisnis Penelaahan Online 

\ 

I Cnalt flfllll 
PIMllM 

[ �·-w.�� 
I 

I P�Hlll 
lmlisa 

.-- Dt--ADll 11-· +---1-� llellort DataRllAIL 

�� � 

I llMlllllADI 
I AnllsaADI 
I lt*i Cafatll 

I I l111W Pdabl 
PetWI Data llWl.Tk---+--1------'r ' Uploail Scntnslloll ll--4----l------+-� 

Niles 

� N 

) \ 

I Konfl'ftlsi H•I 
Pdab!ADll 

up1oa11 ADI , r..,. Hiii 
lmlisa WIL Hiii --j 

I Uploail Scntnslloll 

- �'>" 

TW. F111111 Penelllhll 
Oilll UlilTmDJA 

(PIMIUI) 

Cek Data 

y 

UploailktAplbi 
DSWDJA 

Garnbar 1.1 Proses Bisnis Penelaahan Online 
\ 

R111Drt lllta l!Wl  

I llllllaahADK 
I AnalsaADK 
, lt*i Catalll 

N 
C1Uata 

y 

lm Catalll 
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2 .  Sistem Penelaahan Online 

Sistem Penelaahan Online merupakan salah satu aplikasi atau modul yang 
ada pada Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. Sistem Penelaahan Online 
merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media untuk melakukan 
Penelaahan RKA-K/ L secara Online antara Kementerian Keuangan, dalam 
hal ini Direktorat Jenderal Anggaran , dengan stakeholder-nya yaitu 
Kementerian Negara/ Lembaga (Unit Eselon I dari K/ L) dan juga Bappenas . 
Diharapkan dengan adanya aplikasi tersebut akan mempermudah proses 
Penelaahan RKA-K/ L dimana sebelumnya Penelaahan dilakukan di DJA, 
maka setelah adanya aplikasi tersebut maka akan mengurangi intensitas 
pertemuan langsung antara DJA, Unit Eselon I K/ L, dan Bappenas dimana 
penelaahan dapat dilakukan di kantor masing-masing atau dimanapun 
dengan syarat terkoneksi dengan internet untuk dapat membuka Aplikasi 
RKA-K/ L-DIPA Online. 

Dnwn)oad :\pllkiHi 
· ll,:Pl'i!. OU°,1,.,M4 
. '>!1!< 7.111·1 
• l'Rl-!!!IP ?l)tot 
- f.:.>l/1.�:l 1.lJl"t\ :]!) l) · !il!f.'. �(ll J · T!Wt:;w :1.0 i 1  

20 1 4. <"""� 
Stl11m1tl D11t11ng, KOMlSI PF.M8ERAro/l:A.SAN KOHl.Jr'SI I (l(IOUt 

Gambar 2 . 1 Letak Sistem Penelaahan Online 

Gambar 2 . 1 .  menjelaskan letak Sistem Penelaahan Online yang ada di 
Aplikasi RKA-K/ L-DIPA Online. User dapat memilih Menu Penelaahan 
Online > >  Sub Menu Forum Penelaahan Online. 

Halaman pertama yang akan ditampilkan pada Sistem Penelaahan Online 
adalah halaman beranda. Halaman beranda ini menampilkan : 

a .  Informasi mengenai daftar Forum Penelaahan Online yang berhasil 
terbentuk. 

b .  User yang melakukan upload ADK RKA-K/ L untuk Penelaahan Online. 

c .  Tanggal mulai serta tanggal selesai dari Forum Penelaahan . 

d .  Tombol untuk melakukan upload ADK RKA-K/ L sebagai dasar untuk 
melakukan penelaahan RKA-K/ L secara online. 
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Tampilan dari halaman beranda adalah sebagai berikut: 

0 rkokldipo (tlrtz 
hHiENTEJitAN KEUAN1'3AN RF.Pi.JBUKlrIDONESlA 20 1 4  . . � ....... , 

· . ..l,oo_..._ .. ' -. I  

Selamal Datang, KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI Logout 

· I, � ·.; .• ..-.l- • :i: 

Gambar 2 . 2  Halaman Utama Penelaahan Online 

Jika user klik link nama forum pada kolom Kementerian/ Unit Eselon !­
Forum , maka user akan masuk ke dalam halaman detil Penelaahan Online 
dari forum yang terbentuk dari hasil Upload ADK RKA-K/ L dimana Upload 
ADK RKA-K/ L m1 merupakan pemicu terbentuknya sebuah Forum 
Penelaahan Online. 

20 1 4  .. .....:. ... • � 
Selamat Datang, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI l.ogout 

Gambar 2 . 3  Link Nama Forum 

3 . Upload ADK RKA-K/ L Untuk Penelaahan 

Menu Upload ADK RKA-K/ L berfungsi untuk mengelola proses upload ADK 
untuk pertama kali yang akan dijadikan dasar untuk membentuk sebuah 
Forum Penelaahan Online dan melakukan Penelaahan RKA-K/ L secara 
Online. Untuk masuk ke menu ini User dapat menekan tombol Upload yang 
ada di Halaman Utama Penelaahan Online/ Beranda seperti pada gambar 
dibawah ini : 

-·r 
�\.. ' 

20 1 4  :. _. ... , 
" · "" "'-· ·.;,,, , 

tfnme : Pt:.-nel.iahiJU Onl1r1e i ttKAlU. nefetef"rSI I Uowoloild Ublity 

Selamat Datang, KOMIS\ PEMBERANTASAN KORUPSI l-0gout 

-� · ; . .: . · ·· · -: .. � �- .; ; . .- . ·:· . . :. �:· '. .. : · ;.··.Jt�dti�fit{f��llffk7�����i�I�i�it�-·f;.)�� 
Gambar 3 . 1 Tombol Upload 

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

-29-
Setelah User meng-klik Tombol Upload, maka User akan masuk ke dalam 
menu Upload ADK RKA-K/ L seperti pada gambar sebagai berikut:  

• rkokldipo orb 
KEMENTErtlAN KEUANGAN HEP!Jatll{ tNDlJNESIA 

.. ·�./' • 
. . . .. , . . .... 

Home ' Penefoahan Ordme JUlA.Kl I Rcferencol Dow11loucJ ; Ubhtv 

Selamat Datang, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Louout 

Upload ADK P en elaahau 

Kernenterian 

Unit 

Jenls ADK 

AttarJ1 Hie AOK 

· · · · · · ···· · · · · · · ········ ··························· · 093.01 KOMIS! PEMBERANTASAN KORUPSI 
············-·····················--···--··--·· - -- Pilih -· • '  

• ADK yang diupfoad adalah data ADK dengan format : D01  __ DOOUU .. .PP __ ssssss ... K. 1 4  
• .�DK yang diupload beras_al darl nac1<up menggunakan menu Ulllltl • Kirim Data Hasll Validasi denoan Parameter Baer.up Kem-Unit 

• User .rang Dtsa melaku�an upload data adalah user Unit Es el on I 

' .- , ' •  

Gambar 3 . 2  Halaman Upload ADK RKA-K/ L untuk penelaahan 

Di dalam menu Upload ADK RKA-K/ L Penelaahan tersebut terdapat isian 
Kementerian, Unit , Jenis ADK, dan Attach File ADK.  Untuk isian 
Kementerian dan Unit akan terisi secara otomatis oleh sistem sesuai 
dengan kewenangan usernya. User hanya perlu memilih Jenis ADK dan 
memilih file ADK yang akan diupload . Terdapat dua Jenis ADK untuk 
penelaahan online ini , yaitu Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran . 
Untuk ADK RKA-K/ L yang akan diupload terdapat beberapa ketentuan ,  
yaitu : 

a .  ADK yang diupload adalah data ADK dengan format 
DO l_DDDUU_PP_SSSSSS_K. (2 digit terakhir Tahun Anggaran) dimana 
DDD adalah Kode Kementerian , UU adalah Kode Unit Eselon I, PP 
adalah Kode Program , SSSSSS adalah Kode Satker, dan K adalah 
Kewenangan . Contoh : D0 1_0 1 503_00_000000_0 . 14 

b .  ADK yang diupload berasal dari backup menggunakan menu Utiliti -
Kirim Data Hasil Validasi dengan Parameter Backup Kem-Unit di 
Aplikasi RKA-K/ L-DIPA.  

c .  User yang dapat melakukan Upload ADK RKA-K/ L Penelaahan ini hanya 
user dengan kewenangan sebagai Unit Eselon I K/ L.  
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Setelah user Unit Eselon I K/ L berhasil melakukan Upload ADK RKA-K/ L, 
maka sebuah Forum Penelaahan akan terbentuk sesuai dengan format K/ L 
- Unit Eselon I - Jenis Forum (Pagu Anggaran atau Pagu Alokasi Anggaran) 
dan sistem secara otomatis akan mengirimkan e-mail notifikasi yang berisi 
informasi terbentuknya sebuah Forum Penelaahan Online kepada Unit 
Eselon I yang melakukan Upload ADK RKA-K/ L dan juga kepada Unit 
Teknis DJA yang menangani K/ L dari Unit Eselon I tersebut. 

4 . Proses Penelaahan RKA-K/ L Secara Online (Detil Penelaahan Online) 

Setelah Unit Eselon I K/ L berhasil melakukan Upload ADK RKA-K/ L dan 
menerima e-mail notifikasi yang berisi informasi terbentuknya sebuah 
Forum Penelaahan Online yang juga dikirimkan kepada Unit Teknis DJA, 
maka masing-masing kewenangan user yaitu User Eselon I K/ L, User 
Teknis DJA dan Bappenas dapat memulai Penelaahan RKA-K/ L secara 
online, kecuali user dengan kewenangan Satker, user dengan kewenangan 
Satker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan Online setelah diajukan 
oleh Unit Eselon I-nya dan disetujui oleh Unit Teknis DJA. 

Untuk memulai Penelaahan RKA-K/ L secara Online, user dapat masuk ke 
halaman beranda Penelaahan Online dan meng-klik link nama forum pada 
kolom Kementerian/ Unit Eselon I - Forum . Didalam halaman beranda 
Penelaahan Online ini , daftar Forum Penelaahan yang ditampilkan sesuai 
dengan kewenangan dari masing-masing user. Gambar 4 . 1  menunjukkan 
tampilan dari link nama forum yang harus di-klik oleh user : 

-. .  rkokldipo 0�1)2 
�El.!ENTERIAN l\E\JAN6All REl'UBtll< INOONESIA 20 1 4  <.: - ·:, .,., _ .. �-. • . "!-. :· 

Selamal Datang. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI logout 

Gambar 4 . 1 Halaman Utama Penelaahan Online dan link 
nama Forum Penelaahan Online 

Setelah User melakukan klik pada link nama forum tersebut maka User 

akan masuk ke dalam halaman detil penelaahan online. Di halaman detil 
penelaahan online inilah nantinya user akan melakukan penelaahan RKA­
K/ L secara online. Pada Gambar 4 . 2  dijelaskan fitur-fitur yang ada di dalam 
halaman detil penelaahan online: 
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j Selamat Datang I 
! di Forum Pagu Anggmn • D15.03 untukTahun Anggaran 2014 dari data RIV\-KI!. yang tc!ah di-Upload. • dengan fincian P&au per program s!Jb · · 

Upload ADK Terakhir (ke 1 - 25 April 2014 10:04:35 WIB} 

#I - llltJEN ANGGAl!AN { UIUI Es. l ltJI. ) . l2SApril 201410!fl4:as l'ltBJ ' 
, ·  , 

� Unil015.031elah mengupload>llK�e 1. 

Gambar 4 . 2  Halaman Detil Penelaahan Online 

Berfungsi untuk menampilkan daftar Forum Penelaahan Online yang 
ada sesuai dengan kewenangan masing-masing user Unit Eselon I .  

2 )  Cetak Forum 

Berfungsi untuk mencetak hasil penelaahan dalam bentuk pdf seperti 
pada Garn bar 4 .  3 
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Forum Penelaahan Online Pagu Alokasi Anggaran 093.01 
Tahun Anggaran 2014 

Nama User Tauggal Komentar 
KOMISI PEMBERANTASAN 18 November 2013 Pak All,Terlamplr disampaikan AOK yang sudah diperbaikl.Tertma koslh 
KORUPSf I Unit Es. I Kil ) 11 :05:46 'MB 

·
--- ·---iius"Aio;·iii<:(iJ:iii_i_________ i.5 .. Naveiiiiiiir2off Qaiialtil>iOali-----··--------------- ·--·-----·-··-·········- ·- · ········· -·----------···----

14:06:11 'Me 
r-�A�U��S�A,�D,-AK�. -, W�A�)�-+-15_N_owmber 2-01-3+te-s������������ 

13:50:11  'MB 
-··--·--"AU-5Aio;-ii·ii:-CruA i -·---· 13�:�;�2:1·3·Tiii<.i<brri·;;y.-kfriin catotan peoeraahan pad• lam J.29 pm�iiii"Y'aniiPiiiifililiildate ...

. -......... _ .. . 

---·--·Au sAIO.iiKTiiJA"f ___ -ffNoviiiiiii8r2iff:i"lvth. lbuJBapak dart KPK dan Bappenascatatan Penefaahaii5iiiiaii .. S.;;Otii10riiiii .. i<li .. iorum··--
. 14:49:09 WIB penelaahan onllne, sllakan dlreviusaya tunggu tanggapanya.terlma kaslh 

. . . .  All SAID, Art (iiiAf .. "iiNoveriili&i 2613 ' . .. .. . . .. ...... .......... -._ ... ·--- ......... . .. .... ... . .  .. . . 
. 

. . .. .. . . . .. . . . .  . 

1J::l8:JO WlB I Oengan demlkian, 

penelaahan RKAKL KPK TA 2014 terah dilaksanakan meloful forum penelaahan on�ine 
dengan user Apllkasl RKA-Kil. DIPA on-line antara KPK, Bappenas, dan Kemenkeu berJalan 
lancar. Selan]utnya hasll penelaahon on�ine akan dlfuangkon dafam Catatim Hasll 
Penelaahan yang dltandatanganl oleh pejabat perwakllan darl Kil, Bappenas, dan 
Kemenkeu. AOK RKA-Kll hasll penelaahan on-line akan menjadl dasar untuk 
penyusunan don pengesahan OIPA TA 2014.0an hasll 

I penelaahan alas RKA.K/l KPK TA 2014 dapat kaml simpulkan sebagal berlkut:T otol 
Pagu Alokasl Anggaran KPKTA 2014 adalah sebesor Rp616.870.600.000,00Surnber 
Dana Paau seluruhnya berasal darl Rupiah Muml {RM) sebesar 

Rp616.870.600.000,00Pagu 

I KPK terdiri dart Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknls 

Gambar 4 . 3  Cetak Forum Penelaahan 

3) Tabel Rincian ADK RKA-K/ L basil upload 

Berfungsi untuk menampilkan rincian dari ADK RKA-K/ L.  Untuk tabel 
pertama berisi Program dari Unit Eselon I K/ L beserta jumlah pagunya. 
Jika User klik link nama Program tersebut maka akan menampilkan 
tabel selanjutnya yang berisi Pagu Program, Jumlah Satker, Jumlah 
Kegiatan , Jumlah Keluaran (Output) . Untuk Jumlah Satker, Jumlah 
Kegiatan , Jumlah Keluaran (Output) , masing-masing dapat diperinci lagi 
dengan adanya link di dalam Jumlah Satker, Jumlah Kegiatan , Jumlah 
Keluaran (Output) . Jika User klik link di Jumlah Satker maka akan 
menampilkan tabel yang berisi daftar Satker dalam program tersebut 
beserta jumlah pagunya. Jika User klik link Jumlah Kegiatan maka 
akan menampilkan tabel yang berisi daftar Kegiatan dalam program 
tesebut beserta jumlah pagunya. Jika User klik link Jumlah Keluaran 
(Output) maka akan menampilkan tabel yang berisi daftar Keluaran 
( Output) yang ada dalam Program terse but beserta jumlah pagunya. 
Dari masing-masing rincian tersebut merupakan level terakhir dari 
rincian ADK RKA-K/ L yang j ika klik link-nya maka akan langsung 
menampilkan Kertas Kerj a  RKA-K/ L sesuai dengan level Satker, 
Kegiatan , atau Keluaran (Output) seperti pada Gambar 4 . 4 .  
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KERTAS KERJA RKA-KL T.A 2014 

; mm I KoM1s1 PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK} 
! 09J.01.01 'Pro�;r11D11ku11g;r1M.�1n)eme11 11.111 Pel<tsn11aa11 TlllJ<IS Teluis Lnilllfo!Kpt( 1 P."'.�=9-''""'•'•'"'=: ..... =:o:=.'O"•=•=·""'--• •m-.mm••--'-'•=•=-'":=:=:::-::»>==:"':=:::o •• ,,,,, .............. ,,,. .......... ,,,,,,,,, ... ,,,,_,{ 
i , J8J4 ! Perill1ta111Jil11H11k11111, Lltl1Jilsi,dn11Bnm1kl11Hnlmm : ' ; : r--·· .... -.. ---r· ...... -.. -........... -............ -.... ·--........... ,_,,, ....... --......... -............ -. .... , ... __ .. ______ ,, ___ .. __ ,_..j ! 383(00f i re11111cat1ganPemDr.w (P1odukH11kr«11) 

. 

r - oii . .
. iii�1i.1;, ���1 Le���si • • •  - - • • - - - - - - - - - - • •  - - · - - - - • .. . • - - - - . . . .. • - - - - - · - - - • • ·� 

i 012 : Pe11y11s1n1i1 1 Plo1l11l< H111\m11 �!111�.1 

: OU iP1111ber/,11 Kajru1 �1k11111 
! 014 :Pentlilla.in llan ;ronlisis 111n11s1111 petatit�OI 
! 015 iP1111he1i1111 hto1111asl H11k1111 : ; 
i 3moo1 : u��1s/1M11 0011�1111lmkw11 · � · - � k · � - � � # - � - - - - - - - ... " · � � - - - - - - - � - - � - - - - � � - - - - � - - � · " · · · · · · · · · · - � - - - - � 
· 011 :u1unsl d.ll1 No11 lllg11sf / 
i 012 :P11i111h11ga11 1�111 bn111Ja11 l111k1111 te1h.ltli1p Pi1i1pi1an.111mrtill P/rr!!Ul�I. P�ilWillPetlilSellilt 

. 

i Oil iFas11.1fo1 Bmn11111 Hnkmn 

/ 383�003 / P«f11dimgai1 $;1/rsVPelilpor I 
� - W · · - � - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - · - - - M R • M • • • · - - - - - - - - · - · M - - - - - · - - - - - - - - - - - � ! 011 iPetl11th1ig.i11Saksld�1 Pe"11101 i 

012 iPeme111i1�1 �11la1111ru1 Stmilh1t dalmn tmlllkil Pe1�11ka1g,11 So1ksl 
i Oil iP111ghi1/lililll Terh,ltl;ip PelaJIOf 
: l . 
j J8J5 t Pe1�eleuyu;ri1i111 H1111as drn1 Plotoko�r 

! 3835.001 ! Lapotm1 rren P�nbetita.111 d.w Rek.1/NUtliJsl Prodrtk Kotmntikasl d.111 u1forma# 
�· - - - � ·· � � " " " · " · - - - - - � - - � � - - � � � " - - � - � - - � � - - - tt • • R N • •• n • • - � - - R � - R � - - � - - w - J  

40Prodi1klilk1n11: 

30Petkara' 

5 S,1/rsVPe/apo( 

IUJporru1: 

Gambar 4 . 4  Kertas Kerja RKA-K/ L 

4) Link download file hasil upload/ attachment 

16 Goo.oooi · 

591900.ooo :u :  

1.eoo ooo :u 

24.500.000 !U  

13.600.ooo !u :  

61 1 20.000 .u :  

500.000.000 ' : 
.. .. ... .. .. .... .. � :  

461 .750.000iU : 

1 6750.ooo !u :  

11.500 000 JU 

JDD.000.000 ! : 

211 .31 5.000 :u 

35.6so ooo :u :  

13025.ooo 'u 

7.J5J.OOO.OOO i : 
.-' --- � :  4.53T.5M.ODO! : 
j... . .. .. ... .. .. ... --1 : 

: k 

. � 

Setiap file yang diupload atau dilampirkan melalui posting komentar 
maka akan ditampilkan di kolom komentar yang berhasil tersimpan . 

5) Tools untuk mengedit komentar 

User dapat mengedit format komentar yang akan diposting seperti pada 
Microsoft Word/ word processor lainnya seperti merubah ukuran huruf, 
merubah jenis huruf, merubah warna, mengatur tampilan paragraf, dll . 

6)  Tambah User Satker 

Berfungsi untuk menambahkan user Satker yang akan dilibatkan 
dalam Forum Penelaahan Online. Penambahan User Satker ini hanya 
bisa dilakukan oleh user dengan kewenangan Unit Eselon I K/ L. Setelah 
User Satker ditambahkan oleh Unit Eselon I K/ L tidak otomatis dapat 
langsung masuk ke Forum Penelaahan Online, tetapi harus melalui 
persetujuan Unit Teknis DJA tedebih dahulu . 

7) Tombol Kirim Komentar 

Berfungsi untuk mengirimkan komentar yang telah diketik pada kolom 
komentar . User dapat juga melampirkan file-file pendukung berupa 
gambar, pdf, doc ,  docx ataupun file ADK secara bersamaan pada saat 
mengirimkan komentar. 
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Berfungsi untuk mengupload gambar sebagai lampiran pada saat 
mengirimkan komentar. 

9)  Upload File Pend11kung Lainnya 

Berfungsi untuk mengupload file lainnya dengan ekstensi pdf, doc,  docx 
sebagai lampiran pada saat mengirimkan komentar. 

1 0) Upload ADK 

Berfungsi untuk mengupload file ADK sebagai larp.piran pada saat 
mengirimkan komentar.  

5 .  Proses Penambahan user baru (satker) oleh Unit Eselon J 
User dengan kewenangan Satker ini baru dapat ikut melakukan Penelaahan 
Online setelah diajukan oleh Unit eselon I - nya clan disetujui oleh Unit 
Teknis DJA. Untuk menambahkan user Satker, Unit Eselon I dapat 
melakukan klik pada tombol Tambah User yang ada di sudut kiri bawah 
kolom Komentar seperti pada gambar dibawah ini : 

' ' ' ' .  "R.�p)y ;' ' ' , ·· ·�" \,'' . , ,.  ' 
. ' 1 ' i' lf®' ' r l , , il , ,  " .\ �• ,  , l  l •  

1 · -· -· ·
·
"---'

-
-'-'-"-

--�·=--==:--== .. ·=-=T .� ... � .  · · -�--:.=·1 ·=----=---=---------·-·· . ... C-·'--'-"·-"
-

.. -=c. __ . .  _. . j 
! B I  I! a!.c x, x i T· TT• H1•1' '1fi 'J? � 1 := J= i'tF'. -t;F'. = = · = F :' ' , . · ' : 
! -··---·-······---·----·---···--------

-
------------_i __________ ;. ____________________________ :_ __________ -...1.. ________ 

. -�-· -' _. _ . .. -· ·-· ·-· ------'---------·-.:.···--·---------�--_:..._...... ! ! l 

l<lik Tombol llilmbah User 

Setelah User melakukan klik tombol Tambah User, maka Unit Eselon I K/ L 
akan masuk kedalam menu Tambah User Forum . Di dalam menu Tambah 
User Forum ini ,  Unit Eselon I harus memilih Satker yang akan 
ditambahkan/ dilibatkan kedalam Forum Penelaahan Online. User Satker 
yang dipilih bisa lebih dari satu Satker. Dibawah ini gambar dari menu 
Tam bah user Forum : 
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Home i Vc11P.faijhan Online ! Rl:llKI ' llelercns1 Duwnl•1ad /' Utility J ' t I 

1�1\M BA H  US E R  FORUM 

I 
I . . . . 

Selamat Datang , MAHl<AMAH KONSTITUSI RI Logout 

Gambar 5 . 2  Menu Tambah User Forum 

Setelah menambahkan User Satker, maka e-mail notifikasi akan dikirimkan 
oleh sistem kepada user Satker tersebut dan harus menunggu persetujuan 
dari Unit Teknis DJA. Untuk melakukan persetujuan .pengajuan User 
Satker ini , Unit Teknis DJA masuk ke halaman utama Penelaahan Online, 
dan pada kolom Last User ada link jumlah User Satker yang diajukan oleh 
Unit Eselon I seperti pada Gambar 5 . 3 .  

. · _., 

, ,  
- ..... ..-

20 1 4 �"""-� 

Gambar 5 . 3  Linlc jumlah satker yang diajukan oleh Unit Eselon I 
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Unit Teknis DJA kemudian melakukan klik pada link tersebut dan akan 
masuk kedalam menu Approve Permohonan User Forum . Didalam menu 
tersebut terdapat daftar User Satker yang harus di- approve oleh Unit Teknis 
DJA. Untuk melakukan approval maka Unit Teknis DJA harus menekan 
tombol dengan gambar checklist pada kolom paling kanan dari masing­
masing user Satker yang diajukan seperti pada Gambar 5 . 4 .  

l lOOH! Pcndaat1ao Oulme I HKAki ke-h•tenlil I uo,-..uJoad ' llt1ht\I , I I 

APPROVE PERMOH ONAN USER FORUM 

��J!lmll!tlimf8a��: 1�-ru!!.'!i�� «.�1 (. ' '··· ., � .... j 1 ! 63093 1 i_ DITJEN ANGGARNJ 
j -..:::< H!��k . 

; 1  . .  , ,' · '· · 

Selamat Datang, Anggaran llE L<>!JOUl 

·. · Tomiiol /lppr<ive User Satker 

Garn bar 5 . 4  .Tombol Approve User Satker 

Setelah di- approve oleh Unit Teknis DJA, maka e-mail notifikasi akan 
dikirimkan kepada User Satker bersangkutan dan User satker tersebut 
sudah dapat masuk kedalam Forum Penelaahan Online dari Unit Eselon I­
nya. 

6 . Approval Catatan Penelaahan oleh Unit Eselon I K/ L 

Pada tahapan ini , Unit Eselon I mencoba untuk mereviu catatan 
penelaahan yang telah dibuat oleh Direktorat Teknis DJA, apabila semua 
sudah sesuai maka Unit Eselon I bisa menyetujui catatan penelaahan 
tersebut untuk kemudian dijadikan dasar bagi Direktorat Teknis DJA 
untuk menutup forum penelaahan online, namun j ika catatan penelaahan 
belum sesuai maka unit eselon I bisa menolak catatan penelaahan tersebut 
sehingga Direktorat Teknis DJA diharuskan untuk mengupload catatan 
penelaahan yang telah diperbaiki . 
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CATATAN PENELAAHAN 
RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARAILEMBAGA 

TAHUN ANGGARAN 2014 
KEMElfTERWI tl:GARAILEMBAGA 
Oft�SA.Sf 
JUF&AJI IATKfK 
JUF.L.ul PEGAWAI 

. . . 
A. P.rmMl?t'lOGHm 

2. FliLM 

a. F111.lt,\l�N LUM� NEGEliJ 

-r•- · - �·--r -,,--.;·�- - -, '.��t·@i>�Hi1.1:0Wl\: 

Gambar 6 . 1 Catatan Penelaahan 

Sebelum melakukan approval terhadap Catatan Penelaahan tersebut, Unit 
Eselon I K/ L harus menunggu Unit Teknis DJA melakukan upload C ata tan 
Penelaahan yang telah disimpan sebelumnya dari Aplikasi D SW (DJA Single 
Window) yang digunakan Unit Teknis DJA. Adapun langkah-langkahnya 
ada sebagai berikut : 

1 )  Unit Teknis DJA harus login terlebih dahulu untuk masuk kedalam 
Aplikasi DSW dengan menggunakan User ID dan Password yang telah 
diberikan oleh Administrator.  Setiap user diberikan kewenangan sesuai 
dengan pembagian K/ L yang menj adi mitra kerj anya.  
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DJA SINGLE WINDOW 

User 

RKAK.t OlPA Reouter 

Gambar 6 . 2  Halaman Login Aplikasi DSW 

2) Setelah user Teknis DJA berhasil login , maka user akan masuk pada 
Menu Utama Aplikasi DSW. Pada Menu Utama DSW, user harus 
melakukan klik pada link DSW seperti pada Gambar 7 . 2 1 . 

.. t .. ·-----------------------------· 
.P.� . . �f.191.�.�.'.���� .. . . ���r.�,�� . .f�).�){� .. .. . '?.�.i.':!.�N#.i�.��.'.1; .. : .��!��! . . .  !5"��f.: , . .  : ............... :!.:": •• :.:::Le ...... «.,.,_:: .. ::��::.!.�t--�� .. .... :(�:-'..•:.: . ...... .!:!.':.:.!. ..•.. :............... .... ..• .. ...... .• . . . . ..•...... , 

2 0 1 4  
...I.. MOHAMAD MA.lENDIANOfV1>\N, S.KOM. {1 'f 1 21.I 

Gambar 6 . 3  Link DSW untuk Masuk ke Form DSW 

3) Setelah user melakukan klik pada link DSW tersebut, maka user akan 
masuk kedalam Form DSW. Pada Form DSW ini terdapat daftar K/ L 
sampai dengan Satker dibawahnya, untuk mengupload Catatan 
Penelaahan ini , user harus mengarahkan kursor ke Unit Eselon I yang 
akan di- upload Catatan Penelaahannya, lalu klik Tombol "Catatan 
Penelaahan" seperti pada penjelasan Gambar 6 . 4 . 
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Gambar 6 . 4  Form DSW 

4) Setelah user menekan tombol "Catatan Penelaahan" maka user akan 
masuk ke dalam form Catatan Penelaahan . Langkah selanjutnya yang 
harus dilakukan adalah memilih Kementerian dan Unit . Setelah user 
memilih Kementerian dan Unit, maka form akan menampilkan Catatan 
Penelaahan dari Unit Eselon I K/ L yang dipilih tersebut . Selanjutnya 
user melakukan reviu terhadap Catalan Penelaahan tersebut, apabila 
sudah sesuai maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah 
menyimpan Catatan Penelaahan tersebut dengan menekan tombol 
"Simpan" . Setelah Catatan Penelaahan tersimpan maka langkah terakhir 
yang dilakukan user adalah melakukan upload Catatan Penelaahan 
tersebut ke Penelaahan Online dengan menekan tombol " Upload ke Web" 
seperti pada Garn bar 6 .  5 .  
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Gambar 6 . 5 Form Catatan Penelaahan 
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5) Setelah Unit Teknis DJA melakukan upload Catatan Penelaahan ke 
Penelaahan Online maka Unit Eselon I K/ L baru dapat melakukan 
review di Penelaahan Online dan melakukan approval atau menolak 
Catatan Penelaahan tersebut. 

7. Proses tutup forum penelaahan yang telah selesai oleh direktorat teknis 
DJA 

Setelah Catatan Penelaahan disetujui oleh Unit Eselon I, maka direktorat 
teknis DJA dapat menutup forum penelaahan tersebut, dengan demikian 
maka pembahasan RKAKL ini telah dinyatakan selesai .  Apabila Forum 
Penelaahan Online telah ditutup , maka user tidak dapat lagi memberikan 
komentar . ataupun melampirkan data-data dukung. Tombol untuk 
menutup forum penelaahan ini terdapat di sudut kiri bawah pada kolom 
tambah komentar. Tombol m1 hanya akan muncul j ika user yang 
melakukan login adalah Unit Teknis DJA dan status Catatan 
Penelaahannya sudah disetujui oleh Unit Eselon I .  
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Gambar 7 . 1 Tombol untuk close forum penelaahan 
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TENTANO . 
PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA 
KERJA DAN ANGOARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAOA 
DAN PENOESAHAN DAFTAR ISIAN PllLAKSANAAN ANGGARAN 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN 
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada suatu tahun 
anggaran dimulai dengan penyusunan dan pengesahan dokumen pelaksanaan 
anggaran . Dokumen pelaksanaan anggaran yang selanjutnya disebut sebagai 
Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan dokumen yang disusun 
oleh Pengguna Anggaran berdasarkan Rencana Kerj a  dan Anggaran Kementerian 
Negara/ Lembaga (RKA-K/ L) yang telah disetujui oleh Dewan · Perwakilan Rakyat 
(DPR) dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau 
Daftar Hasil Penelaahan Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara 
(DHP RDP BUN) , dan disahkan oleh Menteri Keuangan . 

Dalam proses penerbitan dokumen DIPA, semua informasi yang yang tercantum 
dalam DIPA berasal dari RKA-K/ L yang telah disusun . Oleh karena itu , informasi 
yang dituangkan pada saat penyusunan RKA-K/ L harus dilakukan secara benar 
dan lengkap serta dilengkapi dengan dokumen pendukungnya sehingga DIPA 
yang dihasilkan siap digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sej ak awal 
tahun anggaran . 

B .  TATA CARA PENYUSUNAN DIPA 

1 .  Ketentuan Umum 

a. Pengertian DIPA 

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna 
Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA) . DIPA berlaku untuk 1 (satu) 
tahun anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang 
berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satuan Kerj a  (Satker) 
dan dasar pencairan dana/ pengesahan bagi BUN / Kuasa BUN . Pagu dalam 
DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui 
dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungj awabkan. 

Dengan mengacu pada pengertian tersebut, DIPA merupakan kesatuan 
antara rincian rencana kerj a  dan penggunaan anggaran yang disusun oleh 
Kementerian Negara/ Lembaga (K/ L) dan disahkan oleh BUN.  

Dengan demikian, DIPA terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu : 

1 )  DIPA yang disusun oleh PA, paling sedikit memuat uraian : 

a) fungsi , subfungsi, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan ; 

b) hasil (outcome) dan keluaran yang akan dicapai ; 

c) indikator kinerj a  utama program dan indikator kinerj a  kegiatan sebagai 
instrumen untuk mengukur capaian kinerj a  dari program dan kegiatan ; 

d) keluaran yang dihasilkan; 
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e) pagu anggaran program dan pagu masing-masing Satker yang 

dialokasikan serta rincian jenis belanj a  yang digunakan; 

f) rencana penarikan dana yang akan dilakukan; dan 

g) penerimaan yang diperkirakan dapat dipungut . 

2) Surat Pengesahan (SP) DIPA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
Anggaran atas nama Menteri Keuangan . 

b .  Fungsi DIPA 

Selain sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi Satker dan dasar pencairan 
dana/ pengesahan bagi BUN / Kuasa BUN, DIPA juga berfungsi sebagai alat 
pengendali , pelaksanaan, pelaporan, pengawasan APBN, dan perangkat 
akuntansi pemerintah . 

Disamping itu , dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan prioritas 
pembangunan nasional, DIPA juga merupakan sarana penuangan anggaran 
terkait dengan strategi-strategi pembangunan nasional . 

c .  Bahan Penyusunan DIPA 

Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan DIPA, yaitu : 

1 )  Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN merupakan dasar 
penyusunan DIPA baik untuk DIPA Induk maupun untuk DIPA Petikan . 
Dalam Peraturan Presiden tersebut,  alokasi anggaran dirinci untuk 
masing-masing Bagian Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (BA K/ L) ,  
unit eselon I, Fungsi , Program, Kegiatan hingga Satker dan j enis belanja .  

2) Daftar Hasil Penelaahan (DHP) RKA-K/ L yang tdah ditetapkan oleh 
Direktur Anggaran I / II / III 

DHP RKA-K/ L menjadi dasar pencocokkan DIPA untuk memastikan 
bahwa DIPA yang diajukan oleh PA telah sesuai dengan RKA-K/ L yang 
disepakati pada saat penelaahan dengan Direktorat Jenderal Anggaran 
dan telah mendapat persetujuan DPR. 

3)  DHP RDP BUN yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Direktur Anggaran 
III 

RDP BUN merupakan rencana kerj a  dan anggaran Bagian Anggaran BUN 
(BA BUN) yang memuat rincian kebutuhan dana baik yang berbentuk 
anggaran belanj a  maupun pembiayaan dalam rangka pemenuhan 
kewajiban pemerintah pusat dan transfer kepada daerah yang 
pengelolaannya dikuasakan oleh Presiden kepada Menteri Keuangan . 
RDP-BUN dimaksud telah disepakati pada saat penelaahan dengan 
Direktorat Jenderal Anggaran dan alokasinya telah disetujui dalam APBN 
oleh DPR. 

4) Bagan Akun Standar 

Penyusunan DIPA harus memperhatikan kaidah dalam Bagan Akun 
Standar untuk memastikan bahwa rencana kerj a  telah dituangkan sesuai 
dengan standar kode dan uraian yang diatur dalam ketentuan mengenai 
akuntansi pemerintahan . 
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Berdasarkan pembagian anggaran dalam APBN,  DIPA dapat dikelompokkan 
atas DIPA BA K/ L dan DIPA BA BUN. Namun, dalam Peraturan Menteri 
Keuangan ini hanya akan menj elaskan mengenai DIPA BA K/L .  

Untuk DIPA BA K/ L, DIPA yang disusun oleh PA terdiri atas : 

1 ) DIPA Induk, adalah akumulasi dari DIPA per Satker yang disusun oleh 
PA menurut unit eselon I K/ L yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) ; 
dan 

2)  DIPA Petikan, adalah DIPA per Satker yang dicetak secara otomatis 
melalui sistem , yang berisi mengenai informasi kinerj a, rincian 
pengeluaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, dan 
catatan yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan 
Satker. 

DIPA Petikan, terdiri atas DIPA Satker-Satker yang berada di bawah unit 
eselon I K/L .  Secara prinsip setiap DIPA Petikan untuk satu Satker, 
sehingga dalam hal sebuah Satker mendapat alokasi anggaran yang berasal 
dari beberapa unit eselon I K/ L maka akan mengelola beberapa DIPA 
Petikan . Selanjutnya DIPA Petikan K/ L dapat dikategorikan menj adi : 

1 )  DIPA Satker Pusat/ Kantor Pusat (KP) yaitu DIPA yang dikelola oleh 
Satker Pusat/ KP suatu K/L ,  termasuk di dalamnya DIPA Satker Badan 
Layanan Umum (BLU) pada kantor pusat, dan DIPA Satker Non Vertikal 
Tertentu (SNVT) . 

2 )  DIPA Satker Vertikal/ Kantor Daerah (KD) yaitu DIPA yang dikelola oleh 
Kantor / Instansi Vertikal K/ L di daerah termasuk di dalamnya untuk 
DIPA Satker BLU di daerah . 

3) DIPA Dana Dekonsentrasi (DK) yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan 
DK, yang dikelola oleh SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. 

4) DIPA Tugas Pembantuan (TP) yaitu DIPA dalam rangka pelaksanaan 
Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota 
yang ditunjuk oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga yang memberi tugas 
pembantuan. 

5) DIPA Urusan Bersama (UB) yaitu DIPA yang memuat rincian penggunaan 
anggaran K/ L dalam rangka pelaksanaan UB , yang pelaksartaannya 
dilakukan oleh SKPD Provinsi/ Kabupaten / Kota yang ditunjuk oleh 
Menteri/ Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala Daerah . 

2 .  Pokok-Pokok Materi DIPA 

Pokok-pokok materi dalam DIPA meliputi uraian-uraian terkait dengan 
identitas organisasi , pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer), rumusan 
fungsi dan subfungsi , informasi kinerj a, pej abat perbendaharaan , rincian 
penggunaan anggaran, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, 
dan pengisian catatan . 
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Uraian terkait dengan identitas organisasi menunjukan pendistribusian 
alokasi anggaran berdasarkan organisasi yang bertanggung j awab atas 
pelaksanaan dan penggunaan anggaran . Alokasi anggaran pada DIPA 
disusun untuk masing-masing K/ L sesuai struktur organisasinya. Rincian 
anggaran disusun mulai dari BA (K/ L) ,  Unit Organisasi (unit eselon I) dan 
Satker. Penyusunan DIPA menurut organisasi dilakukan untuk 
melaksanakan tugas dalam rangka pencapaian hasil (outcome) dari program 
K/ L sesuai dengan visi dan misinya. 

Pengertian bagian anggaran, unit organisasi dan Satker adalah sebagaimana 
diuraikan dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini . 

b .  Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer) 

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama 
Menteri Keuangan dilengkapi dengan pernyataan syarat dan ketentuan 
(disclaimer) yang harus dipedomani oleh PA/ KPA dan pemangku 
kepentingan dalam pelaksanaan anggaran, meliputi : 

1 )  hubungan hukum antara DIPA Induk dengan DIPA Petikan : 
a) "DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan dalam DIPA 

Petikan";  
b) "Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA 

Petikan" ; 
c) "DIPA Petikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA 

Induk (unit eselon I dan K/ L)" ;  dan 
d) "DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi 

dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda 
tangan pengesahan" ; 

2) fungsi DIPA Petikan: "DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 
kegiatan Satker dan dasar pencairan dana/pengesahan bagi BUN/ Kuasa 
BUN" ; 

3) informasi pej abat perbendaharaan: "Informasi mengenai KPA, Bendahara 
Pengeluaran dan Pej abat Penandatangan SPM untuk tiap-tiap Satker 
terdapat pada DIPA Petikan" ; 

4) pengisian halaman III DIPA: "Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan 
Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA diisi sesuai dengan 
rencana pelaksanaan kegiatan dan perkiraan penerimaan"; 

5) tanggung j awab PA/ KPA: "Tanggung j awab terhadap penggunaan dana 
yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/ KPA" ; 

6) penyelesaian atas perbedaan data: "Dalam hal terdapat perbedaan data 
antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/ L-DIPA di Kementerian 
Keuangan, yang berlaku adalah data yang terdapat dalam database 
RKA-K/ L-DIPA di Kementerian Keuangan , berdasarkan bukti-bukti yang 
ada" ; dan 

7) masa berlaku DIPA: "DIPA berlaku sejak tanggal 1 Januari 2.XXX sampai 
dengan 3 1  Desember 2.XXX" 

www.jdih.kemenkeu.go.id



M ENTE R I KE UANGAN 

R E P U B L I K  I N DO N ES I A  

- 5 -
c .  Rumusan Fungsi dan Subfungsi 

Uraian Fungsi dan Subfungsi yang dituangkan dalam DIPA menunjukan 
keterkaitan antara program · dan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 
Satker secara langsung mendukung Fungsi dan Subfungsi tertentu dalam 
APBN.  Pengertian mengenai fungsi dan subfungsi adalah sebagaimana 
diuraikan pada Lampiran I dalam Peraturan Menteri ini . 

d .  Informasi Kinerj a  

Rumusan informasi kinerj a  yang dituangkan dalam DIPA merupakan uraian 
kualitatif yang menunjukan keterkaitan antara alokasi anggaran yang 
ditetapkan dengan program / kegiatan yang dilaksanakan dan 
sasaran / hasil / keluaran yang akan dihasilkan . Disamping itu , rumusan 
kinerj a  dimaksud juga merupakan perwujudan dari transparansi dan 
akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang menj adi tanggung j awab 
setiap PA/ KPA. Informasi kinerj a  dalam DIPA meliputi : program , hasil 
(outcome) , indikator kinerj a  utama program, kegiatan , indikator kinerj a  
kegiatan dan keluaran . 

e .  Pej abat Perbendaharaan 

Pej abat Perbendaharaan adalah para pengelola keuangan pada Satker yang 
diberi tugas sebagai KPA, Penguji dan Penerbit Surat Perintah Membayar 
(PP SPM) , dan pelaksana tugas kebendaharaan . Pej abat Perbendaharaan 
tersebut terdiri dari KPA, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran . 

1 )  KPA 

a) KPA adalah pej abat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA untuk 
melaksanakan program / kegiatan dan diberikan kewenangan untuk 
menggunakan anggaran dalam DIPA.  

b) KPA menj adi manaj er, melakukan pengelolaan dan bertanggung j awab 
atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran pada DIPA .  

c )  Pej abat yang dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai KPA adalah 
Kepala Satker atau pej abat lain yang ditunjuk dalam lingkup Satker 
terse but . 

2 )  PP SPM 

PP SPM adalah pej abat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PA/ KPA untuk 
melak;ukan pengujian atas permintaan pembayaran tagihan kepada 
negara, dan selanjutnya menerbitkan SPM atas beban DIPA berkenaan . 

3) Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Pengeluaran adalah pej abat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh 
PA/ KPA untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan 
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanj a  negara 
dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker K/ L.  

f .  Rincian Penggunaan Anggaran 

Rincian penggunaan anggaran adalah rincian anggaran yang dibelanjakan 
dalam rangka: 

www.jdih.kemenkeu.go.id



M ENTE R I KEUANGAN 

R E P U B L I K  I N DONESIA 

- 6 -
1 )  Pelaksanaan rencana kerj a  Satker untuk mencapai keluaran yang 

ditetapkan . 

Untuk mencapai keluaran yang ditetapkan dalam DIPA, alokasi anggaran 
yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran dirinci menurut 
jenis belanj anya/jenis pengeluarannya. Jenis belanja/j enis pengeluaran 
yang ditampilkan pada DIPA adalah 2 (dua) digit pertama dari rincian 
akun pada Bagan Akun Standar. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 
fleksibilitas kepada KPA dalam melakukan penyesuaian atas akun belanj a  
pada 4 (empat) digit terakhir dari Bagan Akun Standar. Hal ini sesuai 
prinsip let 's managers manage dan Penganggaran Berbasis Kinerja .  

2) Anggaran yang disediakan dapat dibayarkan/ dicairkan melalui 
mekanisme APBN.  

Rincian penggunaan anggaran dalam DIPA berfungsi sebagai dasar 
pembayaran dan pembebanan pada anggaran negara. Oleh karena itu , 
rincian penggunaan anggaran harus memenuhi ketentuan pembayaran 
dalam mekanisme pelaksanaan APBN sehingga dana yang dialokasikan 
dapat dicairkan oleh Kuasa BUN. Ketentuan pelaksanaan pembayaran 
meliputi kesesuaian pencantuman rincian penggunaan dana dengan 
standar akuntansi pemerintah dan persyaratan pencairan dana, seperti 
kode kantor bayar, sumber dana, dan kesesuaian j enis belanja .  

Disamping itu , dalam rangka pelaksanaan rencana kerj a  dan anggaran , 
penuangan rincian penggunaan anggaran dalam DIPA harus 
menunjukkan keterkaitan antara fungsi, subfungsi , program , kegiatan , 
keluaran dengan sasaran dan indikator keluaran . 

Berdasarkan tujuan tersebut, tata cara pencantuman rincian penggunaan 
anggaran dalam DIPA sebagai berikut: 

a) Pencantuman Program, Kegiatan, Keluaran, Sumber Dana, dan Jenis 
Belanja 

Program, kegiatan , keluaran, sumber dana, dan jenis belanj a  dalam 
DIPA Satker harus memiliki keterkaitan satu sama lain dalam rangka 
pencapaian kinerj a  Satker, dan merupakan penj abaran dari program , 
kegiatan , keluaran pada rencana kerj a  dan anggaran eselon I terkait. 

Ketentuan pencantuman program , kegiatan , keluaran , sumber dana, 
dan j enis belanj a  adalah sebagai berikut: 

i .  Pencantuman Program 

Program yang tercantum dalam DIPA adalah program yang akan 
didukung oleh Satker yang bersangkutan dalam rangka pelaksanaan 
rencana kerj a  dan anggaran eselon I terkait yang telah ditetapkan . 

ii . Pencantuman Kegiatan 

Kegiatan yang tercantum dalam DIPA adalah kegiatan yang akan 
dilaksanakan dan menjadi tanggung j awab Satker dalam rangka 
pencapaian sasaran program . Apabila Satker melaksanakan lebih 
dari satu kegiatan dalam satu program , dalam DIPA juga harus 
dicantumkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan . 
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iii . Pencantuman Keluaran 

Keluaran yang tercantum dalam DIPA adalah barang atau j asa yang 
dihasilkan dari pelaksanaan sebuah kegiatan untuk mendukung 
pencapaian outcome program dan/ atau outcome fokus prioritas .  
Dalam hal kegiatan menghasilkan lebih dari satu keluaran, seluruh 
output tersebut harus dicantumkan dalam DIPA.  

iv . Pencantuman Sumber Dana 

Sumber dana dalam DIPA meliputi : 

a) Rupiah Murni (RM) 

Sumber dana Rupiah Murni digunakan untuk menampung 
pengeluaran yang dibiayai dari RM APBN,  terdiri atas RM, 
RM Pendamping (RMP) , dan Stimulus (STM) . 

b) Penerimaan Negara Bukan Paj ak (PNBP) 

Sumber dana PNBP digunakan untuk menampung pengeluaran 
yang dibiayai dari PNBP, terdiri atas PNBP dan PNBP Layanan 
Umum (BLU) . Pencairan pengeluaran yang dibiayai dari PNBP 
harus mengacu kepada batas maksimal pencairan dana yang 
diperkenankan dalam penggunaan dan PNBP bersangkutan . 

c) Pinj aman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) 

Sumber dana Pinj aman dan Hibah Luar Negeri digunakan untuk 
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinj aman dan Hibah 
Luar Negeri , terdiri atas Pinj aman Luar Negeri (PLN) , Hibah Luar 
Negeri (HLN) dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLL) . 

Pada setiap pengeluaran yang dibiayai dari Pinj aman dan Hibah 
Luar Negeri harus dicantumkan nomor register Pinj aman dan 
Hibah Luar Negeri dan tata cara penarikan dana. 

d) Pinj aman dan Hibah Dalam Negeri (PHDN) 

Sumber dana Pinj aman dan Hibah Dalam Negeri digunakan untuk 
menampung pengeluaran yang dibiayai dari Pinjaman dan Hibah 
Dalam Negeri , terdiri atas Pinj aman Dalam Negeri (PDN) , Hibah 
Dalam Negeri (HDN) dan Hibah Langsung Dalam Negeri (HLD) . 

e) Surat Berharga Syariah Negara/ Project Based Sukuk (SB SN / PB S) 

Sumber dana dari SBSN / PBS digunakan untuk menampung 
pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan penjualan SBSN/ PB S .  

v .  Pencantuman Jenis Belanj a  dan Jenis Pengeluaran 

Dalam rangka menj aga akuntabilitas pelak�anaan anggaran oleh 
PA/ KPA dan penyusunan laporan keuangan, pencantuman akun 
harus sesuai dengan jenis belanj a  dan j enis pengeluaran yang 
ditetapkan . Ketidaktepatan pencantuman j enis belanj a  dan j enis 
pengeluaran dalam DIPA akan mengakibatkan tertundanya 
pencairan dana karena masih memerlukan penyesuaian . 
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Jenis belanja dan jenis pengeluaran merupakan klasifikasi ekonomi 
dalam standar statistik keuangan pemerintahan (Government Finance 
Statistic/ GFS) . Melalui ' j enis belanja/j enis pengeluaran akan 
ditetapkan status kinerj a  pengeluaran pemerintah berupa hasil dan 
keluaran dalam bentuk barang dan j asa sebagai akibat dari 
pengerahan sumber daya melalui belanja/pengeluaran negara. 
Klasifikasi dalam jenis belanja/jenis pengeluaran akan membedakan 
kinerja,  sumber daya yang dikerahkan, dan bentuk keluaran baik 
aset maupun non aset negara. 

Jenis-j enis belanja yang digunakan dalam penyusunan DIPA K/ L 
adalah sebagai berikut: 

a) Belanj a  Pegawai (5 1 ) ;  

b) Belanj a  Barang dan Jasa (52) ; 

c) Belanja Modal (53) ; dan 

d) Belanj a Bantuan Sosial (57) . 

Pencantuman kode rincian akun jenis belanj a/jenis pengeluaran dan 
penggunaannya mengacu pada Bagan Akun Standar (BAS) . 

b) Kewenangan 

Kewenangan pelaksanaan anggaran terdiri atas : 

1 )  Kewenangan yang diberikan kepada Satker Pemerintah Pusat 
terdiri atas : 

i .  Kewenangan Kantor Pusat (KP) yaitu kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada 
Satker lingkup kantor pusat K/ L; dan 

IL Kewenangan Kantor Daerah (KD) yaitu kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada 
Satker pusat yang berada di daerah . 

2) Kewenangan yang diberikan kepada Satker Pemerintah Daerah, 
terdiri atas : 

i .  Kewenangan Dekonsentrasi (DK) yaitu kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Dekonsentrasi yang 
diberikan kepada Kepala Dinas/ Instansi Pemerintah Provinsi;  

ii . Kewenangan Tugas Pembantuan (TP) yaitu kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang 
diberikan kepada Kepala Dinas / Instansi Pemerintah Provinsi/ 
Kabupaten/ Kota; dan 

iii . Kewenangan Urusan Bersama (UB) yaitu kewenangan untuk 
melaksanakan kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang 
diberikan kepada Kepala Dinas/ lnstansi Pemerintah Provinsi / 
Kabupaten / Kota. 
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c) Pencantuman Kantor Bayar dan Cara Penarikan Dana 

1 )  Kantor Bayar 

Kantor bayar yang perlu dicantumkan pada DIPA adalah kode 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ditunjuk 
untuk melaksanakan pembayaran / pencairan dana. 

2) Cara Penarikan Dana 

Cara penarikan dana diperlukan untuk pengeluaran yang dibiayai 
dari PHLN / PHDN.  Cara penarikan meliputi Pembiayaan 
Pendahuluan (PP) , Pembayaran Langsung (PL) , Rekening Khusus 
(RK) atau Letter of Credit (LC) . Sedangkan untuk Pengesahan 
Hibah Langsung dicantumkan (-) .  

g .  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan 

Pencantuman rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan dalam 
DIPA diperlukan untuk pencapaian optimalisasi fungsi DIPA sebagai alat 
manaj emen kas pemerintah . Disamping sebagai alat manaj emen kas 
pemerintah, rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan juga 
berfungsi sebagai alat monitoring/pembanding terhadap penyerapan pagu . 
Rencana Penarikan Dana merupakan pelaksanaan fungsi manaj emen kas 
pemerintah dari sisi belanj a  negara. Pengesahan DIPA oleh BUN memberi 
j aminan bahwa anggaran dalam DIPA dapat disediakan oleh negara dalam 
jumlah yang cukup pada saat anggaran tersebut ditagihkan . Dalam rangka 
optimalisasi pengelolaan kas negara, ketepatan waktu penyediaan uang 
untuk memenuhi tagihan negara menj adi penting .  

Pencantuman angka rencana penarikan dana pada Halaman I I I  DIPA 
didasarkan pada rencana kerj a  bulanan Satker sesuai dengan kebutuhan 
riil . Berkenaan dengan hal tersebut, perlu memperhatikan hal-hal sebagai 
berikut: 

a) Untuk Belanja Pegawai , karena sifat penarikan cenderung tetap setiap 
bulannya, maka penyusunan rencana penarikan dapat dibuat secara 
prorata dibagi sebanyak 1 3  bulan, dengan menempatkan pembayaran 
belanj a  pegawai bulan ke- 1 3  pada bulan Juli . 

b) Untuk belanj a  selain belanj a  pegawai, pencantuman rencana penarikan 
sesuai rencana penarikan/ pembayaran dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan yang meliputi rencana penarikan Vang Persediaan (UP) dan 
rencana penarikan Pembayaran Langsung (LS) setiap bulan, sesuai 
dengan tata cara pengisian Halaman III DIPA. 

Perkiraan penerimaan baik penerimaan perpaj akan dan PNBP, termasuk 
pendapatan BLU,  maupun penerimaan pembiayaan diperlukan untuk 
menghitung proyeksi penerimaan negara melalui kas negara. Rencana 
Penerimaan meliputi perkiraan penerimaan perpaj akan, PNBP, dan 
penerimaan pembiayaan tiap bulan pada masing-masing Satker . 
Pencantuman perkiraan penerimaan perpaj akan meliputi penerimaan paj ak 
serta bea dan cukai yang dikelola Satker di lingkup Direktorat Jenderal 
Paj ak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai . PNBP meliputi penerimaan 
yang diperoleh sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan dalam DIPA yang 
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meliputi seluruh penerimaan bukan pajak, baik PNBP fungsional maupun 
PNBP Umum. 

h .  Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV 

Pemberian informasi dan Pengisian Catatan pada halaman IV adalah 
pencantuman informasi dan penj elasan mengenai rincian belanj a  yang 
memerlukan persyaratan tertentu dan/ atau perlakuan khusus pada saat 
proses pencairan dana, yaitu : 

1 )  alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen sebagai 
dasar pengalokasian anggaran, yaitu persetujuan DPR RI , persetujuan 
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (khusus 
untuk dana optimalisasi) , hasil reviu / audit dari Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (khusus untuk dana optimalisasi) , naskah 
perj anj ian (khusus PHLN / PHDN) , dan nomor register (khusus 
PHLN/ PHDN) ; 

2 )  alokasi anggaran yang masih terpusat dan belum didistribusikan ke 
Satker-Satker daerah; 

3) output cadangan; 

4) alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan; dan/ atau 

5) tunggakan tahun anggaran yang lalu . 

Pencantuman informasi dan pengisian catatan pada Halaman IV DIPA 
merupakan konsekuensi dari pencantuman catatan yang dilakukan oleh 
Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan K/ L pada saat penelahaan RKA-KL. 
Untuk dapat mencairkan alokasi anggaran yang diberikan tanda @ tersebut, 
selain alokasi anggaran yang digunakan untuk pembayaran tunggakan 
tahun anggaran yang lalu , harus dilakukan revisi anggaran terlebih dahulu 
untuk menghapus catatan tersebut. 

3. Penyusunan DIPA Induk K/ L 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Induk K/ L: 

a .  DIPA Induk disusun menggunakan data yang berasal dari RKA Satker yang 
telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/ L dan mendapat persetujuan 
DPR, telah ditefaah antara K/ L dan Direktorat Jenderal Anggaran serta 
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.  

b .  DIPA Induk disusun per unit eselon I dan Program . Dalam hal unit eselon I 
mengelola lebih dari satu Program , maka DIPA Induk yang disusun memuat 
seluruh Program yang menjadi tanggung jawabnya. 

c .  Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk dan 
menetapkan Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris atau pej abat 
eselon I sebagai penanggung j awab Program dan memiliki alokasi anggaran 
(portofolio) pada bagian anggaran, sebagai pejabat penanda tangan DIPA 
atas nama Menteri/ Pimpinan Lembaga. 

d .  Pej abat penanda tangan DIPA Induk meneliti kebenaran substansi DIPA 
Induk yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian 
APBN.  

. 
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e .  DIPA Induk yang telah ditandatangani , kemudian disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Anggaran untuk mendapat pengesahan . 

f. DIPA lnduk hanya dicetak sebelum tahun anggaran berj alan (DIPA awal) 
dan dicetak pada tahun anggaran berj alan apabila terdapat K/ L baru 
(dengan kode BA baru) atau terdapat unit organisasi baru (dengan kode 
Eselon I baru) . 

4 .  Penyusunan DIPA Petikan K/ L 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun DIPA Petikan K/ L: 

a .  DIPA Petikan disusun menggunakan data yang berasal dari RKA Satker 
yang telah disesuaikan dengan Alokasi Anggaran K/ L dan mendapat 
persetujuan DPR, telah ditelaah antara Kementerian Negara/ Lembaga dan 
Direktorat Jenderal Anggaran serta ditetapkan dalam Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN.  

b .  DIPA Petikan K/ L merupakan penj abaran dari DIPA Induk untuk masing­
masing Satker. Dalam hal Satker mengelola lebih dari satu Program dan 
berasal dari satu unit eselon I, maka DIPA Petikan yang disusun memuat 
seluruh Program yang menj adi tanggung j awabnya. 

c .  DIPA Petikan K/ L dicetak secara otomatis melalui sistem dan dilengkapi 
dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda 
tangan pengesahan (otentifikasi) . 

C .  TATA CARA PENGESAHAN DIPA 

1 .  Pengesahan DIPA Induk dan DIPA Petikan BA K/ L 

a .  Penyampaian DIPA 

1 )  Menteri Keuangan memberitahukan kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga 
untuk menyusun dan menyampaikan DIPA kepada Direktur Jenderal 
Anggaran setelah ditetapkannya DHP RKA-K/ L dan Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN.  

2)  Berdasarkan pemberitahuan dari Menteri Keuangan, Direktur Jenderal 
Anggaran menyusun j adwal validasi DIPA K/ L dan disampaikan kepada 
Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L.  

3)  Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L memerintahkan 
para unit eselon I sebagai penanggung j awab Program untuk menyusun 
dan menyampaikan DIPA yang telah ditandatangani kepada Direktur 
Jenderal Anggaran sesuai dengan j adwal validasi yang telah ditetapkan . 

b .  Pengertian dan Batasan Validasi DIPA 

1 )  Validasi DIPA adalah serangkaian proses dan prosedur yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal Anggaran terhadap DIPA yang diajukan oleh PA 
untuk menjamin kesesuaian data DIPA dengan Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN dan DHP RKA-K/ L. 
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2) Dalam pelaksanaan validasi DIPA, Direktorat Jenderal Anggaran 

mencocokan kode pengaman yang tertuang dalam DIPA dengan kode 
pengaman yang ada di dalam database RKA-K/ L-DIPA.  

3) Validasi DIPA yang dilakukan hanya difokuskan pada DIPA Induk. 

c. Tujuan Validasi DIPA 

1 )  Menj amin kesesuaian data dan informasi yang tertuang dalam DIPA 
dengan database RKA-K/ L-DIPA yang telah ditetapkan dalam DHP 
RKA-K/ L dan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN.  

2 )  Menjamin penuangan rencana kerj a  dan anggaran telah sesuai dengan 
kaidah akuntansi pemerintahan sebagaimana dipersyaratkan dalam 
penyusunan laporan keuangan . 

3)  Menj amin kebenaran pencantuman Kode · Kewenangan, Kode Kantor 
Bayar, dan Kode Lokasi Kabupaten/ Kota. 

4) Menjamin penuangan rencana kerj a  dan anggaran telah sesuai dengan 
prinsip pembayaran dalam mekanisme APBN.  

d .  Tata Cara Validasi DIPA 

1 )  Petugas Pusat Layanan Direktorat Jenderal Anggaran menerima DIPA 
Induk yang telah ditandatangani oleh PA atau pej abat eselon I yang 
ditunjuk, selanjutnya melakukan validasi dengan mencocokkan kode 
pengaman yang tertuang dalam DIPA Induk dengan kode pengaman yang 
ada di dalam database RKA-K/ L-DIPA. 

2)  Jika proses validasi lulus ,  DIPA Induk diterima untuk diteruskan ke 
Direktorat Anggaran I / II / III guna· penerbitan SP DIPA Induk. 

3) Dalam hal proses validasi tidak lulus,  DIPA Induk tersebut dikembalikan 
untuk diperbaiki . 

e .  Proses Pengesahan DIPA 

1 )  Pengesahan DIPA pada prinsipnya merupakan penetapan oleh Menteri 
Keuangan atas DIPA yang disusun oleh PA dan memuat pernyataan 
bahwa rencana kerj a  dan anggaran pada DIPA berkenaan tersedia 
dananya dalam APBN dan menj adi dasar pembayaran / pencairan dana 
oleh Kuasa BUN atas be ban APBN.  

2) Tujuan pengesahan DIPA adalah : 

a) Menj amin alokasi anggaran dan peruntukannya yang dituangkan 
dalam DIPA telah sesuai dengan DHP RKA-K/ L dan Peraturan Presiden 
mengenai Rincian APBN; 

b) Menjamin bahwa alokasi anggaran dapat digunakan untuk 
membayarkan rencana kerj a  sebagaimana tercantum dalam rincian 
penggunaan anggaran; 

c) Menjamin KPPN selaku Kuasa BUN dapat mencairkan anggaran atas 
DIPA berkenaan . 
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3)  Pengesahan DIPA dilakukan dengan penerbitan SP DIPA terdiri dari : 

a) SP DIPA Induk yaitu SP DIPA yang rnernuat alokasi anggaran rnenurut 
unit eselon I K/ L.  SP DIPA lnduk ditandatangani oleh Direktur Jenderal 
Anggaran atas narna Menteri Keuangan dan dilengkapi kode pengarnan 
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan 
(otentifikasi) ; dan 

b) SP DIPA Petikan yaitu SP DIPA yang rnernuat alokasi anggaran untuk 
rnasing-rnasing Satker. SP DIPA Petikan dicetak secara otornatis dari 
sistern dan dilengkapi kode pengarnan berupa digital stamp sebagai 
pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi) . 

· 

4) SP DIPA paling sedikit rnernuat : 

a) dasar hukurn pengesahan DIPA; 

b) kode dan uraian identitas unit, rneliputi bagian anggaran, unit 
organisasi dan Satker; 

c) pagu anggaran DIPA; 

d) ketentuan-ketentuan atau pernyataan (disclaimer) dari BUN, rneliputi 
antara lain : fungsi DIPA, penggunaan dana dalarn DIPA rnerupakan 
tanggung j awab PA/ KPA, rnasa berlakunya DIPA; dan 

e) tanda tangan Direktur Jenderal Anggaran untuk SP DIPA Induk dan 
kode pengarnan berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan 
pengesahan ( oten tifikasi) . 

5) Tata Cara Pengesahan DIPA 

a) DIPA Induk yang telah lulus proses validasi diterbitkan SP DIPA Induk. 

b) Direktur Jenderal Anggaran rnengesahkan SP DIPA Induk atas narna 
Menteri Keuangan . 

c) SP DIPA Induk yang telah disahkan Direktur Jenderal Anggaran atas 
narna Menteri Keuangan dan DIPA Induk yang ditandatangani PA atau 
pej abat eselon I yang ditunjuk, rnerupakan satu kesatuan DIPA Induk 
yang sah dan rnenj adi dasar penerbitan DIPA Petikan untuk rnasing­
rnasing Satker dibawahnya. 

d) Berdasarkan SP DIPA Induk yang telah disahkan oleh Direktur 
Jenderal Anggaran atas narna Menteri Keuangan, rnaka SP DIPA 
Petikan dan DIPA Petikan untuk rnasing-rnasing Satker diterbitkan 
secara otornatis dari sistern yang dilengkapi dengan kode pengarnan 
berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan 
(otentifikasi) dan rnerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA 
Induk berkenaan . 

6 ) Tanggal Pengesahan DIPA 

Penetapan SP DIPA Induk oleh Direktur Jenderal Anggaran atas narna 
Menteri Keuangan dan penerbitan SP DIPA Petikan dilakukan paling 
larnbat bulan Desernber sebelurn dirnulainya tahun anggaran . Sedangkan 
terhadap DIPA yang diterirna dari PA pada tahun berj alan rnaka 
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penetapan SP DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri 
Keuangan dilakukan pada tahun anggaran berjalan . 

2 .  Penggandaan dan Pendistribusian DIPA BA K/ L 

DIPA yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri 
Keuangan, selanjutnya digandakan dan disampaikan dengan rincian sebagai 
berikut: 

a .  DIPA Induk BA K/ L, disampaikan kepada: 

1) Sekretaris Jenderal/ Sekretaris Utama/ Sekretaris K/ L; 
2) Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan (penanggung j awab Program) ; dan 

3) Direktur Jenderal Anggaran
· c . q. Direktur Anggaran I / II / III . 

b .  DIPA Petikan BA K/ L, disampaikan kepada: 

1)  Satker bersangkutan; 

2) Kepala KPPN pembayar; 

3) Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

4) Direktur Jenderal Anggaran c . q. Direktur Anggaran 1 / 11 / 11 1 ;  

5)  Mehteri/ Pimpinan Lembaga: 

a) Sekretaris Jenderal; 

b) Inspektur Jenderal; 
c) Pimpinan Unit Eselon I bersangkutan (penanggung j awab Program) ; 

6) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; 
7) Gubernur; 

8) Direktur Jenderal Perbendaharaan: 

a) Direktur Pelaksanaan Anggaran; dan 

b) Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan . 
Penyampaian DIPA Petikan BA K/ L kepada butir 1 )  dan butir 2) berupa 
hardcopy, sedangkan kepada butir 3) sampai dengan butir 8) berupa softcopy 
(CD) . 
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SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 
TAHU N  ANGGARAN 2XXX 

NOMOR : SP DIPA - aaa.bb-c/2XXX 

A. DASAR HUKU M :  

1. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. 

2. Undang-Undang Nemer 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. 

3 .  Undang-Undang Nemer: . . . . .  Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. 

4. Undang-Undang Nemer: . . . . .  Tahun 2XXX Tentang Perubahan Atas UU Nemer . . . .  Tahun 2XXX Tentang APBN TA 2XXX. 

B. DENGAN !NI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK: 

1. KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

2. U NIT ORGANISASI 

(xxx) Nama K/L 

(xx) Nama Unit Eselen I 

3. PAGU Rp.999.999.999 (XXXXXXXXX) (angka dan huruf) 

C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) 
1. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 

2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan . 

3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

4. Informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan .  

5. Rencana Penarikan D a n a  d a n  Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana d a n  Perkiraan Penerimaan dari seluruh 

Satker. 

6.  Tanggung jawab terhadap kebenaran alekasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada PA/KPA. 

7. DIPA Induk berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX sampai dengan 31 Desember 2XXX. 

)()()()()()()(), DD-MM-YY 

a . n .  Menteri Keuangan 

Direktur Jenderal Anggaran,  

AAAAAAAAAA 
NIP. 
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DIPA Induk Halaman I .  Informasi Kinerj a dan Anggaran Program 

A. IDEN1ITAS UNIT: 

1 .  KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA 

2. UNIT O RGANISASI 

3. PAGU 

(xxx) 
(xx) 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

TAH UN ANGGARAN 2XXX 
NOMOR : DIPA - aaa.bb-c/2XXX 

I. IN FORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

Nama K/L 

Nama Unit Eselon I 

Rp.999.999.999 (XXXXXXXXX) (angka dan huruf) 

B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEM BANGUNAN DALAM RKP: 

1 PROGRAM 

dst. 

2. SASARAN STRATEGIS K/L 

3. FUNGSI 

SUB FUNGSI 

FUNGSI 

SUB FUNGSI 

dst. 

4. PRIORITAS NASIONAL 

dst. 

NON PRIORITAS NASIONAL 

(xxx.xx.xx) 
(xxx.xx.xx) 
(xxx.xx.xx) 

(xx) 
(xx) 

(xx.xx) 
(xx) 

(xx.xx) 

(xx) 
(xx) 

nama Program 

nama Program 

nama Program 

uraian Sasaran Strategis 

uraian Fungsi 

uraian Sub Fungsi Rp. 999. 999 . 999 

uraian Fungsi 

uraian Sub Fungsi Rp.999.999.999 

uraian Prioritas Nasional 

uraian Prioritas Nasional 

Rp.999.999.999 

Rp.999.999.999 

Rp. 999 . 999. 999 

Rp. 999 . 999. 999 

Rp.999.999.999 

Rp. 999 . 999. 999 

Rp.999.999.999 

Rp.999.999.999 

Rp. 999. 999. 999 

� �  www.jdih.kemenkeu.go.id



C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN 

M ENTE R I K E U ANGAN 

RE P U B L I K  I N DO N ES I A  

- 17-
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN INDUK 

TAHUN ANGGARAN 2XXX 
NOMOR : DIPA - aaa .bb-c/2XXX 

I. IN FORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM 

(Ribuan Rupiah) 

�{f5.RE�����@'@,�t9Jtt��f!�Ewst�!���Mfl��w1�£I!il@•�S1�g§�e��·,.�;���f,f¥2:��:ii1:fKf9���1�� 
xxx.xx.xx nama Program Rp.999 .999.999 

outcome 

0 1 .  uraian IKU 1 

02. uraian IKU 2 

xxxx I uraian Kegiatan 1 

01 uraian IKK 1 

02. uraian IKK 2 

xxxx.xxx I uraian Output 1 

xxxx.xxx uraian Output 2 

xxxx l uraian Kegiatan 2 

01 uraian IKK 1 

02. uraian IKK 2 

xxxx.xxx ,uraian Output 1 

xxxx.xxx . uraian Output 2 

KETENTUAN : 

- DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai 
dokumen pelaksanaan kegiatan Satker. 

xxxtXl:t:l,, DD-MM-YY 

a . n .  Menteri/Ketua . . . . . . .  
xxxxxxxxxxxxxxx 

AAAAAAAAAAAA 
NIP. 

N O l  

N04 

Rp.999 .999.999 

99 sat Rp.999.999 

99 sat ! Rp.999.999 

99 sat 

99 sat 

- --
Rp.999.999.999 

Rp.999.999 

Rp.999.999 

1JGµ/ 
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SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PET\KAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

A. DASAR HUKUM; 

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

3. UU No. xxxx Tahun xxxx tentang APBN TA xxxx 
4. Undang-Undang Nomor . . . . . Tahun 2XXX Tentang Perubahan Alas UU Nomor . ...  Tentang APBN TA 2XXX 

B. DENGAN IN\ DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK: 

1 .  Kementerian Negaraf Lembaga 

2. Unit Organisasi 

3. Provinsi 

4. Kode/Nama Satker 

(XXX) XXXXXXXXXXXXXXX 
(XX) )()()()()()()() 
(XX) XXXXXXXXXXXXXXX 
(XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXX 

NOMOR : SP DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

a. Status BLU 

b. Besaran Persentase Ambang Batas 

(Penuh)/(Bertahap) dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx9/1 
(xx) •;, dari PNBP 

Sebesar Rp. 

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi: 

xx xxxxxxxxxxxxxxx 
xx.xx 
Kode dan Nama Program dan Kegiatan: 

xxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx 

C. SUMBER DANA BERASAL DARI: 

999.999.999.999 c--xxxxxx )()()()()()()() xxxxxxxxxxxxx-- ) 

Rp 999.999.999.999 
Rp 999.999.999.999 

1. Rupiah Mumi 

2. PNBP 

Rp. 

Rp. 

R p  . •  
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999,ggg 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri 

- Pinjaman.Oalam Negeri 

- PNBP TA Berjalan 

- Penggunaan Saldo Awai BLU 

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri 

- Pinjaman Luar Negeri 

- Hibah Luar Negeri 

D. PENCAIRAN DANA OILAKUKAN MELALUI: 

1. xxxxxxxxxxxxxxx 
2. 

E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 

(XXX) Rp. 999.999.999.999 

- Hibah Oalam Negeri 

5. Hibah Langsung 

- Hibah Luar Negeri Langsung 

- Hibah Oa!am Negeri Langsung 

6. SBSN PBS 

3. 
4. 

1. DIPA Petikan merupakan baglan yang tidak. terpisahkan dari OIPA Induk (N�ma Program, Unit Organisasi dan Kementerlan Neoara/Lembaga) 
2. OIPA Petik.an dicetak. secara otomatis melalui sistem yang di1engkapi dengan kode pengaman berupa digital st'1mp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 

4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelak.sanaan kegiatan. 
5. Tanggung jawab tema9ap penggunaan dana yang tertuang dalam OIPA Petikan sepenuhnya berada pada PA/KPA. 

} 
Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan databiJs� RKA-K/l·DIPA Kementerlan Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti·bukti yang ada). 

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggat 1 Januari 2X:XX sampai dengan 31 Desember 2X:XX. 
xxxxxxxxxx, 00-MM-YY 

a.n. Menteri Keuangan 

Oirek.tur Jenderal Anggaran, 

ttd. 

xxxxxxxxxxxxxxx 
NIP.XXX:XXXXXXXXXXX 

999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 

0" f'&v www.jdih.kemenkeu.go.id



M E NT E R I KEUANGAN 

R E P U BLI K I N DO N E S I A  

-2 1 -
DIPA Petikan Halaman IA Informasi Kinerja 

Kementerian Negara/Lembaga 

Unit Organisasi 

Provinsi 

Kode/Nama Satker 

lnformasi BLU : 

1. Status BLU 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 

DAFTAR \S \AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.ddddddl2XXX 

IA. I NFORMASI KINERJA 

xx�� 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Kuasa Pengguna Anggaran 

Bendahara Pengeluaran 

Pejabat Penandatangan SPM 

: XXXXXXXXXXXXXXXXXJOO<XXXJOO<XX 
: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3. Saldo Awai Kas BLU 

2. Besaran Persentase Ambang Batas 

: (Penuh)/(Bertahap) dengan persentase penggunaan langsung PNBP sebesar xx% 
: xx % dari PNBP 4. Saide Akhir Kas BLU 

: Rp 999.999.999 
: Rp 999.999.999 

1. Fungsi 

Sub Fungsi 

Sub Fungsi 

Fungsi 

Sub Fungsi 

Sub Fungsi 

2. Program 

Hasil (Outcome) 

IKU Program 

Kegiatan 

lndikator Kinerja Kegiatan 

Keluaran (Output) 

: xx 

: xx.xx 

: xx.xx 

: xx 

: xx.xx 

: xx.xx 

: xxx.xx.xx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1<J(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

1 .  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: 1. xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: 2. xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

: 3. xxxx.xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

999.999,99 xxxxxx 

999.999,99 xxxxxx 

999.999,99 xxxxxx 

Halaman : I A.xx 

Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 

Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 

Rp. 999.999.999.999.999.999 

Rp. 999.999.999.999.999.999 

Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 
Rp. 999.999.999.999.999.999 

xxxxxxxxxx, DD-MM-YY 
A.N . .  
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DIPA Petikan Halaman IB Sumber Dana 

Kementerian Negara /Lembaga 
U nit Organisasi 
Provinsi 
Kode/Nama Satker 

1 .  Anggaran Tahun 20XX 
1 .  Rupiah Mumi 
2. PNBP 
3.  Pinjaman/Hibah Luar Negeri 
4.  Pinjaman/Hibah Dalam Negeri 
5 .  Hibah Langsung 

2 .  Rincian Pinjaman/H ibah : 

SUMBER PI NJAMAN DAN H I BAH 
Ni:>. NPP/H per Tahun 

No. No.Register 
1 .  Pinjaman Luar Negeri 
2 .  Hibah Luar Negeri 
3 .  Pinjaman Dalam N egeri 
4. Hibah Dalam Negeri 

Kade Uraian 
1 2 3 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 
: Rp. 

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

I B. SUMBER DANA 

(XXX) 
(XX) 
(XX) 
(XXXXXX) 

xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 

999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 

Ket : a.  Pinjaman Luar Negeri 

b .  Hibah Luar Negeri 

c.  Pinjaman Dalam Negeri 
d .  Hibah Dalam Negeri 

( 1 )  Valuta Asing 
(2) RPLN 
(1 ) Valuta Asing 
(2) RHLN 

e. Hibah Luar Negeri Langsung 
f. Hibah Dalam Negeri Langsung 

Pagu 
Tahun RINCIAN DANA BERDASARKAN 

Pagu 
: Kade Mata Uang 
: Kade Mata Uang 
: Kade Mata Uang 
: Kade Mata Uang 

IDR 
IDR 
I D R  
I D R  

1aa1am nouani 

lni  CARA PENARIKAN DANA PENDAMPING 

1 )  Mata Uang NP P/H 1 )  pp 

2) Ekuivalen USO 2) PL 
3) Ekuivalen Rupiah 3) RK 

4) LC 
5) -

Ko de Dana Ko de Dana Rp Rp.LN Loe.Cost 
4 5 6 7 8 9 1 0 

NPP/H Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah 

999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 
999.999.999.999 

Halaman : IS.xx 

Ekuivalen Rupiah 
Rp. 999999999999999 
Rp. 999999999999999 
Rp. 999999999999999 
Rp. 999999999999999 
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DIPA Petikan Halaman II Belanja Kementerian Negara/Lembaga 

Kementerian Negara/lembaga 

Unit Organisasi 

P rovinsi 

Kode/Nama Satker 

Kewenangan 

: (XXX) 
: (XX) 
: (XX) 
: (XXXXXX) 
: (XX) 

U raian 

Ko d e  Satker/Program/Kegiatan/Output/Sumber 

Dana 

2 

)()()()()()( xxxxxxxxxxxxxxx 

xxx.xx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

)()()()( xxxxxxxxxxxxxxx 

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETI KAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DI PA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

I I .  RINCIAN PENGELUARAN 

(RIBUAN RUPIAH) 

B E L A N J A  

I PEGAWAI BA RANG MODAL BANTUAN SOSIAL 
[51 ]  [52] [53] [57] 

3 4 5 6 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 

LAIN-LAIN 
[58] 

7 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

JUMLAH SELURUH I LOKAS I/ 
I KPPN 

Halaman : I I .xx 

Cara Penarikan/ 
Register 

8 1 9 1 1 0  
I I 

999.999.999.999 

999.999.999.999 

999.999.999.999 I xx.xx 

xxxx.xxx 
xx ·��.'29.< .. ....... + ...... ��§:�§�:§�§:!��+ ........ §�!:�!�:·§�H�§ .. l· .. ······�·��·:·§�·§ :�·§�::§�:+ ......... �§�·:·§�§:�·��·:·§�·�··l .......... �§�·:·§�l�·§[·§�·§+ ................. �!�'.·�§!:�!�:��!· 1 )()()( I xx xxxxxxxx 

J U M L I 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 999.999.999.999 xxxxxxx, DD-MM-YY 

A.N . . . 

ttd. 
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DIPA Petikan Halaman III DIPA Kementerian Negara/Lembaga 

Kementerian Negara/Lembaga 
Unit Organisasi 
Provinsi 
Kode/Nama Satker 
NO KODE URAIAN SATKER 

1 2 3 
1 .  (xxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [7] 

Rencana Penarikan Dana 
51 Belanja Pegawai 
52 Belanja Barang 
53 Belanja Modal 
57 Belanja Bantuan Sosial 

)()()()( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [BJ 
51 Belanja Pegawai 
52 Belanja Barang 
53 Belanja Modal 
57 Belanja Bantuan Sosial 

Perkiraan Penerirnaan 
- Perpajakan 
- Bea Cukai 
- PNBP 
- Hibah 
- Penerirnaan Pernbiayaan 

DAFTAR IS IAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX [1 a] 

NOMOR : D IPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX [1 b] 

I l l .  RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

(XXX) [2] 
(XX) [3] 
(XX) [4] 
(XXXXXX) [5] 

RENCANA PENARIKAN PENGELUARANIPERKIRAAN PENERIMAAN 
Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Aoustus September 

4 5 6 7 8 9 1 0  1 1  1 2  

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

r-v---
[9) 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

rr; 

Oktober Nooornber 
1 3  1 4  

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

. 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 

lid. 

Desernber 
1 5  

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 . 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

[1 1 ]  
[12) 

(13} 
[14} 

(15) 

Halarnan : Ill.xx [6] 
dalarn ribuan rupiah ) 

Jurnlah 

1 6  

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999:999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
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DIPA Petikan Halaman III untuk DIPA BLU 

Kementerian Negara/Lembaga 
Unit Organisasi 

: (XXX) : (XX) 
Provinsi : (XX) 
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) 
NO KODEINAMA SATKER/URAIAN PENERIMAAN DAN 

PEN GELUARAN 

1 1 

1 .  Kode dan nama satker 
Penarikan Dana - APBN 

- Belanja Pegawai (51 )  

- Belanja Barang (52) 

- Belanja Modal (53) 

Penggunaan langsung Dana PNBP· BLU 
- Belanja Barang (52) 

- Belanja Modal (53) 

Penarikan PNBP yang disetor ke Kas Negara 
- Belanja Barang (52) 

- Belanja Modal (53) 

Perkiraan/Target Penerimaan 
- PNBP 

- yang disetor (XXXXXX) 

- yang digunakan langsung (XXXXXX) 

Januari 

3 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

Pebruari 

3 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 
999.999.999 

M ENTE R I KEUANGAN 
R E P U B LI K  I N DO N ES I A  

-25-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN 

T AHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DIPA- aaa.bb.c.dddddd/2XXX 

I l l .  RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN 

RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERI MAAN 

Maret Aoril Mei Juni Jul i  AQustus September 

4 5 6 7 8 9 1 0  

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999 .999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

Halaman : I l l .xx 

- - - - r · -

Oktober Nooember Desember 
Jumlah 

1 1  1 2  1 3  1 4  

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999 . 999. 999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999 .999.999 999.999.999 

999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999 .999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 
999.999.999 999.999.999 999.999.999 999.999.999 

xxxxxxxxxx, 00-MM-YY 

ttd. 

1- ;4f>V 
NIP. 
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DIPA Petikan Halaman IV 

Kementerian Negara/Lembaga : (XXX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Unit Oryanisasi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Prolinsi : (XX) XXXXXXXXXXXXXXX 
Kode/Nama Satker : (XXXXXX) XXXXXXXXXXXXXXX 

KODE U R A I A N  

kode satker uraian satker 

kode KIL uraian program 

kode kegiatan uraian kegiatan 

kode keg dan output uraian output 

catatan output kode kegiatan 

kode keg dan output uraian output 

kcde akun yang 

dicatatltunggakan uraian akun yang diberi catatan/tunggakan 

keterangan juniah dana akun yang diberi catatan/tunggakan 

M ENTER! KEUANGAN 
REPUBLlK !NDONESIA 

-26-

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN LANJUTAN 

TAHUN ANGGARAN 20XX 

NOMOR : DIPA- aaa.bb .c .dddddd/2XXX 

IV. C A  T A  T A N 

KODE 

Rp. 999.999.999 

catatan dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Rp jumlah uang 
Ditjen Anggaran atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

Halaman : IV.xx 
(dalam ribuan rupiah) 

U R A I A N  

xxxxxxxxxx, 00-f!JM-yy 

ltd. 

NIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. 

BAMBANG P. S .  BRODJONEGORO 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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